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ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia
tentang corporate governance bagi perbankan syariah belum sesuai dengan
ketentuan hukum positif dan hukum Islam, serta terdapat ketentuan yang
membolehkan fraud. Disebabkan belum ada landasan filosofis, terdapat kelemahan
beberapa aspek yuridis, dan berisi kelemahan secara sosiologis.

Penelitian ini menolak pendapat Malek Lasghari di tahun 2004; Leora
F.Klapper dan Inessa Love tahun 2004, Ronald W.Masulis, Cong Wang dan Fei Xie
tahun 2007 ketiganya menyatakan : corporate governance bertujuan
memaksimalkan nilai pemegang saham, atau dengan kalimat lain: semakin baik

Disertasi ini ditulis untuk memperkuat pe ? mempertanyakan

manfaat corporate governance terhadap upa aKks ilai pemegang

saham, diantaranya : ‘

1. Sean Liu tahun 2005 mengenai Cor rate ernance [ ent Case
of China telah mengemukakan tec 3 { ah a tipikal dari
kegagalan sistem melindungi ke

2. Hatice Uzun, Samuel H. S k and '\Ra ma_tahun 2004 mengenai Board

Composition and Corporate BNge 3 ahwa komite pengawasan
dan direksi secara signifikan be e penipuan perusahaan.

3. Vincent Di Lorenzo- ta . 200 al ~Business Ethics: Law as a
Determinant of Busine \ hwa dalam praktek tata kelola
perusahaan akhir, peri isnis sudah tidak sesuai dengan
aturan hukum \

rtasi_ini.adalah data primer dan data sekunder. Data
nel lapangan terhadap beberapa bank syariah, Otoritas
)misi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
(KPK) yang menjadi) nden. Adapun data sekunder berupa perundang-
undangan tentang corporate governance dan yang terkait dengan corporate
governance perbankan syarlah juga data hasil-hasil  penelitian dari jurnal
internasional, serta kepustakaan lainnya yang relevan. Semua data tersebut di baca
dan di analisa secara kualitatif dan content analysis, dengan menggunakan metode
penafsiran diantaranya tata-bahasa, sistematis dan otentik yang dikenal dalam
penelitian hukum. Dilakukan pula pendekatan multi disiplin ilmu. Hasil penelitian
disajikan secara deskriptif narasi dan sistimatis.

Jasa Keuangan

Kata Kunci: corporate governance, perbankan syariah, fraud perbankan
syariah
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ABSTRACT

The results showed that the regulations issued by Bank Indonesia
regarding corporate governance for Islamic banking is not in accordance
with the provisions of positive law and Islamic law, and there are provisions
allowed fraud. Caused do not have a philosophical foundation, there is
weakness of juridical aspect, and sociological contains weaknesses.

The dissertation rejects the opinion of Malek Lasghari 2004, Leora
F.Klapper and Inessa Love 2004, Ronald W.Masulis, Cong Wang and Fei
Xie 2007 which are state: corporate governance objective to maximize
shareholders value added, or they said: the hig quality of corporate

subject matter:
1. Sean Liu 2005, Corporate Governa \
has put forward his theory, many problems.is as-typical ¢ em failures
to protect interest of shareholders

2. Hatice Uzun, Samuel H. Sze 2004, Board
Composition and Corporat e sion committee and
director has significan aud.

3. Vincent Di Lor Law as a Determinant of

e of>corporate governance recent

T('s,s of the primal

source. T%é\m;‘ .XQ%J‘I‘ e_are obtained by field research of several
sharia banking, Fir@h'\al Services Authority (OJK), Corruption
Eradication Com“ﬁg e Republic of Indonesia (KPK). While the
secondary data so%w\ obtained from related literatures, i.e. regulations
and rules according to-corporate governance sharia banking, international
journals, and other relevant literatures. All of data read and analyzed
qualitatively and content analysis, by using the method of interpretation
known in legal research, and multi disciplinary approach. The results of the
study are presented in descriptive narrative and systematic.

Keywords : corporate governance, Islamic banking, sharia banking fraud
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan
ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab Latin Arab Latin

B z O N
o S 3 W
o sh o H
oe s ¢ Y

XXi



B. Vokal Pendek
= a o= i ’ = u

C. Vokal Panjang

| =a = 1 3 = u
D. Diftong
7] = ay J  =aw
E. Shaddah

Shaddah/tashdid (~ ) ditransliterasika
dengan huruf yang bershaddah tersebut, conto
&,  =rabbana
F. Kata Sandang
Kata sandang (J) dilambangka jan (8 baik ~ yang
mengikutinya huruf shamsiyah ia b
uadd) = al-shams

&)

ruf yang sama
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil penelitian Malek Lasghari di tahun 2004 menyatakan bahwa
eksekutif perusahaan telah menyimpang dari tujuan tunggal yakni
memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.* Adapun Leora F.Klapper
dan Inessa Love juga tahun 2004, menganggap corporate governance yang
baik signifikan pengaruhnya terhadap kinerja dan nilai pasar. ? Begitupula
Ronald W.Masulis, Cong Wang dan Fei Xie tahun 2007 mendukung
pendapat Mitchell dan Lehn (1990) bahwa penting sekall memberlkan
insentif yang tepat kepada para manajer, \
pemegang saham. ® Beberapa peneliti ini, nenyimpulkan tujuan
corporate governance adalah memaksimalka emegang saham, atau
dengan kalimat lain: semakin bai i
governance semakin maksimal nilai g

ang-selanjutnya akan
ang- diterbitkan Bank

penelitian sebelum
Para peneliti ¢ overnance, diantaranya Anant K. Sundaram dan
Andrew C. Inkpen tahun 2004 mengungkapkan bursa saham gempar dengan

'Malek Lashgari, “Corporate Governance:Theory and Practice,” The Journal of
American Academy of Bussines, Cambridge. Vol.5, Num.1&2 (September 2004): 46.
www.indabook.org. (Akses 6 Desember 2012).

“Leora F.Klapper, Inessa Love, “Corporate Governance, Investor Protection, and
Performance in Emerging Markets.” Journal of Corporate Finance Volume 10, Issue 5
(November 2004): 703. www.sciencedirect.com/science/journal/09291199/ dan
www.elibrary.worldbank.org . (Akses 8 Nopember 2012).

*Ronald W. Masulis, Cong Wang and Fei Xie, “Corporate Governance and
Acquirer Returns.” Wiley-Blackwell: The Journal of Finance, Vol. 62, No. 4 (Aug., 2007):
1851. www.onlinelibrary.wiley.com. (Akses 6 Desember 2012)

* Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pedoman Akademik
2011-2015 (Ciputat: SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),2011, 69.

1


http://www.indabook.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09291199
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http://www.elibrary.worldbank.org/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/

skandal perusahaan tahun 2001 dan 2002, yang telah menimbulkan
perdebatan tentang tujuan perusahaan memaksimalkan nilai pemegang
saham. ° Sean Liu tahun 2005 mengenai Corporate Governance and
Development Case of China telah mengemukakan teorinya, banyaknya
masalah adalah tipikal dari kegagalan sistem melindungi kepentingan
pemegang saham; ® penelitian berikutnya oleh John S Liu dan Chyan Yang
tahun 2008 mengenai Corporate Governance Reform in Taiwan
mengemukakan, bahwa sistem direktur independen belum tentu efektif dalam
reformasi corporate governance di Taiwan; ' penelitian lain dilakukan oleh
Luca Enriques dan Paolo Volpin tahun 2007 mengenai reformasi corporate
governance di Eropa mereka mengungkapkan upaya reformasi di Eropa
perlu dilanjutkan untuk mengatasi secara efektif masalah yang ditimbulkan
pemegang saham dominan. ® \

Corporate governance di Indonesia baru-¢ 3 c\s\: krisis moneter

Negara Indonesia adalah negara a-BAB>III Pasal 4 ayat
(1) menyebutkan: Preside \ megang kekuasaan
pemerintahan menurut ): Dalam melakukan
Wakil Presiden.'® Apa yang

meliputi Hir ara dalam arti kepemerintahan yang

-

*Anant K. S am a}»d Andrew C. Inkpen, “Stakeholderr Theory and "The
Corporate Objective Rewisited":>A_Reply.” INFORMS : Organization Science, Vol. 15,
No. 3 (May - Jun., 2004):870: .thunderbird.edu. (Akses 26 September 2012).

®Sean Liu, “Corporate Governance and Development: The Case of China.” Wiley-
Blackwell : Manajerial and Decision Economics, Vol. 26, No. 7, Corporate Governance:
An International Perspective (Oct. - Nov., 2005): 445. onlinelibrary.wiley.com. (Akses 17
Nopember 2012).

"John S. Liu and Chyan Yang, “Corporate Governance Reform in Taiwan: Could
the Independent Director Sistim Be an Effective Remedy?” University of California Press :
Asian Survey, Vol. 48, No. 5 (September/October ~ 2008): 816.
www.jstor.org/stable/10.1525/AS.2008.48.5.816. (Akses 17 Nopember 2012).

®Luca Enriques and Paolo Volpin, “Corporate Governance Reforms in Continental
Europe .” American Economic Association : The Journal of Economic Perspectives, Vol.
21, No. 1 (Winter, 2007): 117. https://www.aeaweb.org. (Akses 6 Desember 2012).

°Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Dalam Satu Naskah (Amandemen I-1V) (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, Februari 2010), 5.

1% Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Dalam Satu Naskah (Amandemen I-1V) (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, Februari 2010), 6.

penyelenggaraa
w

2


http://www.thunderbird.edu/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.jstor.org/stable/10.1525/AS.2008.48.5.816
https://www.aeaweb.org/

menyeluruh dengan kendali kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden
dan dibantu oleh Wakil Presiden.

Pemerintahan yang diamanahkan olen UUD 1945 di atas, adalah
pemerintahan dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan,
sebagai penyelenggara negara tertinggi yang mengatur atau mengelola
lembaga-lembaga negara dan masyarakat pada umumnya, dikenal dengan
istilah governance, dan konsepsi tata kelola pemerintahan yang baik
kemudian dikenal sebagai Good Public Governance.

Dalam konteks negara hukum yang diamanahkan olen UUD 1945
tersebut, dalam pelaksanaan pemerintahan untuk mengatur dan mengelola
lembaga negara dan kehidupan bermasyarakat telah banyak peraturan
perundangan-undangan yang dibuat secara berjenjang, dikenal kemudian
sebagai hirarki perundang-undangan, yang secara heruurutan terdiri dari: a.
UUD 1945; b. Ketetapan MPR; c. UU / P .Peraturan Pemerintah;

Kabupaten/Kota.
Good Public Governance (GPG)<merupakan.sistem atau. attiran perilaku

i_pemahaman secara nasional ini,
ance adalah bagian yang tak

keuangan interna kni IMF di minta bantuannya oleh Pemerintah
waktu itu. Dalam bantuan IMF kepada Indonesia dipersyaratkan perbaikan
governance baik public governance maupun corporate governance, karena
buruknya penerapan governance di anggap sebagai penyebab krisis moneter
di Indonesia. Akhmad Syakhroza sependapat dengan Lukviarman yang
mengungkapkan bahwa konsepsi governance mulai menguat di Indonesia

“Republik Indonesia, Undang-Undang Rl No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ketiga,
Januari 2013), 8.

2 Evert Ernst Mangindaan, “Sambutan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,” Pedoman Good Public Governance
(Jakarta: Komite  Nasional Kebijakan Governance, 2010),i. knkg-indonesia.com dan
www.bapepam.go.id. (Akses 15 Juni 2013).
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pasca krisis ekonomi di paruh akhir tahun 1997 di tandai dengan di
tandatanganinya Letter of Intents (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan
lembaga donor yakni International Monetary Fund (IMF), IMF ini
mensyaratkan perbaikan governance (publik maupun korporasi) sebagai
syarat bantuan yang diberikan *® . Sejalan dengan syarat dari IMF
Moh.Wahyudin Zarkasyi berpendapat sejak krisis ekonomi tahun 1997
pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan
Good Corporate Governance (GCG) menjadi isu yang mengemuka di
Indonesia. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di
Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi
terpuruk.*

Masih dalam konteks pelaksanaan amanah UUD. 1945, sebagaimana di
ank Muamalat yang

didirikan pada tanggal 1 Nopember tahun 19 kehadiran Bank
Syariah lainnya pada tahun 1999 dan era‘ta Perkembangan
dunia perbankan Indonesia beberapa ta ] kkan dengan
banyak munculnya bank syariah. B ini' anya hadir
bersandar kepada nama bank nasiona pendirinya

Perkembangan ban .\ elah menarik perhatian
pemerintah, di antaranya. de i kelua a regulasi perbankan yang
\. syaria i, Undang-Undang Perbankan

Undang-Undang No. 10 Tahun
perbankan syariah, yakni Undang-
ang Perbankan Syariah. Sebagai

mencakup perbankan ‘umun
No. 7 Tahun 1992 y 0
1998; kemudian regulasi khusus
Undang | Nb%
pertimbangan-u
dalam konsidera
masyarakat Indonesi
dan perbankan %\;
perbankan konvensional

Dalam rangka mendorong pelaksanaan Good Corporate Governance
perbankan syariah, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia
nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance

\Jasa-Jasa perbankan syarlah semakin meningkat;
memiliki  kekhususan dibandingkan dengan

BAkhmad Syakhroza, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Akuntansi
FEUI (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005),4.

¥ Moh.Wahyudin Zarkasyi, Good Corporate Governance pada Badan Usaha
Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, (Bandung: Alfabeta, 2008), 1.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah,” Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94
dan  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia ~ Nomor  4867.
www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).
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bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada konsideran
menimbang huruf a. dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut menyatakan:
bahwa dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan
tangguh, diperlukan pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank
umum syariah dan unit usaha syariah yang efektif *°.

Pengaturan Good Corporate Governance di lingkungan perbankan, baru
pada tahun 2006 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia
No0.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi
Bank Umum tanggal 30 Januari 2006 dan telah dirubah dengan PBI
No0.8/14/PBI1/2006 tanggal 5 Oktober 2006, menyusul kemudian Surat
Edaran Bl No0.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum. Selanjutnya barulah 3 (tiga) tahun
kemudian Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indone5|a

Pada tanggal 22 November 2011 p enerbitkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor Otoritas Jasa
Keuangan. Mengenai Otoritas Jasa Ja aratkan oleh
Konsiderans Menimbang huruf. b.\da 3 ndang Undang

tersebut: Otoritas Jasa Keuang Jalah lembaga va e.- penden dan bebas

dari campur tangan piha i\ tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawase '|kan terhadap kegiatan
sektor jasa keuanga

Disamping C C perlu dicermati
perkembangan a perusahas enjadi isu nasional tidak berdiri

sendiri, t
dunia termasuk
krisis perekonomi
mengatasinya den
nasional. Tindaka
bank Bantuan Likui

ia, sega’mana diungkapkan Edy Suandi Hamid
Indonesia telah menuntut partisipasi pemerintah untuk
n@ahrkan dana guna menyelamatkan perekonomian
tah waktu itu adalah memberikan kepada bank-
itas Bank Indonesia yang berakhir sebagai skandal

*Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah”. www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

" Republik Indonesia, “Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan,” Republik
Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. www.hukumonline.com. (Akses 17
Januari 2014).
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keuangan terbesar di Indonesia, dan secara hukum belum sepenuhnya
terungkap. '8
Kemudian tercatat pula penyebab-penyebab krisis yang dilakukan baik
oleh perusahaan lokal di Indonesia maupun perusahaan kelas dunia. Rizal
Ramli berpendapat Pemerintah dan Bank Indonesia menggunakan alasan
bahwa bail out Bank Century harus dilakukan karena memiliki risiko
sistemik. Alasan tersebut sekedar alibi untuk memuluskan ‘“perampokan”
terhadap Bank Century.® Adapun Edy Suandi Hamid mengungkapkan
bencana keuangan melanda setelah kredit macet terjadi dan melumpuhkan
sejumlah raksasa finansial yang memback-up-nya. Mulai dari bangkrutnya
bank raksasa Lehman Brothers dan perusahaan finansial raksasa Bear
Stearns. Beberapa saat sebelumnya, pemerintah AAS juga terpaksa telah
terbesar AIG (American Internationa ! gejala Kritis
yang sama. % \
perusahaan<perusahaan

Penyebab krisis sesuai fakta <diatas:\di : aa
besar terkenal di dunia yang sudat anake .}\’\& governance, tapi
nyatanya malah terjadi skandal angan. ya nengguncang ekonomi

memberi pinjaman :
governance sejak it S enerapan) good governance termasuk

Dalam(
dan perkemban
Asia, Timur-Te
kehadiran bank \isl%‘

t perb ) Syariah bukan saja di tanah air tapi di
) bahkan di” Eropa dan Amerika; seiring dengan
taur-bank syariah tersebut telah berkembang pula
berbagai hasil pe@:ﬂi i seputar perbankan syariah, dan terdapat pula
fenomena lain di tanah_air yakni terjadinya perbuatan fraud yang dilakukan
pada berbagai bank syariah, dan fakta menunjukkan bahwa bank-bank

8 Edy Suandi Hamid, “Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap
Indonesia,” La Riba, Jurnal Ekonomi Islam,Volume 111, No.1(Juli 2009): 5. www.uii.ac.id.
dan www.e-jurnal.com. (Akses 17 Desember 2012).

¥ Rizal Ramli, “Skandal Bank Century versi Rizal Ramli, -ECONIT's. Jakarta:
Suara Rakyat, 21 Januari 2010. https://id-id.facebook.com. (Akses 9 Desember 2012).

®Edy Suandi Hamid, “Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap
Indonesia.” La Riba, Jurnal Ekonomi Islam,Volume 111, No.1 (Juli 2009): 5. www.uii.ac.id.
dan www.e-jurnal.com. (Akses 17 Desember 2012).

2t Akhmad Syakhroza, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Akuntansi
FEUI (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005),4.
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syariah tersebut adalah bank yang juga telah melaksanakan corporate
governance.

Hal ini menjadikan alasan kuat yang menarik untuk mengadakan kajian
hukum terhadap peraturan corporate governance perbankan syariah dan
perbuatan fraud, dan menggali idealnya corporate governance pada
perbankan syariah, dalam rangka upaya penyerapan ajaran Islam dan
sekaligus upaya pencegahan berulangnya perbuatan fraud pada perbankan
syariah.

Berdasarkan wuraian latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang
disampaikan di atas, dapatlah dipahami bahwa penulis memberi judul
penelitian ini “Kajian Yuridis Corporate Governance dan Pencegahan
Perbuatan Fraud Perbankan Syariah” kiranya~menarik dan laik untuk
dilakukan.

B. Permasalahan
1. Identifikasi masalah.
Peneliti telah melakukan identifikasi, beberapa chagai berikut
a. Bagaimana konsep ernance dalam
perundang-undangs

b. Hal-hal corporate governance
perbankan s

c. Bagaiman Islam, serta
perbuatan corporate governance bagi

Berdas ka e eI| am pendahuluan terhadap peraturan perundang-
undangan corpora £e\ ernance perbankan syariah, diperoleh setidaknya
beberapa |dent|f|l%\HS lah seperti dikemukakan diatas dalam berbagai
aspek yang sangat luas, sehingga penelitian ini perlu diberikan pembatasan
masalah agar tidak bias namun fokus sesuai judul disertasi, dan juga
mempertimbangkan keterbatasan kemampuan peneliti dalam pengambilan
data di lapangan dan pengelolaan waktu penelitian dan penulisan hasil
penelitian.

Dengan pertimbangan diatas, penulis memilih penelitian dibatasi pada
kajian: sejauhmana penilaian aspek hukum terhadap peraturan corporate
governance perbankan syariah dan sejauh mana pula kesesuaian ajaran dan
nilai-nilai Islam pada peraturan corporate governance bagi perbankan
syariah, serta apakah peraturan tersebut berisi aturan yang fraud ?



3. Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, dalam
penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya yang sangat menggelitik dan
menarik perhatian untuk dikaji yaitu :
Bagaimana aspek hukum, ajaran dan nilai-nilai Islam, dan
perbuatan fraud pada peraturan corporate governance bagi
perbankan syariah ?

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang akan dilakukan ini didukung oleh sejumlah kesimpulan
penelitian terdahulu, diantaranya: Anant K. Sundaram and Andrew C.
Inkpen tahun 2004 tentang Stakeholderr The d "The Corporate
Objective Revisited": A Reply mengem LIS
dengan skandal perusahaan tahun 2001 dan“2002} s lah. menimbulkan
perdebatan tentang maksud perusahaan bertujua aksimalkan nilai

ya;, banyaknya
gi  kepentingan
2008 mengenai

masalah adalah tipikal dari kegag
pemegang saham. > John<S Liu da
Corporate Governance ~Reform i

direktur independe ‘ reformasi corporate
ehNH? Szewczyk and Raj Varma
ition and Corporate Fraud
san dan direksi secara signifikan

an. > Luca Enriques dan Paolo Volpin

r@i di Eropa perlu dilanjutkan untuk mengatasi

2 Anant K. Sundaram and Andrew C. Inkpen, “Stakeholderr Theory and "The
Corporate Objective Revisited": A Reply.” INFORMS : Organization Science, Vol. 15,
No. 3 (May - Jun., 2004): 370. www.thunderbird.edu. (Akses 26 September 2012).

% Sean Liu, “Corporate Governance and Development: The Case of China,”
Wiley-Blackwell : Manajerial and Decision Economics, Vol. 26, No. 7, Corporate
Governance: An International Perspective (Oct. - Nov., 2005): 445. onlinelibrary.
wiley.com. (Akses 17 Nopember 2012).

#John S. Liu and Chyan Yang, “Corporate Governance Reform in Taiwan: Could
the Independent Director Sistim Be an Effective Remedy?” University of California Press :
Asian  Survey, Vol. 48, No. 5 (September/October 2008): 816.
www.jstor.org/stable/10.1525/AS.2008.48.5.816. (Akses 17 Nopember 2012).

% Hatice Uzun, Samuel H. Szewczyk and Raj Varma, “Board Composition and
Corporate Fraud .” CFA Institute : Financial Analysts Journal, Vol. 60, No. 3 (May - Jun.,
2004): 33. www.jstor.org/stable/4480570. (Akses 17 Oktober 2012).
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secara efektif masalah yang ditimbulkan pemegang saham dominan. ?°
Vincent Di Lorenzo tahun 2007°" mengenai Business Ethics: Law as a
Determinant of Business Conduct menyatakan bahwa dalam praktek tata
kelola perusahaan beberapa tahun terakhir, perilaku pebisnis tidak sesuai
dengan hukum.

Muhammad Anwar dalam Islamicity of Banking and Modes of Islamic
Banking diantaranya berpendapat: sarjana Muslim cepat atau lambat
membuat upaya menggantikan sistem perbankan dengan mematuhi perintah
Allah dan Rasul-Nya.”® Mervyn K.Lewis dengan tulisannya Islamic Banking
in Theory and Practice menyatakan: Tulisan ini menjelaskan agama, etika
dan prinsip hukum sebagai dasar keuangan Islami.”® Hans Dieter di tahun
2008 menyebutkan diantaranya: Perbankan Islam sekarang ini diakui sebagai
bagian dari sistem dual banking di Indonesia.*® Peneliti

syariah, Tanri Abeng dengan tulisannya i Ethic \ amic Context:
Perspectives of a Muslim Business L ) i nenyatakan:

P .

adalah penting
itian tersebut, telah
J<prinsip ajaran Islam

: .aeaweb.org. (Akses 6 Desember 2012).

ZO “Bﬁsinggs Ethics: Law as a Determinant of Business
Conduct.” Springer : &ql&all of 3usiness Ethics, Vol. 71, No. 3 (Mar., 2007): 275.
Www.jstor.org/stable/25Q B.Wes 26 Nopember 2012).

% Muhammad -Anwar, ,“Islamicity of Banking and Modes of Islamic banking.”
BRILL : Arab Law Qurt 0l.18,No.1 (2003): 62. www. global webpost.com. (Akses 27
Mei 2013).

2 Mervyn K Lewis, “Islamic banking in Theory and Practice,” Monash Business
Review,Volume 3 Issue 1 (April 2007). www.iefpedia.com. (Akses 17 Juni 2013).

% Hans Dieter, “Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional
Diversity, Regulation, and Supervision.” Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) :
Journal of Sosial Issues in Southeast Asia, Vol. 23, No. 1 (April 2008): 86.
www.jstor.org/stable/41220061. (Akses 26 Nopember 2012).

! Tanri Abeng, “Business Ethics in Islamic Context: Perspectives of a Muslim
Business Leader.” Philosophy Documentation Center : Business Ethics Quarterly, Vol. 7,
No. 3 (Jul., 1997): 47. https://www.pdcnet.org. (Akses 7 Desember 2012).

% Gillian Rice, “Islamic Ethics and the Implications for Business.” Springer:
Journal of Business Ethics, Vol. 18, No.4 (Feb., 1999): 345. www.jstor.org/ stable/
25074059. (Akses 8 Nopember 2012).
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Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian
terdahulu sekalipun terdapat kesamaan objek yakni bank syariah, namun
beda fokus dan sudut pandangnya yakni pada aspek kajian hukum peraturan
corporate governance dan corporate governance Yyang Islami dalam
kaitannya dengan upaya pencegahan perbuatan fraud perbankan syariah
sebagai cara mencapai tujuan perusahaan.

D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengkaji dari sudut pandang hukum positif terhadap peraturan
corporate governance bagi perbankan syariah.

2. Untuk mengkaji peraturan corporate gove
syariah sejauh mana kesesuaiannya dengan-ajara

ance bagi perbankan
dan nilai-nilai Islam.

3. Untuk mengkaji peraturan corporate—g ce. bagi perbankan
syariah sejauh mana memiliki atura potensi fraud.
4. Untuk memberi masukan terhadap 3 kelemahan
yang terdapat pada peraturan <Cc ate g F bagi perbankan

r kelemahan

: Q: 1tuk mengembangkan wawasan
huk porate governance bagi perbankan

ajaran dan nilai-nilai Islam, dalam

2. Manfaat prakti eﬁiarj ini:

ritas dan atau regulator perbankan syariah,
sebagai sumber inspirasi untuk merumuskan suatu konsep corporate
governance syariah berlandaskan dan bernafaskan ajaran Islam
sesuai prinsip syariah, sekaligus akan memberi manfaat juga bagi
perkembangan bank syariah di Indonesia.

b. Bagi perusahaan perbankan syariah, sebagai bahan masukan kepada
praktisi untuk perbaikan apabila dalam konsep peraturan dan
penerapan corporate governance masih terdapat kelemahan-
kelemahan dan atau kekurangan.

c. Bagi investor dan masyarakat luas, hasil penelitian ini dapat
menjadi masukan dan bahan pertimbangan yang tepat untuk
berinvestasi pada perbankan syariah.
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F. Metodologi Penelitian
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dimulai
dengan penelitian hukum kepustakaan yang dilanjutkan dengan penelitian
hukum lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, memperoleh data dengan
wawancara dan studi dokumen dari objek penelitian terhadap beberapa bank
syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi; yang
kemudian dalam pelaksanaanya dilakukan dengan cara-cara: Bank A Syariah
berupa wawancara langsung dengan Direktur Kepatuhan, Bank Syariah
Mandiri berupa wawancara tertulis dengan Divisi Kepatuhan, dan lainnya
Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BJB
Syariah berupa penelitian terhadap Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2011 -
2013 dan Laporan Tahunan Tahun 2013; adapun penelitian terhadap Otoritas
3 Direktur Litbang
kumen peraturan
1 Bank Indonesia; dan
ancara_ langsung
aporan Akhir

Departemen Perbankan Syariah dan penelitia
yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuanga

Tahun KPK dan peraturan di bida
didukung juga oleh studi berbagai
antara lain: UU Perbanka i

perundang-undangan
Ferbatas, UU Bank

Indonesia, UU Perba Pidana, UU Komisi
Pemberantasan Korupsi Pembentukan Peraturan
Perundang-undanga Fdaran Bank Indonesia,
Kodifikasi Produk Perb ompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

deskriptif ‘dan/
muncul dalam_p
dengan meneliti

yai. ka r" umum, fleksibel, berkembang, dan
es’ penel jan. 3 Teknis pengumpulan data dilakukan
e\pus,fakaan dan peraturan corporate governance.
Adapun sumber d%\p oleh dari sumber data primer dan data sekunder,
dengan bahan hukum-primer dan sekunder. Penelitian ini berdasar beberapa
corak penelitian  hukum dan kemudian digabung secara serasi dan
disesuaikan dengan tujuan penelitian hukum, demikian diisyaratkan oleh
Zainuddin Ali dan Soerjono Soekanto®*.

¥ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung, CV.Alfabeta, Cetakan
Ketujuh, Januari 2012), 9-11. Lihat juga Emy Susanti Hendrarso, Penelitian Kualitatif:
Sebuah Pengantar, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Cetakan ke-6, April 2011), 168-
169.

#Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga,
November 2011), 21-24. Lihat juga Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum
(Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia/Ul Press, 2006),51.
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Teknik pengumpulan data, data primer dari penelitian lapangan berupa
hasil wawancara dan dokumen resmi pendukung, adapun data sekunder
diperoleh melalui bahan pustaka. Bahan pustaka hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan; bahan pustaka hukum sekunder berupa
literature hukum, jurnal hasil penelitian hukum, karya para sarjana hukum,
dan dokumen perusahaan; bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus
bahasa, serta bahan non hukum dari disiplin ilmu lain yang terkait dengan
kajian penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan multi-disiplin ilmu.
Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif dan content analysis.
Menggunakan analisa kualitatif berupa penafsiran yang lazim dalam
penelitian hukum seperti tata bahasa, sistematis, otentik, dan teleologis serta
analisa komparatif terhadap hasil wawancae umen hukum dan
dokumen perusahaan. Penyajian hasil penelitian dengan deskriptif
narasi secara sistimatis.

G. Sistimatika Penulisan
Dari hasil penelitian yang

musan masalah; dikemukakan
an; tu;uan penelltlan dan manfaat

/GO NAﬁCE DAN KORPORASI

Dalam bab ini—di aikan debat akademis sesuai tema disertasi, dari
hasil penelitian kepust
hukum. Berdasarkan. )

n berupa pendapat atau konsep teori para ahli
)debat akademis tersebut, peneliti berupaya
merekonstruksi suatu kerangka teori sebagai arahan dalam pembahasan
disertasi. Bab ini menjelaskan wacana mengenai teori-teori corporate
governance; etika dan corporate governance; teori-teori korporasi; dan isu-
iSu corporate governance.

BAB Ill BANK SYARIAH DAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM
PANDANGAN ISLAM
Sebagai suatu penelitian yuridis, maka disertasi ini perlu menyampaikan
beberapa aspek hukum Islam yang berkaitan dengan bank syariah dalam
Islam; bank syariah dan bank konvensional; corporate governance Islam
dalam wacana;.
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BAB IV BEBERAPA FENOMENA HUKUM SEKITAR CORPORATE
GOVERNANCE BAGI PERBANKAN SYARIAH

Dalam bab ini peneliti berupaya mendeskripsikan dan menganalisa
beberapa fenomena hukum dalam peraturan corporate governance bagi
perbankan syariah berupa: legalitas perbankan syariah, landasan hukum
corporate governance, kedudukan hukum fatwa dan peraturan bank
Indonesia; kehadiran konsep dan dasar hukum GCG; lex generalis dan lex
specialis; hubungan hukum dan benturan kepentingan; rahasia bank dan
transparansi; penyelesaian sengketa.

BABV MENUJU CORPORATE GOVERNANCE .SYARIAH
Sesuai hasil penelitian pada bab sebelumnya peraturan corporate

governance Yyang ada belum merupakan €¢ yang
berdasarkan ajaran dan nilai-nilai islam, sebagai D »(’ deal penelitian
dilanjutkan dengan harapan terwujudn corporate
governance syariah dengan menam memahami
corporate governance syariah; a .‘ 0 Corp governance
syariah; kegiatan usaha: n.a: ankan syariah; ahli
syariah pada pengurus ban ria ) AWa atiah secara sosio-
yuridis; komite-komite; ce syariah; corporate
culture syariah; fraud<pad Si menghadapi perbuatan
fraud; dan tantangan-ke n

BAB VI P \

Dalam’%' eneliti menyanpaikan kesimpulan utama hasil penelitian;
kemudian i paikan™ juga saran-saran penelitian dalam
spectrum ya dan diharapkan menjangkau kepentingan
nasional. — )
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BAB Il
CORPORATE GOVERNANCE DAN KORPORASI

Dalam bab ini penulis mengemukakan pembahasan akademis mengenai
teori-teori corporate governance dan teori-teori korporasi, dan isu-isu yang
berkenaan dengan praktik corporate governance dalam dunia bisnis. Dari
gambaran debat akademik ini penulis berusaha membangun teori yang
mendukung kesimpulan awal yang telah dikemukakan.

A. Teori-teori Corporate Governance
1. Memahami Corporate Governance
Membicarakan berbagai teori di sekitar

orporate governance akan

berawal dari kegiatan transaksi atau_kegiatan. bisnis sebagai bagian dari
kegiatan suatu perekonomi 3 alpy r
internasional, pemikiran-asp berba cegiatan ekonomi jarang

para ahli hukum yang belaka lihat celah-celah permasalahan

dan kajian ukakan. Tidak terkecuali mengenai
corporate, enarik apa yang diungkapkan oleh
A Prasetyantokc ahaan mucul setelah Perang Dunia ke-1
sekitar tahun“19 ( monumental yang ditulis Adolf A.Berle

dan Gardiner C berjudul The Modern Corporation and Private
Property tahun 1 udian disusul oleh Ronald H.Coase pada tahun
1937 yang berjudul The Nature of the Firm. Ronald H.Coase memperoleh
Nobel di bidang ekonomi tahun 1991 atas karya monumentalnya yang telah
dirintisnya sejak tahun 1937. Sejarah mencatat karya Berle dan Means tahun
1933 dan karya Coase tahun 1937 keduanya dianggap sebagai fondasi
pemikiran teori perusahaan. *

Berbeda dengan kalangan ekonomi diatas, kalangan hukum masih
menyimpan tanda tanya kapan masalah perusahaan mendapatkan keseriusan
kalangan ahli hukum. Ada yang mengatakan bahwa istilah ini diperkenalkan
mula-mula oleh Bob Tricker melalui tulisannya pada tahun 1983 yang

! A Prasetyantoko, Corporate Governance Pendekatan Institusional (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008),11-12.
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disampaikan oleh Garratt pada tahun 2003 sebagaimana diungkapkan oleh
Akhmad Syakhroza®, namun ketika ditelusuri kepada buku yang ditulis
Garratt tersebut justru Garratt mengawali tulisannya tentang corporate
governance di bawah sub-heading A Crisis in Corporate Governance dengan
kalimat pembukanya: Setelah lebih dari 25 tahun saya menjadi lebih marah
tentang kelemahan kualitas dalam corporate governance di seluruh dunia.?
Dengan kalimat ini menunjukkan bahwa istilah corporate governance
sebenarnya telah dikenal oleh Garratt dan berkembang lebih dari 25 tahun
pada saat tahun 2003 dia menemukan berbagai kelemahan kualitas pada
corporate governance, sehingga Bob Tricker bukanlah originator tapi
sekedar follower dari perkembangan istilah dimaksud.

Telah banyak penulis yang mengungkapkan~terminologi corporate

pengertiannya adalah menampilkan pengertia hahwa corporate
governance adalah suatu sistem di mana peru an-dikelola-dan di kontrol
yang dikemukakan Cadburry dipahami~juga sebagai keada rlmbangan
antara pengelolaan dan pengawasan Pa anya engertian
Cadbury yang global ini peneliti akna dan

berbagai aspek yang lebih kon . : ekali > namun cukup
menyentuh berbagai segi ya Ul dari sua i orporasi sebagai
substansi utama yang : jek sek hje rbagal permasalahan
yang ditimbulkannya,<n 1 3

; tan professional mendirikan
ngan “The Committee on the
Financial ”, komite ini diketuai oleh

Adrian

\a“pk,an berhasil menjelaskan dan menguraikan
kompleksitas dari % i.elemen dan aspek yang terkait ataupun tercakup
dalam kalimat global_tersebut, harapan ini tidaklah terwujud. Cadbury
menjelaskan bahwa dewan direksi bertanggung jawab mengelola perusahaan.
Para pemegang saham berperan mengatur untuk menunjuk para direktur dan

kemudian Cédbur

2 Ahmad Syakhroza, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Akuntansi
FEUI (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005),3.

® Bob Garrat, “Thin on Top: Why Corporate Governance Matters and How to
Measure and Improve Board Performance.” London: Nicholah Brealey Publishing (2003):
3. http://www.amazon.co.uk. (Akses 1 Mei 2014)

* Adrian Cadbury, “The Financial Aspect of Corporate Governance.” London: Gee
(a division of Professional Publishing Ltd), First published December (1992): 14.
www.ecgi.org dan www.icaew.com. (Akses 12 Mei 2014) .
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para auditor untuk kepuasan pemegang saham dan menempatkannya pada
struktur yang tepat. Tanggung jawab para direktur termasuk merumuskan
tujuan-tujuan strategis perusahaan, memimpin untuk memperoleh hasil,
melakukan pengawasan manajemen terhadap bisnis usaha dan melaporkan
kepada pemegang saham atas kepercayaan yang mereka berikan. Semua
tindakan dewan direksi haruslah mematuhi hukum, peraturan-peraturan dan
keputusan rapat umum pemegang saham. ®

Apa yang dilaporkan oleh Cadburry menjadi tonggak dalam sejarah
perkembangan corporate governance hingga hari ini, para peneliti dan atau
penulis lain bahkan institusi menjadikan Cadburry sebagai inspirator bahkan
icon corporate governance, sehingga banyak penulis yang menyandarkan
kepada cadburry report sebagai rujukan, hal ini mungkin bisa dimengerti
karena apa yang dilakukan Cadburry merupakan Taporan suatu komite yang
berskala nasional di London ketika itu dan pen annya melalui negara-
negara anggota Commonwealth tentulah yakni  Kketika

masyarakat di London begitu melua goa
final Desember 1992 dan dlped
American, begitupun bagi perus an ‘ 3

Report dianggap telah menye mat

bahkan Cadburry
pada tahun 1992.°

pemilik modal yaknipeme , n.atay. biasa disebut “shareholder”.
Walupun sebenarnya ~ ikan oleh Cadburry merupakan
klasik seperti Berle dan Means
r 1976 Fama tahun 1980, Fam dan

bertlan yang kelihatan berbeda tapi orientasinya
sama. Perkemban% dian menunjukan bahwa apa yang disumbangkan
olenh Cadhburry mengalami penyempurnaan sehingga orientasi corporate
governance bukan hanya sekedar shareholder dalam pemikiran klasik tapi
bergeser selain shareholder juga berorientasi kepada para pemangku
kepentingan atau dikenal dengan “stakeholder” sebagai pemikiran yang lebih
modern.

merumuskan be

® Adrian Cadbury, “The Financial Aspect of Corporate Governance.” London: Gee
(a division of Professional Publishing Ltd), First published December (1992): 14.
www.ecgi.org dan www.icaew.com. (Akses 12 Mei 2014) .

® University of Cambridge, “Reactions to the Cadbury Report.” http://www .
jbs.cam.ac.uk/ (Akses 1 Mei 2014).

" A Prasetyantoko, Corporate Governance Pendekatan Institusional (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008),34.
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Agak berbeda apa yang dinyatakan dalam Turnbull Report® pada
September 1999 masih di Inggeris, oleh Nigel Turnbull sebagai ketua
kelompok kerja internal control pada the Institute of Chartered Accountants
in England & Wales. menetapkan pengertian corporate governance sebagai
suatu sistem perusahaan terhadap pengawasan internal sesuai maksud
pemilik perusahaan dalam mengelola risiko -risiko yang penting guna
memenuhi tujuan-tujuan bisnisnya dengan mengamankan aset perusahaan
dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham. Apa yang ditulis oleh
Turnbull pada tahun 1999 ini lebih fokus kepada pengawasan internal guna
menyelamatkan aset perusahaan, bahkan kemudian tulisan ini pada tahun
2004 telah menjadi rujukan bagi salah satu artikel pada Sarbanes-Oxley Act
di Amerika Serikat. Kemudian Financial Reporting.Council (FRC) Inggris
telah melakukan review pada Oktober tahun2 diperbaharui dan
diperkenalkan dibawah judul: Internal Contro dance for Directors on
the Combined Code dianggap sebagai \ practice bagi
perusahaan-perusahaan yang listing di Jan y

management, internal control a
Lain pula pemahaman ¢
for Economic Co-operati

accounting®.
itusi Organization

dikatakan sebagai “sebuaf . Kunci\\dalam memperbaki efisiensi

ekonomi dan tumbuhnya. p yaan investor, meliputi suatu
hubungan diant aan, seperti direksi, pemegang saham
(shareholg emangku entingan  (stakeholder). Corporate
governanc

ediakan struktur di mana tujuan perusahaan
ditetapkan, i ~tujuan dan pengawasan pelaksanaan telah
engan pemahaman yang dirumuskan OECD ini,

ditentukan *° .

® Turnbull, “Internal Control Guidance for Directors on the Combined Code”
London: The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (September 1999): 4 —
6. www.jstor.org/stable/ 3867928 dan www.ecgi.org. (Akses 12 Mei 2014); lihat juga Arif
Effendi, The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implemnetasi (Jakarta:
Salemba Empat, 2009), 1.

°The Institute of Chartered Accountants in England & Wales, “Internal Control:
Guidance for directors on the Combined Code.” http://www.icaew.com/ en/library. (Akses
Senin 5 Mei 2014); lihat juga Sedarmayanti, Good Governance & Good Corporate
Governance (Bandung, CV Mandar Maju, Edisi Ketiga, 2012), 53.

°Organization for Economic Co-operation and Development, OECD Principles of
Corporate Governance (Perancis: OECD Publications Service,2004). www.oecd.org
(Akses 12 Mei 2014); lihat M.Umer Chapra dan Habib Ahmed, Corporate Governance
Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 17; lihat juga Iman
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terdapat pengertian yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi corporate
governance merupakan seperangkat aturan yang mengatur antara pemegang
saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta pemangku
kepentingan internal dan eksternal,’* hanya saja pengertian ini belum
mencakup perlunya suatu kegiatan pengawasan internal sebagaimana yang
menjadi garis bawah dari Turnbull dan Organization for Economic Co-
operation and Development.

Senada dengan ini Commonwealth Association for Corporate
Governance telah menerbitkan pedoman corporate governance dengan
judul CACG Guidelines Principles for Corporate Governance in the
Commonwealth, yang memahami corporate Governance sebagai tanggung
jawab dari dewan direksi untuk memastikan Googd-Corporate Governance

p an, direksi, pemegang
direksiharuslah
dan apa yang

saham, dan para stakeholder terkait lainn
menyetujui apa yang menjadi maksud tujuan
merupakan nilai-nilai dan strategi menca
dimiliki pemegang saham dan bertan 0
para stakeholder™. Para akademisi.
dalam memahaml corporate
Model yang secara ekslusif

dengan
) kelompok
Anglo-American
hareholder value
konflik dengan

kepentingan stakeholde keholder harus diabaikan
kedua the Franco-Germa fode ecara kontras meletakkan
kepentingan yang sams |\~ e tmgan stakeholder demikian
diungkapkan oleh M- vapra-dan Habib Ahmed*®. Seorang peneliti lain
yakni Zulkif N cmengataka ertlan baik di Amerika maupun di
Eropa berbg 3 mkan oleh Islam yang unik sendiri

mengenai hvth%qnce “yakni menggabungkan unsur Tawhid,
an mempertahankan tujuan pribadi tanpa

Shura, aturan “Shariuh “dar
mengabaikan tuga g jawab kesejahteraan sosial. **

Syahputra Tunggal, dan Amin Widjaja Tunggal, Membangun Good Corporate Governance
(GCG) (Jakarta: Harvarindo,2002), 1,

1 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),7.

12 Commonwealth Association for Corporate Governance, “CACG  Guidelines
Principles for Corporate Governance in the Commonwealth.” Marlborough New Zealand,
Commonwealth Association for Corporate Governance (November 1999): 6. (Akses 15 Mei
2014)

M.Umer Chapra dan Habib Ahmed, Corporate Governance in Islamic Financial
Institutions (Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Instutut, 2002).
www.irtipms.org. (Akses 8 Juni 2014).

Y Zulkifli Hasan, “Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives.”
International Review of Business Research Papers,Vol.5 No. 1 (January 2009): 277-293.
www.bizresearchpapers.com. (Akses 26 Mei 2014).
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Penting di catat di sini bahwa dalam periode yang relatif singkat, yakni
tahun 1991 hingga tahun 1999 telah terjadi pergeseran pemahaman
corporate governance yang signifikan di Inggeris, dari sekedar value added
shareholder telah berubah menjadi value added shareholder ditambah
menjaga kepentingan dan hubungan dengan stakeholder; adapun Islam dari
awal perkembangannya memaknai selain mempertahankan kepentingan
pribadi tetapi juga punya tanggung jawab sosial.

Peneliti Ahmad Syakhroza merumuskan “corporate governance adalah suatu
sistim yang dipakai “Board” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta
mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber
daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif — E3P
dengan prinsip-prinsip transparan, accountable, responsible, independent,

(governance structure), (2)
mechanism), dan (3) prinsip-prir
Ketiga perangkat ini akan berjals
sistim governance (governar

Dari beberapa p ~ \ porate governance diatas, bisa
dimengerti bahwa corpaora ernance $ agai sistim mencakup struktur -
mekanisme < pPrinsip=prinsip. go ance dalam perusahaan, oleh Ahmad
Syakhroz \ i gai suatu aturan main, prosedur dan
hubungan ang mengambil keputusan dengan pihak

(pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

int _ mekanisme eksternal perusahaan saling
berinteraksi baik o%i an internal (pemegang saham, direksi, komisaris
dan karyawan) dan eksternal (para pemangku kepentingan: misal regulator,
auditor, pemasok, agen, konsumen, dan lain-lain)) perusahaan masing-
masing maupun interaksi antara pihak internal perusahaan dan eksternal
perusahaan, baik dalam suatu mekanisme manajemen operasional keseharian
maupun sistem pengawasan terhadap performance perusahaan, yang secara
keseluruhan diharapkan akan meningkatkan atau memaksimumkan nilai

yang akan kontry

Mekanisme

> Akhmad Syakhroza, Best Practices Corporate Governance Dalam Konteks
Kondisi Lokal Perbankan Indonesia (Jakarta : Majalah Usahawan No0.06 Th.XXXII, Juni
2003), 14.

1 Akhmad Syakhroza, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Akuntansi
FEUI (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005), 22.

20



tambah bagi pemegang saham dan perhatian terhadap para pemangku
kepentingan. *’

Kebanyakan peneliti dan penulis tidak membedakan antara istilah
corporate governance dangan istilah good corporate governance, namun
berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian seputar corporate governance dan
good corporate governance diatas, kita dapat melihat perbedaan makna
kedua istilah tersebut. Penting untuk dicatat bahwa istilah corpoprate
governance menunjuk kepada suatu konsep atau suatu sistim dalam
mengelola perusahaan; sistim ini menunjukkan adanya struktur perusahaan
terdiri dari organ dan key positions, adanya mekanisme diantara struktur
internal dan antara struktur internal dengan pihak eksternal, dengan suatu
proses aktifitas sesuai prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dalam rangka
mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang dijalankan
yang dibuat untuk itu. ~

Sedangkan istilah good corporate
penerapan konsep atau sistim corporat
Sehingga apabila capaian penerap
perusahaan tidak berjalan sesuai
prinsip-prinsip corporate governa
“bad corporate governan e

P

pakan hasil
gin dicapai

isa-disebut sebagali
ernance”. Sebagai

persen dari 314 p
penerapan tata kelola

ategori buruk dalam hal
10 (sepuluh) perusahaan besar

a bagi terjadlnya “bad corporate
i sampaikan pada sub-Bab Il ini pada Bagian D. Isu-
Isu Corporate Go \ya,knl paragraf 4.Skandal Fraud.

Menarik pula%i isimak bahwa pengertian corporate governance
ternyata tidak ditemui_dalam undang-undang perseroan terbatas nomor 40
tahun 2007 dan juga undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun
2008, namun keduanya hanya menyebutkan prinsip-prinsip corporate
governance atau tata kelola perusahaan®®, tidak terkecuali Komite Nasional

" Akhmad Syakhroza, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Akuntansi
FEUI (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005), 27.
B Arinto Tri Wibowo, Syahid Latif , 79 Emiten Masuk Kategori Buruk Terapkan GCG
(Jakarta: VIVAnews, Selasa, 28 April 2009), http://bisnis.news.viva.co.id/ akses 8 Januari
2015.

9 Republik Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007),, pada Penjelasan Pasal 4
menyebutkan: Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan
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Kebijakan Governance yang pada tahun 2006 berhasil memperbaharui
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tidak merumuskan
apa yang dimaksud dengan corporate governance itu, begitupun Bank
Indonesia juga tidak menyatakan terminologi corporate governance hanya
menguraikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Surat
Edarannya huruf A Umum angka 1 %°.

Sepanjang mengenai teori-teori berkenaan dengan corporate governance
sangatlah banyak dikemukakan oleh para penulis yang gencar di
publikasikan pada abad ke-20 hingga abad ke-21 ini. Teori-teori ini
memperlihatkan betapa situasi pada zamannya dan problematika yang
dihadapi sangatlah mendukung berbagai perspektif yang muncul dan
mendasari sebuah teori, teori corporate governance.dimulai secara sederhana
kemudian berkembang begitu melebar menye bagai aspek di dalam
dan di luar perusahaan.

2. Berbagai Teori
a. Teori Era Klasik.

(empat) teori dikemukakan o setya iputi: Teori Neo-
Klasik, Teori Agency, Teori Bi nSa

skandal fraud adala
kaum neo-klasik

mahan dengan menambahkan

peraturan per
menaati asas iti
yang baik (
Undang No.2 :
UUS wajib menerap

Ki
in i %ran}ji kewajiban setiap Perseroan untuk
sgs k S s\kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan

rnance) dalam menjalankan Perseroan; lihat juga Undang-
nkan Syariah. Pasal 34 ayat (1): Bank Syariah dan
A yang baik yang mencakup prinsip transparansi,
akuntabilitas, pertang profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan
usahanya. www.huku i . (Akses 15 Juni 2013).

0 Bank Indone\s@S\Jrat Edaran No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang
Pelaksanaan Good Corporéfe Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah. www.bi.go.id (Akses 17 Januari 2013), menyatakan: Pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip
dasar. Pertama, transparansi (transparency), vyaitu keterbukaan dalam mengemukakan
informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
Kedua, akuntabilitas (accountability) vyaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga,
pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
Keempat, profesional (professional) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif,
dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen
yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu
keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

aba
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factor keagenan dalam perusahaan. Teori ini mengakui adanya informasi
yang tidak sempurna sehingga timbul kesenjangan antar berbagai pihak yang
terlibat dalam perusahaan. Permasalahan bisa muncul antara pemilik dan
pengurus, pemilik mayoritas dan minoritas, pengurus dengan pembuat
kebijakan, serta pengurus dengan pihak-pihak lain seperti pemasok dan
konsumen. Teori ini berasumsi bahwa hubungan selalu didasarkan pada
sistem kontrak yang tidak sempurna sehingga timbul permasalahan insentif,
penugasan dan kerjasama. >
Teori Agency ini dikemukakan juga oleh Banikanta Mishira®. Juga
Letting Nicholas yang menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan
kontrol dari perusahaan merupakan karakteristik dan eksistensi hubungan
keagenan diantara siapa yang mewakili pemegang saham dan pihak manajer
yang mewakili direksi dan stakeholder lain.?*"Sedangkan para peneliti
Sheila Nu Nu Htay, Syed Ahmed Salman and A@ ameel Mydin Meera,
mereka memandang teori agency ini adalah teo\n perkenalkan dan
dikembangkan oleh Jensen and Meckh g~ mend n_hubungan
agency sebagai kontrak di satu pihak’s emilik'a
pun pemisahan

misalnya perilaku

jasa-jasa guna kepentingan pen
kepemilikan dan kontrol men;j

ori agency, Adrian menekankan
3 ) pemegang saham menyerahkan
kepada. tenaga professional yang disebut “agents”
%r{' menjalankan bisnis, dengan teori ini terjadi
perusahaan dengan manajemen sebagai pengelola

pemisahan antara"'pe\ il

2 A.Prasetyantoko,”éorporate Governance Pendekatan Institusional (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2008),11-12

“’Banikanta Mishira, “Agency, Externality and Corporate Governance” Economic
and Political Weekly, Vol. 40, No. 6 (Feb. 5-11, 2005): 514-516.

http://www.jstor.org/stable/4416161 (Akses: 04/09/2012 04:33)

| etting Nicholas K, and others, “Corporate Governance Theories and Their
Application to Boards of Directors: A critical literature review.” Prime Journal of Business
Administration and Management (BAM) ISSN: 2251-1261. Vol. 2(12), (11 December,
2012): 782-787. www.primejournal.org. (Akses 10 Mei 2014).

# Sheila Nu Nu Htay, Syed Ahmed Salman and Ahamed Kameel Mydin Meera,
“Let’s Move to “Universal Corporate Governance Theory.” IDOSI Publications, 2013,
Middle-East Journal of Scientific Research 15 (7): ISSN 1990-9233, DOI:
10.5829/idosi.mejsr.2013.15.7.3561)  (2013):  1047-1053. www.idosi.org  dan
www.irep.iium.edu.my. (Akses 10 Mei 2014).
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perusahaan, dan tujuan pemisahan ini agar pemilik perusahaan bisa
mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya se-efisien mungkin.
2> Namun teori ini mempunyai kelemahan, yakni kebebasan manajemen
mengelola perusahaan untuk memaksimalkan laba bagi pemilik perusahaan
bisa berubah arah menjadi kegiatan memaksimalkan kepentingan pengelola
sendiri atas beban biaya yang ditanggung pemilik perusahaan. Sebenarnya
teori ini memberikan wawasan bagi perusahaan mengenai apa saja yang bisa
timbul dalam konteks hubungan antara pengelola sebagai agents dan pemilik
usaha sebagai principal atau sebagai pemegang saham, begitupun
perusahaan sebagai debitur dan pihak lain sebagai kreditur. Dari perspektif
hubungan-hubungan tersebut kemudian lahir pula berbagai teori derivative
sebagai konsekuensi logis berbagai hubungan tersebut, misalnya tentang
penggantian pengelola dan balas jasa; tenaga Kerja dan internal control,

yang dibuat manajemen secara
yang dlsebut “ketepatan” d 0. Si

teorl yang lain bahwa pengurus

a ab pada para stakeholder, bisa jadi

alah satu stakeholder dalam pengertian ini.

Apa yang diasum\' h teori agency ini oleh banyak peneliti diatas
tentang permasalahan’ I al dalam perbedaan kepentingan yang mungkin
muncul, antara pemilik) dan pengurus, pemilik mayoritas dan minoritas,
pengurus dengan pembuat kebijakan, serta pengurus dengan pihak-pihak lain
seperti pemasok dan konsumen, ternyata pada era skandal fraud tahun 1997
hingga tahun 2008 telah menjadi realita yang valid. Fenomena menunjukkan
perusahaan-perusahaan yang terlibat skandal fraud adalah perusahaan besar
yang sudah menerapkan corporate governance kemudian direksi bahkan

pemilik perusahaan sebagai pihak yang melakukan fraud , hal ini

? Adrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),13 -
40.

% Banikanta Mishira, “Agency, Externality and Corporate Governance.” Economic
and Political Weekly, Vol. 40, No. 6 (Feb. 5-11, 2005): 514-516.

http://www.jstor.org/stable/4416161 (Akses: 04/09/2012 04:33).
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dicontohkan fraud dilakukan direksi atau CEO Enron, WorldCom,
HealthSouth, dan Tyco International; contoh lain fraud dilakukan pemilik
perusahaan oleh Bernard Madoff?’.

b. Teori Era Modern.

1) Teori Stewardship. ShannTurnbull dalam tulisannya tahun 1997
mendukung 4 (empat) teori yang dikemukakan oleh Hawley & Williams
tahun 1996 sewaktu menulis paper bagi the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) meliputi: The Simple Finance
Model, The Stewardship Model, The Stakeholderr Model, dan The Political
Model; * walaupun demikian atas empat teori ini Turnbull memperkenalkan
varian berbeda daripada Hawley dan Williams. Teori Turnbull yang relevan
dengan corporate governance dan skandal fraud~di akhir abad ke-20 adalah

Menurut teori ini manajer adalah pengurus p an. yang, baik yang rajin

bekerja untuk mencapai tingkatan tertinggi ke he usahaan dan
pemegang saham. Manajer ik > i 'guns neapai dan
bertanggung jawab, membuktika . ggung jawab manajer, bekerja
mandiri, organisasi akan lebih baik di i.se beha pada sikap

tunduk terhadap pihak-piha
shi

atau pemeri ~Suaty’s bahwa beberapa direksi lahir dari budaya
kebiasaan, \k a dalam keberhasilan mereka, menjadikan
ai pelaku bisnis. %

stitute of Islamic banking and Finance, Kuala
u Nu Htay, Syed Ahmed Salman and Ahamed

Para peneliti dari
Lumpur Malaysia

“"Forbes, “The 10 Biggest Fraud s in Recent US History.” Forbes Magazine
(http://www.forbes.com)  (Akses Senin 27 Januari 2014); lihat juga Syed Balkhi, 25
“Biggest Corporate Scandals Ever.” (http://list25.com, April 8, 2013) (Akses 27 Januari
2014); lihat juga “The 10 Worst Corporate Accounting Scandals of All Time.” Accounting
Degree (http://www.accounting-degree.org/scandals ) (Akses 27 Januari 2014)

% Shann Turnbull, “Corporate Governance: Its scope, concerns & theories.”
Sydney, Published in: Corporate Governance: An International Review, Blackwood,
Oxford, vol. 5, no. 4, Forthcoming, (October, 1997): 180-205.. www.researchgate.net dan
www.onlinelibrary.wiley.com. (Akses 17 Mei 2014).

#Shann Turnbull, “Corporate Governance: Its scope, concerns & theories.”
Sydney, Published in: Corporate Governance: An International Review, Blackwood,
Oxford, vol. 5, no. 4, Forthcoming (October, 1997): 180-205.. www.researchgate.net dan
www.onlinelibrary.wiley.com. (Akses 17 Mei 2014)
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Kameel Mydin Meera menyatakan bahwa teori stewardship ini adalah teori
yang didasarkan pada aspek psikologi dan sosiologi. Mirip dengan teori
agency yang memperlihatkan hubungan antara agen dengan pemilik modal,
namun bagaimanapun teori stewardhip ini memperlihatkan hubungan mereka
dari sudut yang berlawanan. Teori ini percaya bahwa dewan direksi sebagai
pemain puncak perusahaan akan memaksimalkan performance perusahaan
daripada interest individu mereka guna meningkatkan kesejahteraan
pemegang saham. %

Kepercayaan pemilik perusahaan yang bersifat psikologis kepada direksi
diharapkan bisa terwujud, namun kenyataannya tetap saja direksi sebagali
“steward” memiliki peran dominan dalam pengelolaan perusahaan dan
kemudian dari waktu ke waktu bisa berubah kepada keutamaan kepentingan
pribadinya daripada kepentingan perusahaan milik perusahaan.

~ i \ rusahaan adalah
Y. yang- _hubungannya

percaya sepenuhnya, berbeda dengan

diletakkan atas dasar kontrak. Sekalipun. demikian. apa ang menjadi
landasan hubungan antara pemilik <perusah i idak bisa
menjamin keberpihakan direksi ambah bagi
pemegang saham. Sehingga su bila kemudian
banyak direksi melakuka Dari sejumlah
perusahaan yang melakuka N, yakni dari 10 hingga
25 perusahaan besa an olen CEO atau direksi
perusahaan tersebut \m

2) Teori Stakehol ata : Iderr Model. Teori Stakeholderr
merupakan teort lain. di ibull yang sangat relevan dengan
perkembang porate g : dewasa ini, menurut teori ini

istem-dar ‘operasi pemangku kepentingan dibawah
elayanan sosial yang menyediakan keperluan

hukum dan infr ﬁpasar guna perusahaan beraktifitas. Tujuan
perusahaan men%; kesejahteraan dan nilai bagi pemangku
kepentingannya dengan_mengkonversi saham mereka ke dalam barang dan
jasa. Teori ini berawal dari teori manajemen yang kemudian dikembangkan
oleh Freeman tahun 1984 yang menambahkan tanggung jawab manajemen

% Sheila Nu Nu Htay, Syed Ahmed Salman and Ahamed Kameel Mydin Meera,
“Let’s Move to “Universal Corporate Governance Theory.” IDOSI Publications, 2013,
Middle-East Journal of Scientific Research 15 (7): ISSN 1990-9233 (2013): 1047-1053.
www.idosi.org dan www.irep.iium.edu.my. (Akses 10 Mei 2014).

$Forbes, “The 10 Biggest Fraud s in Recent US History.” Forbes Magazine
http://www.forbes.com. (Akses 27 Januari 2014); lihat juga Syed Balkhi, “25 Biggest
Corporate Scandals Ever”.http://list25.com. (April 8, 2013) (Akses 27 Januari 2014); lihat
juga Accounting Degree, “The 10 Worst Corporate Accounting Scandals of All Time.”
http://www.accounting-degree.org/scandals. (Akses Januari 2014)
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puncak perusahaan dari fokus terhadap pemegang saham menuju kepada
pemangku kepentingan lainnya. Teori ini kelihatannya seperti suatu
kombinasi beberapa ide filosofis ekonomi, etika, hukum dan aspek
organisasi. Stakeholderr dapat di definisikan sebagai suatu grup atau
individu berdampak atau menyebabkan pencapaian tujuan perusahaan
Dengan teorinya stakeholding Syakhroza® dari abad ke-18 melompat
kepada abad ke-20 bahkan penghujung abad ke-20 sekalipun sebenarnya
teori ini mirip dengan teori stakeholder yang di gagas Turnbull dalam
tulisannya tahun 1997, Syakhroza banyak memperhatikan bahwa perusahaan
tidak bisa berdiri sendiri tapi juga berhubungan dengan berbagai pihak yang
berkepentingan yang disebut pemangku kepentingan atau stakeholder baik di
dalam maupun di luar perusahaan.3 Perspektif ini memandang bahwa
hubungan yang berdasarkan “kepercayaan” ata relationship dan etika

enulis terdahulu yang berbeda
3, Syakhroza memandang korporasi

jumlah dan title eqriﬁzio P
i ulai seja

n pemlllk perusahaan atau pemegang saham

saja sebagai konselx i$ investasi yang dilakukan.*® Perspektif ini

% Sheila Nu Nu Htay, Syed Ahmed Salman and Ahamed Kameel Mydin Meera,
“Let’s Move to “Universal Corporate Governance Theory.” IDOSI Publications, 2013,
Middle-East Journal of Scientific Research 15 (7): ISSN 1990-9233 (2013): 1047-1053.
www.idosi.org dan www.irep.iium.edu.my. (Akses 10 Mei 2014).

¥ Akhmad Syakhroza, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Akuntansi
FEUI (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005), 14-15.

% Shann Turnbull, “Corporate Governance: Its scope, concerns & theories.”
Sydney, Published in: Corporate Governance: an International Review, Blackwood, Oxford,
vol. 5, no. 4, Forthcoming (October, 1997): 180-205. www.researchgate.net dan
www.onlinelibrary.wiley.com. (Akses 17 Mei 2014).

% Adrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),13 -

40.
% Akhmad Syakhroza, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Akuntansi
FEUI (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005), 15.
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disebut sebagai teori shareholding. Teori Syakhroza ada kesamaan dengan
teori shareholder value yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi, menurut
Adrian tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak
untuk kepentingan meningkatkan nilai (value) dari pemegang saham.
Argumentasinya adalah jika perusahaan memperhatikan kepentingan yang
lain maka nilai yang diperoleh pemegang saham akan semakin sedikit. >’

Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Syakhroza adalah melihat dari
sudut pandang “tujuan” dan “kepentingan” suatu perusahaan, yakni dari
aspek tujuan investasi dan aspek kepentingan entitas atau pelaku bisnis yang
tidak berdiri sendiri, sedangkan penulis lain yang menyatakan berbagai teori
corporate governance punya perspektif dan sudut pandang yang berbeda,
sehingga berbagai teori dalam berbagai perspektif.dan wawasan ataupun
sudut pandang merupakan suatu pengayaan pe an_terhadap corporate
governance. -

keberadaan suatu p
mulanya kehadlran pe
perusahaan di
dan pengelo
bisnis ketika itt
dikelola sendiri

pemili modél dan secara terbatas melibatkan pihak
keluarga. Sebagai uénsmya perusahaan identik dengan pemilik modal
dan isu sentral pe%e pada zaman itu adalah bagaimana upaya-upaya
memakmurkan atau memperoleh keuntungan secara maksimal bagi pemilik
modal perusahaan.

Pemahaman ini kemudian mengalami evolusi sejalan dengan evolusi
perkembangan perusahaan dan ekonomi masyarakat. Mulai abad ke-20 yang
cukup menjelaskan berbagai perkembangan di bidang ekonomi dan
perdagangan yang mulai kompleks, menjadikan perusahaan sebagai pelaku
ekonomi, produksi dan perdagangan berbenah diri menyesuaikan dengan
situasi zaman yang berubah, dan permodalan perusahaan juga berkembang
yakni pemilik modal atau pemegang saham sudah lebih dari satu orang.

%7 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),13-
40.
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Dalam konteks kekinian itulah terjadi pergeseran pemahaman terhadap
keberadaan perusahaan, bahwa entitas perusahaan tidak berdiri sendiri
namun berada dipusaran kegiatan ekonomi barang dan jasa secara umum,
sehingga kepentingan perusahaan tidak hanya berpusat kepada
memaksimalkan nilai investasi pemegang saham tapi juga perlu
memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan
yang disebut sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan selain
kepentingan pemegang saham. Bisa dimengerti apabila teori-teori corporate
governance pada awalnya menjadikan pemilik modal atau pemegang saham
sebagai tujuan sentral dan satu-satunya, kemudian di era modern teori-teori
corporate governance telah menjadikan stakeholders atau para pemangku
kepentingan sebagai rangkaian kepentingan ya perlu diperhatikan
berkaitan erat dengan suatu perusahaan disampir entingan shareholder
atau pemegang saham tetap diperhatikan. Apa-t
masa depan ? yang tujuannya mencegah fra au fraud. ataupun kejahatan
perusahaan.

usaha dan eti
standar etike
dapat lebih

Dua orang p
Islamic Banks (IBs) lui penelitian terhadap Annual Report yakni
Roszaini Haniffa and_Mohammad Hudaib menemukan ketidaksesuaian
terbesar terkait dengan empat dimensi: komitmen kepada masyarakat;
pengungkapan visi dan misi perusahaan; kontribusi ke dan pengelolaan
zakat, amal dan pinjaman kebajikan; dan informasi mengenai manajemen
puncak. Hasil ini memiliki implikasi penting untuk komunikasi manajemen
jika Islamic banking akan meningkatkan citra dan reputasi mereka dalam
masyarakat serta untuk tetap kompetitif, komunikasi perusahaan yang baik
dan literature sangat penting untuk Islamic banking mempromosikan
identitas etika perusahaan mereka. Sayangnya, beberapa Islamic banking

% Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Etika Bisnis
Perusahaan (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 7-8.
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kurang dan lemah dalam mengkomunikasikan nilai-nilai mereka secara
konsisten dan memastikan kesesuaian antara retorika dan tindakan mereka
dalam laporan tahunan dan tolok ukur etika berdasarkan Syariah. *°

Dalam memahami pengertian etika terdapat pendapat yang menyamakan
kata etika dengan moral, dan dilain pihak etika dipahamkan berbeda dengan
moral, demikian Muhammad Djakfar *° yang berpendapat bahwa pada
pengertian pertama etika diartikan sebagai adat istiadat atau kebiasaan hidup
yang baik seseorang atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari
generasi ke generasi, sehingga etika dan moral secara harfiah adalah sistem
nilai bagaimana manusia harus hidup di tengah masyarakat. Pada pengertian
kedua etika dibedakan daripada moral, etika jauh lebih luas dari moral, etika
di sini diartikan sebagai filsafat moral, etika merupakan tingkah laku
manusia yang bersifat umum sedangkan moral h

cabang filsafat yang mempelajari tingka menentukan
nilai perbuatan tersebut, baik atau buru L menentukan
nilai tersebut adalah akal fikiran. *\Hal \ini> berbeda “de Sofyan S.
Harahap yang memahamkan etika agai \cabang-filsa api. juga sebagai
cabang ilmu, sebagai filsafat adala i tang.yang benar dan salah
sedangkan sebagai ilmu ada empelajari. a) 10-harus dilakukan dan

ai perllaku yang tidak etis, sehingga hampir
selalu seseorang di ebagai “pebisnis yang tidak beretika”. " Hal ini
sejalan dengan pe%%p

ewi Kurniaty etika bisnis merupakan pedoman

*Roszaini Haniffa and Mohammad Hudaib, “Exploring the Ethical Identity of
Islamic Banks via Communication in Annual Reports.” Springer: Journal of Business
Ethics, Vol. 76, No. 1, Corporate Identity, Ethics and Corporate Social Responsibility (Nov.,
2007): 97-116. http://www.jstor.org/stable/25075497 (Akses: 04/09/2012 22:16)

*® Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan
Moral Ajaran Bumi (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 14 — 15.

! Muhaimin, Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juli 2011), 7.

2 Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Jakarta: Salemba
Empat, 2011), 15 — 16.

“William I. Sauser, Jr, “Ethics in Business: Answering the Call.” Springer, Journal
of Business Ethics, Vol. 58, No. 4 (Jun., 2005): 345-357)
http://www.jstor.org/stable/25123527 (Akses: 04/09/2012 22:18)
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moral yang berisi nilai dan prinsip yang menitikberatkan pada apa yang
seharusnya boleh dan pada apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam
konteks pelaksanaan suatu bisnis, yang akahirnya akan bermuara pada
terciptanya keadilan untuk semua pihak. ** Suatu organisasi dan lembaga
riset yang menghimpun manajer keuangan dalam wadah yang disebut CFO
Asia dalam sebuah CFO Asia Report menyatakan praktek etika bisnis cukup
mudah dirumuskan dalam arti sempit yakni mengikuti dan mempromosikan
prinsip-prinsip yang dianggap benar dan salah yang mengatur tindakan
profesi. Dengan rumusan ini perilaku moral pejabat dan karyawan tidak
membebani sistem perusahaan dan kegiatan-kegiatannya, dan bagaimana hal
itu bisa mempengaruhi semua aspek kepatuhan.*® Pada laporan CFO Asia
tersebut dikemukan hasil riset menunjukkan hampir 86 % responden
berpendapat etika bisnis sangat penting dewasa ini 2006) dibanding 5

' 3 ng menyatakan
3 puluh tahun)

dan secara konsisten memiliki budaya etik
tetap bertahan®®.

Sebagai inspirasi riset yan
konsep kebebasan ketidakpe \
memberikan dasar teorit elaskan apa mekanisme
kepatuhan hukum tidak cukt 3 aktek-praktek curang dan

s)dan kepercayaan perusahaan
am menarik dan mempertahankan

r saat ini,"ia menlmbulkan tidak hanya loyalitas
oyalitas karyawan. corporate governance yang efektif
dapat dicapai eng{n hga,dopm seperangkat prinsip dan praktik etika
terbaik. Hal ini te%la pada keadilan, kejujuran, integritas dan cara di
mana perusahaan melakukan urusan mereka. Etika benar-benar merupakan
unsur penting bagi keberhasilan bisnis dan akan terus berperan sebagali
pedoman untuk sukses di abad ke-21. Banyak model bisnis tradisional akan

“Dewi Kurniaty, “Penerapan Etika Bisnis Melalui Prinsip-Prinsip Good Corporate
Governance.” Jurnal Universitas Paramadina (2008): 221-222. www.lontar.ui.ac.id.
(Akses 16 Mei 2014).

CFO Asia Report, “Corporate Governance, Business Ethics and the CFO.”
Hongkong: CFO  Publishing Corp  (Juni  2006): 4. www.iago.org.ar dan
www.accaglobal.com. (Akses 11 Mei 2014).

“®CFO Asia Report, “Corporate Governance, Business Ethics and the CFO.”
Hongkong: CFO  Publishing Corp (Juni 2006): 7. www.iago.org.ar dan
www.accaglobal.com. (Akses 11 Mei 2014)
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hancur, dan karena itu lebih penting untuk memberikan contoh etika yang
kuat untuk generasi masa depan. *’

2. Teori Etika Bisnis

Beberapa pengertian dan pemahaman mengenai etika atau etika bisnis
sebagaimana diungkapkan banyak pihak diatas, sebenarnya tidak lepas dari
berbagai teori etika yang melatarbelakangi pemikiran-pemikiran dan
rumusan yang akan digunakan sebagai acuan berperilaku sehari-hari
termasuk dalam kegiatan bisnis.

Terdapat 3 (tiga) teori etika yang dibagi oleh DeGeorge sebagaimana
diungkapkan Sofyan S.Harahap pertama teori Etika Deskriptif yang
mencoba melihat secara kritis dan rasional fakta-tentang S|kap dan pola

yang mencoba menetapkan berbagai sika
seharusnya dimiliki manusia untuk mencapa
teori ini disebut juga sebagai ethica

aku ideal yang
ng bernilai dan

3 . ) alam 2 (dua)
kategori yakni teleological tological \Teleological (telos = tujuan)
mendasarkan pengambilan-ke oral “dengan\pengukuran hasil atau
konsekuensi  perbuata N> = tugas, kewajiban)
menentukan etika insi

kedalam kategori- 'fele,ologl

Ethics) yakni apa% ing utama/baik bagi manusia, dan teori Hukum
Abadi (eternal Law) yakni perbuatan etis bila berdasarkan ajaran kitab suci,
kedua teori di kategorikan kedalam teori Deontologi. *° Diluar itu ada
beberapa teori lagi, yakni “teori Personal Libertarianism” yang mengukur
berdasar kesamaan kesempatan atas pilihan-pilihan untuk kemakmuran yang
dipilih individu secara bebas; “teori Ethical Egoism” yang memaksimalkan

Kemudian Teor| Keutamaan (Virtue

*"Surendra Arjoon, “Corporate Governance: An Ethical Perspective.” Trinidad:
Department of Management Studies The University of the West Indies St. Augustine (2006):
20 — 21. https://sta.uwi.edu. (Akses 11 Mei 2014)

*® Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Jakarta: Salemba
Empat, 2011), 23-24.

“Faisal Badroen dan rekan, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2007), 27

- 35.
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kepentingan individu sesuai keinginanya, kepentingan tidak harus berbentuk
materi/fisik tapi apa saja yang dianggap penting; “teori Existentialism” yang
beranggapan standar perilaku tidak dapat dirasionalisasikan, jadi tidak ada
perbuatan benar yang sungguh betul atau perbuatan salah yang sungguh
keliru, orang bebas memilih apa yang disukai; “teori Relativism” yang
menganggap etika bersifat relatif, etika tergantung situasinya karena tidak
ada kriteria universal untuk menentukan perbuatan etis; “teori Hak (Right)”
yakni cenderung paling banyak digunakan dan popular era modern ini
dengan nilai dasarnya adalah liberty atau bebas memilih karena setiap
individu memiliki hak moral yang tidak dapat ditawar. Kelima teori etika ini
dikategorikan sebagai “Hybrid Theories”. Berbeda dengan Faisal Badroen
dan rekannya maka Muhaimin membagi teori etika kedalam 4 (empat)
kategori yakni: teori Utillitarism; teori Deon Ji; 1
Keutamaan (virtue), >° ia sing teori ini
substansinya adalah sama dengan apa yang dijelaska aisal Badroen

Mengapa etika bisnis merupakan.\ bagian penti ada.corporate
{0 2 an. etika - bisnis

perusahaan yang diperkenalka Kebijakan

Governance (KNKG), hal i 1. tepat kiranya ds dukung juga oleh
Haslinda Abdullah dan Bened > ba : ika berkaitan erat
dengan corporate governance-dan itu mencakup berbagai teori. Menurut
mereka ini, corpor \ ~ ih> cenderang merupakan hubungan
sosial daripada sekedar.prose a) dan dewasa ini berbagai teori

“pa ra-yang berbeda memiliki begitu beragam nilai
budaya, politi “dan\ sejarahnya, karenanya sangat penting untuk

merealisasikan eti n&b‘ersifat holistic melengkapi berbagai teori
corporate govern :

3. Etika dan Etika Bisnis Dalam Islam

Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perspektif etika
dan etika bisnis dalam pandangan ajaran Islam. Menurut Sofyan S.Harahap
etika atau moral dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan
ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah

* Muhaimin, Perbandingan Praktik Etika Bisnios Etnik Cina & Pembisnis Lokal
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juli 2011), 13 — 17.

*'Haslinda Abdullah dan Benedict Valentine, “Fundamental and Ethics Theories of
Corporate Governance.” Euro Journals Publishing, Inc, Middle Eastern Finance and
Economics ISSN: 1450-2889 Issue 4 (2009). http://www.eurojournals.com/MEFE.htm.
(Akses 6 Desember 2013)
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swt. Islam diturunkan Allah pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki
akhlak atau etika yang baik. > Menurut Faisal Badroen etika bersama agama
berkaitan erat dengan manusia, tentang upaya pengaturan kehidupan dan
perilakunya. Islam meletakkan teks suci sebagai dasar kebenaran.>® Bagi
Muhammad Djakfar sistem etika Islam merupakan bagian dari pandangan
hidup (worldview) Islami sehingga bersifat lengkap (shamil) dan sempurna
(kamil). Hal ini sangat logis menurut akal sehat karena sumber pokok etika
Islam (baca: akhlaq) adalah wahyu (al-Quran dan Sunnah). Dengan
demikian sumber nilai kebenaran adalah apa yang datang dari Tuhan dan
yang langsung dipraktekkan oleh Rasul-Nya di tengah umat manusia. >*
Etika bisnis dalam Islam menurut Muhaimin ia diperlukan dengan
pertimbangan bahwa hak dan kepentingan manusia dapat dilindungi, dan hak

masing-masing individu dapat diterima denga yang sebaik-baiknya
Semua aturan tentang etika bisnis termuat dala dan juga praktik
yang pernah dicontohkan oleh Nabi ammad. S Muhammad

Djakfar menambahkan bahwa dalam Islam. pada prinsipnya manusia dituntut

lam_ panda
\ i\t\al\gm era modern sekarang ini aktualisasi etika
\onpnrate governance sangatlah diperlukan dan
bukan tidak mungkin:menjadi kata kunci guna keberhasilan mencapai return
investasi usaha yang maksimal disamping melindungi berbagai kepentingan
shareholder maupun stakeholder.

bisnis dalam pen

*2Sofyan S.Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Jakarta: Salemba Empat,
2011), 69-70

*% Faisal Badroen dan rekan, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2007),
36.

> Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan
Moral Ajaran Bumi (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 42.

% Muhaimin, Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juli 2011), 27.

% Muhammad Djakfar, Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran
Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 21.
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Memahami beberapa pendapat penulis muslim mengenai etika dalam
Islam diatas, maka dapatlah penulis merangkumnya bahwa etika bisnis
syariah adalah:

Etika bisnis syariah bersumber kepada al-Quran dan Hadis sebagai buah
dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan
yang kuat pada kebenaran datang dari Allah swt. dan dipraktikkan langsung
oleh Nabi Muhammad Saw. yang merupakan bagian dari pandangan hidup
(worldview) Islami sehingga bersifat lengkap (shamil) dan sempurna (kamil),
yang perlu dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa hak dan kepentingan
manusia dapat dilindungi, dan hak masing-masing individu dapat diterima
dengan cara sebaik-baiknya, yakni dengan cara berbuat baik pada dirinya
sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada
Allah swt. selaku Pencipta-Nya, dalam suatu kebebasa erbuat dengan tetap
memperhatikan keesaan Allah swt. keseimbangan
(tawazun—balance) dan keadilan (qist nggung - jawab

C. Teori-teori Korporasi
1. Personalitas Korporasi

~ pendukung hak dan

yang dimaksud ‘“‘orang”
ang disamakan dengan orang
asa) dikenal dengan istilah
% sonalzty” sehingga suatu badan
pendukung hak dan kewajiban,

diperluas lagi termast
(artificial  legal

arena itu bisa sebagai subjek hukum. Apabila
sesuatu mempun% > (recht, right) dan ‘“kewajiban” (duty) seperti
layaknya manusia, @ menurut hukum setiap apa pun yang mempunyai
hak dan kewajiban adalah subjek hukum dalam kategori “badan hukum”
(rechsperson, legal person, legal entity). >’

Adapun apa yang dimaksud badan hukum oleh Salim dikatakan badan
hukum adalah kumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta
kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi. >® Apa yang disampaikan oleh

menjadi badan UKLK

> Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Hukum Perseroan
Terbatas, 2011), 53; lihat juga Yahya Harahap, “Separate Entity, Limited Liability dan
Piercing the Corporate Veil.” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.3 (2007):44.
www.lib.ui.ac.id. (Akses 17 Nopember 2013).

*83alim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),
172.
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Salim ini adalah bersifat umum dalam arti meliputi berbagai bentuk
organisasi yang oleh hukum diberi predikat badan hukum, seperti di
Indonesia kita ketahui badan hukum oleh undang-undang di tetapkan hingga
saat ini adalah kegiatan atau organisasi yang disebut koperasi, perseroan
terbatas, yayasan, dana pensiun.

Lebih jauh Rudhi Prasetya ketika menjelaskan tentang perseroan
terbatas, PT (perseroan terbatas) itu diberi status sebagai “Badan Hukum”.
PT itu dalam hukum diberikan kedudukan “persona standi in judicio”. PT
itu diberikan kedudukan yang mandiri terlepas dari perorangan yang ada
dalam PT itu. Sekalipun ia bukan manusia alamiah, melainkan melalui
hukum dikonstruksikan sebagai badan ini dapat melakukan perbuatan-
perbuatan hukum.*® Menurut Jimly Asshiddigie~dan Ali Safa’at suatu
korporasi dianggap person karena terdapat atura yang menentukan
i epentingan anggota

korporasi tetapi tidak terlihat sebagai hak tentu anggotanya
dan karenanya ditafsirkan sebagai hak dan u sendiri. ®
Mengenai badan hukum dikemuka mengingat
sebagai objek penelitian adalah ankan s alam hukum
positif di Indonesia di wajibk irian ba Al rbadan hukum

suatu perseroan terbatas,
syariah®".

1 Syahrani® dilihat pada ciri-ciri
adanya kekayaan yang terpisah; kedua,
mempunyai kepentingan tersendiri;
g teratur. Agak berbeda dengan hal ini
il dan Chrlstlne ST Kansil® menyimpulkan

unsur-unsur suatu”pe\]
terpisah; kedua, %ﬁm esero yang tanggung jawabnya terbatas pada
jumlah nominal saham; ketiga, adanya pengurus. Namun dari kedua

pengertian yang diberikan ini terdapat persamaan yang mendasar, yakni

% Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori & Praktik (Jakarta: Sinar Grafika,
2013),5.

®Jimly Asshiddigie dan Ali Safa’at, “Teori Hans Kelsen tentang Hukum.”
Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Rl (Juli 2006): 85.
www.jimly.com dan www.bukabuku.com. (Akses 17 Januari 2014).

® Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Bandung: Citra Umbara, Juni 2013), 147 — Pasal 7.

%2 Ridwan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asasa-Asas Hukum Perdata (Bandung:
Alumni, 2000), 61.

83CST Kansil dan Christine ST Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 2.
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dalam setiap perseroan terbatas adalah adanya “kekayaan yang terpisah” dari
kepemilikan kekayaan asal pesero.

Dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan
bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih® tapi ketentuan ini
oleh ayat (7) pada pasal yang sama tidak berlaku bagi: Pertama, persero
yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau; kedua, perseroan yang
mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga
penyimpanan dan penyelesiaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam
undang-undang tentang Pasar Modal. Dalam Penjelasan ayat ini dikatakan:
Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik Negara yang
berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam
undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara

Dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (7) U
hukum yang kuat bahwa Badan Usaha Milik

au lazim disingkat
aja._masih sering
diperdebatkan mengingat seluruh moda da jara-apa
badan hukum publik atau badan hu at 2 "Untt ahui hal ini,

, ‘ ada a Milik Negara
badan usaha

yang seluruh atau sebagain-besar alnya. din h Negara melalui
penyertaan secara lang : kekayaan Negara yang
dipisahkan

Kalimat “yang b yang dipisahkan” dalam
pasal ini secara hukum bahwa kekayaan tersebut telah
dipisah dari ehingga status hukumnya tidak
berhubunga an > asalnya. Berkaitan dengan hal ini,

| 1pa 0 disebutkan: Kekayaan Negara yang
a egara yang berasal dari Anggaran Pendapatan

?%«mtuk dijadikan penyertaan modal Negara pada
Persero dan/atau %\1 ta perseroan terbatas lainnya.®” Dengan melihat
ketentuan UU BUMN Jini bahwa penyertaan modal Negara merupakan
kekayaan Negara yang telah dipisahkan berasal dari APBN untuk dijadikan
penyertaan modal pada persero/PT, Perum atau PT lainnya. Secara hukum

dan Belanja Negar:

® Republik Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), Pasal 7 ayat (1)

® Republik Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), Pasal 7 ayat (7)

®Republik Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara. Pasal 1 angka (1). . www.bumn.go.id (Akses 25 September 2015).

®’Republik Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara. Pasal 1 angka (10). . www.bumn.go.id (Akses 25 September 2015).
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dikarenakan kekayaan itu telah dipisahkan dari kepemilikan asalnya, maka
tidak lagi berstatus sama dengan kepemilikan asalnya terlebih lagi setelah
dijadikan penyertaan modal pada perseroan, maka kekayaan itu telah beralih
statusnya menjadi kekayaan atau asset suatu perseroan. Hal ini sesuai dengan
salah satu ciri atau unsur dari perseroan terbatas yang menyebutkan adanya
kekayaan yang terpisah dari kepemilikan asalnya. Dengan kata lain suatu
BUMN adalah badan hukum privat dan karenanya tunduk pada UU
Perseroan Terbatas.

3. Pemisahan Harta Kekayaan dan Tanggung Jawab Terbatas.

Suatu korporasi dalam bentuk perseroan terbatas menurut hukum yang
berlaku di Indonesia merupakan asosiasi modal antara dua orang atau lebih
didirikan berdasarkan perjanjian®, begitup bank syariah adalah
badan hukum berbentuk perseroan terbatas®- i
ketentuan undang-undang perseroan terbata en n. modal atau
gabungan modal itu merupakan harta isat arta pemilik

asalnya lazim ini disebut “separate en tus badan
hukum berdasar pengesahan Menteri aran modal
masing-masing penyertaan itula ; Imum besaran
tangung jawab pemilik moda I Latu eroan merugi dan
tidak meliputi harta kekayaan pri Wt “limited liability” ™
sehingga hal ini bisa s I orporate veil) atau tabir

ebagai investor pasif tanpa
ta pribadinya’? dan sifat ini pula
but perseroan terbatas.

tanggung jawab te
memikul risiko yang

— — -/

% Republik Indonesia \\kmjang—Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Jakarta: Pé"rum\ etakan/Negara RI, 2007), Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 7 ayat
(1), 5dan 9. )
% Republik Indenesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah Pasal 7 (Republik Tndonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

" Republik Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2007), lihat Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 14
ayat (2).

" Republik Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2007), lihat Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan
Pasal 3 ayat (1) tersebut; lihat juga Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta:
Hukum Perseroan Terbatas, 2011),70: ....ketentuan ini mempertegas cirri Perseroan bahwa
pemegang saham hanya bertangung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang
dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

2 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Hukum Perseroan
Terbatas, 2011),75.
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Keadaan limited liability yang identik dengan corporate veil ini bisa saja
sewaktu-waktu menjadi hapus atau menjadi terbuka, yakni melalui prinsip
“Piercing the Corporate Veil” karena pada keadaan dan peristiwa tertentu
prinsip separate entity dan limited liability bisa ditembus atau bisa dihapus
dengan dengan cara membuka tabir dan perisai tanggung jawab terbatas’®
yang dikenal sebagai piercing the corporate veil atau lifting the corporate
veil. Oleh undang-undang perseroan terbatas dikatakan tidak berlakunya
limited liability dikarenakan 4 (empat) sebab: pertama perseroan belum
terpenuhi sebagai badan hukum; kedua pemegang saham langsung atau tidak
langsung beritikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan
pribadi; ketiga pemegang saham bersangkutan terlibat perbuatan melawan
hukum yang dilakukan perseroan; atau keempat pemegang saham langsung
atau tidak langsung secara melawan hukum ggunakan kekayaan

me ang perseoran
Pengertian “itikad buruk” memanfaatka ) UN kepentingan
pribadi pemegang saham cukup luas p ian ) dan secara

perseroan menurut jertian-teori age ] enurut pengertian teori
stewardship maka “di Isari
kepercayaan yang me

m untuk mengelola perusahaan.
c |hatannya direksi dan komlsarls

Prlnélp ini sekalipun tidak dinyatakan secara
tegas tapi juga digari ,eh Pasal 92 hingga Pasal 98 undang-undang
perseroan terbatas§

"®Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Jakarta: Megapoin, 2000), 145-146; lihat juga
Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Hukum Perseroan Terbatas, 2011),76;
lihat juga Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban
Pemberitahuan oleh Direksi (Bogor: Ghalia Indonesia, Mei 2010), 63-64; lihat juga Adrian
Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 158-159 menjelaskan:
yurisprudensi common law terdapat 3 (tiga) doktrin umum kemungkinan dilanggarnya
tanggung jawab terbatas atau dimungkinkannya piercing the Corporate veil, yakni pertama
doktrin Instrumentality, kedua doktrin alter ego, dan ketiga doktrin identity.

*Republik Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), Pasal 3 ayat (2), 8.

"> Republik Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), Pasal 3 ayat (2), 68-74
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Tugas direksi olen Rai Widjaya dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok:
pertama tugas yang berdasarkan kepercayaan (fiduciary duties, trust and
confidence); kedua tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan
ketekunan (duties of skill, care and diligence); dan ketiga tugas-tugas yang
berdasarkan ketentuan undang-undang (statutory duties). "

Bertanggung jawab secara penuh atas pengurusan perseroan artinya
secara “fiduciary” harus melaksanakan “standard of care”. Yang dimaksud
fiduciary duty adalah tugas yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab
untuk kepentingan (benefit) orang atau perseroan, tugas ini dilakukan dengan
itikad baik demi kepentingan dan tujuan perseroan atau disebut “duty of
loyalty”"". Hubungan ini mensyaratkan orang yang diberi kepercayaan
memiliki loyalitas tinggi kepada orang yang berutang kewajiban (trust) dan

atas kewajibannya dan tidak mengambil 3 gan dari posisinya sebagai
fiduciary, kecuali atas persetujuan principa : °
Segala tindakan direksi dan komisa

ang berdampak

merugikan perseroan ini, i ena ‘tindakan. yang dalam hukum
disebut bukan lagi sebag L i tugas dan kewajiban atau
maksud dan tujuan pe tra vires” (tidak sesuai

aran adanya doktrin ini untuk
memberikan perlindunga negang saham dan para kreditur™.

pendapat ires \ini dapat dilakukan oleh korporasi atau
oleh direksi pabila dilakukan oleh korporasi maka akibat dari

ultra vires itu bat i “hukum dan kerugian menjadi tanggung jawab
ila ultra vires dilakukan oleh direksi, di sini terdapat
1a doktrin apparent authority yakni perbuatan ultra
vires dilakukan direksi dengan tidak memiliki otoritas menurut anggaran
dasar tetapi pihak ketiga beranggapan direksi punya otoritas; kedua doktrin
abuse of authority di mana direksi melakukan ultra vires merupakan

"®Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Jakarta: Megapoin, 2000),220.

""Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Jakarta: Megapoin, 2000),222-223.

"®Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban
Pemberitahuan oleh Direksi (Bogor: Ghalia Indonesia, Mei 2010),50; lihat juga Adrian
Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 50-51.

™ Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Jakarta: Megapoin, 2000),226-227; lihat juga
Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Hukum Perseroan Terbatas, 2011),66-
68.
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pelanggaran kewajiban karena dilakukan tanpa memiliki otoritas (misalnya
harus dengan ijin Komisaris atau RUPS terlebih dahulu), untuk ultra vires
ini berakibat transaksi batal demi hukum dan tidak membebani kekayaan
perseroan. &

Terkait dengan tindakan Direksi dan atau Komisaris dalam konteks ultra
vires dikenal pula istilah dalam peradilan Amerika yakni US judicial review
atau business judgment rule yaitu aturan yang melindungi para direktur dari
tanggung jawab pribadi yakni semacam perisai ataupun pengecualian
ataupun pembenaran atas tindakan yang dianggap ultra vires tersebut,
bilamana: pertama bertindak berdasarkan itikad baik (in good faith); kedua
telah selayaknya memperoleh informasi yang cukup (well informed). ketiga
secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakan yang diambil adalah yang
terbaik untuk kepentingan perseroan (the best i st O i
Di Indonesia menurut undang-undang perseroan. terbatas. business judgment

rules ini terhadap direksi dapat diperiksa 97 ayat (7)
dan 104 ayat (4); sedangkan business judgment p komisaris bisa
dilihat pada Pasal 114 ayat (5), d n>business
judgment rule menurut undang-und nurut kami
lebih baik daripada yang berlak nggota direksi
tidak dapat dlpertanggung jawabkan ats an-atau kepailitan perusahaan
apabila dapat membuktikan: a) Kerugia ailitan tersebut bukan

karena kesalahan ataukelalaia ; ke tefah, melakukan pengurusan
dengan itikad baik da fan_ untuk ker

maksud dan eroa tidak mempunyai benturan
kepentingan aik lay aupL ak langsung atas tindakan pengurusan
yang men an/ | ian/kepailitan; keempat telah mengambil

ayat (5)) uncto Pasal 104 ayat (4) UUPT). Begitupun
seorang anggota komi is tidak dapat dipertangungjawabkan atas kerugian
apabila dapat mer@\h . pertama, telah melakukan pengawasan dengan
itikad baik dan kehati-he ian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan; kedua, tidak mempunyai kepentingan pribadi
baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang
mengakibatkan kerugian, dan; ketiga, telah memberikan nasihat kepada
Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut (Pasal
114 ayat (5) UUPT). Dalam hal kepailitan, anggota dewan komisaris tidak
dapat diperanggungjawabkan atas kepailitan Perseroan apabila dapat

terseburt (Pasal

% Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban
Pemberitahuan oleh Direksi (Bogor: Ghalia Indonesia, Mei 2010),67-68;

® Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Jakarta: Megapoin, 2000),225.

8 Republik Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007),72-73,76-79,86-87.
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membuktikan: pertama, kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya; kedua, telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik
dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan; ketiga, tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik
secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh
Direksi yang mengakibatkan kepailitan, dan; keempat, telah memberikan
nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan (Pasal 115 ayat
(3) UUPT). Berdasarkan uraian mengenai business judgment rule ini,
tampak perbedaan nyata bahwa apabila di Amerika aturan tersebut syarat
pembelaannya bersifat umum; sedangkan di Indonesia lebih spesifik dan
jelas, yakni bila direksi syarat pembelaannya sama terhadap kerugian atau
kepailitan, sedangkan komisaris syarat pembelaanterhadap kerugian tidak

: : : bisa saja oleh
pemegang saham dianggap.merugikan. pemegang. satiam;-dalam pengertian

ini hukum memberikan aham untuk melakukan
gugatan kepada dire rsangkutan, gugatan ini
disebut sebagai “Deriv fas\nama korporasi gugatan bisa
diajukan oleh pemegang-saham- sekalipun-pemegang saham minoritas, dan
paham ini fanut yndang perseroan terbatas yang

memboleﬁkﬁ% ing “saha g mewakili paling sedikit satu
sepersepuluh ian_dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

jatan atas nama perseroan terhadap anggota direksi
yang karena kess atau) kelalaiannya menimbulkan kerugian pada
perseroan. %4 Me@;{ﬂ dy Harris dan Teddy Anggoro berbeda dengan
derivative action dalam common law sistem yang dianut Inggeris, Amerika
Serikat, Australia, dan New Zaeland, yang mensyaratkan adanya “fraud on
the minority” di samping adanya kerugian bagi korporasi. Di Indonesia,
syarat timbulnya hak gugat derivative adalah karena semata-mata adanya
kerugian bagi perseroan. Jadi kecurangan direksi terhadap pemegang saham

minoritas tidak menimbulkan hak gugat derivative jika tidak menimbulkan

dapat mengajuka

® Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban
Pemberitahuan oleh Direksi (Bogor: Ghalia Indonesia, Mei 2010),70.

8 Republik Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), Pasal 61 ayat (1) juncto Pasal 97
ayat (6), 73.
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kerugian perseroan, atau pemegang saham bisa menggugat hanya secara
personal bukan atas nama perseroan. &,

Sebagaimana diungkapkan juga oleh Freddy Harris dan Teddy Anggoro
dari berbagai tulisan terdapat berbagai macam pendapat ahli mengenai
peranan penting adanya hak menggugat pemegang saham dengan nama
derivative action ini. Menurut John C.Coffe dan Donald E.Schwarts
derivative action memainkan peranan penting dalam mencegah direksi dari
pelanggaran kewajiban dan sanksi atas pelanggaran tersebut; Oliver
C.Schreiner berpendapat yang dicegah dari derivative action adalah
manajemen direksi yang tidak jujur; adapun Thomas P. Kinney berkilah
bahwa yang dicegah adalah perilaku yang salah (wrongful behavior) dari
direksi; sedangkan George T.Washington berpendapat bahwa peranan
derivative action adalah untuk memberikan peflindungan yang seimbang
bagi pemegang saham minoritas. Sebagai ran ) i
mengenai derivative action ini secara ko
Benjamin B.Saunders menyatakan ba
corporate governance yang efekti
akuntabilitas.®

konsultan( te
masih menyisak
sesuai dengan._ne

yang dianggap

pertanyaan- misalnya: sesuai dengan perusahaan apa?
a/mana?\ sestai dengan aturan siapa? materi apa saja

esr\ ctice?) apakah itu sudah teruji? apakah itu sesuai
dengan perusahaa% esia? Mungkin banyak lagi pertanyaan yang bisa
disampaikan. Adalah-menarik ketika Ahmad Syakhroza mengatakan Kita
mengadopsi instrument-instrumen “best practice dan code of conduct”
corporate governance tanpa menelaah terlebih dahulu apakah instrument
tersebut sesuai dengan konteks hukum dan perundang-undangan serta
budaya Indonesia sehingga dapat diterapkan secara baik. Banyak peneliti

8 Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban
Pemberitahuan oleh Direksi (Bogor: Ghalia Indonesia, Mei 2010),75.

8 Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban
Pemberitahuan oleh Direksi (Bogor: Ghalia Indonesia, Mei 2010),70
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membuktikan bahwa penerapan “best practice” corporate governance di
Indonesia tidak efektif. &

Beberapa pertanyaan dan pendapat Syakhroza diatas memang cukup
beralasan, bila melihat begitu banyaknya Negara, institusi atau pihak yang
mengklaim “best practice corporate governance” untuk diteliti lebih lanjut
sebelum diputuskan untuk diterapkan. Namun sejauh itu pula berbagai best
practice tersebut perlu atau layak dikemukakan sebagai pengayaan
pengetahuan dan pertimbangan akademis. Sejak krisis ekonomi di Asia
Timur tahun 1997 — 1998 di indikasikan karena kelemahan corporate
governance sehingga memerlukan perbaikan, sejak itu lembaga international
dan nasional menyiapkan formula dan menerbitkan corporate governance
codes dan best practice corporate governance dalam rangka memperbaiki
penerapan corporate governance, namun bagaimanapun tidak semua aturan
bisa diterima di Asia Timur.

Suatu penelitian yang dilakukan John : dikasikan pemilik
perusahaan memulai usaha dengan buruk ; andan mereka senang
dengan perbaikan tata kelola sete i 1an bahwa
perusahaan yang besar, yang sed ga pemilik

perusahaan yang berkurang sangat senang
dengan perbaikan € 3 A ~ an - perusahaan-
perusahaan di Asia Timu - Long,>Indonesia, alay5|a Singapore,

Salah satu : sulta A merlka Serikat yakni Standard &
Poor’s mi nE% OVernance Scores and Evaluation pada
Januari tahun® n“ini dikemukakan peluang menetapkan

global yang maknanya dapat mengatur tata
an\budaya berbeda di seluruh dunia tidak bisa
diremehkan Ada% ekatan utama terhadap benchmark corporate
governance mencakup.diantaranya pengukuran: pemegang saham minoritas
dan mayoritas; kreditur; manajemen; direksi; peraturan; direksi dan pegawai
asuransi; dan pembuat kebijakan. Masing-masing aspek ini diberi kriteria
dan analisa untuk mencapai suatu skor dan evaluasi yang akan
merefleksikan keinginan khusus masing-masing. Semangat dari metode ini
adalah merupakan sintesa dari elemen-elemen kunci corporate governance

suatu benchmark
kelola perusahaaﬁ\

8 Akhmad Syakhroza, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Akuntansi
FEUI (Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005), 2.

% John Nowland, “Are East Asian Companies Benefiting from Western Board
Practices?” Springer: Journal of Business Ethics, Vol. 79, No. 1/2, World Business Ethics:
Does East MeetWest? (Apr. - May, 2008): 133-150) http://www.jstor.org/stable/25075652
(Akses 22 Jan 2014)

44


http://www.jstor.org/stable/25075652

mendasar secara global dan tidak bermaksud mendorong suatu standar dari
negara dan wilayah hukum. &

Salah satu negara tetangga dengan institusi Australian Securities
Exchange atau ASX mendirikan ASX Corporate Governance Council pada
tahun 2002 dan pada bulan Maret 2003 Council ini menerbitkan the
Council’s Corporate Governance Principles and Recommendations,
kemudian dokumen ini mengalami beberapa kali revisi dan diperbaharui lagi
pada tahun 2010 dalam suatu dokumen yang disebut Corporate Governance
Principles and Recommendations with 2010 Amendements®, dokumen ini
merupakan panduan penerapan corporate governance di Australia. Namun
sebenarnya Australia sebagai bagian dari negara-negara Commonwealth
sejak awal telah dipayungi oleh lembaga Commonwealth Association for
Corporate Governance yang didirikan pada April 1998 sebagai respon

wealth Heads of
Government meeting pada tahun 1997 dala ya me -\‘

A
x» th dengan
ic >accountability”
orporate Governance

semboyan “Towards global ‘q.
yang diterbitkan oleh Comm

venyimpulkan kapasitas harus
nwealth untuk menciptakan atau
romosikan best practice corporate

Dari fakta dan-
bisnis bergerak d hingga berbagai aturan perlu penyesuaian dari
waktu ke waktu, lagipula apa yang dikatakan best practice untuk seluruh
gabungan negara-negara pada akhirnya kembali disesuaikan dengan aturan,
budaya dan kebiasaan negara setempat, sehingga tepatlah bila ada pepatah

® Standard & Poor’s, “Corporate Governance Scores and Evaluation.” New York:
McGraw-Hill Companies Inc (Januari 2004). www.eneiset.gr dan www.kantakji.com.
(Akses 15 Mei 2014).

% Australian  Securities Exchange, “Corporate Governance Principles and
Recommendations with 2010 Amendements.” Australia: ASX Corporate Governance
Council, 2™ Edition (2010). www.asx.com.au (Akses 16 Mei 2014).

*'The Commonwealth Association for Corporate Governance (CACG), “CACG
Guidelines Principles for Corporate Governance in the Commonwealth.” Marlborough,
New Zealand: Commonwealth Association for Corporate Governance, Final Version
(November 1999). www.ecseonline.com. dan http://www.cbc.to. (Akses 16 Mei 2014)
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yang mengatakan “sebuah baju dengan satu ukuran tidak mungkin cocok
untuk semua orang” (aslinya: one size not fit for all).

2. Corporate Social Responsibility
Kegiatan perusahaan yang disebut corporate social responsibility
merupakan aturan dan kewajiban baru bagi perusahaan-perusahaan di
Inonesia, karena dalam undang-undang perseroan terbatas tahun 1995
ketentuan ini belum ada, hal ini baru diperkenalkan oleh undang-undang
perseroan terbatas tahun 2007 yakni pada Bab V dengan judul Tangung
Jawab Sosial dan Lingkungan pasal 74 mewajibkan bagi perusahaan yang:
menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau
menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam®.
al responsibility oleh
mpat) teori tentang

Elisabet Garriga dan Dome nec Mele menge
corporate sosial responsibility ini, yakni:

mana korporasi hanya sebagai instrume teraan dan
kegiatan sosial hanya diartikan seb ni fokus
utamanya adalah mencapai tujuan”meng dalam jangka
panjang; kedua political theor a kekuasaan korporasi
dalam masyarakat dan suat j penggunaan kekuasaan ini
dalam arena politik, teori ama alah~menggunakan kekuatan

bisnis secara bert O~ jawab: egrative theories, di mana

masyarakat; dan keempat ethical
g jawab etika dari korporasi kepada

engan ‘melakukan apa yang benar dan etis. Dalam
ri mewakili empat dimensi berkenaan atas profit,
ebutuhan masyarakat dan nilai etika. Temuan

iperlukannya pengembangan teori baru dalam
syarakat yang harus menyatukan keempat dimensi

performance politi
penelitian menya
hubugngan bisnis da

ini.®

Terhadap teori CSR yang disampaikan oleh Elisabet Garriga dan
Dome'nec Mele ini lebih banyak mendapat respon positif daripada yang
membantah dan bahkan ke-empat teori ini telah dijadikan bahan diskusi dan
seminar, salah satunya adalah a Research Agenda for International

% Republik Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007),54-55.

%Elisabet Garriga dan Dome'nec Mele, “Corporate Sosial Responsibility Theories:
Mapping the Territory.” Department of Business Ethics, IESE Business School, University of
Navarra,  Spanyol:  Journal  of Business  Ethics 53: 51-71  (2004)
http://link.springer.com/article/ (Akses 19 Mei 2014).
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Corporate Social Responsibility pada November 2005 dan salah satu
makalah yang membahas dan menguraikan teori-teori yang digagas oleh
Elisabet Garriga dan Dome nec Mele disampaikan oleh Frans Paul van der
Putten dan menariknya tulisan ini setelah mendukung teori Gariga dan Mele,
justru ditutup dengan menyampaikan empat pertanyaan yang cukup
signifikan. Menerapkan empat kategori teori CSR bisnis Western yang
diidentifikasi olen Garriga dan Mele bagi negara-negara berkembang
menimbulkan empat isu utama: Pertama, bagaimana proses pembentukan
standar yang mutlak (juga standar 'internasional’ atau 'universal’) untuk isu-
isu sosial dan lingkungan seharusnya terkait dengan tujuan dan nilai-nilai
masyarakat berkembang mempengaruhi perilaku bisnis? Kedua, di mana
perusahaan-perusahaan ~ Western  mendapat euntungan  maksimal,
mengakibatkan tanggung jawab perilaku 'di negara-negara
berkembang, dan di mana kondisi perilaku a& ‘g‘o berkontribusi
pada maksimalisasi laba? Ketiga, apa rlean% [

futan masyarakat
berkembang,
snis berbasis
akat lokal di

negara-negara berkembang. %
Begitupun tulisan yangj ak \didasarkan kepada

dibuat oleh Christian

LS ele terhadap yang disebut
eting) (CRM), CRM ini mengikuti
bagal, "Praktek pemasaran produk, jasa,
3 aling hubungan menguntungkan dengan
sial”’; dan” Loth mengajak pembaca memilih dari
ng dianggap mendukung teori CRM. *°
d\lsampaikan Elisabet Garriga dan Dome nec Mele,
muncul kemudia&c a kali dalam suatu workshop teori yang
dianalogikan dengan~CSR, adalah teori corporate citizenship responsibility
oleh Sandra Waddock dari Boston College yang mendefinisikan good
corporate citizenship sebagai artikulasi dan sampai jelas visi hidup positif
dan nilai-nilai inti, dengan memperlakukan kebaikan melalui kebijakan dan
praktek-praktek operasi ke berbagai pemangku kepentingan yang telah
mempertarunkan modal mereka, memiliki minat, atau terkait dengan

Berbeda denga

*Frans Paul van der Putten, “A Research Agenda for International Corporate
Sosial Responsibility.” Netherlands: The Nyenrode Research Group (NRG), Institute for
Business Ethics (EIBE) Nyenrode Business Universiteit, Breukelen (November 2005).
http://www.nyenrode.nl/research/publications. (Akses 20 Mei 2014).

%Christian C.Loth,” Theoritical Foundation: CSR.” CSR Seminar FS 2012 UZH
Theoritical Foundation (28.02.2012). www.business.uzh.ch. (Akses 17 Mei 2014).
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perusahaan melalui dampak primer dan sekunder pada stakeholder,
masyarakat, dan alam. Definisi ini merupakan pengembangan dari definisi
yang pertama kali disampaikan Sandra Waddock tahun 2002 yang
mengatakan: corporate citizenship diwujudkan dalam strategi dan praktek
operasi suatu pengembangan perusahaan dalam operasionalisasi hubungan
dengan dan dampak bagi stakeholders dan lingkungan alam. Sandra lebih
cenderung menyamakan antara CSR dan corporate citizenship, namun
diakui Sandra terdapat juga perbedaan diantara CSR dan corporate
citizenship, menurut Sandra CSR adalah kebijakan umum yang diupayakan
perusahaan untuk perbaikan masyarakat secara langsung, khususnya melalui
filantropi (kegiatan amal, kedermawanan), program relawan, kolaborasi
dengan lembaga sosial masyarakat, dan kegiatan-sosial yang bermanfaat
lainnya; sedangkan corporate citizenship ata orporate responsibility
adalah suatu tingkatan tanggung jawab atau tids )
melekat pada strategi perusahaan dan praktek-pra
stakeholder, masyarakat, dan alam lingkt
Dilain pihak ada pendapat peneh

\\‘\ pelanggan yang

pelanggan rendah

esadaran masyarakat yang tinggi,
s iklan. Namun, perusahaan dengan
kesadaran juga dikenakan sanksi lebih ketika ada
CSR vyang jatirkan; Kedua, bagi perusahaan dengan kesadaran
masyarakat yang- h,\dampak dari kegiatan CSR terhadap nilai
perusahaan adala)ﬁda ignifikan atau negatif; Ketiga, iklan memiliki
dampak negatif terhadap hubungan nilai CSR jika ada ketidaksesuaian antara
upaya CSR perusahaan dan reputasi perusahaan secara keseluruhan;
Keempat, setelah menjadi bagian efek tetap perusahaan, maka tidak ada
hubungan langsung antara CSR dan nilai perusahaan. °’

%gandra Waddock, “Corporate Responsibility:Overview.” Milan: Autogrill CSR
Workshop (June 11, 2007). https://www?2.bc.edu/~waddock. (Akses 16 Mei 2014); lihat
juga tulisan Sandra lainnya, “Parallel Universes: Companies, Academics, and the Progress
of Corporate Citizenship.” kemudian pada tahun 2008 Sandra Waddock ini menjadi
semakin dikenal dengan teorinya “Concept Tree for Corporate Citizenship.”
https://www2.bc.edu/~waddock. (Akses 16 Mei 2014);

"Henri Servaes and Ane Tamayo, “The Impact of Corporate Sosial Responsibility
on Firm Value: The Role of Customer Awareness.” Informs: Management Science 59(5),
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Peneliti dari Indonesia yakni Reny Dyah Retno M. dan Denies Priantinah
melakukan penelitian empiris pada Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010
mengenai pengaruh good corporate governance dan pengungkapan
corporate sosial responsibility terhadap nilai perusahaan, dan menyimpulkan
GCG (dalam aspek Size dan Leverage) dan Pengungkapan CSR (dalam
aspek Size, Jenis industri, Profitabilitas, dan Leverage) berpengaruh positif
terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode
2007-2010.%

Dengan mengamati berbagai teori dan penerapan CSR oleh perusahaan-
perusahaan di seluruh dunia akhir-akhir ini, perkembangan tersebut
merupakan judgment dan keberpihakan kepada teori stakeholder, sebagai
perimbangan bagi teori shareholder yang ~lebih mengutamakan
maksimalisasi nilai pemegang saham daripad t mensejahterakan
masyarakat. :

untuk disajikan sharehold en-Suatu perusahaan
dilakukan oleh pihak lua . amun. bisa juga dilakukan secara
self-assessment.

Dalam melakukan ase te governance pada suatu

kukan telah diberikan panduan
¢ Co-Operation and Development

ssing the Implementation of OECD Principles of
P@auan‘fni menjelaskan metode asesmen, ruang
lingkup, prosedur;- ana_cara menilai hasil, membuat suatu keputusan
atas informasi, m%&; skema kualitatif, dan lain sebagainya, sehingga
panduan ini benar-benar merupakan panduan praktis untuk diterapkan. %
Sebelum itu, di Indonesia sendiri terdapat lembaga yakni Forum for
Corporate Governance in Indonesia (FCGI) bekerjasama dengan Asian

ISSN  1526-5501(online)  (May  2013) 1045-1061.  http://dx.doi.org/10.1287/
mnsc.1120.1630. (Akses 20 Mei 2014)

% Reny Dyah Retno M. dan Denies Priantinah, “Pengaruh Good Corporate
Governance dan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Nilai
Perusahaan.” Jurnal Nominal, Volume | Nomor |, 84, (Tahun 2012): 99-100.
journal.uny.ac.id. (Akses 17 Mei 2014)

% Organisation for Economic Co-Operation and Development, “Methodology for
Assessing the Implementation of OECD Principles of Corporate Governance.” Paris: the
OECD Steering Group on Corporate Governance (2007). www.oecd.org (Akses 17 Mei
2014)
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Development Bank (ADB) sejak tahun 2001 telah mengembangkan suatu alat
untuk melakukan penilaian terhadap penerapan prinsip corporate
governance secara baik sesuai asas-asanya, alat ini disebut Corporate
Governance Self Assessment Checklist'®.

Alat ini merupakan seperangkat kuesioner yang dapat di isi sendiri oleh
perusahaan dan memberi skor secara objektif. Mengenai self assessment ini
tentunya mempunyai dua sisi yakni kelebihan dan kekurangan, kelebihannya
dilakukan sendiri secara sederhana dengan biaya yang rendah karena
dilakukan oleh suatu tim internal yang dibentuk untuk itu oleh direksi;
sedangkan kekurangannya karena dilakukan oleh tim yang dibentuk direksi
menimbulkan pertanyaan sejauh mana independensi dan objektifitas tim
dalam melakukan asesmen dan apakah kerja tim bisa dipertanggung

jawabkan hasilnya. Pendapat ini sejalan denga ang disampaikan olloaln

Hasil asesmen corporate governance d u_laporan yang
disebut laporan Good Corporate Gove erupakan
bagian dari isi Laporan Tahunan Perusaha dengan

i older dan
haan yang

CN
. \ disampaikan kedalam Rapat Umum
Ik @"

omian dunia banyak perusahaan melakukan praktik
fraud sehingga%ra sabah dan investor serta perusahaan sendiri
mengalami kerugian yang dahsyat, dunia mencatat paling tidak 10 (sepuluh)
perusahaan besar dunia yang telah melakukan fraud . Kesepuluh perusahaan
tersebut adalah: Enron perusahaan energy yang bangkrut di tahun 2001
karena perilaku presiden direktur Jeff Skilling dengan skandal akunting

fraud di bursa saham sebanyak 78 milyar dolar mendapat hukuman 24 tahun

1%Forum for Corporate Governance in Indonesia, “Corporate Governance Self
Assessment  Checklist.” Jakarta: FCGI (Juli 2001) http://muhariefeffendi.files.
wordpress.com/2009/12/ (Akses 21 Mei 2014); lihat juga Iman Syahputra Tunggal dan
Amin Widjaja Tunggal, Membangun Good Corporate Governance (GCG) (Jakarta:
Harvarindo,2002), 50; lihat juga Adrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), 74-75.

101 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 78.
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penjara dan perusahaan akuntan publik dunia Arthur Andersen terlibat dalam
tindakan fraud ini; Bernard Madoff sebagai manajer uang New York dengan
skema ponzi-nya telah merugikan investor sebesar 65 miliar dolar yang
merupakan skandal individual fraud terbesar diungkap tahun 2008 dan
dihukum 150 tahun penjara; Lehman Brothers dengan investasi bank
Lehman nilai asset 600 miliar dolar mengalami bangkrut dan melibatkan
juga kantor akuntan public dunia Ernst & Young; Cendant karena fraud
dilakukan oleh pimpinannya Walter Forbes sebesar 19 miliar dolar dan
akhirnya dihukum penjara 12 tahun 7 bulan dan denda 3,275 miliar dolar;
MF Global perusahaan pialang di bawah pimpinan Goldman Sachs
Chairman dan mantan Senator kemudian Gubernur Jon Corzine memiliki 41
miliar dolar sebelum pailit pada Oktober 2011; WorldCom tahun 2002
mengalami bangkrut dengan total asset 1039 tar dolar dan harus
membayar tuntutan class action sebesar 6,1 :
mantan CEO Bernard Ebbers 25 tah
membayar 400 juta dolar sebagai ganti
sejak tahun 1998 hingga 2004 dan
pemerintah; HealthSouth pada Ma
1,4 miliar dolar karena kesalahan.a ~ rasmnal dengan
mantan CEO Dennis Kozlawski dan-C artz ruglkan 150 juta
dolar sejak tahun 199€ )2\ keduanya “selain dipenjara juga
perusahaan harus ’ dolar; dan Qwest
Communication da ama beberapa tahun dan
mantan CEO Joseph 44 juta dolar karena insider trading
ass action para investor sebanyak

Mae harus
nt keuangan

§ y dituntut

400 Juta do
perusahaan
yakni: Enron,

] ui) sebagai pelaku skandal keuangan dunia
mmp, Lehman Bernard Madoff, adapun 5
perusahaan lainny. a-beda namanya. *

Dari skandal a%eg ada awal abad ke 21 tersebut telah membuat 4
(empat) perubahan ar pasca skandal pertama iklim industri audit
mengalami perubahan dikarenakan 3 dari 4 besar akuntan public melakukan
divestasi; kedua Arthur Andersen salah satu perusahaan akuntan public dari
5 besar menghilang dari bisnis; ketiga pada Juli 2002 presiden George

W.Bush menanda tangani Sarbanes-Oaxley Bill yang juga dikenal sebagai
Corporate Oversight Bill dan ketentuan hukum ini mengatur beberapa aturan

Tyco, \W

%2Forbes, “The 10 Biggest Fraud s in Recent US History.” Forbes Magazine.

http://www.forbes.com. (Akses Senin 27 Jan 2014); lihat juga Syed Balkhi, “25 Biggest
Corporate Scandals Ever” (April 8, 2013) . http:/list25.com . (Akses 27 Januari 2014);
lihat juga Accounting Degree, “The 10 Worst Corporate Accounting Scandals of All
Time.” http://www.accounting-degree.org/scandals. (Akses Senin 27 Januari 2014).
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corporate governance untuk seluruh perusahaan publik pedagang saham di
Amerika Serikat; keempat pada Nopember 2003 the New York Stock
Exchange (NYSE) dan NASDAQ mengadopsi tambahan aturan corporate
governance untuk diterapkan pada seluruh perusahaan listing di bursa, dan
The American Stock Exchange (AMEX) juga bergabung dengan menerapkan
aturan yang sama pada Desember 2003. *%,

Dalam kajian Christoph Walkner mengenai isu-isu corporate governance
di tahun 2004 ketika me-review corporate governance dalam perspektif
ekonomi yang luas saat terjadi beberapa skandal akunting fraud yang telah
menjadi sorotan publik, corporate governance memiliki implikasi penting
mengenai sektor keuangan. Transparansi laporan keuangan sangat mendasar
menjadikan corporate governance efektif. Namun;. berbagai faktor dapat

dihasilkan manajemen dari situasi informasi_ya etris; dan ketiga
perilaku manajerial yang oportunis. ~Hasi j emukan struktur
insentif yang berbahaya, adanya kan ing: idak adanya
transparansi, tampaknya merupal mengatasi
kekurangan pengaturan tata , kepentingan
pemegang saham minorita megang saham yang

yang dicurigai, dengan
oph Walkner ini menunjukkan
vernance disebabkan pengungkapan

gres “di Amerika Serikat, menghasilkan cukup
ate governance berada pada kualitas informasi
ada penelitian yang dilakukan oleh Jaswadi,

1% Anup Agrawal dan Sahiba Chadha, “Corporate Governance and Accounting
Scandals.” The University of Chicago Press, Journal of Law and Economics, Vol. 48, No. 2
(October 2005): 371-406), http://www.jstor.org/stable/ 10.1086/430808.  (Akses 04
September 2012); lihat juga WEB-INF, “Skandal yang Mengubah Dunia Akuntansi.”
http://id.prmob.net. (Akses 13 Maret 2103) .

104 Christoph Walkner, “Issues in Corporate Governance.” Brussel, Belgium:
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs,ISBN 92-
894-5965-4 (2004): 2. https://www.econbiz.de. dan www.ec.europa.eu. (Akses 16 Mei
2014).

1% Mark Myring dan Rebecca Toppe Shortridge, “Corporate Governance and
Quality of Financial Disclosures.” Ball State University, USA: International Business &
Economics Research Journal VVolume 9, Number 6 (June 2010). www.cluteinstitute.com.
(Akses 16 Mei 2014).
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Nicholas Billington, Stella Sofocleous di Indoensia menemukan akunting
yang tidak sesuai aturan manakala: pertama tidak adanya ahli keuangan pada
dewan komisaris dan komite audit; kedua memiliki CEO bekerja jangka
pendek dan lemahnya sistem internal kontrol; ketiga auditor selalu ditunjuk
oleh direksi perusahaan tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham; dan
sebagai tambahan juga menemukan kelemahan yang umum pada direksi dan
komite audit. 1

Hasil studi Madan Lal Bhasin terhadap kasus skandal fraud Satyam
Computers di India yang disebut sebagai “India’s Enron” menunjukkan
penyebabnya adalah penipuan terhadap laporan keuangan, sehingga peneliti
ini menyarankan diperlukannya keahlian akunting forensic dalam perusahaan
dan masyarakat butuh perubahan aturan corporate gavernance, dan faktanya
kedua hal ini menjadi fokus para investor yang menghendaki transparansi
sistem pelaporan keuangan. *’ ~

0

untuk memaksimal
tanya dan perlu di

ilakukan. oleh“"Hugh Grove dan Elisabetta Basilico

a{?éc pelaporan keuangan menyimpulkan dari
i urangan atau penipuan pelaporan keuangan,
perlu dikembangi%;p ly warning System” atau “red flags” terhadap
kecurangan atau penipuan pelaporan keuangan yang menggunakan faktor
non-keuangan dan faktor keuangan pada corporate governance. Red Flags
secara kualitatif mencakup faktor corporate governance dan bekerja baik

pengalaman menghi

106 yaswadi, Nicholas Billington, Stella Sofocleous, “Corporate Governance and
Accounting irregularities:Evidence from the Two-tiered Board Structure in Indonesia.”
University of Brawijaya Malang, Indonesia: Asia-Pacific Management and Business
Application 1(1) 3 — 25 (2012). apmba.ub.ac.id. dan www.casino-poker-online.com.
(Akses 16 Mei 2014).

" Madan Lal Bhasin, “Corporate Accounting Fraud : A Case Study of Satyam
Computers Limited.” Kazakhstan: the Creative Commons Attribution License, Open Journal
of Accounting, 2, (2013): 26-38. http://dx.doi.org/10.4236/ ojacct.2013. 22006. (Akses 16
Jan 2014).
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bagi kecurangan atau penipuan perusahaan, yaitu: Kekuasaan penuh CEO,
kelemahan sistem kontrol manjemen, turnover senior manajer, insider
trading, pengungkapan samar-samar strategi bisnis. Sebenarnya ke-5 faktor
corporate governance ini sebagai deteksi kecurangan pelaporan keuangan
merupakan bagian dari Ten Typical Fraud ulent Financial Reporting Factors
for Corporate Governance with Related Sarbanes-Oxley Act (SOX) Sections
yang disarankan untuk diteliti lebih lanjut. 1®

Pada berbagai peristiwa fraud dalam buruknya penerapan corporate
governance atau disebut “bad corporate governance” yang dilakukan
perusahaan besar dan ternama dunia, terlihat fenomena berdampak kepada
timbulnya krisis moneter yang cukup mengguncang dunia dan ditandai pula
kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang membuat atau mengalami
skandal fraud bahkan bisnis yang terkena krisis, menyusul
pengenaan sanksi hukum yang berat kep siator dan pelaku
perbuatan fraud . Dalam kondisi seperti i a
tidak lagi menikmati keuntungan darinm malisa stasi tapl justru
harus menerima kenyataan pahit ita iar
telah di investasikan sebelumnya. Dengan fakta ini; beberapa pendapat yang
bersesuaian dengan teori share de te \governance sangat
positif dalam menambah ni ) dikemukakan oleh
Malek Lasghari di tahur eora \F. serndan Inessa Love juga
tahun 2004'*°, Ronald A s, Con g dan Fei Xie tahun 2007,

d aI fraud tidak bisa dilepaskan
Ikan pertanyaan mengapa hal itu

1% Hugh Gr;mand Elisabetta Basilico, “Fraud ulent Financial Reporting

Detection: Key Ratios Plus Corporate Governance Factors.” M.E. Sharpe, Inc,
International Studies of Management & Organization, Vol. 38, No. 3, Corporate
Governance Development Levels of Boards (Fall, 2008): 10-42)

http://www.jstor.org/stable/40397733 (Akses 22 Jan 2014)

®Malek Lasghari, “Corporate Governance:Theory and Practice.” The Journal of
American Academic of Bussines, Cambridge September (2004): 46. www.indabook.org.
(Akses 6 Desember 2012).

19 eora F.Klapper, Inessa Love, “Corporate Governance, Investor Protection, and
Performance in Emerging Markets.” Journal of Corporate Finance, Volume 10, Issue 5
(November 2004): 703. www.sciencedirect.com/science/ journal/09291199/ dan
www.elibrary.worldbank.org . (Akses 8 Nopember 2012).

1 Ronald W. Masulis, Cong Wang and Fei Xie, “Corporate Governance and
Acquirer Returns.” Wiley-Blackwell: The Journal of Finance, Vol. 62, No. 4, (Aug., 2007):
1851. onlinelibrary.wiley.com. (Akses 6 Desember 2012).
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Inkpen tahun 20042, Sean Liu tahun 2005*%, Luca Enriques dan Paolo
Volpin tahun 2007***, Vincent Di Lorenzo tahun 2007*°, John S Liu dan
Chyan Yang tahun 2008'°, Dari penelitian-penelitian ini diperoleh beberapa
point penting dalam penerapan corporate governance, yakni: pertama tujuan
perusahaan memaksimalkan nilai pemegang saham kembali menjadi wacana;
kedua skor tinggi hasil assessment corporate governance tidak berhubungan
dengan tingkat investasi dan pertumbuhan pendapatan negara; ketiga
banyaknya masalah sebagai indikator kegagalan sistem melindungi
kepentingan pemegang saham; keempat sistem direktur independen belum
tentu efektif dalam reformasi corporate governance; kelima upaya reformasi
corporate governance adalah mengatasi masalah yang ditimbulkan
pemegang saham dominan; dan keenam perilaku pebisnis sudah tidak sesuai
dengan aturan hukum. Keenam butir ini merupakan. pendapat-pendapat yang
valid sesuai fakta dan sekaligus juga sebagai i

ernance pada
umumnya, dan kemudian bila di analogka perbankan syariah,

corporate governance perbankan sya erupakan
adopsi terhadap corporate governa pun perusahaan
pada umumnya. Dengan kenyataa : belum terdapat
sentuhan ke-islaman secara opti it encegahan terjadinya fraud
dan fraud belum pula jadi ernance. Dengan realita
yang mengemuka n dengan kesimpulan awal
yakni: memperbaik nance bagi perbankan syariah
dengan menambahk , an~dan Hadis dan nilai-nilai ajaran
Islam sebagai s, berperilaku. akhlaq al karimah menjaga prinsip

maqashid('ar iah, cmenghi erbuatan haram dan fraud dalam

o -

12 Anant K. aran@}j\ Andrew C. Inkpen, “Stakeholderr Theory and "The
Corporate Objective "Revisited">A’ Reply.” INFORMS: Organization Science, Vol. 15,
No. 3 (May-Jun., 2004):3Y .thunderbird.edu. (Akses 26 Sept 2012).

113 Sean Liu, “Corporate Governance and Development: The Case of China.”
Wiley-Blackwell : Manajer’iél and Decision  Economics, Vol. 26, No. 7, Corporate
Governance: An International Perspective, (Oct. - Nov.,, 2005): 445,
onlinelibrary.wiley.com. (Akses 17 Nopember 2012).

" Luca Enriques and Paolo Volpin, “Corporate Governance Reforms in
Continental Europe.” American Economic Association :  The Journal of Economic
Perspectives, Vol. 21, No. 1 (Winter, 2007): 117-140). www.jstor.org/stable/ 30033704.
(Akses 6 Desember 2012).

Y vincent Di Lorenzo, “Business Ethics: Law as a Determinant of Business
Conduct.” Journal of Business Ethics, Vol. 71, No. 3 Published by: Springer (Mar., 2007):
275-299. www.jstor.org/stable/25075333. (Akses 26 Nopember 2012).

"John S. Liu and Chyan Yang, “Corporate Governance Reform in Taiwan: Could
the Independent Director Sistim Be an Effective Remedy?” University of California Press :
Asian Survey, Vol. 48, No. 5 (September/October ~ 2008): 816.
www.jstor.org/stable/10.1525/AS. 2008.48.5.816. (Akses 17 Nopember 2012).
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mencapai tujuan perusahaan; atau dalam kalimat lain : semakin baik dan
Islami peraturan corporate governance semakin mempersempit peluang
perbuatan haram dan fraud di perbankan syariah. Untuk mencapai
penulisan yang demikian ini, tidaklah berlebihan bila kemudian penulis
mengemukakan hasil penelitian pada bab berikut ini menyampaikan
pandangan Islam tentang bank syariah, perbandingan bank syariah dan bank
konvensional, bagaimana corporate governance Islam dalam wacana, yang
kesemuanya diharapkan akan bermanfaat sebagai pijakan dasar bagi

&

Q
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BAB IlI
BANK SYARIAH DAN CORPORATE GOVERNANCE
DALAM PANDANGAN ISLAM

Sebelumnya telah disampaikan kajian mengenai corporate governance
dan korporasi dalam debat akademik yang bersumber pada paradigma
corporate governance yang dibangun dalam konstruksi bisnis dan hukum
yang telah berkembang di dunia perbankan konvensional. Penulis pada bab
ini mengemukakan kajian dari sudut pandang Islam sepanjang mengenai
perbankan syariah dan corporate governance yang relevan dengan objek dan
fokus penelitian.

A. Perbankan Syariah Menurut Islam
1. Sumber Hukum Islam dan Kaedah-kaedah

Bank syariah di Indonesia termasuk dal nking, dalam
pengoperasian perbankan syariah sudah ntuk tunduk
dan melaksanakan prinsip-prinsip %"’\*‘; uk kepada
hukum nasional. Dengan konsek 1endapat tempat

an> Syariah dalam
gagai rujukan bank
syariah  mempunyai I: al-Quran, Hadis;
kemudian Ijma‘, Qiyds sebagaidalil hul axditambah dengan Istiisdn,

Para pakar \ 18 berbeda ‘pendapat dalam menggunakan istilah
\ dalil um dalar menempatkan klasifikasi sumber-

tersebut. Adapun pendapat Fathurrahman Djalil

p%at Amir Syarifuddin yang menyatakan: Kata

“sumber” dalam\"'art\ ini~hanya dapat digunakan untuk al-Quran dan
Hadis, karena m%‘ga duanya merupakan wadah yang dapat ditimba
hukum syara’ tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijmda‘ dan qiyds
karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma‘
dan giyds itu, keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata “dalil”
dapat digunakan untuk al-Quran dan Hadis, juga dapat digunakan untuk
ijma‘ dan gqiyds, karena memang semuanya menuntun kepada penemuan
hukum Allah,? atas dasar pemahaman ini Amir Syarifuddin cenderung

menggunakan istilah “dalil-dalil fikih”.

! Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep
(Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 73 — 115.

2 Amir Syarifuddin, Ushul Fikih, jilid 1 (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group,
Cetakan ke-5, April 2011), 51 — 52.
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Sedangkan pendapat lain ada juga yang membedakan sumber hukum
Islam dengan istilah “sumber naqli ” dan “sumber aql/f’. Sumber hukum
nagqli ialah al-Quran dan Hadis, sedangkan sumber hukum agqli ialah usaha
menemukan hukum dengan menggunakan olah pikir dengan beragam
metodanya, usaha ini dikenal sebagai ijtihad. Terhadap sumber hukum naqli,
mujtahid sama sekali tidak berperan dalam pembentukannya, menerima apa
adanya dari al-Quran dan Hadis, dikatakan juga sebagai sumber hukum
“asliyah” yakni penggunaannya tidak tergantung kepada yang lain.
Terhadap sumber hukum agqli, seorang mujtahid dengan akalnya dapat
berperan dalam pembentukan hukum seperti Qiyds, Ijmd‘, Istihsdn dan lain-
lain, dikatakan juga sebagai sumber hukum “taba‘iyyah” yakni
pengunaannya bersandarkan kepada ketentuan al-Quran dan Had|s3.

sumber hukum agqli melahirkan Kketentua \ 'sebut dengan
“fikih”. M.Cholil Nafis secara ringka S i

dengan fikih adalah jika syariah me g> terdapat
dalam al-Quran dan Hadis, ma ahaman dan
interprestasi para mujtahid pad erta hasil ijtihad
mereka atas peristiwa yang latam al-Quran dan
Hadis.*

Adapun sumber an cli ati:oleh para ulama adalah al-

yang tidak disepakati para ulama ada ihsan, al-maslahdh al-mursalih,
‘urf, istishab, shar‘uw-man gabland, madhhab sahabi dan sadd al-dhari‘ah. 3

Berkaita lengan sumb kum al-Quran dan Hadis diatas para
ulama fikih.r da dua kelompok, pertama sebagai dalil yang
sudah pasti, tidak:t bantahkan disebut “gat‘t” (qat‘i al-dalilah);
kedua sebagai da “relative, mengandung berbagai penafsiran dan
dugaan, disebut %ﬁ ( zanni al-daldlah). Para ahli fikih sepakat
mengenai penggunaan_al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam
menentukan dan mengambil kesimpulan hukum, namun ayat al-Quran yang
langsung menunjuk kepada materi hukum sangat terbatas jumlahnya, ayat
hukum hanya sekitar 3 sampai 4% saja dari keseluruhan ayat al-Quran. Dari

*Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-2, September 2012), 30 — 31.

* M.Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia,2011), 19. Lihat juga Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah
dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-2, September
2012), 31.

® Syarif Hidayatullah, Qawa'id Figiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi
Keuangan Syari ah Kontemporer (Depok: Gramata Publishing, 2012), 2.
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ayat hukum yang sedikit ini, yang termasuk kelompok “qat‘i” lebih sedikit
daripada kelompok “zanni”. Begitupun mengenai Hadis, hanya Hadis
peringkat Mutawatir saja yang dianggap “qat‘i”’ sedangkan Hadis di bawah
peringkat Mutawatir termasuk kelompok “zamni”; lagipula Hadis
Mutawatir yang qat‘i tersebut juga lebih sedikit jumlahnya dibanding Hadis
dengan peringkat dibawah Mutawatir yang “zanni™®.

Dari uraian diatas diketahui bahwa dalam proses penemuan atau
penetapan hukum, seorang mujtahid dengan akalnya dapat berperan dalam
pembentukan hukum, yakni terhadap ayat hukum yang berstatus zanni.
Hukum yang digali dari sumber hukum berstatus zamni dan kemudian
ditetapkan oleh seorang mujtahid ini disebut fikih. Pengertian fikih oleh
Jamaluddin al Asnawy sebagaimana diungkapkan .oleh Syarif Hidayatullah

Namun upaya-upaya yang dilakuka c0ra jtahid tidaklah
bebas sekehendak yang bersangkutan, tapi teta Uk s pakem atau
prosedur yang telah disepakati para Ulama yang.disebut gawiid al-fighiyah
atau kaidah-kaidah hukum Islam. Qawiid a » i an salah satu
landasan penting bagi para ' Jalam apkan> hukum Islam.
Qawiid al-fighiyah ini an. ke ahan <mengenai dasar-dasar
hukum Islam secara umu i ~ hukum-hukum syarak yang
begitu banyak, dan dengan. Qawdid al-fighiyah.ini” hukum-hukum syarak
yang banyak terse apat . dipahami udah dari kaidah-kaidah
tersebut. Qawdid al-fighiyah diartika ai kaidah atau dasar fikih yang

bersifat um
berkaitan
banyak  tersébut
kaidah-kaidah.ya

ya meliputi bagian yang banyak sekali

i kaidah-kaidah tadi®. Pada dasarnya

dipahami ."
ibentuk

ara ulama berpangkal dan menginduk kepada
@'id_al-asdsiyyat al-khams). Kelima kaidah pokok
(asdsiyyaf) ini melahi bermacam kaidah yang bersifat cabang (non

asdsiyyar). Kelima kaidah ini adalah: pertama, Wsaliay 5sa¥)  Al-umiru
bimagdsidiha: segala urusan tergantung pada tujuannya; kedua, J)Jjs ¥ Ol
A& al-yaginu 1 yuzdlu bishshakk: keyakinan/yang yakin tidak dapat
hapus dengan keraguan; ketiga, sl qulad 4ddial) Al-mashaggah tajlibu
al-taysir: kesulitan itu menimbulkan adalanya kemudahan; keempat, -\

® Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep
(Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 28 — 29.

" Syarif Hidayatullah, Qawa'id Figiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi
Keuangan Syari ah Kontemporer (Depok: Gramata Publishing, 2012), 14-15.

® Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep
(Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 116 — 119.
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2

J al-dararu yuzal: kemudaharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan; kelima,
dasala 3 al-“adatu muhakkamat: adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.®

Beberapa kaidah hukum Islam atau kaidah fikih yang sering dijadikan
hujjah atau dasar penetapan hukum mengutip tulisan Huzaimah Tahido,
Qawiidul Fiqhiyat dalam Ekonomi/Keuangan Islam, Makalah Seminar BA
dan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R, Jakarta,
11-12 Juli 2006 :*°

a) Yeaad o ) Sy of M) Aaly) coleaidl L8 Bl
Al-aglu fi al-mudmalit al-ibahat illi an yadulla al-dalil “ald
tahrimiha: pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan

b) asaill Ao Judal Sy s dalyl ¢

Al-aslu fi al-ashyd-i al-ibihat hatta ali al-tahrim:

hukum dasar segala sesuat erdlapat dalil
yang mengharam kan.
Selanjutnya haS|I penga ahma amil> terhadap fatwa-

ir'semua fatwa selain

pa Iama adalah berhujjah
lainnya yaitu: J)J Ll
)" harus dihilangkan;
ama wujtdat al-maslahat fathamma

adalah rlba,uls-ﬁ?T 8ol al-darar yudfa'u bigadarin al-imkin:
mudarat harus dihi n sedapat mungkin; el qlad AR&al g)-
mashaqqat tajlibu aI tayszr kesulitan itu dapat menarik kemudahan; palal
daai al-‘idat muhakkamat, adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai

hukum; gduaall cula Ao adla ullalls jo dara-a al-mafisid muqaddimu
‘ala jilbi al-masalih, mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan
daripada mengambil kemaslahatan. '

° Syarif Hidayatullah, Qawa'id Figiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi
Keuangan Syari ah Kontemporer (Depok: Gramata Publishing, 2012),39 - 40.

10 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep
(Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 127.

1 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep
(Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 127-123.
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Beberapa kaidah fikin yang disebutkan diatas dalam penerapannya
khususnya pada perbankan syariah, diantaranya dalam penetapan hukum
mengenai: Tabungan, deposito, giro, hawalah/hiwalah, murabahah,
pencatatan keuangan secara cash basis dan accrual basis, gardh, istishna, dan
berbagai agad atau transaksi bank syariah lainnya.

2. Prinsip dan Tujuan Hukum Islam Dalam Perbankan Syariah

Hukum Islam memiliki beberapa prinsip umum yang dijadikan sebagai
acuan berbagai kegiatan dalam konteks penetapan dan penerapan hukum.
Pertama, meniadakan kesulitan dan tidak memberatkan (‘Adam al-Haraj)
contohnya rukhsat dan darirat, kedua, menyedikitkan beban (Taglil al-
Takalif) yakni Nabi melarang para sahabat banyak-bertanya tentang hukum
yang belum ada agar tidak memberatkan mere endiri sesuai surah Al-

Maidah ayat 101; ketiga, ditetapkan secara drijiyyan) yakni
disesuaikan dengan kondisi sosial; keempat emasalahatan
manusia, dipandang maslahat jika m kepatuhan
syariah (halal) dan bermanfaat, serts ib) bagi
semua aspek secara menyeluruh mudharat dan

merugikan pada salah satu
pemenuhan magdsid | tujua

ahat dalam upaya
udkan keadilan yang

Prinsip-prinsip hukum Isk jadi pedorﬁan berbagai penetapan
3 erbagai aspek hukum Islam. Bagi

ekonomi yé%hh%%b ra/ ad
ekonomi syariah sebagaimana diungkapkan oleh Neni Sri Imaniyati** bahwa
menurut M.Ume apra-ekonomi syariah dilandasi pada tiga prinsip
fundamental ajars rm,,yaitu Tawhid (keesaan Tuhan), Khildfah
(perwakilan) dan %b keadilan). Namun menurut Mustafa E Nasution,
dalam ekonomi Islam-bukan rasio yang dikembangkan melainkan rasio al-
Quran dan Hadis yang berdasarkan pada tawhid, nubuwwah, keadilan,
khildfah dan ma‘ad (ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia).

12 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep
(Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 43 - 56. Surah Al-Maidah ayat 101: Hai orang-orang
yang beriman janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan
kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Quran
diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal
itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

3 Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-2, September 2012),66.

Y Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi
(Bandung: CV Mandar Maju, April 2013), 25 dan 32.
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Terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah ini, Syafi'i Antonio
menyebutnya sebagai nilai-nilai sistem perekonomian Islam meliputi:
pertama, perekonomian masyarakat menggunakan norma-norma Islami
yakni makan minum rezki dari Allah dan jangan berbuat kerusakan (Al-
Bagarah 60), makanlah yang halal lagi baik dan jangan mengikuti langkah-
langkah setan (Al-Bagarah 168), jangan mengharam kan apa yang telah
dihalalkan Allah dan jangan melampaui batas (Al-Ma’idah 87-88),
menjauhkan diri dari riba, maisir (judi / spekulasi), dan gharar; kedua,
keadilan dan persaudaraan menyeluruh yakni pembentukan masyarakat
diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai suatu keluarga bersifat
universal (Al-Hujuraat 13) berdasarkan kebenaran dan keadilan (Al-Ma’idah
8) berupa keadilan sosial yang timbul dari ~ketagwaan dan sosial
kemanusiaan dan diimbangi dengan keadilan ekonomi yaitu tidak merugikan

keadilan distribusi pendapatan yakni meng ingan pendapatan
dan kekayaan baik dengan menghapus kesempatan
kerja dan partisipasi dalam kegiatan I~ sadagah
— infag bagi mereka yang kelebih atan sesuai
kewajiban dan anjuran Allah dalam al-Q ebebasan individu
dalm konteks kesejahteraa individu dibatasi
kebebasan individu oran \masyarakat luas harus
didahulukan darip kesulitan
diprioritaskan dibandi an lebih besar tidak dapat

diterima untuk menghi A ebih-kecil, manfaat lebih besar tidak

dikorbankan untuk manf 1 ke ebaliknya bahaya lebih kecil harus
dapat diteri 1k cmen pahaya lebih besar, dan manfaat lebih
kecil dapat diko! untuk mendapat manfaat lebih besar.

Sehubungan n prinsip ataupun nilai-nilai dalam kegiatan ekonomi

syariah pada lemb: ua\wg,af‘n syariah, sangat mendasar sebagai ciri khas
ekonomi syariah a&g ghindari atau tidak menggunakan cara-cara yang
dilarang oleh Islam ~dalam setiap transaksi, yakni Tadlis atau penipuan,
Maisir (judi / spekulasi), Gharar, Riba, Rishwah (suap-menyuap), Ihtikar
(rekayasa pasar dalam supply), Bai’ Najash (rekayasa pasar dalam demand),
dan batil (disingkat: Tadlis dan Maghrib). > Oleh Adiwarman A.Karim
Tadlis dan Maghrib ini diklasifikasi sebagai “haram selain zatnya”,®
maksudnya uang atau barang/jasa sebagai objek perbuatan-perbuatan itu

bukan zat yang haram .

“Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema
Insani, cetakan kesembilan belas, Juli 2012), 10 - 17.

16 Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2011), 30.
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Berbagai prinsip, ketentuan, kaidah dan penerapan hukum Islam sudah
sedemikian terpola dan terstruktur dalam mencapai tujuan-tujuan hukum
Islam, yang lazim disebut magdsid al-shari‘ah. Fathurranman Djamil
menjelaskan, dalam konteks pembicaraan tujuan hukum ini, dalam literatur
kajian hukum Islam, sering manjadi pembahasan dalam teori magqdsid al-
shari‘ah. Dari segi bahasa magdsid al-shari‘ah berarti maksud atau tujuan
disyariatkannya hukum Islam. Suatu hukum ditetapkan karena ia mempunyai
maksud dan tujuan. Hukum Islam sering dikategorikan mengacu pada
pandangan hukum yang bersifat teleologis. Artinya, hukum Islam itu
diciptakan Karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Dalam rangka
mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para
ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan.
Kelima pokok tersebut adalah terpeliharanya 1 )
terpelihara jiwa (Hifdh al-Nafs), terpelih 3 ,
terpelihara akal (Hifdh al-‘44l), dan terpelih arta / kekayaan (Hifdh al-
Mal). Kelima unsur ini dlbedakan enj iga e '

(primer), hdjiyat (sekunder), dan

~Peringkat

enghindarkan
muamalah seperti

adapun peringkat hdjiyat ya
manusia dari kesulitan dala

esuai kepatutan.'’

a.saja yang menjadi prinsip hukum

ukum Islam sudah jelas kriteria dan
kan_ole P ulama terdahulu. Prinsip dan tujuan

a otomatis juga berlaku bagi hukum ekonomi syariah

termasuk - berbagai iatan )dalam lembaga keuangan syariah seperti
perbankan syaria@

n kata lain lembaga keuangan syariah seperti
perbankan syariah secara operasional dalam berbagai aspek kegiatannya,
wajib menjadikan prinsip dan tujuan hukum Islam sebagai pedoman utama
disamping mematuhi peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
Sehingga hal ini sekaligus merupakan ciri khas hukum yang unik tapi juga
kokoh yang melekat dan mewarnai suatu lembaga keuangan syariah
khususnya perbankan syariah di Indonesia.

7 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep
(Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 63 — 67. Lihat juga Abd.Shomad, Hukum Islam
Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, Cetakan ke-2, September 2012), 61.
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3. Hukum Ekonomi Islam dan Fikih Muamalah

Relasi antara ekonomi dan hukum dalam Islam masih banyak
diperbincangkan di kalangan umat Islam. Padahal praktek umat Islam di
bidang ekonomi dan bisnis sudah menjadi kenyataan sejak lama. Paradigma
ekonomi dalam hukum Islam mendasarkan pada jawaban atas pertanyaan
elementer mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa Allah swt menciptakan
alam semesta. Kesadaran terhadap hakikat dan tujuan penciptaan alam akan
melahirkan kesadaran terhadap tujuan hidup bahwa manusia tidak hanya
hidup di dunia saja, tetapi juga akan hidup abadi di akhirat nanti. Segala
amal perbuatan di dunia ini akan menjadi bekal dan akan dipertanggung
jawabkan kepada Allah swt. Maka pada tingkat normatif, paradigma tersebut
akan meWUJudkan hak dan tanggung jawab |nd|v' bukan hanya kepada
ada sang Pencipta,

Allah swt.*® Keglatan ekonomi dalam pand nga A rupakan tuntutan
kehidupan. Disamping itu, merupakan -a i dimensi
ibadah.®

Apa yang disampaikan Fathurral & Farid
Wajdi ini bukan saja membentangkan-ajara 3 usia bukan
hanya bertanggung jawab dalam ke pan ~di dunia. 5aja tapi juga akan
mempertanggungjawabka annya kepada Allat dia akhirat nanti,
dan sekaligus menying ‘ aham sekuler yang hanya
mengenal relasi dan pe ar.manusia di dunia saja. Hasbi
Hasan menambah emiliki - prinsip-prinsip yang
berbeda dengan S|stem ekonon erti kapitalisme dan sosialisme
la merupakan ilhami oleh pandangan Islam
mengenai alam, ke an, d yang berasaskan akidah (tauhid)

dang yakni: pertama, ekonomi ilahiyah (ke-
Tuhan-an), mengand » ng aManusna diciptakan oleh AIIah untuk memenuh|
perintah-Nya, ya “ 3
manusia harus berdasarkan aturan aturan (Syariah) dengan tujuan utama
untuk mendapatkan ridho Allah; kedua, ekonomi akhlag, mengandung arti
kesatuan antara ekonomi dan akhlag harus berkaitan dengan sektor produksi,
distribusi, dan konsumsi; ketiga, ekonomi kemanusiaan, mengandung arti
Allah memberikan predikat “Khalifah” hanya kepada manusia, karena
manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia

Ekonomilslam atau “ekong
dilihat dari 4 o,. utp

'8 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep
(Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 15-16.

9 Suhrawadi K.Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam ( Jakarta: Sinar
Grafika, Juni 2012), 2.

% Hashi Hasan, Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Duni
Islam Kontemporer (Depok: Gramata Publishin, 2011), 31.
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melaksanakan tugasnya, yakni wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan
berinovasi; keempat, ekonomi keseimbangan, merupakan pandangan Islam
terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca
keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan
hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang
moderat tidak menzhalimi masyarakat, dan individu®. Sedangkan Hasbi
Hasan menyebutnya sebagai: ekonomi ketuhanan, ekonomi kehambaan,
ekonomi kemanusiaan, dan ekonomi keseimbangan?

Tujuan sistem ekonomi syariah menurut Zainuddin Ali, yakni: pertama,
kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (QS Al-Bagarah
ayat 2 & 168; Al-Maidah ayat 87-88; Al-Jumu'ah ayat 10); , kedua,
membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan
keadilan dan persaudaraan yang universal ( Al-Hu uraat ayat 13 AI-
Maidah ayat 8, Asy-Syu araa ayat 183);—k

Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32);
individu dalam konteks kesejahteraar
ayat 22). %
kan dalam tiga
garis besar: Pertama, hukum. i tigadiyat-(aq nengatur hubungan

ketakwaan; Kedua, atur hubungan manusia
dengan manusia hubungan beragama,
bermasyarakat, dan b 9 a; Ketiga ‘amaliyat (syariah) yaitu
antara manusia dengan makhluk lain,
; dan dengan alam sekitarnya. Selain
ahwa 3 ulama juga mengelompokkan hukum
rK itu Ibadah dan Muamalah. Demikian menurut

J
_/

Fathurrahman Dja .
Berbeda deng% pat di atas, Muhammad Syafi’i Antonio dalam
skema yang berjudul-Islam a Comprehensive Way of Life” dan sejalan
dengan pendapat Adiwarman A.Karim menggambarkan bahwa Agidah,

2 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua,
2009), 3.

?2 Hasbi Hasan, Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Duni
Islam Kontemporer (Depok: Gramata Publishin, 2011), 74 - 83.

28 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua,
2009), 57.

 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep
(Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 19-20; lihat juga A.Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam
Alal-Quran (Jakarta: Amzah, Februari 2010), 10.

®Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syahriah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema
Insani, cetakan kesembilan belas, Juli 2012), 5.
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Syariah, dan Akhlaq adalah bagian daripada ajaran pokok Islam, adapun
Muamalah dan Ibadah merupakan bagian dari Syariah, syariah dikenal
sebagai hukum Islam.? A.Kadir menegaskan hukum-hukum ‘amaliyah di
dalam al-Quran meliputi; hukum-hukum ibadah ritual dan hukum-hukum
sosial muamalah. Yang pertama diciptakan dengan tujuan untuk mengatur
hubungan seorang hamba dengan sang Khalig. Sedang yang kedua,
diciptakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan
sesamanya, baik sebagai individu maupun sebagai angota masyarakat. 2’
Selain itu dijelaskan pula oleh Syafi'i Antonio, syariah memiliki karakter
komprehensif dan juga universal. Komprehensif mengingat syariah Islam
merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial
(muamalah). Ibadah untuk menjaga hubungan dengan khalig-Nya dan
tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Adapun muamalah sebagai rule of
game dalam kehidupan sosial. Universal v«\ 3 h Islam dapat
aKnl o

diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai ti.2®
mengemukakan 5 (lima) karakter yaitu: pertama; sempurna

Mengenai  karakteristik hukum

pe njuk yang

: aat; kedua, elastis,

hukum Islam bersifat elastic ves). Ka .,\ jputi segala bidang

dan lapangan kehidupa ‘nx‘u i ahdan dinamis, ajaran Islam
% ) o

A .\; atasi pada daerah tertentu,
STPOUN \
,,,\\,
doktrin y r@@é@% n-secara-logis, perintah sholat diiringi perintah zakat,
i infak diiring

perintah infak di rangan-bersikap kikir; kelima, bersifat 7Ta’aqquli dan
Ta’abbudi, dalam-hukum /Islam terdapat dua prinsip yang berbeda, untuk
ibadah dan mua Dalam bidang ibadah terkandung nilai—nilai
ta‘abbudi / ghair%m at al-ma‘na / irrasional, artinya manusia tidak
boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Dalam bidang
ini tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sementara itu, bidang
muamalah, di dalamnya terkandung nilai-nilai ta‘aqquli / ma‘qulat al-

seperti ruang lingkup.a
bangsa sedunia, dan n

% Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-8, September 2011), 2 — 14.

2T A Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam al-Quran (Jakarta: Amzah, Februari
2010), 10-11.

% Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syahriah dari Teori ke Praktik (Jakarta:
Gema Insani, cetakan kesembilan belas, Juli 2012), 4.
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ma‘na | rasional, artinya, ummat Islam di tuntut untuk berijtihad guna
membumikan ketentuan-ketentuan syariah tersebut.?

Hukum muamalah menurut Abd.Shomad adalah hukum yang mengatur
hubungan manusia dengan sesamanya, baik dilakukan secara perorangan,
atau secara kelompok antara bangsa dan kelompok antara jamaah, seperti
akad, pembelanjaan, hukuman, jinayat, dan lain-lain. Dalam hukum Islam
khususnya dalam hkum alamiyah tidak dibedakan (dengan tajam) antara
hukum privat dengan hukum publik, dikarenakan pada hukum privat terdapat
segi-segi publik dan sebaliknya. Jika kita analogikan dengan sistem hukum
barat, maka susunan hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai
berikut: pertama, Hukum Perdata mencakup: Mundkahat, Wirdthat,
Mu’dmalat dalam arti khusus yakni hukum benda;~dan berbagai transaksi;

kedua, Hukum Publik mencakup: Jindayat, al-Ahk -Sultaniyah, Siyar
(hukum internasional), dan Mukhdsamat tentang peradilan, kehakiman dan
hukum acara. ¥

Pendapat diatas hampir sejalan ) A ahman Djamil yang
menguraikan Hukum Islam menge : eliputi:
pertama, hukum perdata (m i keduay. n perkawinan

(mundkahat); ketiga, hukum waris. (8 ) : hukum pidana
(jinayat); dan kelima, hukun ; \ “Dendand

sistem ajaran Islam_mas 8 , alat yang merupakan
a (mu‘amalat) atau hukum

ekonomi Islam menca yerbaga ' hukum, diantaranya seperti hukum
perusahaan, < hukum- ansi pengangkutan, hukum surat-surat
berharga, h j a-menyewa dan hukum perbankan.

Dengan u élas bahwa hukum perbankan syariah

adalah bagian-dar
dalam kajian atau¢

Fikih muamal menjadi acuan praktek dan penerapan kegiatan
perbankan syariah ‘telah menjadikan suatu bank syariah mempunyai
kepribadian yang spesifik Islami dan unik dalam lembaga keuangan. Oleh
Muhamad Muda dan Abdullaah Jalil dalam laporan penelitiannya
menyimpulkan, penelitian membuktikan bahwa disiplin dalam Fikih

m ﬁq ata atau hukum ekonomi Islam yang termasuk
h muamalah.

 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep
(Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 57 — 61.

% Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia
(Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, September 2012), 28.

! Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep
(Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2013), 21.

67



muamalah memberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan produk
keuangan Islam. *

B. Bank Syariah dan Bank Konvensional

1. Cikal Bakal Bank Syariah

Menurut salah seorang pakar perbankan syariah di Indonesia yakni
Adiwarman A.Karim bahwa dalam sejarah Islam fungsi bank syariah sudah
dimulai sejak masa Muhammad Rasulullah saw dan Sahabat, kemudian
dilannjutkan ke zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, bentuk jasa-jasa
yang berjalan pada masa-masa itu adalah berupa titipan harta, pinjam-
meminjam uang untuk konsumsi dan bisnis, mengirim uang dan semuanya
dilakukan sesuai tuntunan syariat Islam yang diajarkan Rasulullah, pada

bisnis yang terkenal di masa itu adalah tu \ g atau money
changer yang disebut “jihbiz ”. Jadi masa-masa ity lembaga belum ada

al-Mail,

dana masyaraka dii stas*kan ke proyek-proyek atau pembiayaan
perdagangan yang untungkan. Bait al-Tamwil inilah yang kemudian
berkembang pesat di Timur Tengah. **

Dari kedua nara er ini dapatlah diketahui bahwa kehadiran bank
Islam atau bank syariah telah mendahului dunia barat, hanya saja kemudian

bank di dunia barat lebih berkembang pesat dan turut berperan mengusasi

¥ Muhamad Muda and Abdullaah Jalil, “Islamic Financial Product Development:
Shariah Analysis” Kuala Lumpur: ITUM International Conference on Islamic banking and
Finance (IICiBF) “Research and Development: The Bridge Between Ideals and Realities.”
(July,2007), http://www.academia.edu/504003. (Akses 12 July 2014).

¥ Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2011), 17 — 21; lihat juga Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah
dalam Perspektif Hukum Ekonomi (Bandung: Mandar Maju, 2013), 34-37.

 Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, Bank Syariah Teori, Praktik,
dan Peranannya (Jakarta: Celestial Publishing, Cetakan Kedua,Januari 2011), 84.
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lalu lintas perekonomian dunia dibandingkan bank Islam yang hanya
berkembang dalam skala lokal.

2. Pertumbuhan Bank Syariah

Dalam lintasan sejarah perbankan dunia pada abad ke-20 barulah hadir
bank syariah menurut M. Dawam Rahardjo yang menulis kata pengantar
bagi buku yang ditulis oleh Adiwarman A.Karim berjudul Bank Islam
Analisis Figih dan Keuangan, dijelaskan sejarah bank syariah baru di mulai
pada awal-awal tahun 1960-an, yaitu di Mesir atas prakarsa Dr. Ahmad
Najjar dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang dinamakan Bank
Mit Ghamr namun bank ditutup pada saat pemerintahan di bawah rezim
Jamal Abdul Nasr. Tapi kemudian oleh rezim ini didirikan Nasr Social Bank
yang berbasis di perkotaan.

Pada tahun 1973 berdiri Bank Amana
beragama Kreiten Katholik; tahun 1975 &
Development Bank (IDB) yang menye

Hipina_yang mayoritas
u\]‘ berdiri Islamic

Islamic Development Bank telah L \ di seluruh
dunia; tahun 1975 berdiri Dubai Isls A \ ‘ & Finance
House; di Mesir tahun 1978 didirik i Bank; kemudian
di Pakistan tahun 1979 m ga keuangan non-
bank menjadi sistem no

Ternyata kehadir Nasr Social Bank telah
memberi inspirasi bag 3 2, lis lain yakni Muhammad
Syafi’i Antonio mencatat setelah. kedua bank di Mesir yang sederhana ini,
maka bank Slam. tu 1gan pesat.sesuai analisa Prof.Khursid Ahmad
dan laporan tional As on-of Islamic Bank bahwa hingga akhir
tahu 1999 tel bih.dari dua ratus’lembaga keuangan Islam beroperasi di

seluruh dunia; meliputi Eropa) Australia maupun Amerika. >

Di kawasan Asi g\a{ajberdiri Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
pada tahun 1983 %d jelang tahun 2000 telah memiliki 70 cabang di
seluruh  Malaysia; ~dan di- Indonesia sendiri menurut Muhammad
Nadratuzzaman pada awal tahun 1980-an sudah dimulai dalam skala kecil
dan lingkungan terbatas berupa pendirian Baitut Tanwil Salman di Institut
Teknologi Bandung dan juga Koperasi Ridho Gusti di Jakarta, barulah
kemudian pada tahun 1991 berdiri Bank Muamalat di Jakarta.*” Sejalan

% M.Dawam Rahardjo, Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi, sebagai
Kata Pengantar Buku Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan

%Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema
Insani, cetakan kesembilan belas, Juli 2012), 18.

¥ Muhammad  Nadratuzzaman, Produk Keuangan lIslam di Indonesia dan
Malaysia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 19.
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dengan ini Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung  juga
mengungkapkan bahwa lembaga keuangan syariah yang pertama kali dikenal
di Indonesia juga bernama Baitul Mal yang merupakan bagian dari kegiatan
masjid dan atau pesantren untuk menampung dana berasal zakat, infaq, dan
sadagah, serta adanya Baitut Tamwil dengan fungsi lembaga pembiayaan.
Perkembangan sejarah bank syariah mempunyai 3 (tiga) tahapan yakni:
pertama, tahap perkenalan (introduction) dari tahun 1991 hingga 1997,
kedua, tahap pengakuan (recognition) dari tahun 1997 sampai 2001; dan
ketiga, tahap pemurnian (purification) dari tahun 2002 hingga sekarang.
Pada tahap pertama, masyarakat diperkenalkan dan masih berdebat dengan
nama produk-produk perbankan syariah seperti: al-Mudarabah, al-
Musharakah, al-Murabaha, al-Bai u bithaman ajil,.al-Salam, al-Istishna, al-
ljarah, al-Rahn, al-Qard al-Hasan, al-Kafalah, al-Hiwalah, al-Jualah, al-

bahwa perbankan syariah dianggap
krisis moneter atau krisis multi dime

dengan dibentuknya tahun 2001 \Bi 3 ariah pada Bank

Indonesia yang kemudia ah- itueditingkatkan- menjadi  Direktorat
da\{aha jak 18 1

pemurnian yakni me f‘\ ki ‘ kan syariah yang kaffah,

dan puncaknya ditandai-dengan ahirny dang= i

pada tahun 2008. %8

emakin berkembang dan bahkan
semakin (ko dikeluarkannya Undang-Undang
No.21 Tahun2C anka
No0.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menglsyaratkan dalam
salah satu pasalnya,.yakni ,,tentang kewajiban adanya lembaga Dewan
Pengawas Syariah%u iap bank syariah di Indonesia. Kewajiban adanya
Dewan Pengawas Syariah pada setiap perbankan syariah ini, merupakan ciri
khas menonjol yang membedakan perbankan syariah dari perbankan
konvensional. Ketentuan undang-undang perseroan terbatas mengenai
Dewan Pengawas Syariah ini, sekaligus merupakan bukti kuat legitimasi dan
politik hukum di Indonesia yang mendukung aspirasi dan pengembangan
pendirian perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan syariah.

*¥Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, Bank Syariah Teori, Praktik,
dan Peranannya (Jakarta: Celestial Publishing, Cetakan Kedua,Januari 2011), 84 — 85 dan
91-93.
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3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Mengenai sistem keuangan dunia baik itu bank syariah maupun bank
konvensional dalam banyak transaksi atau jasa yang diberikan memiliki
beberapa persamaan title dalam arti bahasa, dan ini di mungkinkan di
karenakan bangsa Arab sejak sebelum masa Islam adalah bangsa pedagang
yang menjangkau seluruh penjuru dunia, mungkin dikarenakan adanya
kontak perdagangan dengan bangsa lain maka bentuk transaki dan jasa
menjadi mirip satu sama lain, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh
Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung® dan beberapa istilah
tersebut dapat di lihat pada tabel yang penulis susun berikut ini:

Tabel 1. Persamaan makna istilah.

NO ISTILAH \\S’IQ_SAAH
DALAM BAHASA ARAB DAL@A ASA INGGERIS

1 Syirkah atau Musyarakah JointVenture

2 Qirath atau Mudharabah Trust-Financinng

3 [ Musyarakah Mutanagisyah Venture Capital

4 | Qardhul Loan

5 Murabaha Term Trade Financing

6 Bai’u bithaman ajil Instalment Sale.

7 [ ljarah Leasing.

8 Bai'u Takjiri \Hire Purchase

9 | Ar-Rahn op.

10 | Takaful uran

Sumber: Karnaen i jung, Bank Syariah Teori,

baik pada negara-negara dengan
In negara-negara non muslim sudah
dalam” suatu negara terdapat dua sistem
fg{ an “kKonvensional. Apabila selama ini Kita
ional yang menyandarkan profit kepada pengenaan

mengenal bank ke
bunga dalam berb%ﬂik sakinya, maka pada perbankan syariah berdasar
syariah Islam yang an atas dasar bunga tapi justru non-bunga atau non-

riba. Adapun pengertiaan bank konvensional dan bank syariah di letakkan
oleh undang-undang perbankan syariah®® yakni: Bank Konvesional adalah
bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan
berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank
Perkreditan Rakyat; sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri
atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

¥ Karnaen A.Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, Bank Syariah Teori, Praktik,
dan Peranannya (Jakarta: Celestial Publishing, Cetakan Kedua,Januari 2011), 42-43.

% Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah (Bandung: Citra Umbara, Cetakan I, Juni 2013),Pasal 1 ayat (4) juncto ayat (7), 141.

71



Membandingkan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional dapat
di lihat juga pada tabel yang dibuat oleh Muhammad Syafi’i Antonio*
berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Bank Islam dengan Konvensional.

BANK ISLAM BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi-investasi yang | Investasi yang halal dan haram
halal saja

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual | Memakai perangkat bunga
beli, atau sewa

3. Profit dan falah oriented Profit oriented
4.Hubungan dengan nasabah dalam | Hubungan dengan nasabah dalam
bentuk hubungan kemitraan bentuk hubungan debitor-debitor

5.Penghimpunan dan penyaluran
dana harus sesuai dengan fatwa

Dewan Pengawas Syariah
Sumber: Muhammad Syafi’i Antonio,
2012.

Sedangkan penulis lain dalam

bentuk tabel berikut:

Tabel 3. Perbeda@\%i\s\ i ister
BAGI HASIL BUNGA

Penentuan bagi hasil di enentuan bunga dibuat sewaktu
perjanjian dengan berdasa janjian tanpa berdasarkan kepada
untung/rugi. ) tung/rugi

Jumlah Wm as\avsa)r;l Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah
jumlah ke an ya e;%Qica i) | uang (modal) yang ada

Bagi hasil te?g@u 7 \- ilﬁgroyek. Pembayaran bunga tetap seperti

Jika proyek tidak apat keuntungan | perjanjian tanpa diambil pertimbangan

atau mengalami ké:ﬁ\g;n jan
b

ikonya apakah proyek yang dilaksanakan pihak

ditanggung kedua belah pihak kedua untung atau rugi

Jumlah pemberian hasil keuntungan Jumlah pembayaran bunga tidak
meningkat sesuai dengan peningkatan meningkat walaupun jumlah keuntungan
keuntungan yang didapat berlipat ganda

Penerimaan/pembagian keuntungan Pengambilan/pembayaran bunga adalah
adalah halal haram

Sumber: Amir Mahmud dan Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan
Studi Empiris di Inonesia, 2010.

Terkait dengan pembedaan diatas, kemudian Amir Mahmud dan
Rukmana berpendapat perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank

“! Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema
Insani, cetakan kesembilan belas, Juli 2012), 34.
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konvensional secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek: pertama, falsafah
yakni bank syariah tidak berdasar bunga; kedua, operasional yakni bank
syariah menyalurkan dana pada sektor usaha yang halal, dan hasil didapat
berdasarkan progress; ketiga, sosial yakni bank syariah menyatakan secara
eksplisit dan tegas dalam visi dan misi perusahaan; keempat, organisasi
yakni bank shariah memiliki dewan pengawas syariah.*?

Peneliti lain melakukan penelitian terhadap berbagai aspek perbankan
syariah dan dalam perspektif berbeda, diantaranya Syed Farhan Syah
bersama dua rekannya mengemukakan banyak negara di dunia Kini
mengalami dual banking sistem, di mana bank-bank yang terlibat dalam
bentuk alternatif perbankan syariah bersama dengan perbankan
konvensional. Perbankan Islam didasarkan pada dua pilar utama; kesatu
adalah Filsafat ekonomi Syariah dan kedua adala i
Islam. Mereka menyimpulkan bank-bank Is|a
ahli yang lebih baik di bidang syariah da

a tergantung pada
kreasi inovasi dan berinvestasi dalam. produk baru.sestaizdengan permintaan
pasar tetapi | aMUAsa apan para pemangku
kepentingan. 43

ahun 2011-2012 dengan
istan yang tumbuh sejak tahun
sedangkan pada masa yang hampir

dan undang-undarn: n syariah yang menegaskan tugas dan fungS|
dewan pengawas % ang bekerja menegakkan fatwa Dewan Syariah

Nasional.

4. Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Kehadiran Bank Syariah di Indonesia semakin berkembang dan bahkan
semakin kokoh secara hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang
No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum itu Undang-Undang

2 Amir Mahmud dan Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris
di Inonesia (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 10 — 11.

*% Syed Farhan Syah, Muhammad Wajid Raza & Malik Rizwan Khurshid, “Islamic
banking Controversies and Challenges.” Interdisciplinary Journal Of Contemporary
Research In Business, V0.3, No.10 (February 2012). www.ijcrb.webs.com. (Akses 21 Mei
2014).
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No0.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengisyaratkan dalam
salah satu pasalnya, yakni tentang kewajiban adanya lembaga Dewan
Pengawas Syariah pada setiap bank syariah di Indonesia. Kewajiban adanya
Dewan Pengawas Syariah pada setiap perbankan syariah ini, merupakan cirri
khas menonjol yang membedakan perbankan syariah dari perbankan
konvensional. Ketentuan undang-undang perseroan terbatas tersebut
mengenai Dewan Pengawas Syariah ini, sekaligus merupakan bukti kuat
legitimasi dan politik hukum di Indonesia yang mendukung aspirasi dan
pengembangan pendirian perseroan terbatas yang bergerak di bidang
perbankan syariah.

Setiap perseroan terbatas oleh undang-undang diharuskan memiliki 3
(tiga) organ perusahaan yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan
Komisaris. Khusus bagi perseoran terbatas perbankan syariah disamping

adanya Komisaris diwajibkan pula mempun Rengawas Syariah®,
sehingga setiap perbankan syariah diharuske \ cewajiban adanya
dewan pengawas syariah di setiap pe 3 ariah di esia (sesuai
Pasal 109 undang-undang perseroan terk pengawas
syariah untuk memastikan produk masyarakat

adalah sesuai syariah Islam 5
syariah). Kedua hal inila 3-’bank syariah di
arda Syariah adalah suatu

syariah agar di dalam

operasionalnya tida p-prinsip syariat Islam. Dengan
keberadaan Dewan Pe rgambar bahwa bank syariah
memiliki 2 (dua).asp i aspek administrasi keuangan dan
aspek syari 1 euangan pengawasannya dilakukan
oleh Ban lalui Komisaris bank syariah, sedangkan dalam hal
kepatuhan s engawasannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional

melalui Dewa
hubungan kerja y tara Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas
Syariah, dan Bank Indonesia.*® Menurut penulis, pendapat ini masih belum
teruji dan untuk ini bisa menjadi bahan penelitian selanjutnya untuk
membuktikan “hubungan kerja yang erat” bagaimana diantara ketiga
lembaga ini.

* Republik Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2007), Pasal 109, 82; dan Undang-Undang No.21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung: Citra Umbara, 1 Juni 2013), Pasal 32,
161.

*® Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama,
Cetakan Keuda, Februari 2011), 157.

**Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama,
Cetakan Keuda, Februari 2011), 165.
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Perlu juga disampaikan bagaimana tanggapan pihak barat terhadap
lembaga dewan pengawas syariah karena merupakan suatu hal yang baru
dalam dunia perbankan, Wafik Grais and Matteo Pellegrini, keduanya
setelah meneliti corporate governance pada bank Islam di beberapa Negara
seperti: Jordan, Malaysia, Kuwait, Mesir, Rusia, Bahrain, Pakistan, Dubali,
Thailand, Indonesia, Emirat, dan Filipina; dalam konteks dikeluarkannya
fatwa-fatwa dan diterapkannya oleh dewan pengawas syariah,
menyimpulkan bahwa praktek perbankan Islam saat ini sangat tergantung
kepada dewan pengawas syariah dan dewan ini memiliki sejumlah tantangan,
diantaranya independensi, kerahasiaan informasi, terbatasnya tenaga
professional, dan konsistensi pernyataan antar dewan pengawas syariah di
berbagai Negara, dan masalah bagi regulator di Negara-negara non muslim.

Penulis barat lainnya seperti Volker Nienh

menganggap dewan pengawas syariah posisinya efektif untuk
memastikan deposan dan investor mendapa g cukup atas
risiko yang mereka tanggung atas sk daran para
deposan terhadap resiko, sehingga di | ini dan
ingin melihat kedepan bagaimana gan Islam
menyebar ke wilayah non-mus i selain kurang

fair dan sudah usang (2007) kan. fa ] gan bank Islam ke

) lembaga keuangan Islam atau
M pank Islam di wilayah non-muslim
ternyata (sa
dikendalikan-o

peneliti menyimpulkan_fakta perbankan syariah lebih handal dan survive
daripada bank konvesional, salah satu penelitian yang di koordinir oleh
World Bank pada tahun 2010 dilakukan oleh 3 (tiga) orang peneliti yakni

*" Wafik Grais and Matteo Pellegrini, “Corporate Governance and Shariah
Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services.” World Bank Policy
Research Working Paper 4054 (November 2006). http://elibrary.worldbank.org/doi. (Akses
21 Juni 2014).

*® Volker Nienhaus, “Governance Islamic Banks.” Cheltenham, UK: Edward Elgar
Publishing Limited, Handbook of Islamic banking, Edited by M.Kabir Hassan and Mervyn
K.Lewis (2007): 128-143). www.e-elgar.co.uk. (Akses 25 Mei 2014).

“World Wide Bank, “List of Islamic Financial Institutions Islamic Bank.” World
Wide Bank, List of the Banks in the World (2005-2014).
http://listofbanksin.com/IslamicBanking.htm. (Akses 25 September 2014).
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Thorsten Beck, Asli Demirgiic-Kunt dan Ouarda Merrouche diantaranya
menyimpulkan: pertama secara empiris hanya sedikit perbedaan signifikan
antara Islamic bank dan bank konvesional; kedua bank-bank Islam tampak
lebih hemat biaya daripada bank konvensional; ketiga Ada bukti yang
konsisten kapitalisasi yang lebih tinggi dari bank syariah dan ditambah
cadangan likuiditas yang lebih tinggi menjelaskan kinerja bank syariah yang
relatif lebih baik selama krisis moneter baru-baru ini.*® Kesimpulan
terutama yang pertama dari mereka ini, bisa dipahami karena yang menjadi
objek kajian hanya tampilan luar, yakni kesatu: mengenai jumlah bank Islam
periode 1995 — 2008; kedua: mengenai ekspansi bank syariah pada periode
tersebut; ketiga: mengenai tingkat rata-rata pengembalian saham pada priode

sebelum, ketika dan sesudah krisis moneter 1997.— 2009. Penelitian ini
belumlah menjangkau substansi perbedaan antara elayanan jasa-jasa
- ibaw pengaruhnya terhadap

performance masing-masing kelompok b

Masih terkait dengan krisis monete SUS 3 008, terdapat
penelitian yang dilakukan oleh 3 (tig arga -». I Azam
Shafique, Muhammad Asim Fahee ; 3 mpulan lebih
positif terhadap perbankan syariah.dala ghadapi kri oneter, ketlka

terjadi krisis banyak bank ko
bank syariah hampir tig dal
syariah lebih likuid dib

ukun

ya krisis karena bank

Pendapat terakhir ini
ing fakta menunjukkan di
bih solid dan survive dibanding
di Indonesia.

5 aMenjadl yang terbaik di dunla karena sistem
tersebut telah dit%g epada kita oleh Sang Pencipta. al-Quran dan
Syariah diharapkan dapat memastikan bahwa kritik dari industri bank yang
muda ini tidak akan menghambat pertumbuhannya. Kecenderungan atau tren
positif dalam perbankan Islam berada pada tahap ini jauh lebih kuat dari

* Thorsten Beck, Asli Demirgiic-Kunt dan Ouarda Merrouche, “Islamic vs.
Conventional Banking Business Model, Efficiency and Stability.” The World Bank:
Development Research Group Finance and Private Sektor Development Team, Policy
Research Working Paper 5446 (October 2010) http://econ.worldbank.org. (Akses 23 Mei
2014).

*! Azam Shafique, Muhammad Asim Faheem, dan Igra Abdullah, “Liquidity and
Risk Analysis of Islamic banking Sistim during Global Financial Crises.” Kuwait Chapter
of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 1, No.8 (April 2012).
www.omicsonline.com. (Akses 23 Mei 2014)
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masalah yang ada. Demikian kesimpulan yang dinyatakan oleh Ashraf U.
Kazi dan Abdel K. Halabi®* yang meneliti perbankan syariah pada tahun
2006.

Penelitian pada perbankan syariah dan konvensional yang tergabung
dalam kerjasama Negara-negara Teluk atau Gulf Cooperation Council
Countries (GCC) dalam menghadapi krisis moneter dilakukan oleh Muni
Sekhar Amba dan Fayza Almukharreq dengan kesimpulan secara umum
menunjukkan tidak ada dampak negatif mengenai profit bagi perbankan
syariah dan konvensional, namun perbankan syariah lebih tinggi profitnya
daripada perbankan konvensional, lagipula struktur kapital perbankan
syariah lebih baik daripada perbankan konvensional selama sebelum dan
sesudah masa krisis moneter tahun 2006-2009.%% Penelitian lain pada

kinerja ekuitas keuangan yang lebih baik pada ankan syariah selama
periode penelitian tahun 2005 - 2010, demikian n an hasil penelitian
K.K. Sirajand P. Sudarsanan Pillai**. Be
perbankan syariah dalam berbaga
konvensional.

dari bank

Diantaranya mengenai
Muhammad Shehzad

52 \Kab
Financial Tra rSet

321-331) http://
% Muni Sekhs

~
—
Ng}é\\%z % abi, “The Influence of al-Quran and Islamic
i and) E%QX/ AUL: Arab Law Quarterly, Vol. 20, No. 3 (2006):
riorg/stable/27650555. (Akses 22 Januari 2014)

cﬁn,,Fayza Almukharreq, “Impact of the Financial Crisis on
Profitability of the Isl s vs Conventional Banks- Evidence from GCC.” Bahrain:
Sciedu Press, ISSN 1923-4023 E-ISSN 1923-4031, International Journal of Financial
Research Vol. 4, No. 3 (201”5) www.sciedu.ca/ijfr (Akses 8 Juni 2014).

* K K. Siraj and P. Sudarsanan Pillai, “Comparative Study on Performance of
Islamic Banks and Conventional Banks in GCC region.” International Scientific Press,
ISSN: 1792-6580, Journal of Applied Finance & Banking, vol.2, no.3 (2012): 123-161.
http://www.scienpress.com. (Akses 8 Juni 2014).

*® Muhammad Shehzad Moin, “Financial Performance of Islamic banking and
Conventional Banking in Pakistan: A Comparative Study.” International Journal of
Innovative and Applied Finance (2013) http://cls.irp.edu.pk/index. php/ ijiaf/editor/
issueToc/19 (Akses 8 Juni 2014); lihat juga Muhammad Jaffar, Irfan Manarvi,
“Performance comparison of Islamic and Conventional banks in Pakistan.” Global Journals
Inc. (USA): ISSN: 0975-5853, Global Journal of Management and Business Research,
Volume 11 Issue 1, Version 1.0 (February 2011). http://globaljournals.org/. (Akses Minggu
8 Juni 2014); lihat juga Rosnia Masruki, Norhazlina Ibrahim, Elmirina Osman and
Hishamuddin Abdul Wahab, “ Financial Performance of Malaysian Islamic Banks Versus
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tingkat efisiensi perbankan syariah dan konvensional di beberapa Negara
menunjukkan bukti valid bahwa bank-bank syariah di Iran, Malaysia,
Bahrain dan Bangladesh relatif tinggi efisiensinya dibanding Negara-negara
lainnya. Sebaliknya, efisiensi bank syariah di Yordania, Lebanon, Tunisia,
dan Indonesia jatuh ke dalam kategori sedang, adapun di Yaman dan Sudan
dapat diklasifikasikan sebagai sangat tidak efisien, demikian kesimpulan
penelitian terhadap beberapa Negara yang dilakukan oleh Mariani Abdul
Majid, David S. Saal and Giuliana Battisti*®. Suartu penelitian dari pihak
World Bank tahun 2010 dengan tema Islamic vs. Conventional Banking
Business Model, Efficiency and Stability yang dilaksanakan oleh Thorsten
Beck, Asli Demirglig-Kunt and Ouarda Merrouche menemukan bank-bank
Islam lebih hemat biaya tapi kurang stabil dibapding konvensional, tapi
terbukti pula bahwa kapitalisasi modal dan likuiditas bank-bank Islam lebih

3 0 krisis moneter.

Conventional Banks.”bN@Fsiti Sains Islam Malaysia (2010). http://www.ilovetheuae.com.
dan http://www.jbprpapers.com. (Akses 10 Juni 2014). Para peneliti ini fokus pada bank
syariah di Malaysia dan Pakistan atau salah satunya.

% Mariani Abdul Majid, David S. Saal and Giuliana Battisti, “Efficiency in Islamic
and Conventional Banking: An International Comparison.” Birmingham: Aston Academy for
Research in Management, Aston Business School, Aston University, ISBN No:
9781854497338 (June 2008) http://www.abs.aston.ac.uk/ (Akses 8 Juni 2014). Lihat juga
Moh'd M. Ajlouni and Hamed O. Omari, “Performance Efficiency Of The Jordanian Islamic
Banks Using Data Envelopment Analysis And Financial Ratios Analysis.” Yarmouk
University (2013) www.cbj.gov.jo and www.jordanlslamicbank.com (Akses 8 Juni 2014),
yang menyimpulkan The Jordan Islamic Bank efisiensinya bersifat konstan.

* Thorsten Beck, Asli Demirgiic-Kunt and Ouarda Merrouche, “Islamic vs.
Conventional Banking Business Model, Efficiency and Stability.” The World Bank
Development Research Group Finance and Private Sektor Development Team (October
2010) http://econ.worldbank.org. (Akses 8 Juni 2014). Disclosure

78



http://www.ilovetheuae.com/
http://www.jbprpapers.com/
http://www.abs.aston.ac.uk/
http://www.cbj.gov.jo/
http://www.jordanislamicbank.com/
http://econ.worldbank.org/

C. Corporate Governance Islam Dalam Wacana

1. Konsepsi Corporate Governance

Mengenai konsep corporate governance Islam memang merupakan suatu
fenomena yang dilakukan oleh banyak penulis. Diantaranya yang terkenal
populer adalah tulisan yang dikemukakan oleh M. Umer Chapra and Habib
Ahmed pada tahun 2002 yang melihat konsep corporate governance dalam
tahapan: pertama Basic Consepts and Issues, mereka melihat adanya
problem dari arah pemegang saham disatu pihak dengan manajemen
perusahaan dilain pihak, tentang pasar, dimensi moral, iklim sosial dan
politik, aspek hukum, dan peran regulasi dan peraturan; kedua Mechanism
for Corporate Governance meliputi dewan direksi, manajemen senior,
pemilik saham dan deposan; ketiga Tools for ~Corporate Governance
mencakup antara lain sistem pengawasan interna anajemen resiko, risiko
kredit, risiko likuiditas, transparansi, syaria ~ 3
Pedoman Best Practice bagi corporate governance padalembaga keuangan
Islam. > %

Apa yang ditulis oleh M. Umer Cha
sebagai pedoman oleh lembaga keua
banyak Negara dan institusi

.3‘ a, sekalipun
an>pula pedoman

corporate governance yangdi ikan denganisituasi dan-kondisi yang ada.
Setelah tulisan yang fe ini { \bermunculan berbagai
tulisan baik dari kala on-Islam yang menyoroti

corporate governan
Namun sejauh y

adalah langs ada k K transaksi dalam Islam yakni mudharabah dan
musharakah ‘Yz ijak-kepada ‘konsep larangan riba (usury) dan profit

i 1 disingkat “PLS”; selain itu mereka mengungkap
Egejj, kontrak yang komprehensif, disiplin pasar,
dimensi moral dalam>a Islam secara sekilas, lingkungan sosial politik,
dan masalah hukum;.sorotan lain mereka tertuju kepada dewan direksi,
manajer senior, pemilik saham dan nasabah; selain itu mengenai pengawasan
internal, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Sekalipun memperkenalkan
konsep dasar perniagaan dalam Islam yakni larangan riba dan untung rugi
ditanggung bersama (PLS), secara konsepsi corporate governance masih
berpijak kepada paradigma pihak barat yang telah ada sebelumnya dan
mereka mengajukan sintesa dengan adanya konsepsi Islam, aspek-aspek

% M. Umer Chapra and Habib Ahmed, “Corporate Governance in Islamic Finance
Institutions.” Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institut (2002).
www.irtipms.org. (Akses Juni 2014).
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penting corporate governance yang disajikan meliputi tiga hal yakni: tujuan,
mekanisme dan kelengkapan daripada corporate governance.

Setelah M.Umer Chapra dan Habib Ahmed tahun 2002 itu membuka
wawasan corporate governance dalam pandangan Islam, maka menyusul
penulis dari Australia yang cukup terkenal yaitu Mervyn K.Lewis seorang
ahli perbankan dan banyak menerbitkan tulisan tentang bank Islam, pada
tahun 2005 menulis Islamic Corporate Governance yang menyajikan dan
membahas unsur-unsur dasar dari tata kelola perusahaan Islam sesuai
dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam tulisan ini terdapat pandangan ajaran
Islam tidak menerima perbedaan yang sacral dan keduniawian karena
semuanya merupakan jurisdiksi Allah; dasar-dasar etika barat dibandingkan
dengan pandangan Islam dan syariah di mana seluruh tindakan muslim harus
sesuai dengan hukum Islam dan standar etika kan prinsip Islam,
sehingga corporate governance Islam me er ‘\ berpijak kepada
syariah dan etika bisnis Islam. Dimensi an- kep

berdasarkan al-Quran yang meletakkan 3 sultasi ‘dan musyawarah
berdasarkan surat Ali Imran (3:159 § at £ a (42:38) dan
keduanya menjadi pegangan mash wal di Syara akat Islam,
kehidupan yang benar dalam ‘*\’ vara kesdbaran serta mengandalkan

AIIah mengandung inti Isle porate erhance. Segala sesuatunya

menyimpang dari hukum
erke N istilah-istilah seperti: “hisba”
(lembaga yang memastikan, Kepatuhan\yang dituntut syariah) dipersamakan

) N ba), “zakah”; shura, hisba dan
pengawaéan\% syariah da eligi merupakan dasar bangunan dari
suatu  sistem/ rporate, governance. Kegiatan bisnis harus
terinspirasi secar S dan\dipandu oleh konsep “tawhid”, “ihsan”, dan
“tawakkal ”, diat m*batasan kerangka hukum yang berkomitmen
kepada nilai-nilai%

keadilan, larangan riba, larangan penimbunan
(iftikar) dan malpraktek lainnya. Terdapat banyak nilai-nilai positif seperti:
igtisad, adil, ihsan, amanah, infaq, sabar, istislah (kepentingan umum),
serta larangan: zalim, bukhl (kikir), hirs (keserakahan), iktinds (menimbun
kekayaan), dan israf (pemborosan); parameter positif adalah halal, dan
parameter negatif adalah haram.>® Mervyn menyatakan bagi sistem Islamic
Corporate Governance terdapat enam tantangan yakni: pertama, perusahaan
modern dibangun dengan kepribadian hukum yang berbeda, apa bisa
diterima oleh hukum Islam; kedua, pemegang saham dapat diperlakukan

*Mervyn K.Lewis, “Islamic Corporate Governance.” International Association
for Islamic Economics: Review of Islamic Economics, Vol.9, No.l1 (2005): 5-29).
www.ilovetheuae.com. dan www.perpustakaan.depkeu.go.id. (Akses 21 Mei 2014).
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menurut hukum Islam setara dengan kreditur dalam kemitraan; ketiga,
prinsip mudharabah telah digunakan secara luas oleh bank Islam yang jadi
problem apa status deposan rekening investasi sama halnya dengan
pemegang saham; keempat, persyaratan akuntansi Islam perlu disesuaikan
dengan praktek akuntansi barat; kelima, kebanyakan Islamic Corporate
Governance kontras dengan kepentingan pribadi yang paling ekstrim dalam
pola agen; keenam, corporate governance tidak dapat dipisahkan dari isu-isu
luas corporate governance, misalnya berbagai kasus seperti Enron dan
Arthur Andersen yang kontras dengan moral Islam.®® Menurut penulis tulisan
Mervyn ini cukup fair dan positif, namun ke-enam tantangan yang
disebutkan sudah tidak relevan dikaitkan dengan perkembangan praktek
bank Islam yang pesat hingga dewasa ini yang .dengan sendirinya telah
menjawab permasalahan-permasalahan yang di

pointers ajaran Islam bagi indu
mengembangkan jasa keuan
konsisten dengan prinsip-|

governance menc
syariah, dan tra%ﬂi dalam laporan keuangan. Kemudian secara
mendalam dibahas mengenai “stakeholders”, dan rencana ruang lingkup
corporate governance standard dan pengembangannya lebih lanjut. Namun
yang diharapkan dari standar ini adalah mengadopsi rekomendasi corporate
governance yang dibuat oleh OECD (Organization for Economic Co-
operation and Development) dan BCBS (Basel Committee on Banking
Supervision), dengan pernyataan seperti ini Kkita bisa memahami bahwa
konsep yang ditawarkan bukan muncul dari kalangan perbankan Islam tapi
justru masih dari lembaga keuangan atau bank konvensional, sekalipun di

% Mervyn K.Lewis, “Islamic Corporate Governance.” International Association
for Islamic Economics: Review of Islamic Economics, Vol.9, No.1 (2005): 5-29).
www.ilovetheuae.com. dan www.perpustakaan.depkeu.go.id. (Akses 21 Mei 2014).
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dalam penyajian menyampaikan beberapa poin ajaran Islam untuk
mengakomodir kehadiran lembaga keuangan Islam. ®*

Sebuah tulisan yang berjudul Corporate Governance in Islamic
Perspective yang disampaikan oleh Datho’ Shahran Laili Haji Abdul Munid.
Makalah ini sekaligus sebagai materi pelatihan Islamic Corporate
Governance berangkat dari pemahaman manusia sebagai ciptaan Allah dan
sebagai khalifah di bumi, kemudian peran setiap orang dalam corporate
governance dalam pandangan Islam. Dikemukakan definisi corporate
governance menurut pihak barat dan definisi menurut Islam; setelah ini
langsung melihat kepada prinsip-prinisp corporate governance yang lazim
dikenal di dunia barat yang meliputi: akuntabllltas transparansi, fairness,
dan responsibilitas; kemudian dikemukakan isi daripada corporate
governance, good corporate governance p benefit dari good

corporate governance, prinsip-prinsip corpora nce, best practice
corporate governance dan semacam i dianggap dari
pandangan Islam dikemukakan: “Dal perusahaan
yang bersangkutan, manajemen d for harus
melaksanakan tugas profesiona emuaskan
kebutuhan para pemegang sah . a perusahaan
adalah tujuan untuk menl gkatk it ' ransi dan dapat

dipercaya. Nilai-nilai » 62

Sebenarnya makal
governance yang tel

ing dalam Islam”.
konstruksi corporate

atau diberi artikulasi ama dut pandang dan ajaran-ajaran
Islam, dengan taAaJQ : hami corporate governance yang
ada dari k dak memunculkan suatu konsep baru
corporate C

Khan dalam p ya merangkum beberapa prinsip corporate
governance pada bank Jslam atas dasar uraian IFSB (Islamic Financial
Supervisory Board) mellputi: pertama, menetapkan kebijakan komprehensif
peran strategis dan fungsi masing-masing organ perusahaan dan mekanisme

Pada tah 20rang enulls yang mewaklll IRTI (Islamic Research
and Training Insttt IDB) (Islamic Development Bank) yakni Tariqullah

® Madzlan Mohamad Hussain, “Corporate Governance of Institutions Offering
Islamic Financial Services (“IIFS”): An Insight of The Islamic Financial Services Board’s
Initiatives.” The MENA-OECD Initiatives on Governance and Investment Working Group 5
at Jordan Securities Commission (14 February 2005). http://www.oecd.org. (Akses 8 Juni
2014).

%2 Datho’ Shahran Laili Haji Abdul Munid, “Corporate Governance in Islamic
Perspective.” Malaysia: Malaysian Institut of Corporate Governance, 5th International
Islamic Finance Conference: “Thirty Five Years on — The Future of Islamic Finance” (3 & 4
September 2007). https://www.lariba.com. (Akses 12 Juni 2014).
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untuk menyeimbangkan akuntabilitas mereka terahadap para stakeholder;
kedua, pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan harus mengikuti
standar akuntansi internasional yang sesuai prinsip-prinsip syariah pada
industri jasa keuangan yang diakui oleh otoritas pengawas; ketiga, harus
mengakui hak-hak investor dan nasabah untuk memantau kinerja investasi
mereka dan risiko terkait dan memastikan hak-hak tersebut dilaksanakan;
keempat, harus mengadopsi strategi investasi yang tepat dan sehat
disesuaikan dengan risiko dan pulihnya harapan investor dan nasabah;
kelima, harus memiliki mekanisme yang tepat untuk memastikan keputusan
syariah, penerapan fatwa, pemantauan kepatuhan syariah dalam semua aspek
produk dan operasional; keenam, harus sesuai dengan aturan dan prinsip-
prinsip syariah sebagaimana diputuskan ulama dan_bank Islam membuat

tor-dan nasabah serta
masyarakat tentang material dan infor \.a
investasi yang mereka kelola. ® Menari 3.4

Nasser Saidi dari Hawkamah the inst

ance yang
[ beberapa
anisasi-organisasi
jahce dan Islamic

on of Economic Co-
(Bank for International

g dan governance standar bagi
alain-lain. ® Tujuan utama tulisan ini
adalah merehcan rciptanya suatu standar akunting dan auditing Islam
internasional;-sehi | akan,memberi pijakan signifikan bagi perkembangan
ami-bagi bank-bank Islam di seluruh dunia.

® Tariqullah Khan, “Corporate Governance in Islamic Banks (IBs).” IRTI/IDB,
GDLN IRTI Distance Learning Lecture (April 22, 2008), www.isdb.org/irj/go/km. dan
http://www.scribd.com. (Akses 6 Juni 2014).

® Nasser Saidi, “Corporate Governance in Islamic Finance.” Hawkamah, the
Institut of Corporate Governance, Islamic Wealth, Chapter 33, (2009): 433-452.
www.nassersaidi.com. (Akses 5 Juli 2014). Lihat juga: Jahanara Sajjad Ahmad, “Corporate
Governance in Islamic Bank.” Hawkamah: The Institut for Corporate Governance (June
2010). www.hawkamah.org. (Akses 25 Juli 2014), Jahanara sejalan dengan pendapat Nasser
Saidi namun menyimpulkan tantangan yang dihadapi bagi industri keuangan Islam, adalah:
tidak adanya standar sehingga biaya transaksi lebih tinggi, rendahnya tingkat likuiditas,
kurangnya informasi dan data statistic yang dapat dipercaya, lemahnya konvergensi
regulasi, beluim teruji dan ketidakjelasan kepailitan Islam dan hak kreditur, terbatasnya
SDM bidang syariah, dan rendahnya tingkat inovasi.
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Perlu juga dikemukakan mengenai corporate governance in Islamic Bank
yang ditulis oleh Nasser M.Suleiman karena tulisan ini cukup popular dan
banyak dipublikasikan ulang oleh berbagai situs, dikatakannya bahwa dunia
perbankan Islam menghadapi tantangan perluasan secara internasional
sambil tetap setia kepada prinsip-prinsip Islam. Dalam tulisan ini
disampaikan, stakeholders pada bank Islam; corporate governance pada
bank Islam; 4 (empat) aturan pokok bagi investor yakni: tidak ada transaksi
riba, menghapus aktifitas spekulasi ekonomi (gharar), memperkenalkan
Zakat, dilarangnya produksi dan jasa yang haram. Kemudian dijelaskan
pemahaman istilah-istilah Riba, Gharar, Zakat, dan Haram tersebut sesuai
ajaran Islam, menurut Nasser M.Suleiman untuk ini diperlukannya dewan
pengawas syariah guna memastikan praktek dan aktifitas bank Islam agar
tidak bertentangan dengan standar ajaran Islam. ®
Selain itu terdapat pula tulisan yang meliha 1 kankan Iangsung

peran  yang
niat baik,

m>saling melengkapi

18 > ]
.q\:. anini diperoleh mereka
b» egara, yakni: Malaysia,

— t > X
ya;fgquerupakan ciri khas kebanyakan penulis barat
l:)\angan bank Islam umumnya ber5|kap negatif dan

dalam mengamati-
merendahkan bah% is terhadap bank-bank Islam.®® Namun penulis

% Nasser M.Suleiman, “Corporate Governance in Islamic Bank.” Akedemiai
Kiado: Tdrsadalom és gazdasig Kozép- és Kelet-Eurdpaban / Society and Economy in
Central and  Eastern  Europe, Vol. 22, No. 3 (2000): 98-116).
http://www.jstor.org/stable/41468482. (Akses 22 Januari 2014).

% Ahcene Lahsasna and Irum Saba, “Shariah Governance in the Islamic Financial
Institution: Issues and Challenges.” Malaysia: 5" International Conference on Business And
Economic Research (5" Icber 2014) Proceeding (24-25 March 2014).
www.internationalconference.com.my. (Akses 25 Mei 2014).

% Frederick V. Perry, “The Corporate Governance of Islamic Banks: A Better Way
of Doing Business ?”  Michigan State Journal of International Law, Vol.192 (2011).
http://digitalcommons.law.msu.edu/cgi. (Akses 20 Mei 2014).

% Lihat tulisan Stijn Claessens, “Corporate Gonvernance of Islamic Banks, Why is
Important, How is it Special and What does this Imply? Islamic Finance: Challenge and
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yang satu ini setelah membandingkan corporate governance pada bank
konvensional dan bank Islam memberikan masukan yang positif, dan bahkan
menyarankan adanya suatu standard internasional corporate governance bagi
bank-bank Islam dalam meletakkan prinsip-psrinsip syariah yang berbeda di
beberapa Negara agar bank Islam mempunyai daya tarik universal dan lintas
Negara. Frederick V.Perry ini menyatakan sebagai ilustrasi, bahwa bank
konvensional perlu waktu berabad-abad untuk mencapai standar
internasional hingga seperti sekarang.

3. Isu-isu Corporate Governance Perbankan Syariah
Perkembangan perbankan syariah di Inonesia telah masuk ke dalam sistem
hukum nasional sejak adanya undang-undang perbankan syariah tahun 2008,

diikuti tumbuh kembangnya bank syariah dan un h. Di bagian depan
telah diungkapkan adanya isu-isu corporate

menarik pula isu-isu dalam perbankan s mukakan para
peneliti Islam dalam corporate governanc : independen
dan shari‘ah compliance®; tidak dibatasinya.i iSi ing™;
implementasi kepatuhan syariah™; i N corporate

m\i Financial Service Board (April
lideserve.com. (Akses 25 Juni 2014).

Governance In Islamic banking And
sues ” Sarawak: Faculty of Economics and
awak (UNIMAS) (August 2010).
Juni 2014). Lihat juga tulisan Volker Nienhaus,
" Itenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited,
Handbook of Islamicb E d/by M.Kabir Hassan and Mervyn K.Lewis (2007): 128-
143. www.e-elqar.co.u&A 5 Mei 2014). Semua tulisan ini lebih terkesan mencari-cari
kesalahan dan kelemah\an\d n bersikap pesimis terhadap penerapan prinsip Islam dan
perkembangan operasional bank Islam, materi tulisan telah dibantah dengan sendirinya oleh
fakta pengoperasian dan perkembangan bank Islam yang terus berbenah dan maju
berkembang.

% Kulsanofer Syed Thajudeen, “Issues in Corporate Governance in lIslamic
Financial Institutions: A case study on Bank Islam” Malaysia: INCEIF, The Global
University in Islamic Finace (Jan 2013). http://www.academia.edu (Akses 7 Oktober 2014).

" Rodrigo Magalhdes and Shereen Al-Saad, “Corporate Governance in Islamic
financial institutions: the issues surrounding unrestricted investment account holders.”
Emerald Group Publishing Limited: Corporate Governance: The international journal of
business in society, Vol. 13 Iss: 1 (2013): 39 — 57. http://www.emeraldinsight.com. (Akses
7 Oktober 2014).

™ Agus Triyanta, “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam
(Syariah) Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. www.law.uii.ac. id.  (Akses
7 Oktober 2014).

Lihat tulisan
Financial Insti
Business, :
http://www.fe

“Governance I\ch

Opportunities.” World m
24, 2006). http://www.d
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governance’®. Selain isu-isu tersebut, pada perjalanan perbankan syariah di
Indonesia, menunjukkan telah berkembang isu-isu aktual corporate
governance menurut catatan penulis diantaranya: dalam sengketa hukum
antara bank syariah dengan nasabah, hukum positif Indonesia atau hukum
Islam yang dipakai baik oleh pengadilan atau arbitrase ? dalam hukum Islam
banyak perbedaan pendapat ulama maka yang jadi rujukan apakah fatwa
MUI atau fatwa / pendapat ulama mujtahid lainnya ? prinsip-prinsip
corporate governance perbankan syariah sekarang masih mengadopsi yang
berlaku di dunia barat padahal Islam mempunyai prinsip-prinsip yang
diletakkan oleh Nabi Muhammad saw apakah perlu penyesuaian ? Apakah
ada kejelasan hubungan hukum diantara manajemen perusahaan? apakah ada
sanksi bila pemilik saham mayoritas mengambil keputusan yang dampaknya
akan kurang baik bagi perusahaan, misal gan 3

komisaris yang tidak mengerti syariah ? apaka
saham intervensi dalam pengambilan keput ? apakah ada
sanksi bila komisaris intervensi ke dalar : amping isu-
iSu corporate governance secara maka | sus dalam

berbabagai aspek seputar perban bik’ lanjut oleh
penulis pada bab-bab selanjutny.

Penyampaian materi dab- ini i fan.diatas, merupakan penelitian
kepustakaan, berorientasi ada A slam mengenai bank

uraian pada bab sebelumnya yang a berpijak pada sudut pandang
pihak barat.m i al dan corporate governance yang
berkemban an. a hal ini akan berguna bagi penulis
ketika m elitian~Japangan dengan memasuki dunia praktik
corporate gover %%mﬁin yariah, pendapat dan pandangan regulator

terhadap berbagai- pe%{fti/‘ran corporate governance perbankan syariah.
bab-bab berikut. % !

Selanjutnya, hasil ian lapangan tersebut akan penulis sampaikan pada

2Aishath Muneeza & Rusni Hassan, “The Legal Conflicts in Shari'ah Corporate
Governance of Islamic Financial Institutions in Malaysia.” Malaysia: International Islamic
University Malaysia. www.wbicompro.com. (Akses 7 Oktober 2014).
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BAB IV
BEBERAPA FENOMENA HUKUM SEKITAR
CORPORATE GOVERNANCE BAGI PERBANKAN SYARIAH

Peraturan mengenai corporate governance bagi perbankan syariah
secara yuridis ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah dan kemudian diikuiti dengan Surat Edaran
Bank Indonesia Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010; kedua aturan ini
akan disampaikan penyajian sistimatikanya secara ringkas sebelum
memasuki tahap pembahasan. Namun mengingat PBI dan SE-BI ini
merupakan peraturan pelaksana daripada UU Perbankan Syariah, maka pada
Bab ini lebih dahulu dikemukakan sistimatika WUU. Perhankan Syariah juga

~ bahasan. Dalam
pa sinkronisasi
perundang-
Corporate
yangan berupa
m corporate
GCG Tahunan bank-bank
\ perarturan  corporate
ilannya dengan kenyataan-
praktik pada perbankan

1. Pengertian B:

Perlu disampai%
menurut hukum positif) di Indonesia, yang akan memperlihatkan suatu
perubahan secara evolusi yang cukup panjang sejak tahun 1992 mulai
lahirnya UU Perbankan No.7 tahun 1992 hingga tahun 2009 diterbitkannya
Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI1/2009 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
lebih kurang selama 17 tahun dan tidak menutup kemungkinan masih akan
berproses mengalami perubahan sesuai perkembangan bank-bank di
Indonesia. Pertama kali menurut UU Perbankan yang dimaksud ‘“bank”
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
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banyak. Jenis dibedakan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat."
Menurut UU Bank Indonesia “bank” adalah Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang
perbankan yang berlaku.? Adapun menurut UU Perbankan Syariah yang
dimaksud “bank” adalah sama dengan yang disebutkan oleh UU Perbankan
(UU No.7 tahun 1992).

Istilah Bank Umum dalam dunia perbankan juga mengalami perubahan
dari waktu ke waktu sesuai perkembangannya di Indonesia. Pertama Kali
istilah “bank umum” oleh UU Perbankan dikatakan Bank Umum adalah bank
yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.*® Kemudian
pengertian ini diubah oleh UU No.10 tahun 1998 bahwa Bank Umum adalah
bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara~konvensional dan atau

berdasarkan Prinsip Syarlah yang dalam keglata berikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.”

Oleh UU Perbankan Syariah dibedakan lag “Bank Umum
Konvensional” dan “Bank Umum S onvensional
adalah Bank Konvensional yang dal isa dalam

adalah  Bank
Syariah yang dalam keglata lalu lintas
pembayaran.®

Kemudian UU Perbanksg ari skar h.*bank syariah” adalah

Syariah dan Bank Pembiayaan
t)Syariah adalah Bank Syarlah
a dalam IaIu lintas pembayaran

li u
z%lqsat Bank Umum Konvensional yang berfung5|

I_kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha

'Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
(Bandung: Citra Umbara, 2013), lihat pasal 1 angka 1. dan pasal 5 ayat (1).

2 Republik Indonesia, Undang-Undang RI No.6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia
(Bandung: Citra Umbara, 2013) lihat pasal 1 angka 5.

*Republik Indonesia, Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan
(Bandung: Citra Umbara, 2013), pasal 1 angka 2.

*Republik Indonesia, Undang-Undang Rl No.10 tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan (Bandung: Citra Umbara, 2013),
pasal 1 angka 3.

® Lihat UU no.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 5.

® Lihat UU no.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 8.

" Lihat UU no.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 7.

& Lihat UU no.21 tahun 2008 Perbankan Syariah Pasal 1 angka 9.
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berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank
yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang
pembantu syariah dan/atau unit syariah.’

Disamping itu UU Perbankan Syariah tegas merumuskan pengertian
“perbankan syariah” adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.*®

Selanjutnya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.
11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance  bagi
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di sini kita mendapatkan
rumusan baru untuk istilah “bank”. Bank adalah k Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensi ermasuk Unit Usaha

R q
DG

2. Perbankan Syariah
Bagi perbankan syariah, Undang-\

Perseroan Terbatas sebagai land ; pertama
pendirian usaha perbankan harus. berba \ erseroan terbatas
sebagaimana diisyaratkan ofe ] : X ithun 2008 tentang
Perbankan Syariah ** séhingga semua) sy j etentuan pendirian-
beroperasinya-berakhirnya  perk Sy sebagai perseroan haruslah
tunduk dan mengikutiapa yang-di ‘ LUndang-Undang No. 40 tahun
2007 tentang Perseroan - adan hukum perseroan terbatas
yang ditetapkan-ole Rerba ariah merupakan contoh penerapan
doktrin le; ialis:/derogate \Ie N generalis * atau peraturan khusus
mengenyampi umum, yakni terhadap UU No.7 tahun

Indonesia  termas bankan syariah, UU Perbankan ini menetapkan
bentuk hukum suatu-Ba

° Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 10.

10| ihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 1.

1 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah (Bank ldonesia: 7 Desember 2009), pasal 1 angka 1. www.hukumonline.com.
(Akses 15 Juni 2013).

“Republik Indonesia, Undang-Undang RI No.21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Bandung: Citra Umbara, Juni 2013), Pasal 7.

B AA. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan,
KemenkumHam.go.id, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-
peraturan-perundang-undangan.html, diakses 24 Juli 2014
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Perseroan (Persero), b.Perusahaan Daerah, c.Koperasi, Perseroan Terbatas,™
namun hal ini telah diatur berbeda oleh UU Perbankan Syariah yang hanya
menetapkan bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas;™
kedua kewajiban setiap perseroan terbatas untuk melaksanakan Good
Corporate Governance juga menjadi penekanan undang-undang perseroan
terbatas ini sebagaimana disebutkan dalan Penjelasan Pasal 4 UU Perseroan
Terbatas®.

Berikutnya pengaturan dan pengawasan bank syariah didasarkan kepada
Undang-Undang 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia
disebut juga sebagai Bank Sentral Indonesia, dan merupakan badan hukum
publik. " Undang-undang ini sekaligus menyatakan dengan berlakunya
undang-undang ini maka Undang-Undang No.13 tahun 1968 tentang Bank
Sentral dan peraturan perundang-undangan
dengan undang-undang ini dinyatakan tidak be agi,~namun peraturan
pelaksanaan Undang-Undang No.13 tahun 1 tang. Bank Sentral dan
peraturan perundang-undangan lainnya 3 baharui dan
tidak bertentangan dengan Undang-Unda
tetap berlaku.*®

Untuk diketahui, Undang-
Indonesia ini telah beberap

tentang Bank
; pertama oleh

ang atau PERPU Rl No.2
No.23 tahun 1999 tentang
08, kemudian PERPU ini disyahkan
26> tah 009 tentang Penetapan PERPU RI
nN: bahan Kedua atas UU No.23 tahun 1999

dhr\itan@ | 13 Januari 2009."
YRepublik 1 k\i\ag@UNoj tahun 1992 tentang Perbankan pasal 21 ayat (1),
(Bandung: Citra Umbara;»2013).

BRepublik Indonesia, UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 7
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

!¢ Republik Indonesia, UU No0.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Penjelasan pasal 4: Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan
untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola
Perseroan yang baik (Good Corporate Governance) dalam menjalankan Perseroan.

" Republik Indonesia, UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 4
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

'8 Republik Indonesia UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 78
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

Republik Indoensia, UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia junctis UU
No.3 tahun 2004, PERPU RI No. 2 tahun 2008, UU No.6 tahun 2009 (Bandung: Citra
Umbara, 2013).

90



Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada
pokoknya mengatur bahwa tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai
dan memelihara kestabilan nilai rupiah,?’dan untuk mencapai tujuan itu Bank
Indonesia mempunyai tugas: pertama menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter; kedua mengatur dan menjaga kelancaran system
pembayaran; ketiga mengatur dan mengawasi Bank.*

Selanjutnya yang langsung berhubungan dengan perbankan syariah adalah
Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, undang-
undang perbankan syariah ini pada bagian penutup menentukan bahwa
segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam Undang-
Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan UU No.10 tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan

syariah bahwa

Ketentuan penutup ini merupakan rujukan z.b:\
g -Undang No.7

sebelumnya telah pernah diatur atau disingg

Dalam Undang-Undang No.10

diperluas yakni adalah ban ) nelaksanaka egiatan usaha secara
konvensional dan atau bé ‘ yang dalam kegiatannya
memberikan jasa d L, >juga terminologi “bank

perkreditan rakyat” ah ba melak

konvensional atau ber e \ D

memberikan(jasa dalam | \«\R yaran.”®
Sebagai ancri \ ngena

0 Republik Indonesia, UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 7
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

“! Republik Indonesia, UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 8
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

“2 Republik Indonesia, UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 69
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

% Lihat UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
tahun 1992 tentang Perbankan.
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Bagan 1. Kedudukan UU Perbankan Syariah & peraturan
corporate governance.

UU BANK
INDONESIA
UU PT
u UU H PIDANA
uu UU H PERDATA
uu <: PERBANKAN :D UU PA & UU PU
PERBANKAN SYARIAH UU AT & PU
Dan Lain-Lain

[l Il

PERBANKAN PERB.SYARIAH

SE-§GCG SE-B%%CG §

PERBANKAN | <—= | PERB.SYARIAH

kepada UU Perbankan \ an s Ohorizontal terdapat hubungan

C Edaran Bank Indonesia berkenaan
0
governance. 'S¢ §

hubungannya-den

rujukan beberapa- i %mg diatur oleh peraturan corporate governance
itu, dalam arti W%ﬂ secara langsung dalam garis vertical, namun
peraturan dan surat edaran Bank Indonesia wajib mematuhi dan tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya
sejajar dengan UU Perbankan Syariah atau malah lebih tinggi.

Dari perundang-undangan diatas, semula mengenai pengaturan dan
pengawasan perbankan syariah berada dibawah koordinasi dan tanggung
jawab Bank Indonesia,®* namun setelah terbitnya Undang-Undang No. 21
tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013

mengenai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawsan

 Lihat UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang terakhir diubah dengan
UU No.6 tahun 2009 Pasal 8c juncto UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal
50.
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perbankan kegiatan jasa keuangan di sector perbankan termasuk perbankan
syariah telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.”
Ketentuan ini sekaligus mengurangi tugas Bank Indonesia sebagaimana
sebelumnya diatur oleh Pasal 8 Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang
Bank Indonesia sehingga tugas Bank Indonesia hanya meliputi: menetapkan
dan melaksanakan kebijakan moneter; dan mengatur dan menjaga kelancaran
system pembayaran. Dari sisi lain keberadaan Otoritas Jasa Keuangan secara
hukum belum tersentuh oleh UU Perbankan Syariah, bahwa secara legal
Bank Indonesia masih tertera sebagai pihak yang ditunjuk oleh UU
Perbankan Syariah sebagai Regulator, Pembina dan Pengawas perbankan
syariah, sehingga status dan kedudukan hukum Otoritas Jasa Keuangan
sebagai pengganti Bank Indonesia seharusnya dipertegas dalam UU
Perbankan Syariah, inilah salah satu alasan b erlunya penyempurnaan
UU Perbankan Syariah.

“Perbankan”  adalah segala sesuatw yang \Im tentang bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan <usaha, “serta. cara 0ses dalam
melaksanakan kegiatan usaha Wensi ;
sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang mengenai pe

Undang No.6.ta

Peraturan Bank \ind\m

Bank Indonesia d% ikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.?’Dengan ketentuan ini maka setiap
bank syariah haruslah mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

3. Anatomi UU Perbankan Syariah
Secara ringkas anatomi materi undang-undang perbankan syariah berisi
pokok-pokok: BAB | KETENTUAN UMUM yakni Pasal 1 yang terdiri dari

% Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan Pasal 55 ayat (2) (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2011).

U No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 5.

"Lihat UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Juncto UU No.6 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas UU Bank Indonesia Pasal 1 angka 8.
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32 butir; BAB Il ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI terdiri atas 3 pasal yang
dapat dilihat pada pasal 2, pasal 3, dan pasal 4; BAB Ill PERIZINAN,
BENTUK  BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR DAN
KEPEMILIKAN terdiri atas 13 pasal yaitu dari pasal 5 hingga pasal 17;
BAB IV JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN
PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH
DAN UUS pengaturannya dalam 9 pasal dari pasal 18 hingga pasal 26; BAB
V PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS,
DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI DAN TENAGA KERJA
ASING terdiri dari 7 pasal dengan pengelompokan 3 Bagian, Bagian Kesatu
Pemegang Saham Pengendali pasal 27, Bagian Kedua Dewan Komisaris dan
Direksi pada 28 sampai pasal 31, Bagian Ketiga Dewan Pengawas Syariah
pada Pasal 32, dan Bagian Keempat Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada

Kelola Perbankan Syariah Pasal 34, Bagian Kedua:Prin 9 hati-hatian dari
pasal 35 hingga pasal 37, dan Bagian Ketiga iba olaan Risiko

dan 9 pasal, Bagian Kesatu Cakupan vada pasal’41, Bagian
Kedua Pengecualian Rahasia Ba ‘o\éy BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAW
pasal 50 sampai pasal ‘
pasal 55; BAB X SAl

\\; SENGKETA dalam
‘.a 3 pasal yang dimulai
UAN PIDANA terdiri atas 8

aNgi diketahui pengaturan mengenai corporate

pasal 70. ¥ Dari b%g ‘
governance “diat ompok dengan prinsip kehati-hatian dan
pengelolaan risiko

tu ,
ankan) syariah, yakni oleh Bab VI dalam pasal 34
hingga pasal 40. )

Anatomi ringkas WU Perbankan Syariah ini disajikan untuk praktisnya,
sedangkan pasal-pasal tertentu yang akan dibahas dan aspek hukum yang
dikemukakan, penulis kutip dan kemukakan dalam pembahasan dan analisa.

Sejalan dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas pada Pasal 4 yang
mewajibkan pelaksanaan good corporate governance, maka UU Perbankan
Syariah ini juga telah mewajibkan good corporate governance atau tata
kelola yang baik sebagaimana dikatakan oleh Pasal 34 ayat (1) UU
Perbankan Syariah: Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola
yang baik yang mencakup prinsip tarnsparansi, akuntabilitas, pertanggung-

% Republik Indonesia, UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung:
Citra Umbara, 2013).

94



jawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Dengan ketentuan ini dapat dikatakan penerapan good corporate governance
bagi perbankan syariah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
perbankan syariah sebagai amanah 2 (dua) undang-undang.

4. Kerangka Dasar Bank Syariah

Dengan memperhatikan materi UU Perbankan diatas, ada beberapa
pokok-pokok UU Perbankan Syariah yang perlu diketengahkan di sini, yakni
terdapat Pengertian Dasar, asas bank syariah, tujuan bank syariah, fungsi
bank syariah, dan dasar pengelolaan bank syariah.

a. Pengertian Dasar Bank Syariah
Pengertian Dasar Bank Syariah adalah segala

esuatu yang menyangkut

g kan jasa dalam
UUS adalah unit

3 an usaha Bank Umum
ariah’ termasuk UUS diantara
alurkan pembiayaan, melakukan
yang tidak bertentangan dengan
ngan prinsip syariah serta mematuhi

sebagaimana diuraikan oleh UU Perbankan Syariah
kepada Pr|n3|p Syariah dan peraturan perundang-
|aﬁ\yﬁkn| sebagaimana difatwakan oleh Dewan
Syariah Nasional jelis Ulama Indonesia, yang kemudian fatwa ini
dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang disiapkan komite
perbankan syariah pada Bank Indonesia.*! Adapun mengenai cara dan proses
pelaksanaan kegiatan usahanya harus memenuhi 3 (tiga) aspek yaitu: Tata
Kelola Perbankan Syariah, Prinsip kehati-hatian, dan kewajiban Pengelolaan
Risiko .% Ketiga aspek dalam kegiatan usaha ini, dalam pelaksanaannya
wajib dilakukan sesuai prinsip syariah.

undangan. Prinsi

#Ljhat UU No 21 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 1 (Bandung: Citra
Umbara, 2013).

% |jhat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 7 junctis pasal 1 angka
8,9, 10, dan pasal 18.

%1 |jhat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 26

%2 ihat UU No.21 Perbankan Syariah Bab V1 pasal 34 hingga pasal 40.
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b. Asas Bank Syariah
Mengenai asas bank syariah yakni meliputi: prinsip syariah, demokrasi
ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. * Mengenai prinsip syariah
pengertiannya diletakkan oleh pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah yang
menyatakan Prinsip Syariah adalah: pertama, prinsip hukum Islam dalam
kegiatan perbankan; kedua, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang
syariah.®* Rumusan ini agak sedikit berbeda dengan yang diletakkan oleh
UU Perbankan yang menyatakan: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian
berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan
dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang
dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan
prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasa prinsip penyertaan
modal (musharakah), prinsip jual beli memperoleh
keuntungan (murabahah), atau pembia berdasarkan
prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijara 3 3 anya pilihan
pemindahan kepemilikan atas barang<ya ewa dari-pihak bank-oleh pihak
lain (ijarah wa iqtina); *  Seda : ‘
menyebutkan Prinsip Syariah
perbankan syariah yang te

am di bidang
a’ Dewan Syariah
Prinsip Syariah ini

er an barang sejenis yang tidak sama kualitas,
u penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-
meminjam — Mersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas
mengembali&%w yang diterima melebihi pokok pinjaman karena
berjalannya waktu (nasi’ah);
2) maysir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang
tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

®|ihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 2 (Bandung: Citra Umbara,
2013).

#Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

®Ljhat UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No.7 tahun 1992
tentang Perbankan pasal 1 angka 13.

% Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No0.11/33/PBI/2009 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah (Ciputat: Amal llmu, Februari 2014), pasal 1 angka 5.
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3) gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak
diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat
transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

4) haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau

5) zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak
lainnya.*’

Dengan memperhatikan perbedaan ketiga rumusan prinsip syariah itu
ditambah dengan Penjelasan pasal 2 UU Perbankan Syariah, apabila
dirangkum maka rumusan dan uraian akan saling isi mengisi satu sama lain,
sehingga perbedaan itu bukanlah berisi pertentangan satu sama lain bahkan
rumusan saling melengkapi dan mempertegas satu sama lain. Jadi pembuat
peraturan perundang-undangan yang berbeda waktu-perumusannya, melihat
prinsip syariah dari berbagai sudut pandang
mengandung kebenaran dan bisa diterima. Na
yang menjadi acuan secara hukum adalah apa
Perbankan Syariah dan aturan pelaksa .'.‘:

Mengenai asas demokrasi e
pasal 2 UU Perbankan Syari

I_dari Penjelasan
a yang dimaksud

dengan “demokrasi el konomi syariah yang
mengandung nilai keac erataan dan kemanfaatan.
Sedangkan pada P ankan Syariah diantaranya
menyebutkan: Salah s )potensi dan wujud kontribusi
masyarakat <dal : al tersebut adalah pengembangan
sistem eko 7 am (Syariah) dengan mengangkat
prinsip-prings ist Hukum Nasional Prinsip Syariah

nilai-nilai. keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan
keuniversalan (ra I?Z\‘,dlamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam
pengaturan perba& didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut
Perbankan Syariah. )

berlandaskan .p:

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang
berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah
larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara
lain prinsip bagi hasil.*

Asas berikutnya adalah “prinsip kehati-hatian” yang oleh Penjelasan UU
Perbankan Syariah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “prinsip kehati-
hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna

%7 Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan pasal 2 (Bandung:
Citra Umbara, 2013).

% Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan Umum
alinea 3 dan 4 (Bandung: Citra Umbara, 2013).
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mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. ** Jadi prinsip ini tetap saja
penerapannya dikembalikan kepada apa yang diatur oleh perundang-
undangan dalam arti luas, bisa saja peraturan perundang-undangan itu adalah
yang berlaku khusus di bidang perbankan yang diterbitkan oleh Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ataupun Menteri Keuangan misalnya, atau
yang berlaku umum tapi terkait erat dengan kegiatan perbankan misalnya
yang mengatur tentang tindak pidana terorisme atau tindak pidana pencucian
uang.

Ketiga asas bank syariah diatas yakni: prinsip syariah, demokrasi
ekonomi, dan prinsip kehati-hatian sebenarnya adalah landasan filosofis bagi
good corporate governance perbankan syariah, namun apabila kita periksa

harus berlandaskan pada lima prins a ansparansi
(transparency),  akuntabilitas * i ~ j
(responsibility), professional
Kelima hal ini diberi artikulasi 3

L 31/2006 juncto PBI

e bagi bank umum tahun 2006
tkan oleh Bank Indonesia Menurut

da pr"n |p dasar operasional dan seharusnya
Si yan@ jalan prinsip syariah bagi perbankan syariah

a\glamm berlaku pada perbankan konvensional.

c. Tujuan Perbankan Syariah

Tiga tujuan bank syariah dalam rangka menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional adalah: meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan
pemerataan kesejahteraan rakyat dengan tetap berpegang pada Prinsip
Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istigamah).*° Sejalan
dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya
masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi,
dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan,

% Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan pasal 2
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

“0 Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 3 & Penjelasannya
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

98



kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip
syariah. ** Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada
perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri,
handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian
internasional.

Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat
dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem
ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-
prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan
pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan
(rahmatan il ‘alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan
perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan
Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagia

saling berbagi baik keuntungan ma
akan menciptakan posisi ya

TUJuan Perbankan aria : U~ Perbankan Syariah seperti
t oleh Peraturan dan atau Surat
ara-factual apa yang digariskan oleh UU
Perbankan\S oat” tempat yang Iayak pada aturan yang
dikeluarkan

(tawazzun).

d. Fungsi Perbanka%&yariah

Fungsi BUS dan UUS vyang wajib dijalankan meliputi: pertama,
menghinpun dana masyarakat; kedua, menyalurkan dana masyarakat; ketiga,
dapat menjalankan fungsi sosial sebagai baitul mal yaitu menerima dana
yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan
menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; dan menghimpun dana
sosial berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf

*! Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah konsiderans Menimbang
huruf a (Bandung: Citra Umbara, 2013).

2 Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Penjelasan 1.Umum
(Bandung: Citra Umbara, 2013).
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(nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). ** Dalam
menjalankan ketiga fungsi ini, oleh UU Perbankan Syariah lebih lanjut telah
diatur untuk menghimpun dana haruslah berdasarkan cara dan jenis akad-
akad yang sesuai prinsip syariah baik bagi BUS maupun UUS termasuk
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; begitu juga untuk menyalurkan dana ke
masyarakat haruslah berdasarkan cara dan jenis akad-akad yang sesuai
prinsip syariah baik bagi BUS maupun UUS termasuk bagi Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah, serta berbagai kegiatan usaha atau jasa
perbankan lainnya harus sesuai dengan prinsip syariah; demikian pula dalam
menjalankan fungsi social sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah dan peraturan perundang-undangan.*

e. Dasar Pengelolaan Bank Syariah
Selanjutnya mengenai dasar pengelolaan

Mengenai tata kelola perbankan syariah
Bank Syariah dan UUS wajib mene

pertanggungjawaban, profesiona
kegiatan usahanya. Bank <Syari

in oleh UU Perbankan Syariah
kepada Bank Indonesia Laporan

Indonesia; kedua;wi' éwgumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada
public dalam Wal%R entuk yang ditentukan Bank Indonesia; ketiga,
dalam menyalurkan “Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya,
Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan
Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan
dananya; keempat, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas
maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian

*® Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 4 (Bandung: Citra
Umbara, 2013).

* Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19, 20, 21 juncto
pasal 26 ayat (1) (Bandung: Citra Umbara, 2013)..

*Lihat UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 34 hingga pasal 40
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

“® Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 34.
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jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal
lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada
Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas
yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama
dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan, dan pelaksanaan
penyaluran dana ini wajib dilaporkan sesuai ketentuan Bank Indonesia.*’
Adapun tentang kewajiban pengelolaan risiko UU Perbankan Syariah
menetapkan sebagai berikut: pertama, Bank Syariah dan UUS wajib
menerapkan manajemen risiko dengan prinsip mengenal nasabah; kedua,
melindungi nasabah sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia;
ketiga, wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan
timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan ansaksi Nasabah yang
dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.*

Materi pragraf diatas ini menyangkut kerang asar._perbankan syariah
dalam UU Perbankan Syariah, menurut h ) yatu peraturan
corporate governance bagi perbanka aria elayaknya
mempedomani dan menerapkan butir<butir kerangka-dasar_ tersebut dalam

ing no lost sharlng perbankan syariah terbukti

i §2pneter “ dan lain sebagainya.
ek hukum mencatat ada 10 (sepuluh) hal

Penulis melihe

perbedaan men’g§m g spesifik dan sangat signifikan mengenai
mekanisme kerja perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional
secara hukum yakni:

pertama, perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya berasaskan
prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian;*°

* Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 35, 36 & 37.

*® Lihat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 38, 39, & 40; lihat juga Bank
Indonesia, Ikhtisar Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
(Jakarta: Bank Indonesia, 2008), www.bi.go.id akses Januari 2015, 5.

“9 Lihat Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Depok:
Gema Insani, 201).

% |jhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2 juncto pasal 26
(Bandung: Citra Umbara, 2013).
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kedua, perbankan syariah kegiatan usahanya dilaksanakan berdasarkan
prinsip untung bagi bersama dan rugi ditanggung bersama (profit & lost
sharing)®*;

ketiga, kedudukan nasabah sesuai prinsip syariah adalah mitra usaha;>
keempat, pada dasarnya menolak atau tidak mengerjakan segala sesuatu
yang sifat dan wataknya mengandung unsur haram  dalam Islam
diantaranya: Riba, Maysir, Gharar, Haram , dan Zalim;>®

kelima, jenis dan kegiatan usaha diantaranya berupa penghimpunan dana,
penempatan dana, dan penyaluran dana serta kegiatan lain yang dibolehkan
dilaksanakan berdasarkan akad-akad yang sesuai Prinsip Syariah; termasuk
kegiatan dan/atau produk dan jasa lain yang wajib tunduk kepada Prinsip
Syariah;>*

keenam, penegakan prinsip syariah adalah ber
MUI;>

kesembilan, wajib dibentuk
memberi nasehat dan saran

yang bertugas
si kegiatan bank

juncto Fat
Erlangga, Hi
788 juncto 85 — 90,

52 Dewan

sariah Dewan Syariah Nasional MUI, 214), 784 —

aganaﬂ — Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No0.08/DSN-
MUI/IV/2000 tentan iayaan Musyarakah (Jakarta:Penerbit Erlangga, Himpunan
Fatwa Keuangan Syariah-De van Syariah Nasional MUI, 214), 85 — 90.

5 |jhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Penjelasan pasal 2
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

> Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19, 20, 21 juncto
pasal 26 ayat (1) (Bandung: Citra Umbara, 2013).

> Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12 juncto
pasal 26 ayat (2) (Bandung: Citra Umbara, 2013).

* Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26 ayat (3)
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

" Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No0148/DSN-
MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah
(Jakarta:Penerbit Erlangga, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional
MUI, 214), 779 — 783.

% Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 ayat (1) &(3),
Pasal 4. (Bandung: Citra Umbara, 2013).
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kesepuluh,, selain CSR juga adanya ketentuan untuk menjalankan fungsi
social dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yakni menerima dan menyalurkan
zakat, infak, sedekah, hibah dan dana social lainnya, serta wakaf uang.

Kesepuluh perbedaan secara hukum diatas bersumber kepada ketentuan-
ketentuan UU Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI, inilah yang secara
signifikan dan mendasar menjadikan perbankan syariah bersifat spesifik
apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam hal mekanisme
kerja.

Memperhatikan uraian-uraian diatas dan memperhatikan UU Perbankan
Syariah dan UU Perbankan serta Fatwa DSN-MUI, dapatlah dirangkum
suatu perbandingan mekanisme kerja antara Bank Syariah dan Bank
Konvensional Secara Hukum sebagaimana terlihat pada tabel di bawabh ini.

Tabel 4. Perbandingan Mekanis ja.~Bank  Syariah
dengan Bank Konvensional Seca
No | BANK SYARIAH EMNKKQIWEN@\QNM

1 Berdasarkan Hukum Positif, berasask% Hu un asaskan
prinsip syariah -demokrasi ekonomi §§‘ 0 | sip kehati-
prinsip kehati-hatian OQ\

2 | Prinsip operasional Profit & %m o erasi \ﬁroflt berdasar

Sharing

3 Kedudukan Bank da ebagél\ dan Nasabah sebagai
Mitra Usaha %& itur ebltur

4 | Larangan Tran ﬁLa \Iérangan demikian
berunsurkan Hara iba, \
Gharar (}aﬁ\Zulm

is dan kegiatan usaha berupa
penghim penghimpunan dana, penempatan dana,
i dan penyaluran dana serta kegiatan lain
berdasarkan prinsip bunga dan sesuai
dan dilaksanak ak ad-akad | UU Perbankan

yang sesuai denge( syanah

6 | Transaksi k&ée%dal ketentuan | Sesuai UU Perbankan & kelaziman
ul

Fatwa DSN- M bisnis Perbankan
7 Perlakuan Akuntansi secara | Perlakuan Akuntansi secara
Accrual basis dan cash basis Accrual basis saja

8 Prinsip syariah berupa Fatwa wajib | Tidak ada Fatwa, langsung diatur oleh
dituangkan dalam Peraturan Bank | UU dan Peraturan Bank Indonesia
Indonesia  sebagai dasar hukum | sebagai dasar hukum operasional

operasional

9 Ada Dewan Pengawas Syariah Tidak ada lembaga ini
agar berjalan sesuai Prinsip Syariah

10 | Selain CSR juga menjalankan fungsi | Fungsi social hanya CSR (Corporate

% Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 4 (2).. (Bandung:
Citra Umbara, 2013).
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social dalam bentuk lembaga Baitul | Social Responsibility)
Mal, yakni menerima dan menyalurkan
zakat, infak, sedekah, hibah dan dana
social lainnya, serta\wakaf uang.

Sumber: UU Perbankan Syariah, UU Perbankan dan Fatwa DSN-MUI.

B. Landasan Hukum Corporate Governance

1. Landasan Peraturan Corporate Governance

Dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia
telah ada pedoman yang diletakkan oleh undang-undang mengenai
pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No.12
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar
teoritis asas pembentukan suatu peraturan
dalam ketentuan:

baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;

Dari asas-as
dalam prakti adalah: kejelasan tujuan (clarity of
purpose), larity” of formulation), dapat dilaksanakan

(uséfulness/manfaat) dan kehasilgunaan

(effectiveness/mas ;
umum yang harus% lam suatu peraturan. Sedangkan asas-asas lainnya
lebih bersifat teknis perundang-undangan.

Adapun asas lain disebutkan juga sebagai asas yang harus dikandung
atau dicerminkan dalam muatan materi, yakni:
(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;

%Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. www.bpkp.go.id (Akses 17 Desember 2013), Pasal 5.
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f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

J. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan
bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.®*

Dalam pasal 6 tersebut ketentuan pada ayat (1) merupakan suatu
kewajiban bagi suatu peraturan mencerminkan ke-sepuluh asas tersebut,
namun pada ayat (2) pasal ini membuka kesempatan bagi penyusunan suatu
peraturan memasukkan asas lain sebagai tambahan atau pelengkap yang
disesuaikan dengan aturan bidang hukum yang bersangk
peraturan corporate governance syariah maka pasal\6._ayat (1) wajib
tercermin dalam materi muatan peraturannya, sed pasal 6 ayat (2)

memberi peluang untuk penambahan ata n
sesuai dengan prinsip syariah, mengingat perat

Dalam undang-undang itu
undangan ®? sebagaimana di

masuk kedalamnya adalah
. h sia, ®® dan perluasan jenis
peraturan ini keberadaanya memp i atan hukum mengikat sepanjang

ndang- da g inilebih bersifat landasan yuridis,
ah\/\%kuatu’peraturan juga harus memiliki landasan

filosofis dan jug: erlakuan secara sosiologis. Soerjono Soekanto
berpendapat sua&%b an perundang-undangan yang dikatakan baik,
belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan

filosofis/ideologis dan yuridis saja; secara sosiologis peraturan tadi juga
harus berlaku. Jadi apabila secara sosiologis kurang baik berlakunya,

®1Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. www.bpkp.go.id (Akses 17 Desember 2013), Pasal 6.

®2Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. www.bpkp.go.id (Akses 17 Desember 2013), Pasal 7.

®Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. www.bpkp.go.id (Akses 17 Desember 2013), Pasal 8 ayat
(1).

®Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. www.bpkp.go.id (Akses 17 Desember 2013), Pasal 8 ayat

(2).
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mungkin bisa dikarenakan peraturannya itu sendiri atau pelaksana peraturan
yang kurang bertangung jawab dalam pekerjaannya sehingga bisa dinilai
peraturan itu baik atau kurang baik.®> Ketentuan doktrin hukum ini, telah
dianut hukum positif Indonesia dalam UU No.12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; yakni suatu peraturan
perundang-undangan diwajibkan memiliki Naskah Akademik berisikan
landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.®® Hal ini juga
terkait dengan apa yang disebut sebagai “watak hukum” sebagai misi yang
dibawa atau diemban oleh suatu peraturan bagi suatu proses pembangunan,
watak hukum itu berisi empat sifat yakni: keterbukaan, informasi antisipatif,
tujuan yang jelas, upaya mengatasi goncangan atau gejolak social. Bagi
Sudjono Dirdjosisworo keikut sertaan hukum~ dalam  pembangunan
membutuhkan beberapa syarat yakni, keterbukaa
dahulu, merumuskan tujuan yang jelas dan a J t kemampuannya
untuk dapat menghindarkan atau jalang cangan dan
kemungkinan ketegangan sosial.®’
Sebenarnya di dalam UU Perbanka .
tentang ketiga landasan berupa {andasan\fi fis, fandasan. yuridis, dan
landasan sosiologis bagi perbanka bagi penerapan
corporate governance bank ia dengan melihat
materi Penjelasan nkan . tersebut. Pertama,
disebutkan  terlebih A asa f berupa  kalimat:
[ ‘ ‘ 11a1 Islam (Syariah)”, ®
am atau syariah yang dimaksud
adis. Sehingga dapat kita katakan

; gangkat prisnip- pr|n5|pnya ke dalam sistem
Hukum Nasional—Prinsi arlah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan,
kemanfaatan, kes% n, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin).
Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan
pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.”®® Kalimat-kalimat ini
menunjukkan adanya landasan yuridis berupa: Prinsip Syariah dan Hukum

®Sorjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada,2001), 19.

®Republik Indonesia, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. www.bpkp.go.id (Akses 17 Desember 2013), Lampiran 1.

%’Sudjono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum (Jakarta: CV RAjawali, 1983), 16.

%8Lihat UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan alinea

®Lihat UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan alinea
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Nasional; Ketiga, mengenai landasan sosiolgis ada disebutkan pada alinea
berikutnya: “Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam
yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam
adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem
antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat
menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat
saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga
akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.
Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi
nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal
saja, tetapi juga oleh pengelola modal.” " Kemudian alinea berikutnya:
“Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada-masyarakat yang masih
meragukan kesyariahan operasional Perbanka selama ini, diatur
pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan de & 1sip Syariah meliputi
kegiatan usaha yang tidak mengandung r-unsu 3, maisir, gharar,
haram, dan zalim.”"*

Pada alinea-alinea tersebut terdapa K syariah
adalah larangan riba dan sistem bagi-has . m investasi
yang sehat dan adil bagi semus iha i keuntungan
maupun Kkerugian secara sei ) ara \pa \ A dan mendorong
pemerataan ekonomi npasiona an pengopera3|an bank
syariah kegiatan usahanya tida nggar prinsip syariah yakni tidak
mengandung unsur- a,maisir, gharar,“hafam, dan zalim; hal-hal ini
merupakan suatu landasan . sos S g tegas digariskan oleh UU
Perbankan scayaan bahwa ketiga landasan yakni
landasan fi i an landasan sosiologis itu menjadikan
pemahaman’ jabarkan lebih lanjut baik oleh regulator,
pembina, dan- ~disatu plﬁak maupun suatu bank syariah sebagai
operator perban an i h\d4Ja|n pihak.

Dengan me ngkan hal-hal diatas, marilah kita melihat

fenomena dan atau “fakta yuridis pada peraturan corporate governance
perbankan syariah sejauhmana telah memenuhi landasan filosofis berupa
ajaran Islam bersumber al-Quran dan Hadis; landasan yuridis yakni hukum
nasional dan prinsip syariah; serta landasan sosiologis berupa dimensi moral,
keadilan, keseimbangan, maslahah dalam pengoperasian dan penerapannya
di tengah masyarakat.

Lihat UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan alinea

™Lihat UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan alinea
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2. GCG Menurut Undang-Undang

Dalam tatanan sistem hukum di Indonesia, corporate governance awalnya
hanya sekilas disebutkan oleh undang-undang. Pada undang-undang
perseroan terbatas yakni Undang-Undang Rl No0.40 Tahun 2007 dalam
Penjelasan’? resminya menyebutkan alasan perubahan undang-undang: “Di
samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat,
kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang
sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate
governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas”, kemudian dalam penjelasan Pasal 4
disebutkan: “Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar perseoran dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak-mengurangi kewajiban
setiap perseroan untuk menaati asas itikad kepantasan asas

kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan

governance  dan tidak ditemuka altl ehi mengenai
corporate governance.
Dunia usaha bertanya tanya ﬁ gan corporate

a Pedoman Umum

rupakan acuan bagi perusahaan

untuk mela sa kaﬁ\ vernance di Indonesia. Namun

secara juridi

: erseroan terbatas maupun pedoman umum
corporate governa ya belum menyinggung corporate governance
bagi bank syariah,%u ata lain corporate governance bagi bank syariah
di Indonesia dasar hukumnya hanya undang-undang perseroan terbatas
hingga lahirnya undang-undang tentang perbankan syariah pada tahun 2008.

> Republik Indonesia, Undang-Undang Rl No.40 Tahun 2007 ( Republik
Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). www.bapepam.go.id. (Akses 17 Juli
2013).

¥ Komite Nasinal Kebijakan Governance, “Pedoman Umum Good Corporate
Governance Indonesia 2006.” Komite Nasinal Kebijakan Governance (2006)
www.bapepam.go.id. (Akses 20 Januari 2014).

108



http://www.bapepam.go.id/
http://www.bapepam.go.id/

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah™
selanjutnya disebut “UU Perbankan Syariah” pengaturan corporate
governance disebutkan dalam Pasal 34 yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 34

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang
mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai
pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Selain meletakkan prinsip Good Corpora ernance maka undang-

undang ini mengamanahkan hal tersebut. akan diatur le lanjut dengan
Peraturan Bank Indonesia. Kemudia pasal 34 UU
Perbankan Syariah ini, Bank Indonesia\ pada enerbitkan
Peraturan Bank Indonesia No0.11/33/PB entan( aksanaan Good

Corporate Governance
Syariah”. Secara hukum

an Peraturan Bank Indonesia untuk
. Governance perbankan syariah, dan
i perﬁankan syariah karena belum diubah oleh
OJK, vyakni Pere nk Indonesia  No0.11/33/PBI1/2009 tentang
Pelaksanaan Goo te Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan
Unit Usaha Syariah;_selain itu juga menerbitkan Surat Edaran Bank
Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good

peraturan ini'm

™ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94
dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia ~ Nomor  4867).
www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

™ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia  No.11/33/PBI/2009 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha
Syariah (Bank Idonesia: 7 Desember 2009). www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).

® Lihat UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan pasal 8.

109


http://www.hukumonline.com/
http://www.hukumonline.com/

Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Berikut gambaran singkat mengenai kedua aturan tersebut.

a. Anatomi ringkas Peraturan Bank Indonesia No0.11/33/PBI1/2009
tentang  Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan ini secara anatomi terbagi kepada 6 Bab dan 92 Pasal, BAB |
KETENTUAN UMUM sejumlah 3 Pasal; BAB 11 BANK UMUM SYARIAH
sejumlah 64 Pasal terbagi dalam 10 Bagian, Bagian Pertama Dewan
Komisaris Paragraf 1 Persyaratan Dewan Komisaris dalam pasal 4 hingga
pasal 6, Paragraf 2 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam
pasal 7 hingga pasal 13, Paragraf Rapat Dewan Komisaris pasal 14 dan pasal
15, Paragraf 4 Aspek Transparansi Dewan Komisaris sal 16 dan pasal 17,

Bagian Kedua Direksi Paragraf 1 Persyarata iri dari pasal 18
dan pasal 19, Paragraf 2 Tugas dan Tang ) 3 6 ulai pasal 20
hingga pasal 30, Paragraf 3 Rapat eksi 1, Paragraf 4 Aspek
Transparansi Direksi Pasal 32 dan pasa Bagi Komite-Komite

hingga pasal 37, Paragraf 2 Komite pasal 38,
Paragraf 3 Tugas dan Tang Wa alam pasal 39 sampai pasal
42, Paragraf 4 Rapat Kaoniite.F 13, Bagian Keempat Dewan Pengawas
Syariah terdiri atas Paragral - 3 an>Pengawas Syariah pasal
44 dan pasal 45, P 3 Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Syariah yakni pasal 46-hingg \ agraf 3 Rapat Dewan Pengawas
Syariah dalam -- Transparansi Dewan Pengawas
Syariah yakni an gian Kelima Fungsi Kepatuhan Audit
Intern dan°A i

rn terdiri ata paragraf 1 Fungsi Kepatuhan pasal 52,
t Intern pada pasal 53, Paragraf 3 Fungsi Audit

b}an Keenam Batas Maksimum Penyaluran Dana
dalam pasal 55 %ﬁa etujuh Aspek Transparansi Kondisi BUS yakni
pasal 56 sampai 58, Bagian Kedelapan Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Pednghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
pada pasal 59, Bagian Kesembilan Pelaporan Internal dan Benturan
Kepentingan terdiri atas Paragraf 1 Pelaporan Internal Pasal 60, Paragraf 2
Penanganan Benturan Kepentingan Pasal 61, Bagian Kesepuluh Laporan dan
Penilaian Pelaksanaan GCG terdiri atas Paragraf 1 Laporan Pelaksanaan
GCG vyakni pasal 62 hingga pasal 65, Paragraf 2 Self Assessment
Pelaksanaan GCG pada pasal 66 dan pasal 67; BAB Il UNIT USAHA
SYARIAH sejumlah 13 Pasal terbagi dalam 7 Bagian, Bagian Pertama
Direktur UUS pasal 68 hingga pasal 70, Bagian Kedua Dewan Pengawas
Syariah pada pasal 71, Bagian Ketiga Penyaluran Dana Kepada Nasabah
Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti pasal 72,

Paragraf 2 Fungsi
Ekstern pada pasa
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BAgian Keempat Aspek Transparansi Kondisi UUS pasal 73, Bagian Kelima
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa pasal 74, Bagian Keenam Pelaporan
Internal pada pasal 75, Bagian Ketujuh Laporan dan Penilaian Pelaksanaan
GCG terdiri atas Paragraf 1 Laporan Pelaksanaan GCG dalam pasal 76
sampai 78, Paragraf 2 Self Assessment Pelaksanaan GCG dalam pasal 79 dan
pasal 80; BAB IV SANKSI sejumlah 8 Pasal terbagi dalam 2 Bagian, Bagian
Pertama Sanksi Pelaksanaan GCG pada pasal 81 hingga pasal 86, BAgian
Kedua Sanksi Pelaporan terdiri atas Paragraf 1 Laporan Pelaksnaan dalam
pasal 87, Paragraf 2 Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah,
Pedoman, Sistem dan Prosedur serta Struktur Kelompok Usaha ada dalam
pasal 88; BAB V KETENTUAN PERALIHAN sejumlah 2 Pasal yakni pasal
89 dan pasal 90, dan BAB VI PENUTUP ada 3 Pasal yakni pasal 91 hingga
pasal 93.” -

Anatomi ringkas PBI No.11/33/PBI1/2009. ini ika k praktisnya,
sedangkan pasal-pasal tertentu yang akan. dibahas hukum yang
dikemukakan, penulis kutip dan kemukakan dala i an‘dan-analisa.

Dalam PBI ini Pasal 1 butir
yang selanjutnya disebut
menerapkan pr|n5|p insi
(accountability),
(professional), dan
kelola bank” atau
pengertiannya
Edaran No.
Corporate GO\
menyatakan:
industri perban

porate Governance ,
la Bank yang
akuntabilitas
profesional
ang dimaksud dengan “tata
1ce belum diberikan uraian

r|I 2010 tentang Pelaksanaan Good
‘ um Syariah dan Unit Usaha Syariah
anaan, od “Corporate Governance (GCG) pada

n\ iah-harus berlandaskan pada lima prinsip dasar.
Pertama transp%gjd (transparency), vyaitu keterbukaan dalam
mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam
proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu
kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga
pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban
(responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank
yang sehat. Keempat, profesional (professional) yaitu memiliki kompetensi,
mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak

" Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia  No.11/33/PBI/2009 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha
Syariah (Bank Idonesia: 7 Desember 2009). www.hukumonline.com. (Akses 15 Juni 2013).
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manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk
mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan
dan Kkesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "® Dengan
uraian ini terlihat Bank Indonesia telah mengupayakan penjelasan terahadap
prinsip-prinsip pokok corporate governance yang sebelumnya telah
diperkenalkan oleh undang-undang perseroan terbatas.

b. Anatomi singkat Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS
tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance
bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia ini secara anatomi terdiri dari 10 bagian,

butir angka; B.DEWAN KOMISARIS
C.DIREKSI terdiri dari 5 butir angka; D
butir angka; E.DEWAN PENGAWAS
F.SELF ASSESSMENT PELAK
GOVERNANCE terdiri dari 11 bu
GOOD CORPORATE GOVERNA
terdiri dari 2 butir angka, ha
hingga huruf u; H.LAPO

\POF

‘ \. dari abjad huruf a

OOD CORPORATE
H terdiri dari 2 butir angka,
a hingga i; LALAMAT

PENYAMPAIAN ter JIPENUTUP terdiri atas 2 butir
angka. (Unt n 3. Surat Edaran Bank Indonesia
No. 12/13/ r a terlihat bahwa Surat Edaran Bank

PbS ini, hakekatnya mengisi kekosongan pada
Peraturan Bank Indonesia No:11/33/PBI1/2009 serta sekaligus melengkapinya
dengan menjabarke merinci aturan Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Anatomi ringk% No. 12/13/DPbS ini disajikan untuk praktisnya,
sedangkan pasal-pasal _tertentu yang akan dibahas dan aspek hukum yang

dikemukakan, penulis kutip dan kemukakan dalam pembahasan dan analisa.

4. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap GCG

Pada tahun 2011 terdapat pula peristiwa penting dengan dikeluarkannya
Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
selanjutnya disebut “UU OJK”, dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan: Otoritas
Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang

"8 Bank Indonesia, Surat Edaran No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah. www.bi.go.id. (Akses 17 Januari 2013).
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independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. ° OJK
berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan
jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar
Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.®® Dengan
ketentuan ini, OJK adalah lembaga independen yang berada di luar
Pemnerintah atau tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah
sebagaimana dijelaskan oleh Penjelasan resmi UU~QJK; fungsi, tugas dan
wewenang OJK adalah: pengaturan, peng :
penyidikan terhadap sector jasa keuangan. :

Keluasan fungsi, tugas dan wewenang i ecara eksplisit

Perasuransian, Dana Pensiun,

| Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya beralih~dari

Badan Pengawas

an-Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,
ngan. UU OJK ini diserahkan kepada OJK dan ini
n~di) sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana
yaan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta

meliputi:  jasa k
Pensiun, Lembag
kegiatan sektor Perbankan.

™ Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).Pasal 1 angka 1.
www.hukumonline.com. (Akses 17 Januari 2014).

% Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). Pasal 5 dan 6.
www.hukumonline.com. (Akses 17 Januari 2014).

#1Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). Pasal 55.
www.hukumonline.com. (Akses 17 Januari 2014).
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Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor
Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai
wewenang meliputi: pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai
kelembagaan bank; kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan
bank; ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian
bank; dan keempat, pemeriksaan bank.®?

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata
kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness). Otoritas Jasa
Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas
sebagai berikut:

1. asas independensi, yakni independen dalam pg
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
peraturan perundang-undangan yang berlak

2. asas kepastian hukum, yakni S
mengutamakan landasan peratur

ngambilan keputusan dan

hukum yang
dan keadilan

4. asas keterbukaan, yakni an mbuka adap hak masyarakat
masi ya 8 dan tidak diskriminatif

tentang - penyéelengga ita sa\[Keuangan, dengan tetap
memperhatik e atas \hak \asasi-pribadi dan golongan, serta
rahasia negara, ana ditetapkan dalam peraturan
perundang-und

5. asa iC ,\yak ng mengutamakan keahlian dalam
pe n ‘wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap
berl %i ah ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. asas integrit akrﬁ\\;la]s yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral

dalam setia n dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan
Otoritas Jas&@ai n; dan
7. asas akuntabilitas,yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.®

% Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). Pasal 7.
www.hukumonline.com. (Akses 17 Januari 2014).

&Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Republik Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). Penjelasan Alinea
7. www.hukumonline.com. (Akses 17 Januari 2014).
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Dengan adanya UU OJK ini, maka OJK melaksanakan tugas pengaturan
dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan (pasal
6 huruf a. UU OJK) termasuk dalam hal ini pengaturan dan pengawasan
perbankan syariah, sehingga otomatis mencakup pula mengenai corporate
governance perbankan syariah dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 34
UU Perbankan Syariah.. Namun sejauh ini, berbagai ketentuan Bank
Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia
masih berlaku selama belum digantikan atau dicabut oleh Otoritas Jasa
Keuangan, begitupun objek kajian penelitian disertasi ini masih relevan
terhadap berbagai ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

1. Fatwa DSN-MUI
Fatwa yang dimaksud di sini adala
Syariah Nasional — Majelis Ulama I
penegakan “prinsip syariah”84 bag

kegiatan bisnis syariah lainnya yang ; atws
ialah suatu perkataan dari b ab\yang membericartizpernyataan hukum
mengenai sesuatu masalah siapa yang ingin

mengetahuinya. Baran g ingin mengetahui sesuatu hukum syara’
tentang masalah agan "

dan terkenal dengan
menerangkand hukum-huk
secara umu nenyeluruh

lang ilmu agama. Fatwa berarti
L bersasarkan pada dalil-dalil syariah
angan hukum yang telah diberikan itu

dinamaka atwa adalahfatwa MUI tentang suatu masalah
keagamaan setujui oleh anggota Komisi Fatwa dalam rapat.®®
Demikian ini kan._keberadaan fatwa secara umum bagi ummat

Islam adalah pent% i, dan menjadi sangat signifikan dan urgen bagi
kegiatan ekonomi syariah khususnya bagi kegiatan keuangan syariah
sebagaimana disampaikan dibawabh ini.

# Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

¥ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah
Nasional (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 7 — 8.

8 Majelis Ulama Indonesia, Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (2003) dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah
Nasional (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 19.
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Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia berdiri berdasarkan
Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No.Kep-754/MUI/11/1999 tanggal
10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional.?’

Tugas Dewan Syariah Nasional — MUI sehubungan dengan fatwa adalah
sebagaimana diamanahkan oleh Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) yang menyatakan Dewan Syariah
Nasional bertugas:

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan
perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syarlah

4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarka

Majelis Ulama Indonesia.
Dengan memperh

berasal dari hukum
Perbankan S arlah
Perbankan
Indonesia,
(yang dibua
perbankan s

syariah.

Selain itu % disampaikan di sini, bahwa secara hukum positif
kedudukan lembaga MUI perlu diperhatikan. Bahwa MUI bukanlah suatu
lembaga yang dibentuk oleh Negara, yang karenanya MUI berstatus lembaga
privat. Dengan begini MUI bukanlah lembaga publik atau badan hukum
publik, sehingga MUI tidak berwenang mengatur public apalagi menerbitkan

¥ Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta:
Erlangga, 2014), 10.

% Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (PD DSN-MUI)) dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan
Syariah Nasional (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014),13.

# Majelis Ulama Indonesia, Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (2003) dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah
Nasional (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 19 — 20.
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produk hukum nasional. Semua produk MUI hanya berlaku secara terbatas
bagi kepentingan kaum muslimin Indonesia, dan itupun tidak bersifat mutlak
dipatuhi atau tidak wajib diikuti oleh ummat Islam sendiri, tapi lebih bersifat
pedoman atau panduan dalam permasalahan sosial-keagamaan tertentu yang
umumnya merupakan hukum fikih.

Untuk melengkapi uraian diatas, perlu penulis sampaikan suatu
gambaran mengenai ruang lingkup regulasi dan standar syariah pada
lembaga keuangan dan perbankan syariah, seperti dikemukakan oleh
Seiawan Budi Utomo®™ dalam Bagan berikut:

Bagan 2. Ruang Lingkup Regulasi dan  Standar Syariah pada
Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah.

Lembaga Keuangan
& Perbankan Syariah

A 4
Aspek Keuangan

\ 4
Aspek Hukum Syariah

No Riba

No Maisir

Prinsip Kehati-hatian

Asas Manajemen Lembaga
Keuangan yg Sehat

No Gharar

No Dzulm/Dharar

itas Jasa Keuangan (POJK)
Otoritas Jasa Kuangan (SEOQJK)

Menurut pe%@s apa yang disampaikan oleh Setiawan Budi Utomo
diatas hanya memperhatikan 2 (dua) aspek yakni aspek keuangan dan dan
aspek hukum syariah, sedangkan penulis melihat ruang lingkup regulasi
lembaga keuangan dan perbankan syariah dalam tiga aspek, yaitu: aspek
hukum positif, aspek corporate governance, dan aspek syariah. Hal ini
sebagaimana disajikan dalam bagan berikut:

“Setiawan Budi Utomo, Urgensi Standarisasi Produk Jasa Keuangan Syariah
dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah pada Seminar IBFI Trisakti “Perlu
atau Tidakkah Standarisasi Akad di Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyelesaian
Sengketa Kontrak Bisnis Syariah” (Jakarta, Kampus IBFI Trisakti, 20 Nopember 2014).
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Bagan 3. Regulasi Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah.

Lembaga Keuangan
& Perbankan Syariah

| ! |

Aspek Hukum Positif Aspek

Aspek Syariah

corporate
Aturan @ﬂlg__J oovzmance Produk Bank
Macam Bank Prinsip
Rahasia Bank Syariah
Anti Pencucian K Ial
Uang & Dana elola
Teroris Prinsip i
Kehati-hatian
Pengelolaan
Risiko

vV V
Peraturan

ia{(SEBI)
euangan (POJK)
a Kuangan (SEOQJK)

k hukum positif tentang aturan bank, macam
i_pencucian uang & dana teroris, perbuatan fraud®
sebagai yang diangap:u , dan aspek ini merujuk kepada seluruh peraturan
perundang-undangan-yang terkait dengan aturan-aturan tersebut. Adapun
pada aspek corporate governance terdiri dari aturan dasar mengenai prinsip
syariah, tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan risiko;* aspek ini
merujuk pada dua dasar regulasi yakni peraturan perundang-undangan dan
fatwa DSN-MUI. Sedangkan aspek syariah berupa produk bank syariah, dan

bank, rahasia ban

° Lihat UU No.23 tahun 2009 tentang Bank Indonesia berikut perubah-
perubahannya dan terakhir dengan UU No.6 tahun 2009 Junctis UU No. 7 tahun 1992
tentang Perbankan terakhir diubah dengan UU No.10 tahun 1998, UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, PBI N0.11/33/ PBI1/2009 dan SE Bl No0.12/13/DPbS 30 April
2010.

%2|jhat UU No.21 tahun 2008 trentang Perbankan Syariah pasal 34 hingga pasal 40
(Bandung: Citra Umbara, 2013).
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akad yang wajib syariah compliance® dan memenuhi syarat: No Riba, No
Maisir, No Gharar, No Zalim, dan No Haram.® Ketiga aspek tersebut
utamanya secara operasional berpijak pada UU Bank Indonesia, UU
Perbankan, UU Perbankan Syariah, PBI/SE-BI, dan POJK/SE-OJK.

2. Peraturan Bank Indonesia

Selanjutnya untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan
DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia ®° sebagaimana telah
diamanahkan UU Perbankan Syariah, di internal Bank Indonesia dibentuk
komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari
Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang
komposisinya berimbang, *® memiliki keahlian .di bidang syariah dan
berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.®’Da al ini Bank Indonesia

sudah melaksanakan amanah undang-undang ¢ b|tkan Peraturan
Bank IndonesiaNomor 10/32/PBI/2008 tent pankan Syariah
Dalam PBI ini disebutkan tugas Komite adala Indonesia

dalam:
a. menafsirkan fatwa MUI yang te
b.memberikan masukan dalam

Peraturan Bank Indonesia

pengawas
operasional
peraturan lain: /1
Peraturan Bank
tahap implementasi

oleh Bank Indonesia bukan oleh

isa memahami bahwa kedudukan hukum
sia lah betapa pentingnya, yakni berperan dalam
wa sehingga menjadi hukum tertulis perbankan
syariah dan sekall%j ai hukum materil dalam sistem hukum nasional.
Hal ini ada juga “dikemukakan oleh Setiawan Budi Utomo, setiap

% Lihat UU No.21 tahun 2008 trentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

* Lihat UU No.21 tahun 2008 trentang Perbankan Syariah Penjelasan pasal 2
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

® Lihat UU No.21 tahun 2008 trentang Perbankan Syariah pasal 26 (Bandung:
Citra Umbara, 2013).

% |ihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Penjelasan Umum alinea
6. (Bandung: Citra Umbara, 2013).

°7 Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Penjelasan pasal 26 ayat
(4) (Bandung: Citra Umbara, 2013)..

% Bank Indonesia, Peraturan Bank IndonesiaNomor 10/32/PBI/2008 tentang
Komite Perbankan Syariah (Jakarta: Bank Indonesia, 20-11-2008), Pasal 5 ayat (1).
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akad/perjanjian/kontrak bisnis yang dibuat oleh entitas syariah atau LKS
harus sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) sebagai sumber hukum (de bronnen van het recht) yang mana prinsip
syariah yang diaturnya berfungsi sebagai pikiran dasar (grondgedachten)
dalam operasional produk keuangan syariah.** Menurut penulis pendapat ini
kurang tepat, dikarenakan fatwa bukan hukum positif, tapi sebatas sebagai
sumber dalam proses pembuatan peraturan hukum positif, sehingga
Peraturan Bank Indonesia yang harus sesuai fatwa, jadi akad-akad perbankan
syariah wajib sesuai Peraturan Bank Indonesia sebagai dasar hukumnya.
Pendapat penulis ini bersandar kepada jiwa dan semangat serta amanah dari
UU Perbankan Syariah.
Dalam operasional perbankan syariah apabil

perbankan syariah, telah menawarkan produk yan
Bank Indonesia yang merujuk kepada fatwa-dan/atau ‘transaksi atau akad

arena kelalaian pihak

dengan nasabah juga tidak sesuai Peraturan ersebut, maka
akan menimbulkan konsekuensi hukum ukum dan
oleh peradilan akan dibatalkan demi g-dikatakan
dalam wawancara dengan Nasir ama ini di

nology yang

perbankan syariah kadang notaris er
i ak paham antara

digunakan dalam kontrak

kedudukanya merr
karena salah satu ’%‘1 gadilan memberi vonis “akad batal demi hukum”
diantaranya karena isi_akad yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan Bank Indonesia yang bersumber kepada fatwa. Setiawan Budi
Utomo menegaskan, jika suatu akad/perjanjian tidak dibuat dengan
menggunakan konstruksi yang ditetapkan oleh DSN-MUI, maka akad

%Setiawan Budi Utomo, Urgensi Standarisasi Produk Jasa Keuangan Syariah
dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah pada Seminar IBFI Trisakti “Perlu
atau Tidakkah Standarisasi Akad di Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyelesaian
Sengketa Kontrak Bisnis Syariah” (Jakarta, Kampus IBFI Trisakti, 20 Nopember 2014).

100 M.Nasirwan llyas, Wawancara dengan Direktur Litbang Departemen
Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).
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tersebut akan menjadi akad yang cacat hukum dan lemah yang berpotensi
untuk dibatalkan demi hukum.***

Sebagai langkah awal yang perlu diapresiasi adalah ketika pada tahun
2007 yakni sebelum lahirnya UU Perbankan Syariah tahun 2008, Bank
Indonesia berinisiatif menerbitkan buku Kodifikasi Produk Perbankan
Syariah Kkerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia. *® Namun dari sisi materi kodifikasi ini lebih merupakan
sosialisasi fatwa-fatwa produk perbankan, karena belum diiringi dengan
suatu peraturan Bank Indonesia yang merujuk fatwa. Hal ini bisa dipahami
karena pada waktu itu UU Perbankan Syariah belum lahir. Setelah UU
Perbankan Syariah hadir tentunya disesuaikan dengan perintah atau amanah
UU Perbankan Syariah ini, bahwa Bank Indonesia berkewajiban
memformulasikan atau menuangkan fatwa-fatwa dalam bentuk peraturan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagair & h dijelaskan diatas.

Kemudian pada tahun 2008 setelah er 3 'h hadir Bank

A\

Indonesia dengan Surat Edaran Bank
Oktober 2008 telah menerbitkan K 3
tuntutan UU Perbankan Syariah, . tu
masyarakat pengguna jasa perba
menurut penulis sudah sesuai

mengingat dalam kurdan.wat

ga bulan April tahun 2015
jumlah fatwa yang tela

telah mencapai 96 Fatwa.'®
A ininberada dibawah kendali Otoritas

regulator|
apa saja produk

donésia/OJK  yang bersumber fatwa telah
diterbitkan sejak

\uanéy%KOmﬁe Perbankan Syariah tahun 2008. Hal ini
perlu menjadi co ita-semua, apabila kita perhatikan bahwa setelah
Kodifikasi Produ@ ariah Oktober 2008, dari ke-96 fatwa DSN-MUI
dan apabila dihitungsejak bulan Nopember tahun 2008 hingga bulan Mei

10 Setiawan Budi Utomo, Urgensi Standarisasi Produk Jasa Keuangan Syariah
dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah pada Seminar IBFI Trisakti “Perlu
atau Tidakkah Standarisasi Akad di Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyelesaian
Sengketa Kontrak Bisnis Syariah” (Jakarta, Kampus IBFI Trisakti, 20 Nopember 2014).

192 Bank Indonesia-DSN MUI, Kodifikasi Produk Bank Syariah (Jakarta: Bank
Indonesia, 2007).

1% Bank Indonesia, Surat Edaran Bl No.10/31/DPbS, 7 Oktober 2008 tentang
Kodifikasi Produk Bank Syariah (Jakarta: Bank Indonesia, 2008).

1% DSN MUI dan OJK, Materi Sertifikasi DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah
Level I Angkatan | TAhun 2015 (Jakarta:DSN MUI dan OJK, 4-6 Mei 2015).
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2015 terdapat sebanyak 23 fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan, '
menjadi pertanyaan: sudahkah ke-23 fatwa tersebut diproses menjadi
peraturan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan ? Sudahkah
di sosialisasikan ? Jangan sampai salah kaprah, pihak perbankan syariah
melakukan suatu kegiatan operasional dengan menjadikan fatwa sebagai
dasar hukum, disebabkan tidak adanya Peraturan Bank Indonesia untuk suatu
kegiatan tersebut. Apabila hal ini sampai terjadi, maka dari kacamata hukum
posisi perbankan syariah akan menjadi sangat lemah dan dirugikan dalam
suatu kasus yang diproses oleh pihak peradilan.

Jadi OJK bukan hanya meng-update Kodifikasi yang ada tapi hendaknya
mereview pembuatan peraturan dan segera menerbitkan peraturan-peraturan
yang diperlukan bagi perbankan syariah berdasar fatwa yang telah
dikeluarkan DSN-MUI sejak tahun 2008, dan mudian melakukan
updating yang ditetapkan jadwalnya misal % 'a) tahun sekall
sehingga pihak perbankan syariah dan pihak-p

dengan baik dan tidak dirugikan atau bak perole b
Hal ini patut penulis sampaikan,<d i ditulis
penulis belum menemukan d aturan  bagi

perbankan syariah yang seharu '\. , Indone3|a dan
‘ A genai kodifikasi
peraturan bagi perbankan “syari .. ahun 2008, tau sejak dibuatnya

kodifikasi tanggal 7 Oktober 2008. forn ang ada dari website OJK

syariah: yakni PBI N0.10/1€ '\‘\ ,iatan Penghlmpunan Dana Dan
Penyaluran Dan Sefta\P ayanan Jasa Bank Syariah dan SEBI No. 10/ 14 /
DPbS Jak %7\{ et 2008; D(17/PB1/2008 Tentang Produk Bank
Syariah &%\ ﬁij- ) dan SEBI No. 10/ 31 /DPbS Jakarta, 7
Oktober 200 i /PBI/2015 tentang Instrumen Pasar Uang
Antarbank berdasa aSyarlah dan SEBI No. 17/10/DKMP Jakarta,
29 Mei 2015, selal m ditemukan lagi produk Peraturan Bl/Peraturan
OJK atau Surat Edaran-Bl/Surat Edaran OJK.

Dengan uraian ringkas ini kedudukan hukum fatwa dan Peraturan Bank
Indonesia masing-masing memiliki peran yang jelas dan diperlukan bagi
industri bank syariah. Fatwa berisikan materi ketetapan suatu hukum syariah
sebagai rujukan hukum syariah kegiatan ekonomi syariah dan bank syariah

dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah bagi kegiatan usahanya. Hal ini
sesuai ketentuan UU Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah adalah bank

195 | jhat Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, 2014,
XV juncto Materi Sertifikasi DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah Level 1 angkatan 1
tahun 2015, 36 — 38.
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yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah,'® dan apa
yang dimaksud dengan Prinsip Syariah oleh undang-undang lebih lanjut
dikatakan: Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.*’

Sedangkan Bank Indonesia untuk kepentingan perbankan syariah,
menetapkan peraturan dan detilnya berdasarkan ketetapan fatwa, peraturan
Bank Indonesia demikian ini sekaligus bertindak sebagai instrumen hukum
positif bagi penegakan hukum fatwa. Fatwa merupakan sumber hukum bagi
Bank Indonesia dalam mengeluarkan aturan hukum materil perbankan
syariah'® yang bersifat memaksa secara hukum positif. Dengan kondisi
begini terjadilah penyerapan hukum Islam melalui fatwa-fatwa bagi lembaga
keuangan syariah kedalam wujud aturan hukum_ positif-nasional, baik dasar-
dasarnya seperti yang telah diletakkan oleh U ' Perban kan. Syariah maupun
tindak lanjut ataupun detilnya dalam Peraturan Bank. Indonesia dan Surat
Edaran Bank Indonesia termasuk da
governance.

telah dibentuk sejak tahun 2008
Peraturan Bank Indonesia da

yang telah dikeluarkan fatwanya qle MUI sejak tahun 2008 ?; kedua,
apabila fatwa adikan, dasar atau acuan padahal fatwa
bukanlah (* lingga “bagaimana status legalitas berbagai aktifitas
perbankan \syari 08"? Kedua masalah ini Kiranya jangan
dibiarkan berlarut-larut, |
ataupun OtoritasJ

jelas. §

D. Kehadiran Konsep dan Dasar Hukum GCG

1. Peran Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance

Pasca krisis moneter dunia tahun 1997-1998 yang berimbas juga ke
Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Ekuin telah

196 jhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 7
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

7 jhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

1% ihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26 (Bandung: Citra
Umbara, 2013).
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membentuk  Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance
(KNKCG) ' berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: EP/31/
M.EKUIN/08/1999, komite ini telah mengeluarkan Pedoman Good
Corporate Governance (GCG) dan telah beberapa kali disempurnakan,
terakhir pada tahun 2001, pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG
Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman GCG
Perasuransian Indonesia. Pada bulan November 2004, Pemerintah dengan
Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor:
KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional
Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan
Sub-Komite Korporasi. Dengan telah dibentuknya KNKG, maka Keputusan
Menko Ekuin Nomor: KEP.31/M.EKUIN/06/2000. yang juga mencabut
keputusan No KEP.10/M. EKUIN/08/1999 tentang pen bentukan KNKCG

kerangka dorongan etika. Pedoman ini
mengikat namun merupakan ﬁ*
GCG. Pedoman ini_merupa e

disesuaikan dengan perkembangan-keadaan. elanjutnya pada tahun 2011
KNKG menerbltkan 3 \F Mma Jm Good Governance Bisnis
Syariah.™ ‘

Dengaf \ vadira §v ite Nasional Kebijakan Governance

bul, KNKG disadari tidak mempunyai kekuatan
duk output yang dihasilkan KNKG atas dasar

sehingga produk
hukum; kedua, s
dorongan etika sehingga) lebih merupakan “payung moral” daripada payung

19 Republik Indonesia, Keputusan Menko Ekuin Nomor: EP/31/
M.EKUIN/08/1999 tentang Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)
(Jakarta: Menko Ekuin, 1999).

119 Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Corporate
Governance Indonesia Tahun 2006 (Jakarta: KNKG,2006), 1.

1 Budiono, Sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia pada Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006
(Jakarta: KNKG,2006), i.

112 Mas Ahmad Daniri, Sambutan Ketua KNKG pada Pedoman Umum Good
Corporate Governance Indonesia Tahun 2006 (Jakarta: KNKG,2006), ii.

3 Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Governance
Bisnis Syariah (Jakarta: KNKG,2011),
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hukum; ketiga, karya ini diharapkan sebagai rugukan bagi dunia usaha dalam
membuat peraturan guna melaksanakan GCG.*

Sekalipun sejauh yang diketahui, bahwa pada waktu KNKG (semula
KNKCG) menerbitkan Pedoman GCG sebelum tahun 2001 pada saat mana
dunia usaha di Indonesia sama sekali belum mengerti dan memahami seperti
apa yang dimaksud dengan ‘“‘corporate governance”, dan barulah sejak
tahun 2002 Kementerian BUMN mengeluarkan Surat Keputusan Menteri
BUMN tentang pelaksanaan GCG di lingkungan BUMN™® dan langkah ini
kelak baru diikuti oleh lembaga-lembaga lainnya.

2. Pedoman GCG Bank Syariah
Adapun mengenai penerapan Good Corporate ance berawal pada

Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha b arkan prinsip syariah
telah diterbitkan Peraturan Bank Indonesia Nom 24[RB /2004 tanggal 14

Oktober 2004 tentang Bank Umum yang glatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah, dan kef ) an Bank
ang \Pelaksanaan
an, peraturan ini

Indonesia No0.8/4/PB1/2006 tanggal
2006 tentang

I/2006 Tentang
ank Umum, namun

\

Pelaksanaan Good
kemudian dengan ‘ 5
Perbankan Syariah terhada

Lndang

.c\\ i endapat pengaturan khusus
erbitkann raturan Bank Indonesia Nomor

oleh Bank In ja \

11/33/PBY tahg \ ood Corporate Governance Bagi
Bank Umum nU a_Syariah tanggal 7 Desember 2009, dan
telah - diterbit

\g&hp Bank Indonesia sebuah Surat Edaran
ril 2010 yakni surat edaran kepada Semua
an Unlt Usaha Syariah di Indonesia perihal:
te Governance bagi Bank Umum Syariah dan

No0.12/13/DPb
Bank Umum Sy
Pelaksanaan Good@or \
Unit Usaha Syariah.
Dalam praktik yang dilaksanakan oleh Bank A Syariah Direktur
Kepatruhan bank ini-mengungkapkan dalam wawancara dengan penulis,

bahwa pada Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Tahunan 2013 jelas
menyatakan bahwa dalam menerapkan GCG bank ini mempedomani

14 jhat Mas Ahmad Daniri, Sambutan Ketua KNKG pada Pedoman Umum Good
Corporate Governance Indonesia Tahun 2006 (Jakarta: KNKG,2006), ii.

115 Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/ 2002
tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN);.

125



sejumlah peraturan perundang-undangan. *° Dalam dokumen tersebut
dikatakan:

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30
April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia nomor
11/ 33 /PBI1/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi
Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, maka Bank terus berupaya
mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan
kepatuhan serta memenuhi prinsip syariah.™’

Dalam melaksanakan GCG, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan
dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana
disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada-ketentuan internal dan

A. Undang-undang Republik Indonesia Nc ahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;

Perbankan Syariah;

C. Undang-undang Republik <Inc 0 tentang
Pencegahan dan Pembera ' Pidana Pencucian Uang;

D. Undang-undang Republik esia 3 <Tah 1999 Tentang
E. spublikaIn Si 4 Tahun 2004 sebagaimana
3 \\~ g-ur . 7 Tahun 2009 tentang
F. PB:i/2013 tentang Perubahan Atas
done 11/3/PB1/2009 tentang Bank Umum

G. \rg NO’r’ﬁor : 14/27/PBI1/2012 tanggal 28

tang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan n Terorisme Bagi Bank Umum

H. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI1/2011 tentang Pelaksanaan
Fungsi Kepatuhan Bank Umum;

I. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI1/2011 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah;

J. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI1/2005 tentang Penyelesaian
Pengaduan Nasababh;

18 Bank A Syariah, Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah, 4
Februari 2015.

7 Bank A Syariah, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank A
Syariah Tahun 2013 (Jakarta: Bank A Syariah, 2013), 4
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K. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI1/2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI1/2005 tentang Penyelesaian
Pengaduan Nasabah;

Fatwa Dewan Pengawas Syariah-Majelis Ulama Indonesia;

. Anggaran Dasar PT Bank A Syariah, beserta perubahan-perubahannya;
Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance
Bank A Syariah;

O. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang

& Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank A Syariah;'®

zr

Dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan Bank A Syariah
diatas ternyata ada yang luput disebutkan yakni~Undang-Undang No.21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan padahal Otaritas Jasa Keuangan
ini menggantikan posisi Bank Indonesia dalarr
pembina, dan pengawas bank.'*® Sedangka : kan terakhir yang

Governance.

Hasil penelitian menunjukkan b mengeluarkan
aturan internal sebagai do ) pelaksanaan’ Good Corporate
Governance™® sesuai ke : k. \Bank Syariah. Mandiri menerbitkan:
Board Manual PT ‘T ari M Kebijakan dan Prosedur
Kepatuhan Bank Syari 3 yjaka
Mandiri; Pedoman Pelaksanaan. Penerapan JAPU & PPT Bank Syariah

Mandiri; (SKB) N0.12/002-SKB/Kom.Dir
tanggal ang Piagam GCG (Good Corporate
Governance \ 010/ UMM tgl. 26 Juli 2011 tentang Self

Assessment n Good 5rporate Governance (SA GCG); SE

Kewajiban ; kan._) Prinsip-Prinsip GCG  TARProF; SE
No0.15/004/UMM 3\April 2013 tentang Good Corporate Governance
(GCG).** )

Bank BNI Syariah membuat dokumen-dokumen pendukung juga namun
dalam Laporan Pelaksanaan GCG tidak menyebutkan secara tegas dan rinci
peraturan perundang-undangan dan dokumen internal apa saja yang telah

118 Bank A Syariah, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank A
Syariah Tahun 2013 (Jakarta: Bank A Syariah, 2013), 4-5.

9 Republik Indonesia, UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Bandung: Fokusindo Mandiri, 2011).

120 |jhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 34 (Bandung:
Citra Umbara, 2013).

121 Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan GCG 2013 Bank Syariah Mandiri
(Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2013), 2.
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dibuat dan dijadikan pedoman dalam penerapan Good Corporate
Governance , % juga hal ini tidak ditemukan pada dokumen Laporan
Tahunan BNI Syariah.*®

Sedangkan Bank Muamalat dalam Laporan Pelaksanaan GCG-nya
menyebutkan landasan hukum penerapan GCG termasuk aturan internal
yang dibuat yakni: Board Manual PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan PT Bank Muamalat
Indonesia, Tbk; Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Good Corporate
Governance PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk; Pedoman dan Prosedur
Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan
Terorisme PT Bank Muamalat Indonesia, Thk; Pedoman dan Prosedur
Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT Bank Muamalat

Adapun Bank Syariah Bukopin menya n Pelaksanaan
GCG dalam bentuk dan format yang ; dan tidak
menyebutkan dasar hukum penerapan N aik ‘peraturan. perundang-
undangan maupun peraturan intefna i ' turan yang
diterbitkan Bank Indonesia yaitu ; ng Pelaksanaan
Good Corporate Governan 3a L ah dan Unit Usaha

Syariah,*® dan dalam La an ruj turan sebagai pedoman

n berlakunya Good Corporate
erbankan Indonesia yang dikeluarkan

122 Bank BNI Syariah, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance 2013
(Jakarta: Bank BNI Syariah, 2013).

12 Bank BNI Syariah, Laporan Tahunan 2013 BNI Syariah (Jakarta: Bank BNI
Syariah, 2013).

124 Bank Muamalat, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance) Tahun 2013 (Jakarta: Bank Muamalat, 2013), 2.

1% Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2013 Bank Muamalat (Jakarta: Bank
Muamalat, 2013).

126 Bank Syariah Bukopin, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT
PT.Bank Syariah Bukopin Tahun Pelaporan 2013 (Jakarta: PT Bank Syariah Bukopin,
2013), 1.

127 Bank Syariah Bukopin, Laporan Tahunan Annual Report 2013 Bank Syariah
Bukopin (Jakarta: PT Bank Syariah Bukopin,2013).
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2004.'% Adapun Bank A Syariah memberikan jawaban mengenai dasar
hukum berlakunya GCG di lingkungan bank tersebut bukan RUPS yakni:
Penegasan bukan di RUPS tapi di sini adalah kewajiban untuk bank
melakukan prinsip kehati-hatian, GCG adalah bagian dari mekanisme prinsip
kehati-hatian tadi atau prudential banking, dari fungsi Komisaris, Komite,
sampai transpransi keuangan semua dalam rangka prudential banking, jadi
kita lebih berhati-hati karena the end of GCG adalah declare kepada
masyarakat. PBI langsung mengikat sebagai kewajiban bank, jadi tidak
distate dalam RUPS karena RUPS lebih kepada Undang-Undang, yang
distate RUPS adalah beroperasi secara syariah. Hal ini dikarenakan RUPS
menurut UU Perseroan, sedangkan bank syariah tunduk kepada UU
Perbankan yang merupakan lex specialis dan UU Rerbankan Syariah yang
lebih lex specialis lagi.'?®

jnya tersendiri yaitu UU
.21 Tahun 2008 tentang

yangkut perbankan dan atau

perbankan enjs usaha perbankan yang dikelola
oleh masing= aturan kedua undang-undang ini secara
sekilas seakan-a i”,berkembang” dan bahkan “bertentangan dengan
UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun sebenarnya tidak

demikian dari kaca\r kum disebabkan: pertama, UU No0.40 Tahun
tentang Perseroan%gla dalam hukum disebut sebagai Lex Generalis**
yang mengatur perserean terbatas secara umum bagi yang mendirikan usaha

dengan badan hukum perseroan terbatas; kedua, UU No0.10 Tahun 1998 dan

128 Bank Syariah Mandiri, Wawancara dengan BSM tanggal 5 Februari 2014
(Jakarta: PT BSM, 2015).

129 Bank A Syariah , Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah, 4
Februari 2015.

130k edua Doktrin atau asas yang popular dalam pengetahuan ilmu hukum, Lihat:
A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, KemenkumHam.go.id,
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-
undangan.html, diakses 24 Juli 2014 .

BITjar Ramon, Pengantar Ilmu Hukum https:/tiarramon. wordpress.com (Akses 2
Februari 2014).
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UU No.21 Tahun 2008 merupakan Lex Specialis™*? terhadap UU No.40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sebagai Lex Generalis,
hal ini juga terungkap dan ditegaskan oleh pejabat Otoritas Jasa Keuangan
yakni M.Nasirwan dan R.Eko Irianto dan juga Direktur Kepatuhan Bank A
Syariah. ** Sehingga dalam Lex Specialis banyak mengatur ketentuan-
ketentuan yang sebelumnya tidak ada atau belum diatur oleh Lex Generalis.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mencermati dan menggali
lebih dalam mengenai hal-hal yang merupakan Lex Specialis berkaitan
dengan perbankan syariah, berikut beberapa contoh ketentuan pada UU
No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan Lex Specialis
terhadap UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Beberapa Contoh Lex Specialis

pan pengesahan

perseroan sebagai Badan Hukum ol & HAM **
sesuai pasal 9 juncto pasal 7 ayat (4) i St n terbatas
yang berusaha di bidang perbankan pagai badan
hukum harus pula memperoleh ariah atau unit
usaha syariah dari Bank tapkan oleh UU
Perbankan Syariah pasa neto pasal 4 Peraturan
Bank Indonesia No.1X/

modal dasar perseroan paling \n\' p.50:000.000. (lima puluh juta rupiah)
namun padaayat.(2)-pasal ini.n \\\;‘; pintu kemungkinan undang-undang
lain mengatur. j ~mi nodal yang lebih besar,* kenyataannya

iah. pada” pasal 11 dikatakan bahwa besarnya
ntuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam
Peraturan Bank In ia’*’.dan berdasarkan ketentuan ini Bank Indonesia
menerbitkan Peraturan\ Bank Indonesia No0.11/3/PBI1/2009 Tentang Bank
B2Tiar Ramon, Pengantar Ilmu Hukum https://tiarramon. wordpress.com (Akses 2
Februari 2014)
133 M.Nasirwan Ilyas dan R.Eko Irianto, wawancara dengan Departemen Perbankan
Syariah Otoritas Jasa Keuangan tanggal 25 Februari 2015, juga wawancara dengan Direktur
Kepatuhan Bank Victoria Syariah tanggal 4 Februari 2015.
134Republik Indonesia, UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 9
juncto pasal 7 ayat (4) (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).
135 |ihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 5 ayat (1) dan ayat
(5) juncto pasal 4 PBI No.11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.
% Lihat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 32 ayat (1)
(Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).
Y| ihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 11 (Bandung: Citra
Umbara, 2013).
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Umum Syariah yang pada pasal 5 menentukan bahwa modal disetor untuk
mendirikan Bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp.1.000.000.000.000.
(satu triliun rupiah).'*®
Pemegang Saham Pengendali; dalam UU Perseroan Terbatas tidak
dikenal adanya pemegang saham pengendali kecuali saham biasa dan
klasifikasi saham sebagaimana dimaksud oleh pasal 53; *° oleh UU
Perbankan Syariah dalam pasal 27 diperkenalkan istilah pemegang saham
pengendali yang wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan
oleh Bank Indonesia, dan apabila tidak lulus wajib menurunkan (divestasi)
kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh) persen.
Apabila pemegang saham tersebut tidak melakukan divestasi, maka
konsekuensi hukumnya hak suara pemegang saham pengendali tidak
diperhitungkan dalam RUPS termasuk penghitunigan kuorum atau tidaknya
0 isan bayar setelah
gang  saham

pemegang saham melakukan divestasi
bersangkutan diumumkan kepada publi

Pengangkatan Direksi dan Komi ; ‘dalam. UL eroan.> Terbatas
direksi dan komisaris diangkat ol : y emegang. Saham sebagai
organ yang oleh pasal 75 ayat lika °S mempunyai wewenang

yang tidak diberikan kepac ireksi \atau. Dewan. Komisaris, dalam batas

anggota direksi diangkat oleh
a Dewan Komisaris diangkat

a a ketentuan mengenai pemberhentian anggota
ima@ d dalam pasal 105 mutatis mutandis berlaku

—/

13 Bank Indonesia, PBI No.11/3/PBI/2009 pasal 5 www.bankindonesia.go.id
(Akses 15 Juni 2014).

9] jhat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 53 (Jakarta:
Perum Percetakan Negara RI, 2007).

0 jhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 27 (Bandung: Citra
Umbara, 2013).

Y11 jhat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 75 ayat (1)
(Jakarta: Perum Percetakan Negara R, 2007).

Y2 |ihat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 94 ayat (1)
(Jakarta: Perum Percetakan Negara R, 2007).

3| jhat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 111 ayat (1)
(Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

Y4|ihat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 105 ayat (1)
(Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).
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bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris. *** Adapun dalam UU
Perbankan Syariah mengenai dewan komisaris dan direksi diatur pokok-
pokoknya dalam pasal 28 hingga pasal 31 yang wajib pemilihannya mengacu
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya ketentuan
Bank Indonesia, khususnya kewajiban lulus uji kemampuan dan kepatutan
yang dilakukan oleh Bank Indonesia,**® kemudian dijabarkan lebih lanjut
oleh Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI1/2009
Tentang Bank Umum Syariah dalam pasal 23 sampai pasal 33 yakni
kewajiban anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lulus persyaratan
uji kemampuan dan kepatutan dan lain-lain pengaturan yang dipersyaratkan
bagi anggota dewan komisaris dan direksi.'*’ Sehingga pada saat RUPS
mengangkat dan menetapkan anggota dewan komisaris dan anggota direksi

Dewan Pengawas Syariah; 3 eWa gawas syariah
dikenalkan oleh UU Perseroan Terbatas\da

an Rengawas Syariah
RUPS berdasarkan

riah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Dewan Per
bertugas ;% n nasihat dan saran kepada direksi serta
mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

¥ Lihat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 119 (Jakarta:
Perum Percetakan Negara RI, 2007).

14| jhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 28 hingga pasal 31
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

Y7 Lihat PBI No0.11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah dalam pasal 23
sampai pasal 33 www.bankindonesia.go.id (Akses 15 Juni 2014).

8| jhat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 109 (Jakarta:
Perum Percetakan Negara RI, 2007).
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas
Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bank Indonesia.'*
Dalam pasal 32 ini pada ayat (4) membuka pintu bagi Bank Indonesia untuk
mengatur pembentukan dewan pengawas syariah lebih lanjut dengan
Peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya calon anggota dewan pengawas
syariah selain wajib memperoleh rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia
tepatnya Dewan Syariah Nasional **° juga kemudian wajib memperoleh
persetujuan Bank Indonesia dengan memenuhi berbagai persyaratan
termasuki uji kemampuan dan kepatutan'®* sebagaimana diatur dalam pasal
34 sampai 39 Peraturan Bank Indonesia N0.11/3/PBI/2009 Tentang Bank
Umum Syariah. Sehingga Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan
r emenuhi berbagai
i merupakan Lex

namun pada UU Perbankan
diperbolehkan sesuai ketentt
ditegaskan oleh pasal 3

ga kerja asing
angan,**® demikian

Tata Kelola, Prin \ atian, \da vajiban Pengelolaan Risiko
Perbankan Syariah®! i ju ak. te dapat pada UU Perseroan
Terbatas; namun dala asal 40 UU Perbankan Syariah
ketiga hal terse ekanan untuk dilaksanakan.

sudah tentu hal ini tidak terdapat

Rahasia
> ini ada disebutkan dan diatur oleh

pada UU
pasal 41 hingga p

91 jhat UU \t\ 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 (Bandung: Citra
Umbara, 2013).

%0 Dewan Syariah “Nasional Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Dasar Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) tanggal 01 April 2000 dalam
Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI angka IV huruf B.3
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 13.

Bl jhat PBI No.11/3/PBI1/2009 Tentang Bank Umum Syariah dalam pasal 34
hingga pasal 39 www.bankindonesia.go.id (Akses 15 Juni 2014).

2Tiar Ramon, Pengantar llmu Hukum https:/tiarramon. wordpress.com (Akses 2
Februari 2014).

153 jhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 33 sampai pasal 40
(Bandung: Citra Umbara, 2013).

™Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 34 (Bandung: Citra
Umbara, 2013).

%5 ihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 41 hingga pasal 49
(Bandung: Citra Umbara, 2013).
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Rencana Kerja dan Anggaran; dalam UU Perseroan Terbatas Rencana
Kerja dan Anggaran disusun oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan
Dewan Komisaris atau RUPS kecuali ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan, kalaupun harus mendapat persetujuan RUPS maka
rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.**®
Bagi perbankan syariah oleh Peraturan Bank Indonesia kedudukan Dewan
Komisaris sebagai pengawas terhadap direksi jelas pemisahannya®’ daripada
kedudukan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas
pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah,'*®
persetujuan atau telaah Dewan Komisaris tidak diperlukan sehingga
langsung oleh direksi rencana kerja dan anggaran diajukan kepada RUPS
untuk mendapatkan persetujuan. Peraturan Bank Indo e3|a yang berbeda dari

' ex Specialis.
aporan Tahunan oleh

Laporan Tahunan; dalam UU Perseroan
direksi menyampaikannya kepada RUP

156 REMK
Terbatas (Jakarta:Peru ta k Negara R1,2007), Pasal 63 — 65.

>7 Bank m\es . \Peratutan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang
Pelaksanaan Good Co rate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah (Ciputat: Amal lImu, “Februari 2014), Pasal 8 ayat (4) juncto ayat (2) hal.282: Dalam
melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Dewan Komisaris dilarang
terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS.

%8 Bank Indonesia, Peratutan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah (Ciputat: Amal llmu, Februari 2014), Pasal 20, hal.287.

9 Republik Indonesia, Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Jakarta:Perum Percetakan Negara R1,2007), Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 67 ayat
Q).

%0 Bank Indonesia, Peratutan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah (Ciputat: Amal llmu, Februari 2014), Pasal 20 juncto Pasal 24.

81 Bank A Syariah, Laporan Tahunan 2013 dan Laporan Pelaksanaan Good
Corporate Governance Tahun 2013.
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dan atau Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance pada bank-
bank syariah lainnya seperti: Bank BNI Syariah,®® Bank BRISyariah,®
Bank Syariah Mandiri,*** Bank Muamalat Indonesia Tbk,'®

Pembinaan dan Pengawasan; dalam UU Perseroan Terbatas segala
sesuatunya mengenai perseroan termasuk mengenai direksi dan atau dewan
komisaris diatur dan ditetapkan oleh RUPS sebagai organ yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris'®® sehingga
di luar RUPS tidak ada pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan
kecuali pihak regulator terkait yang juga menerbitkan suatu peraturan
perundang-undangan namun tidak berwenang dalam operasional perusahaan,
kecuali perusahaan BUMN dikarenakan kapasitas Menteri BUMN selaku
Kuasa Pemegang Saham, namun bagi perbankan~syariah di luar RUPS
terdapat fungsi pembinaan dan pengawasan
Syariah dinyatakan adalah Bank Indonesia (sel C ca: Otoritas Jasa
Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia Tahun 2011
namun secara legal hingga UU Perbanka i 3
demikian status Bank Indonesia),"®” ha \ -saje "
diatur oleh Anggaran Dasar per : h_harus pedoman selain
kepada ketentuan yang umum-ta 3 etetapan UU
Perbankan Syariah mengenai ) ata ota direksi dan

168

di akukan dengan persetujuan
syariah untuk terlaksananya haruslah
3 selain oleh RUPS.*
ta;. pac Perseroan Terbatas apabila dalam
(@)a “masalah ‘hukum termasuk sengketa perdata maka

J

162 Bank BN \r%\%@aporan Tahunan 2012 dan Laporan pelaksanaan GCG PT
Bank BNI Syariah Tahu dan Tahun 2013

163 ‘Bank BRISyariah, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance) PT Bank BRISyariah Tahun 2013.

164 Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2013 PT Bank Syariah Mandiri

165 Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 2013 Bank Muamalat Indonesia.

1%yUndang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Jakarta:Perum
Percetakan Negara R1,2007), Pasal 75 ayat (1).

187 jhat Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung:
Penerbit Citra Umbara, Cetakan 1, Juni 2013), Pasal 50

1%8) jhat Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung:
Penerbit Citra Umbara, Cetakan 1, Juni 2013), Pasal 8 hingga Pasal 16.

1%9_ihat Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Jakarta:
Perum Percetakan Negara RI, 2007), Pasal Pasal 122 — 133.

" ihat Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung:
Penerbit Citra Umbara, Cetakan 1, Juni 2013), Pasal 8 hingga Pasal 17.
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Pengadilan Negeri merupakan peradilan yang berwenang sebagai tempat
mencari keadilan untuk diajukan permohonan, gugatan, atau penyelesaian
suatu masalah; berbeda halnya dengan UU Perbankan Syariah sebagaimana
ditentukan oleh pasal 55 ayat (1) bahwa penyelesian sengketa Perbankan
Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.'™
Hal ini telah diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi No0.93/PUU-
X/2012 tanggal 23 Maret 2013.1"2

F. Hubungan Hukum dan Benturan Kepentingan
1. Pengaturan Secara Hukum
Dalam UU Perseroan Terbatas hubungan
kepentingan diantara organ perusahaan tidak jela

ukum dan benturan
ihat pengaturannya,

juga dimungkinkan menjadi direksi atat isahaan tersebut,
rangkap jabatan direksi dan rangkap jabata i hisa terjadi
intervensi diantaranya, pemegang ‘ ensi ' eksi atau
komisaris, bisa juga komisaris inte operasional

rnya pengaturan

perusahaan. Hal ini disebabka
[ rundang-undangan.

perusahaan perseroan
Peraturan pelaksana -
diterbitkan Pemerintah da ai. ¢ erdiketahui baru sebatas hal-

rintah Nomor 27 Tahun 1998
tentang Pengga ngan@ gambilalihan Perseroan Terbatas;

Peraturan(P

m usahaan; Peraturan Pemerintah Nomor 88
ata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam
Mikro Film a au\ izi\l,ainnya dan Legislasi; Keputusan Menteri
Kehakiman Reputﬂ%«;e esia Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang
Tata Cara Pengajuan Rermohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas; Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan dan Pengesahan Akta Pendiri dan Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; Keputusan Menteri Kehakiman dan
Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-02.HT.01.01 Tahun 2001

tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar

"I Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung:
Penerbit Citra Umbara, Cetakan 1, Juni 2013), Pasal 55 ayat (1) juncto UU No. 3 tahun 2006
tentang Peradilan Agama pasal 49 dan Penjelasan pasal 49.

2 Mahkamah Konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi No0.93/PUU-X/2012
tanggal 23 Maret 2013 www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Akses 8 Januari 2015).
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Perseroan Terbatas; Keputusan Direktur Jenderal Adminstrasi Hukum
Umum Nomor: C-1.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Dokumen Pendukung
Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model Il untuk Perseroan Terbatas
Tertentu.!’

Lain halnya dengan perusahaan perbankan syariah, dalam wawancara
dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan M.Nasirwan llyas dan R.Eko Irianto,
mereka menyatakan tidak mungkin seorang pemegang saham juga duduk
sebagai direksi atau komisaris pada perusahaan perbankan termasuk
perbankan syariah karena hal tersebut sudah ada pengaturannya dalam
Peraturan Bank Indonesia.'’* Penulis kemudian menelusuri, peraturan yang
dimaksud pihak Otoritas Jasa Keuangan itu diantaranya: PBI
No0.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah; RBI No0.11/33/PBI/2009

Umum Syariah yang kemudian telah di
dan Surat Edaran Bank Indonesia No

dan Unit Usaha Syariah. Dengan.n
dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini, maka-a 3
tidak mungkin seorang-pemega ahan 3 n\@\ sebagai direksi atau

: : ' erbankan syariah karena

hal tersebut sudah am. Peraturan Bank Indonesia,
idealnya demikian na S endapatkan informasi mengenai
keberadaan atur % imak an.pihak OJK dalam kedua aturan Bank

Indonesia_ t ng ada. penga
Direktur Ut erasaldari pihak independen terhadap pemegang
3agi Direksi Tain dan pemegang saham lainnya, penulis
melihat tidak ada- an-semacam itu, sehingga masih ada kemungkinan
seorang pemegan% ukan pengendali juga duduk sebagai direksi, dan
keadaan ini bila terjadi dapat menimbulkan benturan kepentingan dan
terbuka peluang untuk tindakan fraud.

2. Larangan Adanya Benturan Kepentingan
Adanya larangan seorang pemegang saham duduk juga sebagai direksi
atau komisaris pada perusahaan perbankan syariah dapat dilihat pada Surat

13 Kemenkumham, Regulasi, www.kemenkumham.goi.id. (Akses 10 Oktober

2014)

% M.Nasirwan llyas dan R.Eko Irianto, Wawancara dengan Direktur Litbang
Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan,
Februari 2015).

5L ihat Surat Edaran Bl No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, hal.7.
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Edaran Bank Indonesia No0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 Kepada
Semua Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia perihal
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah yang merupakan penjabaran lebih lanjut daripada
ketentuan PBI No0.11/33/PBI1/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah. Dalam Surat Edaran ini telah diatur bahwa pada
dasarnya pertama ‘“komisaris independen” wajib berasal dari pihak yang
independen terhadap pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris
lainnya dan/atau anggota direksi atau dengan BUS, kedua “presiden
direktur” atau “direktur utama” wajib berasal dari pihak yang independen
terhadap pemegang saham pengendali BUS. 17

lainnya dan/atau anggota direksi,
benturan kepentingan yakni meliputi 6-(ena

“hubunga v

terhadap ‘peme
menunjukkan-._a
hubungan: pertama\

pengendali  BUS, yang sekaligus juga

a
bl@an kepentingan yakni meliputi 4 (empat)
iliki_hubungan keuangan dengan pemegang saham

pengendali; %b

kedua memiliki hubungan  kepengurusan dengan pemegang saham
pengendali;

ketiga memiliki hubungan kepemilikan saham dengan pemegang saham
pengendali;

keempat memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham
pengendali.'”®

76 |ihat Surat Edaran Bl No0.12/13/DPbS, 30 April 2010 juncto PBI
No0.11/33/PBI1/2009 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

Y7 Lihat Surat Edaran Bl No0.12/13/DPbS, 30 April 2010 huruf B.
www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

8 |jhat Surat Edaran BI No0.12/13/DPbS, 30 April 2010 huruf C.
www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).
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Terkait dengan hubungan dengan pemegang saham pengendali diatas,
perlu disampaikan pula bahwa bagi pemegang saham pengendali sendiri juga
ada pengaturannya dimulai oleh UU Perbankan Syariah pada Pasal 27.
Substansi aturan ini, bahwa pemegang saham pengendali harus lulus dalam
uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan Bank Indonesia, apabila tidak
lulus maka wajib menurunkan atau divestasi kepemilikan sahamnya menjadi
maksimum 10 (sepuluh) persen, dan bila divestasi belum dilakukan berakibat
hak suaranya tidak diperhitungkan dalam RUPS dengan pembayaran dividen
maksimum 10 % sedangkan sisanya dibayarkan setelah melakukan divestasi
serta nama pemegang saham diumumkan ke publik melalui media massa.'”
Terkait dengan divestasi, hal ini juga sejalan penjelasan pihak Bank A
Syariah dalam wawancara yang dilakukan dengan Direktur Kepatuhan,

emegang saham maka
maksimum hanya boleh 10% dari modal saham, apabila_dilanggar maka
konsekuensinya adalah harus divestasi sah :

Dimungkinkan pula benturan kep
transaksi, di mana salah satu pihak da 3 ‘ 3 gjabat yang
termasuk memiliki benturan kepe Apabita-hal\i adi’maka bank
syariah mempunyai kewajiba ' dan melaporkan
transaksi yang mengandung ebagaimana telah

) \ g mencakup nama dan
jabatan pihak yang epentingan, nama dan jabatan

pengambil keputusan

oﬂ;'
.n‘ diatas oleh PBI penulis menilai cukup baik
aju dalam menjaga independensi dlrek5|

utama/presiden dir

komite, sehmgga%e oritis peluang untuk tindakan intervensi telah
dipersempit bagi gang saham — direktur utama - anggota komisaris -
anggota komite, walaupun secara praktik bisa saja terjadi intervensi yang
berujung pada suatu perbuatan fraud bukan atas dasar “berbagai hubungan”
tetapi perbuatan fraud itu bisa saja terjadi atas dasar: kebutuhan (needs),
sistem (system), adanya peluang, dan yang susah dibuktikan adalah mens
rea-nya untuk dijerat oleh hukum apabila sistem yang diciptakan

¥ Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentag Perbankan
Syariah (Bandung, Citra Umbara, 2013), 159.

80Bank A Syariah, Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah
(Jakarta, Bank A Syariah, 4 Februari 2015).

81 |ihat SE-BI No0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf G.2.r.
www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).
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konstruksinya sudah fraud atau mendukung perbuatan fraud .'*? Lagipula
khusus dirktur utama atau presiden direktur telah diatur, tapi direktur lain
tidak dilarang bila mempunyai keterkaitan dengan pemegang saham
pengendali, sehingga direktur lain bisa jadi merupakan perpanjangan tangan
pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham lain yang tidak
independen, artinya celah fraud bisa masuk melalui jalur ini.

3. Rangkap Jabatan Tidak Dilarang

Dalam pelaksanaan GCG, Bank perlu melakukan check and balance,
menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan
tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan stakeholders
khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas.'®* Dengan
sp|r|t kalimat ini seakan akan itulah jiwa dar| orporate Governance
kian. Ternyata bagi

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syaria erbolehkan” atau “tidak
dilarang” untuk rangkap jabatan sepanjang | ] pkan dalam
Laporan Pelaksanaan GCG. -

Bagi Dewan Komisaris di B 1/33/PBI 009  yang
membenarkan rangkap jabatan asal be ini:

usa"aan atau lembaga lain, dalam Iaporan

pelaksanaan agaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

ini. 184 &
)

Pasal 16 ini jelas membuka kalimat dengan “wajib mengungkapkan”
diantaranya huruf c.rangkap jabatan pada perusahaan atau lembag lain dalam
laporan pelaksanaan GCG, siapun bisa menangkap maksud kalimat tersebut
sebagai sesuatu yang: wajib menyampaikan dalam laporan pelaksanaan GCG

182 Nadia Sarah, Wawancara dengan Komisi Pemberantasan Fraud (Jakarta:
Komisi Pemberantasan Fraud , 23 Februari 2015.

8 ihat SE Bl No0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 A.Umum angka 2
www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

184 | ihat PBI 11/33/PB1/2009 pasal 16 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei
2014).
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tentang rangkap jabatan di tempat lain, artinya rangkap jabatan bukan
sesuatu yang dilarang tapi harus dilaporkan.

Bagi Dewan Pengawas Syariah diatur juga oleh PBI tersebut:
Aspek Transparansi Dewan Pengawas Syariah
Pasal 50
Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan
sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah
lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia ini'®
Sama halnya dengan Dewan Komisaris, anggota DPS hanya wajib
mengungkapkan rangkap jabatannya pada lembaga keuangan syariah lainnya
dalam laporan pelaksanaan GCG, atau tidak ada.larangan untuk rangkap

jabatan.

Dari aturan bagi Dewan Komisaris dan Deg >engawas Syariah ini,
olen Bank Indonesia dibolehkan atau tida anggap. suatu conflict of
interest, hanya ada kewajiban melaporkan kondisi. demi ang lebih
menarik lagi bagi Dreksi tidak ada dite idak ada

aturan oleh Bank Indonesia 3
sekalipun dalam praktik terjad pihak Otoritas

a>perbankan syariah

Jasa Keuangan aturan meng L pada

dianggap sudah cukup_-bai a menge pemegang saham dan
direksi: ada sudah diatut > aNg Syarat-syarat sebagai
Pemegang Saham a tidak mungkin seorang
pemegang saham juga. me 1 )bank tersebut, bahkan untuk
komisaris dan “direksi. S diatur jumlahnya maksimal sama

banyaknya Jah dire i
yang'i enden-harus ada dan komisaris independen itu tidak
ada hubungannya-dengan-pemegang saham, hubungan saudara, mertua,
isteri. Aturan yang'b\ 'ta\nd,éngan banking seperti ini sudah lama mungkin
sudah 50 tahun sej%ﬁ»FL rdiri dan orang-orang Bank Indonesi jaman dulu
sudah sangat paham_Jatas berbagai kasus-kasus dan caranya untuk
menghindari Conflict of Interest dan lain-lain, dan ketika kami coba
menterjemahkan aturan GCG kedalam aturan keuangan bank syariah
sebenarnya  aturan-aturan yang lama itu yang kami  coba
menterjemahkannya.®®
Apabila dilihat dari laporan pelaksanaan GCG Bank Muamalat Indonesia
tahun 2013, diantaranya terdapat rangkap jabatan Komisaris, yakni Widigdo
Sukarman sebagai Komisaris Utama Bank Muamalat Indonesia sejak tahun

185 |ihat PBI 11/33/PB1/2009 pasal 50 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei

2014).
186 M Nasirwan Ilyas, Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas
Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).
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2009 dan pada saat yang bersamaan menjabat sebagai Komisaris Independen
PT Ciputra Property, Thk. (2007-2013), PT Damai Indah Golf, Tbk. (2001-
2013); dan Emirsyah Satar yang menjabat Komisaris Bank Muamalat
Indonesia sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 dan pada saat yang bersamaan
yang bersangkutan merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT Garuda
Indonesia. Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat
Indonesia sebagai berikut: KH Ma’ruf Amin merangkap pada PT Bank
Negara Indonesia Syariah, PT Bank Mega Syariah Indonesia, PT BNI Life
Insurance, dan PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera. Prof.Dr. Umar
Shihab MA rangkap jabatan pada: PT Reasuransi Internasional Indonesia
(Relndo), PT Al-ljarah Indonesia Finance (Anggota DPS). Prof. Dr. H.
Muardi Chatib, MA rangkap Jabatan pada PT Al-ljarah Indonesia Flnance

jabatan sebagai Komisaris Al-ljarah
Indonesia Finance.*®’

Rangkap jabatan pada Bank A S naan GCG
tahun 2013 dan Laporan Tahunan 2( : saris” dan begitu
juga tentang Direksi tidak diu gkapkan ¢ ida aparkan, namun Juga

f o‘ \ jabatannya .Dr.H.Hasanuddin AF
Q‘: s hatan pada “Asuransi- Tripakarta, Asuransi

Ekspor Indonesia (AS 0, Prof.Dr.Hj.Huzaemah Tahido

MA selaku ang pada Asuransi AXA, Asuransi Jasa
Raharja, A% CIM Niaga Syaria ah, 128

Bank Syarial [ am bLaporan Pelaksanaan GCG tahun 2011
hingga 2013 'me | rangk jabatan Dewan Komisaris menyatakan pada

tahun 2012: Dewa isaris/tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap
jabatan. Rangkap%e oleh anggota Dewan Komisaris yang saat ini
terjadi masih diperbolehkan oleh ketentuan Rangkap Jabatan yaitu 2 (dua)
orang anggota Komisaris merangkap sebagai Pejabat pada 1 (satu)
perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank;'® dan menyatakan
pada tahun 2013: Seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah efektif
sebagai Komisaris, tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan.
Rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan

87 Bank Muamalat Indonesia, Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 (Jakarta:
BMI, 2014)

88Bank A Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 (Jakarta: Bank A
Syariah, 2014).

189 Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2012 (Jakarta: BSM,
2013)
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Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance.'*® Terdapat kalimat
“tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan dan rangkap jabatan
sesuai dengan peraturan GCG”. Dengan kalimat ini BSM tidak bersedia
mengungkap rangkap jabatan sekalipun mengakui adanya rangkap jabatan
namun diakatakan “sudah sesuai aturan”. Menurut penulis, hal ini termasuk
tidak transparansi dengan tidak diungkapkannya detil rangkap jabatan
masing-masing anggota Dewan Komisaris sudah melanggar ketentuan PBI
11/33/PBI/2009 pasal 16 tentang Aspek Transparansi Dewan Komisaris di
mana pasal 16 ini dimulai dengan kalimat “Anggota Dewan Komisaris wajib
mengungkapkan” 19 sehingga tidak ada makna lain kecuali “wajib
mengungkapkan” dan ancaman sanksi oleh Pasal 81 termasuk pelanggaran
pasal 16 ini yakni: dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai Pasal 58
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tenta pankan Syariah, antara
lain berupa: ~
a) teguran tertulis;
b) penurunan tingkat kesehatan be

a menunjt
negang Saham mengangkat
k. Indonesia. ' Pelanggaran

gkap jabatan anggota Dewan
asal 16, namun otoritas tidak
asal 81 Peraturan Bank Indonesia
sanksi administratif terhadap yang

melaksanak
11/33/PBI1/2009
melanggar attiran.

Mengenai ran a%an,)‘anggota Direksi pada Bank Syariah Mandiri
sesuai Laporan Pe GCG tahun 2012 dinyatakan tidak ada rangkap
jabatan, begitu juga dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 tidak ada
rangkap jabatan anggota Direksi. Adapun mengenai rangkap jabatan Dewan
Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri dalam Laporan Pelaksanaan GCG
tahun 2012 dan tahun 2013 telah diungkapkan secara transparan yakni:
Prof.Dr.Komaruddin Hidayat, MA Ketua DPS merangkap jabatan sebagai
Rektor UIN Jakarta; Dr.M.Syafii Antonio,MEc merangkap anggota DPS

N

%9 Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 (Jakarta: BSM,
2014)

91 ihat PBI 11/33/PBI/2009 pasal 16 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei
2014).

192 | ihat PBI 11/33/PB1/2009 Pasal 81 www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei
2014).
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Schroder Investment Management dan Pimpinan STEI TAZKIA,
Drs.H.Mohammad Hidayat, MBA,MH merangkap anggota DPS Asuransi
Manulife Syariah, Anggota DPS Asuransi Alianz Syariah, dan anggota DPS
UUS Bank BTN Syariah.'®*

Secara keseluruhan dari bank-bank syariah yang diteliti Laporan
Pelaksanaan GCG tahun 2013 mengenai pengungkapan rangkap jabatan
direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah maka hasil penelitian
menunjukkan seperti tabel berikut ini.

Tabel 5. Pengungkapan Rangkap Jabatan Bank Syariah.
PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN
BEBERAPA PERBANKAN SYARIAH
DARI LAPORAN PELAKSANAAN GCG TAHUN 2013

No | Nama Bank Jabatan Rangkap Jabatan Diungkapkan
(ada/tdk adal?
YA | TIDAK
1 Bank Muamalat Indonesia | Direksi NADA YA
Komisaris ) YA
DPS ADA \ YA
2 Bank A Syariah Direksi~. 2 TIDAK
Kdmisaris ? TIDAK
DPS. NADA YA
3 Bank Syariah Mandiri Direksi. [IDAK ADA YA
Komisaris N\ [\? TIDAK
DPS. \ADA YA
4 Bank BNI Syari Direksi. /| TIDAK ADA YA
" Kamisaris ? TIDAK
PS. “ADA YA
5 Bank BRI Syariah Direksiv. TIDAK ADA YA
S ) [ Komisar ~ | ADA YA
" [DPs ADA YA
6 Banlm | Direksi) ? TIDAK
O\ \Komisaris ADA YA
DPS ADA YA

Sumber: Laporan Pelaks tahun 2013: Bank BMI, Bank A Syariah, BSM, Bank BNI
Syariah, Bank BRI Syaraiah, dan Bank BJB Syariah

? = Ada rangkap jabatan tapi tidak diungkapkan, hanya dikatakan “sesuai aturan”.

Dengan fenomena diatas, dari keenam bank syariah hanya 2 (dua) bank
syariah yang sangat mematuhi aturan PBI 11/33/PBI/2009, yakni Bank
Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah, sedangkan selebihnya telah
melakukan pelanggaran PBI tersebut, dan pihak otoritas belum memberikan
sanksi'* yang seharusnya dikenakan menurut pasal 81 PBI 11/33/PBI/2009.

193 |ihat Laporan Pelaksanaan GCG Bank Syariah Mandiri tahun 2012 dan 2013
www.syariahmandiri.co.id (Akses 15 Oktober 2014).
% ihat PBI 11/33/PBI1/2009 Pasal 81, www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei

2014).
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Dibolehkannya rangkap jabatan khususnya Dewan Pengawas Syariah oleh
otoritas atau Bank Indonesia, merupakan suatu hal yang menimbulkan tanda
tanya mengapa demikian kebijakannya, padahal sebelumnya dikatakan
spiritnya Bank perlu menghindari benturan kepentingan (conflict of interest)
dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan
stakeholders khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham
minoritas. Seharusnya disadari bahwa dengan rangkap jabatan sebagai DPS
pada bank syariah, asuransi syariah, atau pembiayaan syariah benar-benar
merupakan suatu konflik kepentingan, disebabkan tugas DPS adalah
menyangkut produk atau jasa daripada suatu lembaga keuangan syariah,
mulai dari penyiapannya hingga pelaksanaan operasional dan pengawasan
pasca operasional, banyak hal-hal mengenai suatu produk/jasa bank syariah
memiliki kekhususan dibanding bank syariah lain ang secara hukum
disebut intellectual right atau intellectual pro e& ni bersifat rahasia
hendaknya dijaga jangan sampai para pesaing hisa m uinya. Hal ini
sebagaimana yang dipraktekkan oleh % ysia s
disampaikan oleh Dr.Hurriyah EIl asional

disyaratkan minimal

perjumlah minimal 9
e

shariah committe (DPS) pada
(sembilan) orang dan tidak

jabatan, padahal di
hal-hal lain yang ‘ i menunjukkan kesadaran

bih baik mencegah daripada

berperkara. N
&

e

Mengenai-adanya intervensi dari pihak pemegang saham terhadap direksi
terlebin dari pe saham pengendali dalam praktik dimungkinkan
terjadi, dan hal i%ﬁa ibantah ketika dalam wawancara dengan Direktur
Kepatuhan Bank A Syariah menyatakan: Intervensi dalam bank-bank tidak
selamanya negatif, karena ada intervensi positif. Pada saat intervensi itu
positif dan membangun dan tidak ada prinsip-prinsip GCG dan prudential
banking yang dilanggar ya kenapa tidak tetapi harus melalui prosedur.
Pemegang saham pernah intervensi, dan ada orang-orang yang mengaku

“dekat” dengan pemegang saham mencoba hal itu juga, tetapi Kkita
menjawabnya dengan menunjukkan aturan yang ada, supaya boleh

% Hurriyah El Islami, Shariah Governance Framework dalam Focus Group
Discussion “Enhancing Sharia Governance in Islamic Financial Services Industri” (Jakarta:

OJK, 12 Mei 2015)
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bagaimana, ya dengan cara ikuti aturan yang ada.'® Sedangkan pihak Bank
BSM menjawab dengan tegas bahwa pemegang saham tidak melakukan
intervensi.™®’

Intervensi dari pemegang saham lain melalui direksi juga dimungkinkan,
karena direksi tidak steril dalam arti direksi bisa jadi merupakan
perpanjangan tangan pemegang saham yang secara system masih tidak
dilarang oleh regulator, mengingat yang diharuskan independen oleh SE Bl
12/13/DPbS hanyalah presiden direktur atau direktur utama saja. Begitupula
terhadap komisaris intervensi masih mungkin terjadi, karena dalam SE Bl
itu hanya komisaris independen yang disyaratkan bersih dari berbagai
hubungan terhadap pemegang saham pengendali, komisaris lain, dan/atau
direksi.

Adapun kemungkinan adanya intervensi dari” pihak. Komisaris terhadap
Direksi menyangkut operasional kewenanga vihak Bank BSM

menyatakan: Dewan Komisaris menjal nggungjawab
sesuai dengan fungsinya, yakni meng eksi) yang
dibantu oleh komite komite. Tida ewenangan
Direksi, kecuali yang telah diatu berlaku.*®® Hal
ini juga diperkuat dengan perny. omisaris tidak
ada intervensi, karena ko ari “tugas pengawasan
bahkan di dalam keput al\bank komisaris tidak
boleh terlibat sesuai P onal non-bank untuk batas
tertentu harus mela k" syariah seluruhnya harus
diputuskan oleh direks rsifat pemberitahuan dan di luar

% anya da-tangani oleh Direksi karena itu
i .

memang i da
memang demikia mulg aktik yang tidak sehat bisa saja terjadi yang
adakalanyajustru"'m% kan.suatu tindakan perbuatan fraud .

% Bank A Syariah, Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah
(Jakarta: Bank A Syariah, 4 Februari 2015).

Y¥'Rina Maylina, Wawancara dengan Divisi Kepatuhan BSM (Jakarta: Bank BSM,
5 Februari 2015).

1%Rina Maylina, Wawancara dengan Divisi Kepatuhan BSM (Jakarta: Bank BSM,
5 Februari 2015).

9Bank A Syariah, Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah
(Jakarta: Bank A Syariah, 4 Februari 2015).
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G. Rahasia Bank dan Transparansi

1. Rahasia Bank Menurut Hukum

Sudah lazim diketahui oleh masyarakat awam bahwa bank dalam
kesehariannya penuh dengan kerahasiaan, bahkan untuk hal-hal yang bersifat
kasuistis dan sudah menjadi buah bibir sebenarnya tidaklah rahasia, sehingga
terkesan segala sesuatu berkenaan dengan bank sebagai area tertutup dan
eksklusif hanya bagi orang bank saja. Termasuk di sini adalah terhadap para
akademisi yang ingin melakukan riset secara empirik terhadap suatu
permasalahan banyak menemui kesulitan atau penolakan, dan pihak bank
tidak perduli sekalipun hasil riset nantinya justru akan membawa kebaikan
bagi perkembangan bank itu sendiri. Memang patut kita akui ada aturan
tentang rahasia bank, tapi bukan berarti segala sesuatunya bersifat rahasia,
kerahasiaan ada batasannya dan pengecualiann a da spek hukum. Inilah

penyidikan pidana perpajakan; u
pidana; dalam perkara perdata

dalam perkara
dalam rangka tukar
etujuan, atau kuasa dari
i” waris yang sah dari

Nasabah Penyimpa hak yang merasa dirugikan
oleh keterangan ban elesaian piutang bank yang sudah
diserahkan kéepada E an. Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan
Piutang 3’\ Sngan. aturan ada 2 (dua) keadaan Nasabah yang

wajib di rahasie
rahasia bank.._

Mengenai kerah %nknlan pengecualiannya ini tidak bisa dilepaskan
keterkaitannya d%ﬁ ndang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan: Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank
tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib
dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali
dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan
Pasal 44, dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) dikatakan: Kerahasiaan ini
diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan
masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan
mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila

200 jhat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 41 hingga pasal 49.

%! Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Bandung: Penerbit Citra
Umbara, 2013), Pasal 41 A.

147


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/nprt/30/uu-no-7-tahun-1992-perbankan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/nprt/30/uu-no-7-tahun-1992-perbankan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/node/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/node/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan

dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan
keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan;?®> Pasal 1 angka 28
jo Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Rahasia Bank adalah
segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah
penyimpanan dan simpanannya, Bank wajib merahasiakan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal
44 dan Pasal 44A;?® dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor
2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau
Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank: Bank wajib merahasiakan segala
sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan
dan Simpanan Nasabah.?®*

Salah seorang pakar hukum
mengatakan: Rahasia bank akan dapa : )
apabila ditetapkan bukan sekedar< hanya\ sebagai. kewaj traktual di
antara bank dan nasabah, tetap [ wajiban pidana.

Sebagai kewajiban pidana syariah oleh UU

Perbankan Syariah te iatur dalam pasal 60:
pertama, terhadap se engaja tanpa membawa
perintah tertulis atau.iz . ebagaimana dimaksud dalam
pasal 42 dan pasal 43 memaksa ba U atau pihak terafiliasi untuk

memberikan__keterangan A penjara minimal 2 (dua) tahun dan
maksimum tahun, dana-denda minimal 10 Milyar rupiah dan
maksimum\ 20 , anggota direksi, komisaris, pegawai

rupiah; kedua
ank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau
yéng)dengan sengaja memberikan keteranganyang
imana dimaksud dalam pasal 41 dipidana dengan
pidana penjara mini (dua) tahun dan maksimum 4 (empat) tahun, dan
pidana denda minimal 4 Milyar rupiah dan maksimum 8 Milyar rupiah.?®

Bank Syariah, at

202 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2013), Pasal 40 ayat (1).

“%% Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Bandung: Penerbit Citra
Umbara, 2013), Pasal 1 angka 28 juncto Pasal 40 ayat (1).

2% Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau lIzin Tertulis Membuka Rahasia Bank
(Jakarta: Bank Indonesia, 2000), Pasal 2 ayat (1) .

%5 gytan Remy Sjahdeini, Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya (Jakarta:
Bank Indonesia, diskusi legal isues seputar Pengaturan Rahasia Bank, Juni 2005), 2.

206 | jhat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 60.
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Ternyata terhadap pengecualian bagi rahasia bank yang meliputi:
kepentingan pidana perpajakan; kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau
Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis; Ahli Waris yang sah dari
Nasabah Penyinpan atau Nasabah Investor yang memerlukan keterangan,
ditetapkan juga sebagai kewajiban pidana. Sehingga bagi yang menghalangi
atau menutup diri atau sengaja tidak memberi keterangan yang wajib
diberikan maka sanksinya diatur oleh Pasal 61: Anggota dewan komisaris,
direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang
memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang
wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal
48 dipidana dengan pidana penjara minimal 2 (dua)-tahun dan maksimum 7
(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 4-(empat) Milyar rupiah dan
maksimum 15 (lima belas) Milyar rupiah.?®’

3. Transparansi dan Laporan Bank
Selain hal diatas ada juga yang<disek

'.};\n do a terutama

,.\ al>ini merupakan
artah dan UUS wajib

dPOKd

juga kewajiban pidana bagi~BUS ‘da \\\‘.
a D K e - ': Ol'd

berkala lainnya, dalam waktu. dan.b ang diatur dengan Peraturan Bank
ji ' kasi adanya sanksi pidana bagi yang

Perbankan 'Syari \
Dalam rangka melaksanakan amanah UU Perbankan Syariah mengenai
laporan keuangan, “Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank
Indonesia No. 14/% 12 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan
Bank, dan kemudian disusul dengan terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia
No0.14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 kepada Semua Bank Umum
Konvensional perihal: Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan
Tertentu yang Disampakan kepada Bank Indonesia.
Pemberlakuan PBI No0.14/14/PBI1/2012 ini juga mencakup kewajiban bagi
bank syariah untuk mematuhinya, hal ini mengingat dalam PBI ini
dinyatakan secara tegas: Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

27| jhat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 61.
208 | jhat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 35 ayat (2).
29| jhat UU No.21 tentang Perbankan Syariah pasal 62.
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
termasuk kantor cabang bank asing dan Bank Umum Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.?° PBI ini sebenarnya merupakan penyempurnaan terhadap PBI
No0.3/22/PB1/2001 tentang Tranparansi Kondisi Keuangan Bank juncto PBI
No.7/50/PBI1/2005 tentang Perubahan atas PBI No0.3/22/PBI1/2001 tentang
Tranparansi Kondisi Keuangan Bank, dikatakan penyempurnaan mengingat
sebagian materi PBI N0.3/22/PBI1/2001 juncto PBI No.7/50/PBI/2005 berikut
peraturan pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan PBI
No0.14/14/PB1/2012 dinyatakan tetap berlaku. ?* Sedangkan bagi bank
syariah dan UUS mengenai laporan tahunan ini sejak semula telah ada
disinggung oleh Bank Indonesia dalam PBI No:11/33/PBI/2009 tentang
i Bank-Umum Syariah dan

Unit Usaha Syariah pada Pasal 56 dan P \yang pada intinya
transparansi kondisi keuangan dan no jib. disusun dan
disajikan laporannya sesuai ketentuan Ba ansparansi
Kondisi Keuangan Bank.

Syariah dalam Bab tersendiri, ata

aa Bank Syariah
ini terpisah dari Laporan Tah ada

uruf G. angka 1.

Semua Bank Umu ariah da [ Syariah di Indonesia Perihal:
Pelaksanaan Good porate: Go nce “bagi"Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah. al . Kewajiba oran Pelaksanaan GCG Bank

H.Penyelesaian S
1. Kompetensi 2‘\\%13
Terjadinya sengketa Jperbankan syariah antara nasabah dengan bank
syariah adalah suatu keniscayaan, merupakan konsekuensi logis dalam lalu
lintas kegiatan usaha bank syariah. Menyadari hal ini, pembuat undang-
undang telah menyiapkan UU Perbankan Syariah dengan mekanisme
penyelesaian sengketa sebagaimana diatur oleh pasal 55 UU Perbankan

Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

19 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 Tentang
Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank (Jakarta: Bank Indonesia, 18 Oktober 2012),
www.bi.go.id. akses 25 Januari 2015, 3.

211 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tentang
Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Jakarta:Bank Indonesia, 2012), www.bi.go.id
akses 25 Januari 2015, Pasal 38, 32.
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(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan
sesuai dengan isi Akad.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh
bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Melihat kepada ketentuan pasal 55 ayat (1) ini kompetensi atau kewenangan

penyelesaian “sengketa perbankan syariah” dilakukan oleh Peradilan Agama

yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Namun pada pasal

55 ayat (2) dan (3) bahwa para pihak dalam akad boleh saling berjanji

menyelesaikan dispute sesuai pilihan mereka, yang membuka pintu bagi

penyelesaian di luar peradilan agama; hal ini se ana dinyatakan dalam

Penjelasan pasal 55 ayat (2): :

Ayat (2)

a. musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c. melalui Badan Arbitrase

dualisme (d
peradilan agame
para pihak berpe
peradilan maka sel\' n?&,pergl ke peradllan lain untuk penyelesaian

sengketa, sehmg@at\tp jadilah ketidak pastian hukum dalam praktek
penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Dalam hal ini pihak Peradilan Agama dari aspek hukum formil
melakukan klaim bahwa terhadap sengketa perbankan syariah sudah
seharusnya diperiksa dan diselesaikan oleh Peradilan Agama, hal ini punya
dasar hukum yang kuat yakni Undang-Undang RI No.3 tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-undang ini telah memperluas kewenagan peradilan agama dalam
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang semula oleh UU No.7
tahun 1989 kewenangannya hanya meliputi: a. perkawinan; b. kewarisan,
wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan
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shadagah; 2> kemudian oleh UU No.3 tahun 2006 diubah menjadi:
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.
zakat; g. infaqg; h. shadagah; dan i. ekonomi syari‘ah.

Kemudian dalam Penjelasan pasal 49 undang-undang tersebut dijelaskan
mengenai cakupan ketentuan huruf i.ekonomi syariah yakni:

Huruf i

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah™ adalah perbuatan atau kegiatan
usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari‘ah, antara lain meliputi:

a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari ah c. asuransi syari‘ah; d.
reasuransi syarl ‘ah; e. reksa dana syarl ‘ah; f. obligasi syari'ah dan surat

dan k. bisnis syari‘ah. 2

Dengan demikian sengketa bank syaria ]
(sebelas) item bagian dari “ekonom i ang ‘dilaksandkan> menurut
prinsip syariah yang menjadi< kewenanga radilan™agama - untuk
memeriksa, mengadili, memutu esaika erkaranya. Pihak
Peradilan Agama meng ini merupakan

disahkannya Undang 6> perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 tak an Agama maka penyelesaian
sengketa perbankan sy wenangan Peradilan Agama.**

Kewenangan % oleh Mahkamah Agung kemudian
dipersenjat <ompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah
Agung RI 2008. tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
yang menyatakan-s i berikut:

1) Hakim pengad% lingkungan peradilan agama yang memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi
syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari‘ah dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syari‘ah.

12 Republik Indonesia, Undang-Undang RI No.7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (Jakarta: internet, 2015), pasal 49 ayat (1).

213 Republik Indonesia, Undang-Undang RI No.3 tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Jakarta: internet,
2015), pasal 49.

24 aAmril Mawardi, “Dikotomi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” Pengadilan Agama Jakarta Timur.
www.pa jakartatimur.go.id ( akses 31 Maret 2015).
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2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi
tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk
menjamin putusan yang adil dan benar.?*®

Jadi sejalan dengan dengan kewenangan peradilan agama yang diletakkan
oleh UU No.3 tahun 2006 untuk memeriksa, mengadili, memutus dan
menyelesaikan perkara ekonomi syariah, maka Mahkamah Agung dalan
peraturan ini telah menetapkan bahwa hakim di lingkungan peradilan agama
mempergunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman
penegakan prinsip syariah namun dengan tidak mengurangi kebebasan hakim
untuk menggali dan menemukan hukum dalam menjatuhkan putusan yang
dijamin adil dan benar.

2. Judicial Review Mahkamah Konstitusi
Sekalipun fakta secara hukum formi
tentang Peradilan Agama sudah jela

3 amun dengan
Iam praktik telah

idak pastian hukum baik dari sisi
an fenomena ini terjadi hingga tahun

uamalat Indonesia cabang Bogor
seor&q nasabah yakni Ir.H.Dadang Ahmad selaku
direktur CV. Be |\ermg Consultant berkedudukan di Bogor, dan
nasabah ini mer;:%I puas dengan penyelesaian sengketa yang telah
diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bogor disebabkan nasabah merasa lebih
tepat memilih peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa, dan nasabah
ini menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang yakni UU Perbankan Syariah. Berdasarkan
legal standing inilah nasabah selaku pemohon mengajukan kepada
Mahkamah Konstitusi Judicial Review atau menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Materi
pokok permohonan pemohon adalah: pertama, Menyatakan bahwa materi

bersengketa én

215 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Rl No.02 tahun 2008
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Fokusmedia, Desember 2008), Pasal
1, hal.6.
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muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945; kedua, Menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) dan ayat (3)
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam pemeriksaan kasus tersebut di Mahkamah Konstitusi Dr.lja Suntana
ketika menjadi saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketika
peradilan ada dua, kemudian diberikan kesempatan untuk dipilih oleh para
pihak yang bersengketa, hal tersebut akan menimbulkan choice of forum
yang dalam perkara yang substansinya sama juga, objeknya sama, kemudian
diberikan kebebasan memilih, sehingga akan menimbulkan legaldisorder
(kekacauan hukum). Selain itu, akan menimbulkan disparitas keputusan,
kemungkinan juga akan terjadi keanehan, sebab mungkin ketika putusan a.

untuk kasus yang sama, atau ada dua ka S\yang m|r|pan sama
atau bahkan sama, maka akan terja : ag pihak yang
menerima.?®Sedangkan Dr.Muhammadl Syaf ni dalam kasus

tersebut sebagai Ahli melihat fen amatan ahli, ini
bukan kasus yang pertama, teta kali, jikalau tidak
puluhan kali terjadi, tapi al e sini atau tidak.

Misalnya, ada di Bank-Muama i Bandun mana waktu itu yang

oleh Basyarnas adalah. | asabah menda .w pengadilan umum negeri.

Putusan Pengadilan terjadilah
ariah. Mandiri, ada yang dibawa juga ke

angkannya. a nasabah, kemudian Bank Syariah

a~huku

) ?Q%\Mahkamah Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi

yang ikut mengaﬁ‘Hxe bunyal alasan berbeda atau disebut “concurring
opinion” sekalipum at akhirnya sama dengan hakim lain, beliau ini
melihat bahwa pasal~55) UU Perbankan Syariah mengandung penyelesaian
litigasi dan non-litigasi. Pada pokoknya Pasal 55 UU Perbankan Syariah
mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah, baik
dilakukan berdasarkan litigasi maupun non-litigasi. Untuk menyelesaikan

218 |ja Suntana, Sidang Judicial Review UU No.21 Tahun 2008, Keterangan Ahli
(Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012), dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-
X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013. www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Akses 8 Januari
2015).

27 Muhammad Syafii Antonio, Sidang Judicial Review UU No.21 Tahun 2008,
Keterangan Ahli  (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012), dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013.
www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Akses 8 Januari 2015).
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berdasarkan litigasi dalam sengketa perbankan syariah Pasal 55 ayat (1)
menentukan menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan
agama. Hal demikian sesuai dengan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan
peradilan agama yang diatur dalam Pasal 49 dan Penjelasannya dari UU
Peradilan Agama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas. Untuk
penyelesaian berdasarkan non-litigasi Pasal 55 ayat (2) menentukan
dilakukan berdasarkan akad. Terdapat dua permasalahan yang perlu
dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan
Pasal 55 ayat (2) tersebut terkait dengan akad mengenai penyelesaian
sengketa perbankan syariah. Pertama, permasalahan bentuk penyelesaian
non-litigasi. Kedua, permasalahan memperjanjikan pengalihan kekuasaan
suatu peradilan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Permasalahan
konstitusional terjadi ketika Penjelasan Umum dan-Penjelasan Pasal 55 ayat
(2), yang selain membatasi bentuk-bentuk p @ i it

dapat dipilih sebagaimana dipertimbangkan-di atas

norma baru yang bertentangan dengan
bahwa para pihak diberikan hak mel3

engalinkan
adi kekuasaan
.- )an  hak untuk
3 dengan Pasal 55
angan dengan Pasal 49
permohonan  pengujian
ankan Syariah tidak beralasan
m dan Penjelasan Pasal 55 ayat

(2) UU Perban Syaria \ an permasalahan konstitusional yaitu
bertentan ! ) dan Pasal 28] ayat 52 (2) UUD
194548

Dari jala perKara oleh Mahkamah Konstitusi terhadap

perkara dengan i mra Nomor: 93/PUU-X/2012 pada tanggal 28

Maret 2013 telahg% kan dalam Amar Putusan menyatakan sebagai

berikut )

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

28 Ahmad Fadlil Sumadi, Sidang Judicial Review UU No.21 Tahun 2008 (Jakarta:
Mahkamah Konstitusi, 2012), Alasan berbeda (concurring opinion) dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Maret 2013.
www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Akses 8 Januari 2015).
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1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam fenomena perkara pada Mahkamah Konstitusi tersebut ada catatan
penulis sesuai fakta juridis. Secara fakta juridis, bila diperhatikan antara isi
pokok permohonan dengan isi pokok amar putusan kurang sinkron dalam 2
(dua) hal: pertama, isi pokok permohonan mengenai materi muatan ayat (2)
dan ayat (3) Pasal 55 UU Perbankan Syariah namun dalam amar putusan
menetapkan tentang Penjelasan Pasal 55 ayat (z Perbankan Syariah;
kedua, dalam Amar Putusan Mahkamah Konst us Vata
Pasal Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah (baca: seluruh isinya) tidak
mempunyai kekuatan hukum menmgika

Fenomena juridis yang pertama) ini\ secara ‘s erupakan

pemohon dikenal sebagai
melebihi apa yang diminta

emutus dengan
dalam Pasal 178

<

alam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU a quo
pada akhirnya a ebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk
mengadili oleh ka dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk
menyelesaikan sengketa perbankan syariah.??

Selanjutnya fakta juridis yang kedua, patut disampaikan karena materi
Penjelasan Pasal 55 ayat (2) berbunyi: Yang dimaksud dengan “penyelesaian
sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

a. musyawarah;
b. mediasi perbankan;

% Miftakhulhuda, Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Jurnal
Konstitusi Vol 4 No.3 September 2007).

220 Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi N0.93/Puu-X/2012
(Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012), Pendapat Mahkamah (3.21).
www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Akses 8 Januari 2015).

156



https://miftakhulhuda.wordpress.com/2009/06/30/%e2%80%9cultra-petita%e2%80%9d-dalam-pengujian-undang-undang/
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/

c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga
arbitrase lain; dan/atau
d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Jadi terdapat pilihan dari 4 (empat) item sebagai cakupan “penyelesaian
sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”, yakni 3 (tiga) item penyelesain
Non-Litigasi sedangkan 1 (satu) item adalah penyelesaian Litigasi, dan
seluruh Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dinyatakan “ tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat” pada butir amar putusan berikutnya. Tetapi pihak
Peradilan Agama lebih ekstreem berpendapat materi Pasal 55 ayat (2) tetap
eksis dan mengikat sedangkan yang tidak mengikat adalah materi Penjelasan
Pasal 55 ayat (2) yang dikatakan melanggar konstitusi sehingga choice of
forum (musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah dan pilihan litigasi

dilakukan oleh peradilan agama.?** Pada Si lasan Pasal 55
ayat (2) ini yang merupakan choice o ti '
epastian hukum.
perubahan

Agama, bahwa

dalam suatu g disepakati antara bank syariah dengan nasabah dan
isi akad bila mem'iH% h satu choice of forum demikian syah-syah saja dan
tidak melanggar % ~.Disamping itu penulis tidak sependapat apabila
dikatakan bahwa dengan) Putusan Mahkamah Konstitusi Penjelasan Pasal 55
ayat (2) UU Perbankan Syariah yang berisikan choice of forum seluruhnya

221 | jhat tulisan-tulisan: Abdurrahman Rahim, Analisis Hukum Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi N0.93/Puu-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama)
dalam tulisan ini cukup kritis dengan menyimpulkan: pertama, Penjelasan Pasal 55 ayat (2)
tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat namun Pasal 55 ayat (2) tetap mengikat;
kedua, semua choice of forum pada Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dianggap melanggar
konstitusi dan tidak mengikat lagi; Ahmad Z. Anam, Pengadilan Agama Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012; Muhammad Igbal, Implikasi Hukum
Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012, namun Ketiga tulisan ini
senada menyimpulkan bahwa tanpa terkecuali Peradilan Agama sebagai satu-satunya
lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, tidak
ada lagi choice of forum.
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dianggap bertentangan dengan konstitusi, mengingat di sana terdapat pilihan
penyelesaian secara non-litigasi yakni musyawarah, mediasi perbankan dan
arbitrase; ketiga pilihan penyelesaian ini menurut penulis tidak satupun
bertentangan dengan konstitusi tapi justru sesuai konstitusi. Namun bila
pilihan penyelesaian litigasi melalui peradilan umum, wajar bila divonis
bertentangan dengan konstitusi karena dalam konteks Pasal 55 ini sudah ada
disebutkan dalam ayat (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dalam
pengertian secara litigasi, apabila ada pilihan terhadap peradilan umum maka
akan menjadi dualisme penyelesaian secara litigasi karena menyangkut
kewenangan dua sistem peradilan yang jelas bisa menimbulkan ketidak
pastian hukum, karenanya adalah logis pilihan adanya peradilan umum bisa

litigasi telah diatur oleh Pasal 55 ayat (1). angka iap warga Negara

Indonesia berhak secara konstitusional me an-kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di~hadapa ang diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 194 orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan an hukum. ya gad|l serta
perlakuan yang sama di hadapan hv [ akademis penulis harus
mengatakan bahwa Kepu imah. Konsti ang mengatakan
bahwa choice of forum ) kat secara hukum adalah
keputusan yang justrube ,

Pendapat penulis ngketa perbankan syariah
diselesaikan oleh pera rupakan kompetensi absolute
peradilan agama- te at oleh kenyataan empirik sebagaimana
hasil pen I|' mad Azha Lathif - tahun 2015 yang menyatakan

pada umunya-P r| pasca keputusan Mahkamah Konstitusi,
sengketa perbanka izﬁi\dengan alasan “tidak mempunyai kompetensi
untuk memeriksa%\sﬁn kara yang diajukan”, sebagaimana terlihat dari
sebagain hasil penelitian yang disajikan dalam tabel berikut ini. %%

222 Ahmad Azharuddin Lathif, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Jakarta:
OJK & DSN-MUI, Sertifikasi DPS Perusahaan Permbiayaan Syariah Level 1 Angkatan 1
Tahun 2015, 4-6 Mei 2015).
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Tabel 6. Review Yurisprudensi.
RINGKASAN HASIL REVIEW YURISPRUDENSI PA/PN/PTA/MA

No | Jenis Sengketa Jmlh Hasil Akhir
1 LKS merugikan 8 Sengketa yang diajukan ke PN (7) ditolak karena
konsumen masuk kompetensi absolut PA. Satu sengketa
a. Klausula diajukan ke PA, ditolak karena persoalan
Kontrak kompetensi relatif

b. Ganti Rugi Yang
terlalu besar

2 | Wanprestasi 2 Pihak Bank di menangkan dalam satu sengketa di
PA, satu sengketa lain diputus batal demi hukum
karena akad murabahah yg tidak ada barangnya

3 Gugatan nasabah 3 1 sengketa di PA ditolak persoalan kompetensi
hasil lelang absolut
jaminan/agunan 1 sengketa di selesaikandi
batal demi hukum-t
1 putusan dibatdlkan

arnah, hasil akhir
iti isa. dieksekusi
tidak
isa tunggakan

rb
ngan

melalui medmﬁ%\g istila
bungasg\lﬁKp 0 ‘
erlind
S
n\mMus

Sumber: Ahmad Azharuddin Lathi

Sesuai hasil penelitia
ini menunjukkan ba

u
4 | Perbuatan Melawan | 2 Men a%%%eﬁdm
Hukum Pengalihan.risi a ak dalam
e S
Wa. P
e

tabel diatas, fenomena
lah menghormati dan
or 93/Puu-X/2012, yang
mbaga “keuangan syariah dengan alasan
e Peradilan Agama.

fenomena juridis— muncul sejalan dengan kehadiran UU Perbankan
Syariah dan terbitnya) ilasi Hukum Ekonomi Syariah melalui Peraturan
Mahkamah Agun?;L/o.OZ Tahun 2008, dan ini erat kaitannya dengan
penyelesaian sengketa perbankan syaraiah. Pada bulan Juli tahun 2008
disyahkannya UU Perbankan Syariah yang merumuskan “prinsip syariah”
adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa
lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah. Pada
Penjelasan pasal 2 menguraikan bahwa Prinsip Syariah adalah kegiatan
usaha yang tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, haram , atau
zalim.

Peraturan Bank Indonesia (PBI No0.11/33/PBI/2009) menyatakan Prinsip
Syariah adalah prinsip hukum Islam di bidang perbankan syariah yang
tertuang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama
Indonesia. Jadi prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah
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berdasarkan fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama
Indonesia. Sesungguhnya menurut pasal 26 UU Perbankan Syariah Fatwa
DSN MUI itu wajib dituangkan dalam peraturan yang diterbitkan Bank
Indonesia yang disusun oleh Komite Perbankan Syariah, peraturan yang
diterbitkan Bank Indonesia inilah yang menjadi rujukan dan pedoman bagi
kegiatan usaha perbankan syariah termasuk apabila terjadi sengketa dalam
kegiatan perbankan syariah.

Setelah kelahiran UU Perbankan Syariah pada bulan Juli 2008, kemudian
pada bulan September 2008 Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan
MA-RI No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan
dalam Pasal 1 peraturan tersebut ditetapkan bahwa hakim peradilan agama
mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum

benar.
Fenomena diatas menunjukkan 2
Syariah lahir pada bulan Juli tahun 20

an prinsip syariah
3-yang dikeluarkan
sia (DSN-MUI) di sini
karena fatwa harus
g | Wk “Indonesia untuk  dipatuhi
perbankan syariah dalam kegiatan anya; 7" sedangkan Peraturan MA-RI

bagi kegiatan perbankan
oleh Dewan Syariah Ng

menjadikan Kompilasi Syariah (KHES) sebagai pedoman
prinsip sya riah, S0\ o
Idealn teknis -undangan, aturan yang lebih rendah

tidak boleh berte an deh n aturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini
KHES sebagai bagi raturan” Mahkamah Agung, sewajarnya tidak
boleh bertentanga% pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah.
Dikarenakan: ~ UUPerbankan Syariah yang lebih tinggi kedudukan
hukumnya dan lahir lebih dahulu daripada Peraturan Mahkamah Agung
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;?** UU Perbankan Syariah telah
lebih dahulu menunjuk fatwa sebagai sumber hukum untuk dibuatkan
peraturannya oleh Bank Indonesia dan peraturan yang dibuat oleh Bank
Indonesia ini bisa disebut sebagai hukum materil karena dilakukan atas dasar
perintah undang-undang. Secara  juridis patut dipertanyakan apakah
Mahkamah Agung juga punya kewenangan menerbitkan suatu peraturan

223 |_jhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26.
24 |jhat UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Pasal 7 mengenai Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
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yang merupakan “hukum materil” mengingat lembaga ini adalah merupakan
lembaga yudikatif atau lembaga “penegakan hukum formil”. Lagipula secara
tegas Mahkamah Agung sendiri mengatakan bahwa KHES itu adalah
“pedoman” bagi para hakim, bukan “hukum materil”. Oleh karena itu KHES
kedudukannya sama halnya dengan suatu “bacaan” sebagai bahan
pertimbangan hakim dalam menemukan hukum.

Selanjutnya dengan memeriksa kumpulan Fatwa sebagai “sumber
hukum” bagi Bank Indonesia dalam menyusun peraturan; dan KHES sebagai
pedoman bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah, dapat diketahui
beberapa hal yang membedakannya:

Pertama, terdapat perbedaan mendasar bahwa dalam KHES tidak ada
menyebutkan dalil-dalil hukum bagi suatu transaksi atau suatu masalah;
sedangkan Fatwa dengan jelas menyampaikan dalil-dalil hukum al-Quran

suatu transaksi atau suatu masalah;
Kedua, pada KHES terdapat ketentus - bersifat umum
al, A Akad, Rukun,

jariah lainnya, karena KHES
sedangkan Fatwa bersifat tidak

Keempat, KHES— _peraturan yang diakui keberadaannya oleh
hukum tapi tidak%u yai kekuatan hukum mengikat, karena tidak
diperintahkan undang-undang; sedangkan Fatwa sebagai sumber hukum bagi
Bank Indonesia menyusun peraturan produk perbankan syariah diakui
keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena
diperinZtZ%hkan oleh UU Perbankan Syariah yang status hukumnya lebih
tinggi.

ak

2 Lihat UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Pasal 8: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
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Lagipula memperhatikan sejarah penyusunan dan pembentukannya,
KHES adalah hasil karya dari suatu Tim yang disiapkan oleh Mahkamah
Agung, yang sebelumnya telah mengirimkan Tim untuk berguru atau belajar
ke Negara Turki dan Saudi Arabia (Timur Tengah) serta studi banding ke
Kairo,Sudan, Pakistan, Malaysia, dan London, dan proses pelatihan bagi
hakim peradilan agama dikatakan masih berlangsung di Riyadh hingga tahun
2014-2015, demikian diungkapkan pezjabat Mahkamah Agung dalam salah
satu seminar di Kampus IBFI Trisakti;**® sedangkan menurut UU Perbankan
Syariah Fatwa dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah % yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI)
yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu ‘ama, dan cendekiawan
Muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah
lembaga paling berkompeten bagi pemecahan da j

telah menda?at kepercayaan penuh, bai i \Mma kat. maupun dari

pemerintah.??® Dengan demikian fat :
\Q

pemikiran para ulama, zu ‘ama dan ¢
\:» kembangan dan

ang berada
dalam wadah Dewan Syariah Na
dikeluarkan dalam rangka mente
tuntutan bisnis berdasarkan<prinsi

\ hasrat masyarakat
melaksanakan kegiatan esuak ajaran Islam. Adapun
KHES tidak memp 1g> mengikat karena lebih
berfungsi sebagai peradilan agama dalam
menyelesaikan dan men

Dengan <fakta_da \ dis ini, menurut penulis para hakim
peradilan( a harus menj an. Peraturan Bank Indonesia yang
bersumber\F ain Hukum Materil dan sebagai pedoman dalam

ta perbankan syariah, tanpa mengurangi kewajiban
para hakim meng menemukan hukum dari berbagai sumber (bacaan)
untuk menjamin pttusanyang adil dan benar.

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala
Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

?2°Abdul Ghani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama,
dalam Seminar “Perlu atau Tidakkah Standarisasi Akad di Lembaga Keuangan Syariah
dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syariah?”. (Jakarta: Kampus IBFI Trisaksi, 20
Nopember 2014)

227 |_jhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12.

228 Majelis Ulama Indonesia, Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 18.
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Demikianlah hasil penelitian penulis mengenai beberapa fenomena
hukum yang ada dan fakta juridis disekitar corporate governance bank
syariah. Untuk melengkapi hal ini, berikutnya penulis akan menyampaikan
hasil-hasil penelitian mengungkapkan hal-hal lain apa saja selain materi
dalam bab ini, yang perlu mendapat perhatian dalam upaya serius menuju
suatu corporate governance syariah yang berbasis al-Quran dan Hadis serta
ajaran Islam.

4. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Dalam UU Perbankan Syariah dimungkinkan penyelesaian sengketa
dilakukan para pihak selain melalui peradilan agama, tapi dapat pula
dimintakan penyelesaiannya kepada badan arbitrase salah satunya dikenal

Pasal 55 ayat (2) tidak mempunya
penyelesalan melalui BAS

bertentangan denga
penyelesaian melalui. a
apakah penyelesaian “se

lalui peradilan agama saja ?
§ plikasi keputusan Mahkamah

keadilan dalam engketa learenakan tanpa penjelasan resmi
pihak Mahkamah- i apabila ditafsirkan secara gramatikal maka isi
keputusan itu ad rti apa yang jelas secara tertulis pada dictum

keputusan. J/\ )
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BAB V
MENUJU CORPORATE GOVERNANCE SYARIAH

Dalam bab ini penulis menyampaikan hasil penelitian mengenai beberapa
hal sekitar konsep ideal peraturan corporate governance syariah, yang
dimulai dengan pemahaman tentang apa yang disebut sebagai corporate
governance syariah, asas-asas yang bersumber ajaran Islam, apa yang
menjadi tujuan bagi suatu corporate governance syariah, budaya perusahaan
yang berdasar Islam, dan fraud berikut solusinya agar tidak terjadi pada
perbankan syariah. Analisa dan pembahasan dilakukan dalam kajian yuridis,
atas dasar fenomena dan data hukum yang terdapat pada peraturan corporate
governance bagi perbankan syariah yang diterbitkan-Bank Indonesia.

A. Memahami Corporate Governance Syariah
1. Menemukan Rumusan Definisi

Hasil penelitian dan penulusura mengenai

corporate governance syariah terdap h Islamic
Finance Services Board atau IFSBdi me a menjadi salah
satu anggotanya, pada bulan “Iv 3 ) empunyai draft yang
dipresentasikan pada IDB es \di oleh Madzlan
Mohamad Hussain telah<ny prporate governance,
yakni seperangkat hubunga 3 na rusahaan, dewan direksi,
pemegang saham da 13 : an. lainnya yang menyediakan

struktur di mana: (i)

baga k‘"eﬁangan Islam sejajar sejauh mungkin,
dengan kepentinge
yang tepat untukg%
syariah dan manajemen untuk mencapai tujuan yang berada dalam
sehingga mendorong Islamic financial institution menggunakan sumber daya
Sebagai tambahan, Madzlan Mohamad Hussain ini  pernah

e

serkat pengaturan organisasi di mana

mba
a\aemangku kepentingan; (ii) pemberian insentif
an perusahaan seperti direksi, dewan pengawas
kepentingan stakeholders dan memfasilitasi monitoring yang efektif,
yang lebih efisien; dan (iii) sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah

Islam. *

menyampaikan sebelumnya tahun 2005 pada kesempatan presentasi pada
forum MENA-OECD Initiative on Governance and Investement Working

'Madzlan Mohamad Hussain, “Guiding Principles on Corporate Governance of
Institutions Offering Islamic Financial Services (“IIFS”): An Insight of the Exposure Draft.”
The Islamic Financial Services Board (IFSB), IDB Lecture Series (23 May 2006).
www.ifsb.org (Akses 8 Juni 2014).
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Group 5 di Amman Jordan, diantaranya menyatakan alasan pentingnya
corporate governance yakni (i) konsep akuntabilitas kepada Allah dan orang
lain dan etika jasa keuangan Islam diatur dalam kontrak tapi pada akhirnya
adalah akuntabilitas kepada Allah, (ii) diantara pedoman etika dalam al-
Quran adalah: Kejujuran memenuhi setiap kontrak; larangan mengkhianati
apapun yang dipercayakan; larangan terhadap penghasilan dari penipuan,
ketidak jujuran atau fraud ; larangan suap untuk suatu keuntungan yang tidak
fair; larangan menyembunyikan bukti misal guna manipulasi harga, (iii) jasa
keuangan Islam harus memenuhi kewajiban kepada stakeholders dalam batas
yang dibenarkan shri“ah. 2

Kemudian pada bulan Desember 2006 IFSB menyampaikan pedoman
prinsip corporate governance dengan membagi kepada 4 (empat) bagian,
yakni: pertama pendekatan tata keIoIa lemba

aturan syariah dan prinsip-prinsip
pelaporan keuangan.® Adapun definisi

gaturan kelembagaan dan
angan Islam bahwa ada

Systems yakni:
organisasi melalui

pengawasan independ ang-efektif te 0 kepatuhan syariah atas setiap
struktur dan<proses i penerbitan pernyataan/resolusi syariah
yang relé nformasi pernyataan/resolusi syariah
tersebut untt

i p goperasian lembaga keuangan yang memantau
ada setiap tlngkatan operasional dan transaksi; ketiga,

review atau audit a\kepatuhan syariah untuk memverifikasi bahwa
kepatuhan syana?‘%ejL emuaskan; keempat, audit tahunan kepatuhan
syariah untuk memverifikasi bahwa audit internal telah tepat dilakukan dan
temuan telah dicatat dewan pengawas syariah. * Perlu diketahui bahwa

2 Madzlan Mohamad Hussain, “Corporate Governance of Institutions Offering
Islamic Financial Services (“IIFS”): An Insight of the Islamic Financial Services Board’s
Initiative.” The Islamic Financial Services Board (IFSB), MENA-OECD Initiative on
Governance and Investement Working Group 5, Amman, Jordan (14 February 2005).
www.ifsb.org (Akses 8 Juni 2014).

® The Islamic Financial Services Board (IFSB), “Guiding Principles on Corporate
Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services. Excluding Islamic
Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds.” The Islamic Financial Services
Board (IFSB) (Desember 2006). www.ifsb.org (Akses 8 Juni 2014).

* The Islamic Financial Services Board (IFSB), “Guiding Principles on Shariah
Governance Sistims for Institutions offering Islamic Financial Services.” The Islamic
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Shariah Governance System ini mencakup lembaga jasa keuangan Islam,
lembaga skema investasi kolektif Islam, dan lembaga asuransi takaful.
Terlihat dari kinerja IFSB bahwa corporate governance dalam perspektif
Islam secara intens mendapat perhatian serius, dibuktikan dengan konsep-
konsep yang terus mengalami penyempurnaan dan berkembang dari tahun ke
tahun, dan itu tampaknya masih akan terus bergulir sehingga akan mencapai
suatu standar yang diberlakukan bagi seluruh lembaga keuangan Islam di
dunia.

Setelah melihat pemahaman corporate governance oleh IFSB diatas,
jelas berbeda dengan apa yang dirumuskan Zulkifli Hasan pada tahun 2009
mengatakan, pengertian corporate governance dipahamkan oleh Islam
menggabungkan unsur Tawhid, Shura (musyawarah), aturan Shari’at dan
mempertahankan tujuan pribadi tanpa mengabaikan. tugas tanggung jawab
kesejahteraan sosial. > ~

Perbedaan diantara kedua definisi ini dapat dijelaska ywa IFSB lebih
menekankan kepada: pertama hubunga antara ‘org usahaan —
pemegang saham — manejemen : a tujuan
perusahaan dan mekanisme pencapa i [ an berbagai
kepentingan internal dan ekste : Us \Sesuai aturan dan
prinsip syariah. Sedangka \ Hasan y-secara sederhana
menekankan: pertama landa: ahaan adalah kombinasi
tawhid, shura (musya (thablu min Allah); kedua

pencapaian tujuan pribadi tanpa. melupakan tanggung jawab sosial (hablu
min al- nas)

l\j'érsifat umum, sedangkan yang
[ sus begitupun Dato™ Shahran,
g an akan menjadl rumusan yang lebih

Dalam berba
kalimat “hubungg§‘3 berbagal pihak” yang dlmungklnkan meliputi:
antar shareholder terutama mayoritas dengan minoritas, shareholder dengan
direksi, shareholder dengan komisaris, shareholder dengan stakeholder,
direksi dengan komisaris, antar direksi, direksi dengan manajemen, direksi
atau komisaris dengan perusahaan, direksi dan komisaris dengan rapat umum
pemegang saham, dan stakeholder dengan perusahaan dalam konteks
struktur — prosedur — dan mekanisme. Hubungan berbagai pihak ini
menunjukkan organ perusahaan dengan para pemangku kepentingan

Financial Services Board (IFSB): ISBN: 978-983-44579-5-2 (December 2009).
www.ifsb.org (Akses 25 September 2014).

® Zulkifli Hasan, “Corporate Governance : Western and Islamic Perspectives.”
International Review of Business Research Papers Vol.5 No. 1 (January 2009): 277-293.
www.bizresearchpapers.com. (Akses 26 Mei 2014).
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perusahaan dalam keadaan bergerak, inilah yang merupakan ciri khas dari
suatu corporate governance.

Pemahaman mengenai corporate governance di atas, adalah pemahaman
para peneliti dan tampaknya masih mencari bentuk yang ideal. Hal ini cukup
beralasan, manakala kita periksa ke dalam ajaran Islam istilah tata kelola
perusahaan atau corporate governance memang belum dikenal dalam fikih
muamalah rumusannya, dikarenakan corporate governance di dunia barat
sendiri baru dikenal pada awal tahun 1930-an atau pada akhir abad ke-20
Masehi atau abad ke-14 hijriah. Sekalipun tidak bisa dibantah bahwa prinsip-
prinsip pengelolaan usaha yang Islami telah diletakkan sedemikian rupa oleh
Nabi Muhammad SAW, mendapat tempat istimewa dalam berbagai kajian
muamalah oleh para Imam Mazhab dan para Ulama, diantaranya misalnya

' am bahasan transaksi

muamalah, karena dalam ajaran Islam transak
tidak hanya sekedar berdimensi kemanusiaa

tapi._juga dimensi
ketuhanan dan ibadah. Hal ini sejala i

D iran yang
aul Hoque

Memperhatikan perkemba endapat para penelitibdi Malaysia diatas,
menarik untuk disampaikan pula a pada-era yang sama Malaysia telah
memiliki the Shariah<Ad il of B gara Malaysia (disingkat

SAC ini bila di Indongsia disama gan kehadiran Dewan Syariah
Nasional Majelis. Ul donesia dibentuk Majelis Ulama Indonesia
pada tahun elanj 3, Ba gara Malaysia menerbitkan Shariah
Governance' r Islamic Financial Institutions (disingkat SGF)

secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, yakni
s?ari,ah dan takaful Malaysia.” Dijelaskan pula oleh
Hurriyah El Islan@g;g is syariah oleh CIMB mematuhi prinsip syariah
sebagai parameter g dipedomani dalam setiap aktifitas pada seluruh
segmen bisnis. Bisnis syariah CIMB ini berpedoman kepada syariah
governance yang meliputi: Shariah Fundamental Governance berdasar
konsep al-Quran dan Hadits serta aturan muamalah; Regulatory Governance
yakni pelaksanaan SGF yang diatur oleh BNM dan Shariah Committee (SC)
dari waktu ke waktu; dan Institutional Shariah Governance yang menetukan

yang diberlakuk
pedoman bagi per

® Masudul Alam Choudhury dan Mohammad Ziaul Hoque, “Corporate
Governance in Islamic Perspective.” Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1472-07,
VOL. 6 NO. 2 (2006): 116-128). www.emeraldinsight.com. (Akses Juli 2014)..

" Hurriyah El Islamy, Shariah Governance Framework dalam Focus Group
Discussion “Enhancing Sharia Governance in Islamic Financial Services Industri” (Jakarta:

OJK, 12 Mei 2015).
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kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.®Tampaknya apa yang diterapkan
oleh CIMB Islamic Malaysia sudah mengakomodir berbagai pendapat dan
hasil penelitian para peneliti di Negara tersebut, dan kejelasan detilnya
disampaikan pada paragraph berikutnya.

2. Corporate Governance Syariah Dalam Dinamika

Untuk memahami corporate governance antara lain dengan mencari
referensi dari berbagai sumber baik dari peraturan di dalam negeri maupun
organisasi yang terkenal di luar negeri, yang memberikan mengenai
pengertian apa sebenarnya yang dimaksud dengan Good Corporate
Governance. Dari UU Perseroan Terbatas dan UU Perbankan Syariah baik di
dalam pasal-pasal maupun Penjelasan resminya tidak ditemukan pengertian
ataupun definisi Good Corporate Governance fermasuk corporate
governance syariah, padahal dengan suatu de i gkas pembaca

[ansi uatu topic.

na Kebijakan
Governance. ° Berpijak kepa leh dari hasil
wawancara ini, penulis kemudian elt an-akhir aru menemukan

suatu corporate governa
dinamika. Dari
penulis nf
sekarang

ariah a omentar yang penuh dengan
an. Direktur Kepatuhan Bank A Syariah
dwaban. yang cukup menarik: Justru yang dilakukan
murni,~secard filosofis Islam ada 3 pilar: Agidah,
iah /Apa.yang dikerjakan bidang ekonomi adalah bagian
dari figh karena dalgh onteks muamalah kita tidak bicara mengenai iman,
moral, intinya a%' n dan moral akan men-support disisi bisnis
ekonominya tapi tidak Jmenjadi suatu persyaratan utama, kenapa begitu
karena Nabi sendiri tidak melarang berdagang dengan orang Yahudi. Apakah
orang-orang yang berdagang barang-barang tadi harus Islam dulu harus
muslim dulu kan tidak, karena Kita tidak bicara soal agidah bila agidah ya
lakum dinukum waliyadin, jadi agidah tidak masuk dalam konteks ekonomi
yang kita bahas, justru DSN MUI lebih strike kepada apa yang mesti terjadi
tidak mencampuri ke wilayah iman dan moralnya, tapi itu sebagai

® Hurriyah El Islamy, Shariah Governance Framework dalam Focus Group
Discussion “Enhancing Sharia Governance in Islamic Financial Services Industri” (Jakarta:
OJK, 12 Mei 2015).

° M.Nasirwan Ilyas, Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas
Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015)
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supporting saja dalam berdagang. Intinya pada waktu kita bicara syar’i nya
ini adalah urusan muamalah, muamalah diatur 2 hal sesuai syariah yakni
semua boleh didagangkan kecuali 4 (babi, khamar, darah, bangkai) dan
semua boleh di konsumsi kecuali 4. Contohnya apabila seseorang
mempunyai usaha dan sebagian kecil dari usahanya adalah berternak babi,
maka Bank kami tidak akan membiayai usaha tersebut secara moral, tapi
secara figh tidak begitu apabila bisa dipisahkan antara bisnis babi dengan
bisnis yang lain bisa dipisah secara akunting yang bisa dipertanggung
jawabkan maka tetap boleh dibiayai usaha tersebut. Prinsipnya pada waktu
kita bicara figh muamalah ya semuanya boleh, figh ada 2 yaitu ibadah dan
muamalah, pada waktu bicara figh ibadah semua dilarang kecuali yang ada
contohnya, tapi waktu bicara figh muamalah semua-boleh dijual dan semua
boleh dimakan kecuali yang jelas dilarang. Yang sering-didiskusikan dengan

DPS siapa bilang harus orang Islam, yan \ a~memahami prinsip
syariah dan teruji jadi kalau ada pastur ya i

Akidah.  Jadi yang
bukan NU atau
. Apa yang dilakukan
I sebelum memulai

tapi DSN tegas yakn|
dipedomani  bank sy

Direktur Kepatuhan bank ini
| masuk dalam Ilngkup fikih atau

moral hanya seb
pelaku ekonomi d cara akldah bahkan d| peraturan perundang-
undangan untuk ja%a Pengawas Syariah tidak disyaratkan harus orang
Islam, yang penting dia memahami prinsip syariah dan teruji, jadi kalau ada
pastur yang berminat maka tidak ada larangan selama ia lulus di DSN dan
OJK. Dengan kata lain pendapat ini menolak prinsip-prinsip ajaran Islam
masuk dan melengkapi corporate governance bank syariah, yang penting
baginya pada bank syariah itu sudah tercipta budaya islami dan itu sudah
cukup memadai.

Sedangkan pihak OJK sendiri dalam wawancara terpecah kepada 2
(dua) pendapat. Pendapat pertama M.Nasirwan llyas mengatakan: Kita
berangkat dari hal-hal yang mendasar yakni sistem perbankan syariah

' Bank A Syariah, Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah
(Jakarta: Bank A Syariah, 4 Februari 2015).
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pengaturan perbankan syariah, dianut prinsip bahwa aturan-aturan yang
berlaku di bank konvensional dapat diadopsi dan sesuai pengaturannya bagi
bank syariah, tapi bisa juga ada penambahan untuk bank syariah. GCG
syariah merupakan aturan GCG konvensional + prinsip2 khusus terkait aspek
ke-syariah-an jadilah itu menjadi GCG syariah, dipandu dengan standar yang
disusun oleh IFSB (Islamic Financial Service Board) yang ada standar terkait
CG bank syariah. Ada dua prinsip dasar yang membedakan: GCG syariah
dengan Konvensional, dua hal perlu beda yang lain sama, misalnya komite
audit dan komite nominasi sama harus ada, tapi prinsip-prinsip GCG
konvensional sebenarnya sudah Islamic tidak ada yang bertentangan.
Pertama secara struktur bank punya DPS seperti Polisi di bank yang idealnya
bisa semprit direksi bila ada penyimpangan dalam-pelaklsanaan akad, jadi
bank syariah harus comply dengan syariah ma -hal yang berkaitan
dengan perlindungan nasabah dan memastika iah i

yang ahli syariah ini terkait dengan. st . 3
kita kemudian mendorong<hank unt tembuat kade etik internal, juga
YOI nis  etika, kultur atau

sendiri dalam suatu

prilaku keseharian manajemen-m a~Jelaki dan wanita tidak boleh
; ini diatur dalam aturan internal

manajemen, n berpakaian; bahkan BCA syariah yang banyak

karyawannya etni ada aturan internal mengenai kode etik dan norma-
— ) S -/

norma - dasa menjalankan norma-norma dasar Islam dalam

\yang seperti itu dalam ketentuan GCG kita hanya
norma dasarnya a% n oleh otoritas agar mereka membuat corporate
culture masing-masing,) ini dimandatkan kepada mereka tapi kita tidak
mengatur bagaimana detilnya atau secara teknis. ™' Pendapat ini pada
dasarnya ingin mengatakan corporate governance bank syariah adalah
corporate governance bank konvensional ditambah atau dilengkapi dengan
prinsip-prinsip khusus terkait aspek ke-syariah-an jadilah itu menjadi
corporate governance syariah, artinya bukan governance syariah secara
khusus. Sebab corporate governance yang sekarang dianggap tidak
bertentangan dengan syariah, jadi secara regulasi regulator (OJK) cukup
meletakkan dasar-dasarnya dan mendorong suatu bank syariah yang

menjalankan operas'K8

1 M.Nasirwan Ilyas, Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas
Jasa Keuangan (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 25 Ferbruari 2015).
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memformulasikan dan mendetailkan corporate culture islami untuk
diberlakukan pada bank tersebut.

Sedangkan pendapat kedua disampaikan oleh bapak R.Eko Irianto yang
mengatakan: Karena memang tidak mudah misalnya masalah tauhid pada
GCG, ada struktur dan proses nah mengatur prosesnya itu bagaimana
masalah tauhid itu, kita tidak menutup kemungkinan. Value tauhid
bagaimana bisa masuk dalam struktur dan proses ini kan sulit, yang penting
dalam prakteknya dan ada reward and punishment-nya. GCG itu banyak
value yang kita ingin masukkan nah salah satu value misalnya tauhid berarti
kita harus memikirkan bagaimana kira-kira seperti apa memasukkan tauhid
tadi dalam struktur dan di dalam proses atau output, saya melihatnya bisnis
ini kita tidak menutup bahwa bisnis eksklusif hanya-untuk orang Islam, kalau
sepetti itu kan susah mengatur tauhid dalam GCG, kita hanya bisa bilang
cukup normative saja silahkan diatur sendiri-—P aannya: apakah GCG

kedua ini mendukung pendapat pertan an)\ le senderung  untuk
mengatakan bahwa nilai-nilai corporate govetn 'yang ada‘sekarang ini

\ hila- b ak ditat bahkan maka
>\x a \da dktur  dan proses
Ua 1 dak perlu adanya

sehingga dianggap sudah cuku
akan mengalami kesulita

Pendapat berikutnya “datang. da ha\%p Nk
bank yang telah berdiri sejak tanggal 8 September 1999. Bank Syariah ini
¢ psyariah jauh lebih dulu ada dari

w/ Kebera \ Or

ility, profesional dan fairness sudah jauh lebih dulu
insip ~prinsip~ syariah. Prinsip-prinsip syariah lebih
sempurna ketim sibp,rjnsip GCG yang dikembangkan oleh manusia.
BSM sebagai insti%\K nkan syariah mutlak harus melaksanakan prinsip
prinsip syariah dalam-kegiatan operasionalanya, oleh karena itu sebenarnya
BSM sudah menerapkan GCG sebelum adanya PBI No.11/33/PBI/2009
tentang GCG bagi BUS dan UUS. Namun karena BSM sebagai institusi
perbankan syariah maka harus tunduk kepada regulator dalam hal ini Bank
Indonesia dll, untuk itu BSM harus menerapkan PBI peraturannya
No0.11/33/PBI/2009 tentang GCG bagu BUS dan UUS. Jadi bukan prinsip
Syariah dilengkapi oleh prinsip prinsip GCG, melainkan pelaksanaan GCG
di BSM sebagai wujud kepatuhan BSM tehadap aturan yang dibuat oleh

diajarkan dalam

2 R.Eko Irianto, Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas
Jasa Keuangan (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 25 Februari 2015).
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regulator.™® Jawaban ini berdasarkan fakta sejarah sejak berdirinya BSM,
bahwa pada tahun 1999 belum ada regulasi berupa undang-undang maupun
peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang corporate governance baik
untuk bank konvensional apalagi terhadap bank syariah di Indonesia, karena
pendirian bank syariah baru dibuka kerannya sejak UU No. 10 tahun 1998
tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberi
peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system),
bank ini mengikuti naluri sebagai bank syariah secara jelas menunjukkan
kepribadiannya dengan memberlakukan secara otomatis nilai-nilai syariah
dan hal-hal yang merupakan kepatuhan syariah atau syariah compliance,
setelah mereka secara internal menciptakan culture islami barulah datang
aturan corporate governance secara umum dan kemudian disusul lagi pasca

UU Perbankan Syariah adanya aturan corpo governance bagi bank
syariah membuat pihak BSM tidak gamang-d sudah familiar
dengan nilai-nilai Islam yang telah memb da BSM sehingga
pihak BSM berani mengklaim: Pri sempurna

ketimbang prinsip prinsip GCG yang. dikemba N oleh. manusia. BSM

prinsip syariah dalam kegiatan
mendukung pendapat yang. din

mengatakan CG K vensional mengandung nilai- n|Ia| atau tidak
bertentangan den ilai-nilai Islam adalah dapat dibenarkan, namun
menurut penulis G%d berasal dari konvensional tumbuh dari kelaziman
bisnis maka jiwa “dan kepribadian nilai-nilai Islam belum muncul
kepermukaan, bahkan bisa dikatakan bahwa corporate governance bagi bank
syariah yang diatur oleh Bank Indonesia sama sekali tidak menjadikan al-
Quran dan Hadis sebagai landasan dan nilai-nilai ajaran Islam sebagai
rujukan. Padahal selain UU Perbankan Syariah telah merujuk kepada al-
Quran dan Hadits, pemerintah melalui Komite Nasional Kebijakan
Governance yang berada di bawah Menko Perekonomian telah menerbitkan
Pedoman Umum Corporate Governance Bisnis Syariah tahun 2011, dan

B Rina Maylina, Wawancara dengan Divisi Kepatuhan Bank Syariah Mandiri
(Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 5 Februari 2015).

Y Rina Maylina, Wawancara dengan Divisi Kepatuhan Bank Syariah Mandiri
(Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 5 Februari 2015).
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pedoman ini jelas telah menunjukkan jiwa dan kepribadian nilai-nilai Islam
yang berlandaskan al-Quran dan Hadis.

Dari sejarah penerapan corporate governance oleh badan hukum atau
badan usaha di Indonesia, kita ketahui sejak semula di awal-awal tahun
2000-an dunia usaha telah menjadikan produk Komite Nasional Kebijakan
Governance atau yang semula bernama Komite Nasional Kebijakan
Corporate Governance sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan
dokumen dan aturan Good Corporate Governance . Kalaupun pernah terjadi
wacana maka hal itu adalah wajar terjadi sebelum KNKG mengeluarkan
Pedoman Umum Corporate Governance Bisnis Syariah tahun 2011, atau
kalau hingga kini masih ada yang menjadikannya sebagai wacana maka hal
itu semata-mata karena lalai tidak menyadari~ bahwa KNKG telah

menerbitkan suatu pedoman bagi corporate gove bisnis syariah dan
Negara tetangga telah ada yang menerapkan-syaria ernance. Dengan
kondisi ini menurut penulis corporate g 3 Syaria ak lagi sebatas

wacana tapi sudah final, tinggal menunggu.mc ang't apan saatnya

Corporate Governance Bisnis S overnance
yang telah diterapkan di Negara : ini cukup wajar
dengan rentang waktu sejak a A erbanka artah tahun 2008 atau
PBI 11/33/PBI/2009 yang nance bagi bank syariah
dan UUS hingga sampa nelakukan suatu evaluasi
bahkan perubahan aian-penyesuaian dengan
adanya KNKG menerb orporate Governance Bisnis
Syariah tah

Komite( N%o% ernance dalam salah satu dokumen
corporate \gow a isusun dan diterbitkan tahun 2011 yakni
Pedoman Umum Corporate, Governance Bisnis Syariah tidak menyatakan
secara eksplisit da \entang pengertian corporate governance syariah,
namun secara pan% r menyampaikan uraian yang signifikan tentang
corporate governance. dalam pandangan ajaran Islam dalam 10 (sepuluh)
butir. Berdasarkan hal ini penulis mencoba mengambil butir-butir
pemahaman corporate governance bisnis syariah tersebut dengan
merangkumnya menjadi 3 (tiga) butir sebagai berikut:
pertama, asas dan aspek-aspek lain Good Corporate Governance syariah
mempunyai landasan dalam al-Quran dan Hadis, bisnis syariah sebagai
pengejewantahan ajaran Islam yang rahmatan Ilil alamin merupakan
keniscayaan yang bersifat universal, lagipula dalam bisnis syariah,
kepemilikan, pemanfaatan dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh
siapapun tanpa sekat agama, kepercayaan, ras, suku dan bahasa;
kedua, bisnis syariah merupakan bagian dari peran manusia sebagai khalifah
dalam rangka memakmurkan bumi sebagai manifestasi ibadah kepada Allah
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Swt Dberasaskan ketakwaan berdimensi spiritual, dengan tetap menjaga
keseimbangan dan keharmonisan semesta dengan berprilaku akhlaq al
karimah berdimensi etika operasional dalam setiap aspek dan kegiatan usaha
secara komprehensif, mencakup seluruh kepentingan stakeholder dan
lingkungan sekitar, dengan kegiatan bisnis berdimensi demikian itu
bertujuan menciptakan dan memelihara kemaslahatan dan kebaikan secara
totalitas bagi stakeholder dan masyarakat pada umumnya.

ketiga, manusia sebagai pelaku bisnis syariah secara kodrat tidak terlepas
dari kecenderungan untuk berperilaku baik dan buruk, bisnis yang lahir dari
budaya governance bisnis syariah yang baik akan menciptakan iklim usaha
sehat dan berkesinambungan dengan terwujudnya disiplin pasar (market
discipline), sebagai salah satu manifestasi ibadah dan/atau amal shalih yang

as spiritual dan
gan perilaku

Pedoman Umum Corporate
) oleh Komite Nasional
Kenijakan Governance KG), 'di Malaysia oleh Bank Negara Malaysia

: 3 efektif tanggal 1 Januari 2011 apa yang

Untuk “diket

an_yang diterbitkan oleh KNKG sekalipun
disiapkan oleh le

ibawah naungan Menteri Koordinator Ekonomi dan
Keuangan Indonesi NKQJEKUIN) bukanlah suatu regulasi atau payung
hukum tapi han\%ﬁ i bahan rujukan dunia bisnis syariah dalam
menerapkan corporate governance syariah. Lain halnya dengan di Malaysia,
Bank Nasional Malaysia sebagai bank sentral menerbitkan Shariah
Governance Framework (SGF) sebagai regulasi yang mengikat dan wajib
dipatuhi bagi semua lembaga keuangan Islam (IFI) Malaysia.

Sebagai infrastruktur dari SGF ini terdapat 2 (dua) komponen penting
yakni: Pertama, pemusatan pada SAC atau Shariah Advisory Council dari
Bank Negara Malaysia yaitu lembaga yang didirikan sesuai pasal 51 the
Central Bank of Malaysia Act tahun 2009 berwenang menentukan hukum
Islam untuk digunakan dalam bisnis keuangan Islam, termasuk memastikan

5 Lihat: Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good
Governance Bisnis Syariah (Jakarta, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011) 4 — 6.
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hukum Islam yang relevan terhadap setiap masalah keuangan dan isu sebagai
rujukan dalam membuatnya, memberi nasehat bagi tiap isu syariah yang
terkait dengan bisnis syariah. Bank Negara Nalaysia sendiri harus konsultasi
kepada SAC ini untuk setiap masalah sehubungan bisnis syariah, dan setiap
aturan atau putusan SAC bersifat mengikat bagi tiap IFI dan juga peradilan
merujuk kepada SAC; Kedua, Komite Syariah (SC) tiap IFI memberi nasehat
IFI untuk masalah-masalah syariah. Jadi ada SAC pada tingkat nasional
Malaysia dan SC pada internal lembaga keuangan syariah.*® Diakui oleh
Hurriyah SAC memang lembaga yang powerfull.

Selanjutnya bagi struktur organisasi perusahaan atau lembaga keuangan
syariah (Islamic Bank, Takaful, dan IFI lainnya), SGF BNM ini
mensyaratkan komponen kebutuhan minimal yakni;The Board, The SC, The
Management, The Four Shariah Organs, The is
shariah decisions to the relevant stakehoilders. ikan dalam bentuk
bagan berikut ini:

Bagan 4. SGF Models for IFIs Ax \\

Shariah
as overarching principle in Islamic finance

BOARD RISK BOARD BOARD AUDIT
MANAGEMENT Overall oversight on . COMMITTEE
COMMITTEE —| Shariah governance I
S S SHARIAH COMMITTEE
compliance . -
4— Oversight accountability on
'y Shariah related matters i
T YV Y
MANAGEMENT | 1
= Ensure executions of business & operations 1
are in accordance with Shariah principles ! '
= Provide necessary support to the Shariah i it H
Committee ]
i
AA A '
! 1 :
Y
. il | |
H 1 \ 1
Shariah Risk Shariah Review Shariah Research Shariah Audit
Management Control Function Function Function
Function Review business Conduct in-depth Shariah Provide independent
Identity, measure, monitor, operations on regular basis research prior to assessment & objective
report & control Shariah to ensure Shariah submission to the Shariah assurance designed to
nan-compliance risk compliance Committee value add & improve IFI's

compliance with Shariah

—~

Shariah Compliance and Research Functions

Sumber: Hurriyah El Islamy, CIMB Islamic Malaysia, 2015.

Dalam persyaratan yang ada dalam SGF BNM maupun praktik CIMB
Islamic Malaysia ada beberapa hal menarik sebagai berikut:

1 Hurriyah El Islamy, Shariah Governance Framework dalam Focus Group
Discussion “Enhancing Shariah Governance in Islamic Financial Services Industry”

(Jakarta: OJK, 12 Mei 2015).
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Pertama, SGF dibuat untuk memenuhi harapan BNM agar SGF berjalan
pada struktur governance IFI, pada proses dan pengaturan guna memastikan
semua operasi dan kegiatan sesuai dengan syariah.

Kedua, SGF harus bisa dilihat dalam segala aktifitas IFI.

Ketiga, SGF secara mendasar berlandaskan al-Quran dan Hadis dan aturan-
aturan muamalah, dan peraturan tata kelola berdasar peraturan dan petunjuk
langsung SGF yang ditentukan oleh BNM atau SC dari waktu ke waktu.
Keempat, the Board diharapkan menunjuk sedikitnya 1 (satu) anggota SC
untuk menjadi anggota the Board, sebagai jembatan antara the Board dengan
SC, diharapkan kehadiran direktur yang memiliki pengetahuan syariah akan
lebih memahami dan menghargai keputusan yang dibuat oleh SC diantara
anggota the Board.
Kelima, the Board tidak dapat mengenyampin
yang dibuat SC. ~
Keenam, the Board menetapkan remuner
yang disarankan oleh komite
menerminkan dan sepadan dengan
SC.

; iga orang dan
masing-masing dibayar maha an_konsek ilarang rangkap jabatan.

Kedelapan, terdapat sedif a ang membantu tugas-tugas SC yang
sangat berperan yaitu: Fungsi ¥ Ma en>Risiko Syariah; Fungsi
Review Syariah; Fungsi. Riset. Syariah ungsi Audit Syariah. CIMB
Islamic menyebutnya | 18 )

Kesembilang SC. bel isanping the Board, bahkan the
Board waji la SC kekurangan informasi, dan bila
perusahaan.mela g tidak mematuhi pr|n5|p syariah
Kesepuluh, apat:menolak keputusan SACs.*’

o\ehpemerlntah Malaysia ini, kiranya bisa menjadi
salah satu acuan han masukan pemerintah Indonesia cg. Bank
Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan khususnya, dalam menyiapkan dan
menyusun suatu pedoman bagi pelaksanaan corporate governance syariah
untuk diberlakukan pada perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah
di Indonesia.

Apa yang

5. Perlunya Corporate Governance Syariah
Melihat kepada beberapa pengertian dan perkembangan corporate
governance syariah yang disampaikan diatas, dapatlah disampaikan bahwa

Y Hurriyah El Islamy, Shariah Governance Framework dalam Focus Group
Discussion “Enhancing Sharia Governance in Islamic Financial Services Industri” (Jakarta:

OJK, 12 Mei 2015).
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perlunya suatu corporate governance syariah karena: pertama, al-Quran dan
Hadis sebagai landasan governance, serta ajaran Islam sangat relevan dan
signifikan sebagai pijakan dasar bisnis syariah; kedua, bisnis syariah
disandarkan kepada taat asas spiritual dan etika operasional sebagai wujud
penegakan iman dan takwa dalam menjaga tujuan kemaslahatan secara
totalitas; ketiga, tujuan memaksimalkan shareholder value harus turut
diimbangi dengan menjaga kepentingan pihak terafiliasi dan stakeholder;
keeempat, corporate governance syariah merupakan mekanisme yang
terkendali diantara organ dan struktur organisasi perusahaan dan interaksi
dengan stakeholder; kelima, zero toleransi melanggar syariah dan zero
toleransi fraud harus terlihat menjadi cara mencapai tujuan corporate
governance syariah guna menunjang tercapainya tujuan-tujuan perusahaan,
namun ajaran Islam menyadari kodrat man % kecenderungan
berbuat salah selain berbuat yang benar sehingga diperlukan pedoman yang
tegas. \

Corporate governance yang berbasis
dan semakin menguat, apabila meliha

UUS (PBI 11/33/PBI/2009 dan SE-BI.124 hS - 2010)-sama sekali tidak
memperlihatkan jati diri se i ) oVe ang khusus bagi
perbankan syariah, disebat Sia tersebut merupakan
copy paste dari aturai orporate governance bagi
bank konvensional <Bl No0.9/12/DPNP tanggal

Sebagai alasan mendass
corporate g m&a;:?@yan ji.perbankan syariah, berdasarkan uraian-
uraian dan hasil :\iqn nulis adalah sebagai berikut:
a. Bank syariah rkan-karena meningkatnya kebutuhan ummat Islam

yang tidak merusak keimanan.

b. Bank syariah s al entity bisnis berdasarkan syariah dalam bidang
ekonomi dan perdagangan serta kehidupan bermasyarakat merupakan
penerapan muamalah sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Islam.

c. Bank syariah sebagai salah satu sarana menjaga dan melindungi ummat
Islam agar tidak rusak dan atau jatuh kedalam perbuatan riba, maysir,
gharar, zalim dan haram, ataupun perbuatan dosa lainnya dengan
mematuhi dan melaksanakan prinsip syariah dalam oeprasionalnya.

d. Bank syariah dalam menghadapi persaingan global harus mampu
berkembang dengan menampilkan identitas, budaya, kepribadian yang
khas islami disertai percaya diri yang kuat guna kelangsungan bisnis
syariah dalam upaya mensyiarkan ekonomi dan perdagangan Islam.
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B.Asas-Asas atau Prinsip Corporate Governance Syariah

1. Perkembangan Asas

Tanpa disadari oleh banyak pihak asas-asas sebagai prinsip corporate
governance telah mengalami perkembangan signifikan dari waktu ke waktu,
dan sejak awal kesadaran itu telah dicetuskan oleh berbagai kalangan
diantaranya oleh lembaga nasional sendiri yakni KNKG yang menyebutnya
sebagai “living document”. Sejak hadirnya corporate governance dalam
dunia bisnis dan ekonomi Indonesia di awal-awal tahun 2000 atau awal abad
ke-21 yang melengkapi kehadiran berbagai perusahaan bisnis Indonesia
termasuk bisnis perbankan, berkelanjutan sampai pada era pasca lahirnya UU
Perbankan Syariah tahun 2008 hingga ke masa kini. Telah terjadi perubahan
yang sifathya penyempurnaan asas-asas, dan perubahan ini masih akan
terbuka terus peluangnya ke masa depan, khusu bagi bank syariah yang
baru tumbuh dan berkembang di masya isnis \maka corporate

Melalui Komite Nasional Kebijaka
kalangan dunia usaha di Indonesia dipe

mengambil ini
disyaratkan.oleh
untuk pengambila
kepentingan lainn
b. Akuntabilitas (}%
Prinsip Dasar
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan Kkinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,
terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap
memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai
kinerja yang berkesinambungan.
c. Responsibilitas (Responsibility)
Prinsip Dasar
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

bility)
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sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan
mendapat pengakuan sebagai Good Corporate citizen.
d. Independensi (Independency)

Prinsip Dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan*?

Bagi Bank Konvensional kemudian KN n Prinsip Dasar
Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang ma ft 9 Januari
2013, dengan menyampaikan asas-asas g d ska perbankan
konvensional, sekalipun judul asnya_ ‘sama-. teta aterinya lebih

kita bandingkan dengan konsep asa : ance bagi dunia usaha

pada umumnya, sebagaimana terlihat di ahini

a. Transparansi
Transparansi a

(dlsclosure) dan pe

unsur  pengungkapan

ah diakses oleh pemangku
nsparansi  diperlukan agar bank

Akuntabilitas (a
organisasi dan ca@ ertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga
dan pejabat yang miliki kewenangan harus dapat mempertanggung-
jawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu bank harus
dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan memperhatikan
kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain.
Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja
yang berkesinambungan.
c. Responsibilitas

Responsibilitas  (responsibility) mengandung unsur kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung

'8 Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Corporate
Governance (Jakarta: KNKG, 2006).
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jawab bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan
agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka
panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau
dikenal dengan Good Corporate Citizen.
d. Independensi
Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain
dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam
hubungan dengan asas independensi (independency), Bank harus dikelola
secara independen agar masing-masing organ Perusahaan beserta seluruh
jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi
oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan
profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
e. Kewajaran Dan Kesetaraan
Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengan

perlakuan yang
inya. Dalam
melaksanakan kegiatannya, bank _ha ena a i
kepentingan pemegang saham, Ko WN\dan. pe kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewaja an etaraan “dari_ ‘masing- masing
pihak yang bersangkutan.*®

2011, sebagaimana te i alkan diatas bahwa bagi bank konvensional
masih- bersifat i an tabun 2012. Sedangkan bagi bisnis
syariah K : i i 1ienjadi: pertama, prinsip dasar; kedua,
pedoman “pelat 1 “Rasulullah  Saw; ketiga, pedoman
pelaksanaan “ber Jmum,\Kemudian tiga kerangka ini masing-masing
diuraikan secara" leh-KNKG sebagaimana penulis sampaikan pokok
pemikirannya beri%h\vip.

Secara umum Prinsip/Dasar Good Governance Bisnis Syariah didasarkan
atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional.
Secara spritual, dalam rangka memperoleh keberkahan, bisnis syariah harus
berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen
pada dua prinsip dasar yaitu halal dan tayib (baik) (al-Bagarah/2: 168 & al-
A’raf/7: 96). Prinsip dasar halal. Allah Swt memerintahkan hambanya untuk
melakukan yang halal dan melarang yang bathil dalam kegitan bisnis (al-
Bagarah/2: 188). Bisnis yang dilarang antara lain: Riba (al-Bagarah/2: 275),
Maysir (al-Maidah/5: 90-91), Gharar (QS.Al-A’raf/7: 85 & Hadis Riwayat

9 Komite Nasional Kebijakan Governance, Prinsip Dasar Pedoman Good
Corporate Governance Perbankan Indonesia (Jakarta: KNKG, Draft 9 Januari 2013)
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Muslim), Zhulm (al-Bagarah/2: 193), Tabdzir (al-Isra/17: 26-27), Risywah
(al-Bagarah/2: 188), dan Maksiyat (Al Hujurat/49: 7). Prinsip dasar tayyib,
Tayyib (al-Maidah/5: 5) memiliki pengertian yang mencakup segala nilai-
nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam
rangka pencapaian tujuan syariah (magashidusy syariah) yaitu keamanan dan
kesejahteraan bagi masyarakat luas (mashlahah al-‘ammah). Tayib meliputi
dua aspek yaitu ihsan (al-Qashash/28: 77) dan tawazun (ar-Rahman/55: 6-8);
Ihsan adalah melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari
perilaku yang merusak; sedangkan tawazun adalah neraca keseimbangan
dalam arti makro yang mencakup diantaranya keseimbangan antara spritual
dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor financial dan sektor riil,
risiko dan hasil.

Secara operasional bisnis syariah mengacu pa uaasas. Asas pertama
adalah ShiFAT mencontoh perilaku nabi-dan ra dalam beraktifitas
termasuk dalam berbisnis yaitu shidig, fatho Y an-tabligh
Keempat sifat ini memiliki kandungan peng

1. Shiddig berarti benar, yaitu s melakukan
kebenaran dan kejujuran dim siapapun
Implikasinya dalam berbisnis n~dan menghindari
segala bentuk penipuan, peng elap

2. Fathanah berarti cerd cara jernih dan rasional
serta mengambil kepu Dalam dunia bisnis sifat
fatanah ini digunak menetapkan hal-hal dan
atau kegiatan yang hal

3. Amana Vi |tu menjaga kepercayaan yang
diberikan( Dalam berbisnis, pemberian

akuntabilitas atas iatan bisnis.

4. Tabligh berarti- ﬁsa,lkan, yaitu menyampaikan Risalah dari Allah
tentang kebenaran% us ditegakkan di muka bumi. Kebenaran Risalah
ini harus diteruskan oleh ummat Islam dari waktu ke waktu agar Islam benar-
benar dapat menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam dunia bisnis,
penyampaian risalah kebenaran dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi
praktik-praktik bisnis yang baik dan bersih, termasuk perilaku bisnis
Rasulullah Saw dan para sahabatnya.

Keempat sifat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu
dengan yang lainnya dan merupakan salah satu perwujudan dari iman dan
takwa.

Asas kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya
yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta
kewajaran dan kesetaraan.

kém\d; am u‘ bagai bentuk pertanggungjawaban dan
atanske
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Transparansi, berdasarkan prinsip syariah semua transaksi harus dilakukan
secara transparan. Transparansi (transparency) mengandung unsur
pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan
mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar
pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku
bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya
masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang
penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah.
Akuntabilitas, merupakan asas penting dalam bisnis syariah, Akuntabilitas
(accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan
cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat
mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu

e dan sesuai dengan
kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap-n itungkan pemangku

syariah harus mematuhi peraturan 4\\- g~udangan. dan ke [an bisnis
SIUONE erhadap. masyarakat dan

lingkungan. Dalam usul fikih te ‘ :
sabda Rasulullah Saw, al j \bi aman. yang artinya bahwa usaha

s syariah dapat
a panjang dan mendapat

harus dikelol ependen sehingga masing-masing pihak tidak boleh
saling men dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.
Independensi terkai géﬂ,,konsistensi atau sikap istigomah vyaitu tetap
berpegang teguh % benaran meskipun harus menghadapi risiko .
Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (ulul al-bab), dengan
karakter mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil
keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan
pihak manapun).

Kewajaran dan Kesetaraan, Kewajaran dan kesetaraan (fairness)
mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Fairness atau
kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap
keputusan bisnis, baik dalan skala individu maupun lembaga, hendaklan
dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa
berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka. Pada dasarnya,
semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa
yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat.
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Dalam melaksanakan kegiatannya, Pelaku bisnis syariah harus senantiasa
memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan.

Kedua asas operasional tersebut diperlukan untuk mencapai
kesinambungan (sustainability) dengan memperhatikan kepentingan para
pemangku kepentingan (stakeholders). %

Rumusan KNKG diatas, secara spiritual sumber hukumnya adalah ayat-
ayat al-Quran dan Hadis. Secara operasional, asas pertama mengikuti
teladan sifat perilaku Nabi Muhammad Saw; sedangkan asas kedua adalah
asas yang dipakai dunia usaha pada umumnya yakni transparansi —
akuntabilitas — responsibilitas — independensi - kewajaran dan kesetaraan,
namun penafsiran artikulasi dan uraiannya tetap bersandar kepada nilai-nilai
dan ajaran Islam dalam bisnis syariah.

3. Asas-Asas GCG Dalam UU Perban
Dalam UU Perbankan Syariah,~ as governance
disebutkan  terdiri  dari: \ o L akuntabilitas,
pertanggungjawaban, professiona 1K ara latan usaha.
Selanjutnya oleh Penjelasan resmi erban
satu bentuk penggalian pc i o\
3 igembangan sistem ekonomi
berdasarkan nilai Isla aria gangh
dalam Sistem Hukum Nasiona 1Si ahberlandaskan pada nilai-
nilai keadilan, A0 imbangan, dan keuniversalan
(rahmatan {i ebut diterapkan dalam pengaturan
3 sip Syariah yang disebut Perbankan

riah merupakan bagian dari ajaran Islam.?
dilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan

(rahmatan lil ‘ala adalah nilai-nilai dari ajaran Islam yang diungkap
oleh UU Perbanka%u i

Berdasarkan ketentuan UU Perbankan Syariah ini, asas-asas corporate

governance bagi bank syariah meliputi: transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, professional, kewajaran, keadilan, kemanfaatan,
keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin).

Kita lihat bahwa UU Perbankan Syariah tidak memakai istilah asas
Independensi tetapi menggantikannya dengan istilah Profesional yang juga
mengandung sikap independen. Dalam PBI 11/33/PBI1/2009 penulis melihat
prinsip-prinsip  Good Corporate Governance  mencakup keterbukaan

% Ljhat: Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good
Governance Bisnis Syariah (Jakarta: KNKG, 2012).13 — 19.

21 |jhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 34

22 |jhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Penjelasan alinea 2.
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(transparency),  akuntabilitas  (accountability),  pertanggungjawaban
(responsibility), professional (professional), dan kewajaran (fairness). %
Adapun nilai-nilai Islam dalam prinsip syariah yakni keadilan, kemanfaatan,
keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin) yang ada dalam UU
Perbankan Syariah tidak disebutkan. Maknanya apa yang diatur oleh PBI ini
belum sesuai dengan ketentuan UU Perbankan Syariah, atau tidak secara
utuh mengacu kepada undang-undang yang lebih tinggi.

Selanjutnya oleh Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30
April 2010 prinsip-prinsip yang disebutkan dalam PBI 11/33/PBI1/2009
dijabarkan sebagai berikut: Pelaksanaan Good Corporate Governance
(GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip
dasar. Pertama, transparansi (transparency), vyaitu keterbukaan dalam
mengemukakan informasi yang material dan rel a keterbukaan dalam
proses pengambilan keputusan. Kedua, aku accountability) yaitu

\ ban \ﬂ% bank sehingga

/dN S

(responsibility) yaitu kesesuaian peraturan
perundang-undangan yang berla gelolaan bank
yang sehat. Keempat, profesion iki kompetensi,

mengembangkan ba

dan kesetaraan da \
perjanjian dan peraturan. p
keempat nilai-ni ”Sl%n:] anc

lam

pertama, prinsip'-"p{Rd Islam yang diletakkan dan disebut dalam UU
Perbankan Syaria eutuhnya diterapkan dan di muat dalam aturan
pelaksanaannya yaitu-oleh Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank
Indonesia; kedua, prinsip-prinsip yang disebut dalam UU Perbankan Syariah
berikut Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia
(transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, inpendensi, kewajaran &
kesetaraan) tidak diuraikan dari sudut pandang ajaran Islam, sebagaimana
yang disebutkan dan diuraikan dalam Pedoman Umum Good Governance
Bisnis Syariah yang diterbitkan KNKG tahun 2011.%

Stakeholders berdasarkan

an yang berlaku®. Tetap saja
ngkap oleh UU Perbankan Syariah

2 Lihat PBI 11/33/PBI/2009 pasal 1 angka 10 juncto pasal 34.

2 |jhat SE 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 A.Umum angka 1.

% Lihat: Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good
Governance Bisnis Syariah (Jakarta: KNKG, 2012).16 — 19.
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Kedua hal ini terjadi bisa disebabkan: pertama, para regulator masih
“bank konvensional minded” atau masih ragu-ragu untuk memperkenalkan
prinsip-prinsip ajaran Islam yang sejati; kedua, good corporate governance
bagi bank syariah ada sejak lahirnya UU Perbankan Syariah tahun 2008
sedangkan KNKG baru belakangan menerbitkan Pedoman Umum Good
Governance Bisnis Syariah pada tahun 2011 yang berbeda “mind-set”nya.
Akan tetapi ini bukan alasan yang tepat, dikarenakan sejatinya UU
Perbankan Syariah telah menggariskan prinsip syariah atau prinsip Islam
sebagai landasan filosofis bagi perbankan syariah, sehingga ke masa depan
diperlukan proses penyesuaian untuk penyempurnaan peraturan corporate
governance syariah yang sesuai dengan amanah UU Perbankan Syariah
tersebut.

Diatas telah disampaikan bahwa dari hasil per

itian.mengenai nilai-nilai

pro-kontra, disamping secara regulasi jug esatuan ide dan
pemahaman yang tepat mengenai pen lam dalam
corporate governance bagi perbank ni penulis
lebih cenderung merujuk kepada alkan oleh
KNKG tahun 2011 dengan alas pemikiran dan
detil uraiannya yang bersur C udah tepat dalam
menampilkan kandungan fuk dijadikan dasar dan
penerapan corporate IS syariah secara umum

yang diperkenalkan oleh. K 5\ Meruf \ hal yang cukup “applicable”,
untuk diserdap ~diterapkan..dalam .corporate governance pada bisnis
syariah p da : an ariah secara khusus. Lagipula konsep
ini tidak akan- , sistem, dan proses corporate governance
yang telah a ¥ yang, |khawat|rkan sebagian pihak; bahkan bersifat
melengkapi, men nakan, serta memperkokoh struktur, sistem, dan

proses tersebut V\@W enulis inilah diantara tugas-tugas regulator ke
masa depan guna menyesuaikan asas-asas corporate governance syariah dan
pelaksanaan operasional bank syariah, agar corporate governance perbankan
syariah mempunyai jiwa dan kepribadian berlandaskan ajaran-ajaran Islam,
sehingga kehadiran perbankan syariah diharapkan turut mewarnai dan
berperan dalam sistem perekonomian nasional.

4. Asas Bagi Bank Syariah Menurut Ajaran Islam

Setelah diatas dikemukakan perkembangan asas corporate governance
baik menurut historis maupun normative di Indonesia, maka dalam rangka
menuju suatu peraturan corporate governance syariah, untuk lebih
lengkapnya perlu kiranya disampaikan bagaimana asas-asas atau prinsip-

186



prinsip corporate governance menurut prinsip syariah yang dikemukakan
beberapa intelektual muslim Indonesia.

Dalam salah satu tulisan Amin Suma mengenai asas bagi bank syariah,
diantaranya terdapat: pertama, asas ridha’iyyah (rela sama rela) bahwa
transaski dalam bentuk apapun yang dilakukan bank dengan pihak lain
terutama nasabah harus didasarkan prinsip rela sama rela; kedua, asas
manfaat bahwa akad yang dilakukan bank dengan nasabah harus membawa
manfaat bagi kedua pihak; ketiga, asas keadilan bahwa kedua pihak dalam
bertransaksi harus diperlakukan secara adil secara luas; keempat, asas saling
menguntungkan atau tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan
merugikan pihak lain.”®

Menurut Abd.Shomad, hukum perbankan syariah sebagai bagian dari
hukum ekonomi Islam, hukum ekonomi Isla agian dari hukum
Islam, dengan demikian prinsip hukum Isla ituk hukum ekonomi
Islam, dan prinsip hukum ekonomi Isla ala :
syariah. Dengan demikian dapat ditari 3 impuila hwa prinsip
hukum perbankan syariah, mellputl

ang kita kuasai
2) Manusia dapat

hukum Islam, yang mene
hanyalah amanah darl All

b. Prinsip Tasyri’i uju ila al quran wa al
sunnah. Jadi sen Kan kepada al-Quran dan Al-
Sunnah sebagai pe

c. Prinsip Ka h,gtr nsa berlandaskan hukum Islam

d. Prinsip \ sebagai khalifah dan segala gerak

pasti. \

f. Prinsip transa%u meruglkan dilarang, baik merugikan diri sendiri
maupun merugikan pihak lain.

g. Prinsip mengutamakan kepentingan social tanpa merugikan kepentingan
individu.

h. Prinsip maslahat, merupakan cita-cita atau tujuan syariat dalam
memelihara dan melindungi lima hal: Hifzh ad din, Hifzh an nafs, Hifzh
al-nasl, Hifzh al ‘aql, dan Hifzh al-mal.

i.  Prinsip konsensualisme, prinsip suka sama suka (saling rela, an taradhin,
prinsip Ridha iyyah).

%Muhammad Amin Suma, Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Sistem Ekonomi
Konvensional, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.XX, 2002, 18.

187



J. Prinsip manfaat, prinsip saling menguntungkan, bermanfaat bagi kedua
pihak.

k. Prinsip persamaan hukum (al-Musawah) bagi para pihak dalam
transaksi.

I. Prinsip Ta’awun, saling menguntungkan dan saling tolong menolong
dalam kebaikan dan ketakwaan.

m. Prinsip al-‘4dl, al-mizan, al-gisth; keadilan.?’

Demikian apa yang disampaikan kedua penulis diatas, kiranya cukup
mewakili sebagai gambaran sebagian prinsip-prinsip dalam hukum Islam
yang berguna sebagai resources yang dapat dijadikan asas dan prinsip bagi
peraturan  corporate governance bagi perbankan syariah guna
menyempurnakan prinsip yang telah ada, atau asas.dan prinsip yang berlaku
umum di dunia bisnis juga diberi artikulasi sesuai dengan asas dan
prinsip dari hukum Islam tersebut, sehingga peraturan corporate governance

1. Kegiatan Bank Syariah sesuai
Menurut UU Perbankan A a 3
menjalankan kegiatan usahanya asarkan-PRrinsip. Syariah dan menurut
jenisnya terdiri atas LN riah,_dan-Bank Pembiayaan Rakyat

- 3 ang~Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah, m hca P eQia n usaha, serta cara dan proses

dalam nfel % Berdasarkan ketentuan UU
Perbanbkan, Syari | ‘apat dlpahaml bahwa: pertama, bank
syariah kegi hanya-wajib berdasarkan prinsip syariah; kedua, bank

syariah terdiri dart ah-BPRS; ketiga, bank syariah meliputi pengertian
BUS dan UUS, k%i ank syariah cakupannya meliputi kelembagaan,
kegiatran usaha, cara dan proses dalam kegiatan usaha. Tegasnya, segala
sesuatu yang berkenaaan dan berkaitan dengan perbankan syariah dalam
keseluruhan aspeknya wajib sesuai prinsip syariah, hal ini meliputi
penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana, pelayanan jasa
bank, dan berbabagai kegiatan bank syariah lainnya, termasuk mengenai
corporate governance.

Dalam Peraturan Bank No0.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

" Abd.Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, 2012). 84-91.

%|_jhat Pasal 1 butir 7 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

# |jhat Pasal 1 butir 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
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ada dinyatakan: BUS dan UUS wajib melaksanakan pemenuhan Prinsip
Syariah dalam kegiatan operasional BUS dan UUS sebagaimana diatur
dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Ban
Syariah.® 1de pasal-pasal ini sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan
UU Perbankan Syariah. Akan tetapi apakah yang demikian ini benar adanya
demikian?

Mari kita perhatikan masih dalam PBI No0.11/33/PBI/2009 tersebut,
khususnya pada Laporan Pelaksanaan GCG pasal 62 ayat (2) huruf o. dan
Pasal 76 ayat (3) huruf i. dikatakan: pendapatan non halal dan
pengunaannya. Disini jelas terlihat antara pasal yang satu dengan pasal
lainnya tidak sinkron bahkan kontradiktif, pasal-pasal pertama idenya
mewajibkan pelaksanaan pemenuhan prinsip ariah  dalam kegiatan

laporan adanya suatu pendapatan non halal danpenggunaanya. Kalimat:

pendapatan non halal dan pengunaannya dalan bertentangan
dengan prinsip atau iede dasar suati i Idigariskan
oleh UU Perbankan Syariah. Deng | demikian
seakan-akan menunjukkan kebo memperoleh
pendapatan secara non hala ekaI| N tidak s Sip: .
Selanjutnya, pada St 3 ank Ir \ ia No 12/13/DPbS tanggal

30 April 2010 perih Pe ) porate Governance bagi Bank

NN

Masih Surat Edara bﬁkpada huruf H. LAPORAN PELKAKSANAAN
GOOD CORPOR?%Ea VERNANCE BAGI UNIT USAHA SYARIAH
angka 2 butir i menyatakan juga: i.pendapatan non halal dan penggunaannya.
Contoh sumber pendapatan non halal antara lain pendapatan bunga dari
penempatan paa bank konvensional.
Dari kedua aturan pada SE-BI tersebut jelas mennunjukkan kontradiksi yang
sama, seperti kontradiksi yang dimuat dalam pasal PBI sebelumnya; bahkan
dalam SE-BI ini diperjelas lagi dengan kalimat “contoh sumber pendapatan
non halal antara lain pendapatan bunga dari penempatan pada bank
konvensional”.

¥ jhat PBI No0.11/33/PBI/2009 pasal 59 dan pasal 74.
*'Lihat SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, huruf G angka 2 butir u.
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2. Dilema Pendapatan Non Halal
Dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang terdapat pada
Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah, bahwa: pertama, ide dasarnya perbankan syariah dalam
keseluruhan aspek kegiatannya haruslah melaksanakan pemenuhan prinsip
syariah; kedua, masih terdapat beberapa ketentuan yang saling kontradiktif
dengan ide dasar tersebut, yakni kebolehan adanya pendapatan non halal.
Fenomena pendapatan non halal antara lain dari penempatan dana dan
jasa giro pada bank konvensional, dan penggunaannya yang digabung
dengan penyaluran dana social oleh baitul mal masing-masing bank atau
digabung dengan penyaluran dana Corporate Social. Responsibility (CSR),
dewasa ini merupakan kelaziman pada setiap perbankan syariah. Fenomena
ana , Tahunan yang
disampaikan oleh setiap bank syariah kepada i ia_atau Otoritas
Jasa Keuangan dan di publish juga kebe i
website resmi bank-bank syariah

fransparansi

non halal dan penggunaannya.
Bank Syariah Mandiri dalam

am_bentuk lainnya dari rekanan Bank selain
k diterima sebagai ketentuan manajemen

Adapun besara atan non halal ini cukup besar, bila dilihat dari
laporan penggunaan dana social/kebajikan Bank Syariah Mandiri tahun 2013
dimana terlihat Saldo Akhir Dana Kebajikan ini setelah dikeluarkan untuk
disalurkan melalui LAZNAS BSM, saldonya hingga akhir tahun 2013
berjumlah Rp. 31,009,346,792 .%

Adapun Bank Muamalat dalam laporannya menyatakan: Pendapatan non
halal yang dimaksud misalnya dana dari pendapatan bunga bank
konvensional. Selama tahun 2013 masih terdapat pendapatan bunga bank
konvensional sebesar Rp 954.894.717,- dimana dana ini merupakan bunga

pendapatan yan

®2pT Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013 (Jakarta:
BSM, 2014), 73 -74.
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yang diterima dari rekening BMI di bank konvensional peserta jaringan
ATM bersama.

Selain dana dari pendapatan bunga bank konvensional, masih terdapat dana
denda (ta’zir) sebesar Rp 2.271.166.905,-, dimana denda (ta’zir) ini
merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang
disengaja. Sehingga jumlah total kedua sumber ini adalah Rp. 3.226.061.622.
Selanjutnya, seluruh dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan social.
Bank Muamalat Indonesia melakukan kegiatan yang menggunakan
pendapatan non halal tersebut kedalam salah satu satu program Corporate
Social Responsibility perusahaan. Penggunaan dana non halal untuk tahun
2013 berjumlah Rp.1.236.707.350.%

Bank BRI Syariah dalam laporannya menyata

an; Pada dasarnya, tidak

pat pendapatan
diterima  dari

da (ta’zir) ini
abah debitur yang

hun 2013 memperoleh pendapatan non
. gabungkan dengan sumber dana dari

elah,disalurkan oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) BNI
Syariah (dalam rinci bih kurang Rp.383.000.000.%

Adapun Bank iah secara langsung memasukkan pendapatan non
halal digabung dengan pendapatan lain dalam istilah “Dana Qardhul Hasan”.
Pada Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 terlihat Dana Qardhul Hasan
memperoleh masukan  sebesar Rp.191.471.341,11. berasal dari pos
Sumbangan/Hibah dan pos Lain-lain; adapun pos pendapatan non halal tidak
terdapat angka nominalnya, sedangkan penyalurannya sebagai Pinjaman
Rp.32.400.000. dan sebagai Sumbangan Rp.264.350.000. atau total

halal sebesar Rp:
Zakat, dan kemudi

*Bank Muamalat Indonesia, Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013 (Jakarta: PT
BMI, 2014), 108.

*Bank BRI Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013 (Jakarta: PT BRI
Syariah, 2014), 21.

®Bank BNI Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013 (Jakarta: PT BNI
Syariah, 2014), 74
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Rp.296.750.000. namun hakekat penerima “Sumbangan” tidak ada
penjelasan lebih lanjut.*®

Dari contoh-contoh laporan bank-bank syariah mengenai penggunaan
dana non halal diatas, bisa dilihat ada bank syariah yang menjelaskan secara
detail sumber dana non halal ini, disamping ada bank syariah yang tidak
menjelaskan. Begitupun penggunaan dana non halal ini ada yang disalurkan
sebagian kecil saja sebagai zakat sehingga dana idle cukup besar seperti pada
Bank Syariah Mandiri. Namun Bank BNI Syariah dana itu digabung dengan
dana Zakat dan kemudian disalurkan, yang nilainya bahkan melebihi
pendapatan non halal pada tahun 2013 tersebut. Bank syariah lainnya ada
yang menggabungkan dengan dana sosial dan disalurkan untuk berbagai
kegiatan sosial, adapula yang digabungkan dengan.dana CSR dan kemudian

Berdasarkan pemaparan peraturan dan
syariah, maka sumber-sumber  pendapats
dari:

Pertama, denda atau ta’zir;
Kedua, jasa giro penempata
Ketiga, komisi, fee, penda

Keempat, bunga bankk

3 mgan ATM Bersama;
o halal ini, masing-masing
i._seperti terlihat dalam laporan

a"\ kewajiban pelaporan mengenai
at; sehingga dana yang cukup besar
. kendali bank sekaligus memperkecil
ada” aspek yuridisnya terdapat kandungan
pendapatan  yang 1%\,, 'telah menimbulkan pertanyaan: bisakah
pendapatan non hﬁa ihindari atau dilakukan mitigasi ? Apabila sulit
dihindari dan sulit pula mitigasi dilakukan, pertanyaan selanjutnya: kemana
dana pendapatan non halal tepatnya disalurkan ?

Menurut hemat penulis, kebolehan memperoleh pendapatan non halal
pada Kkegiatan perbankan syariah hingga saat ini, idealisme untuk
memurnikan kegiatan usaha perbankan syariah sulit diwujudkan, karena:

1. Indonesia dan beberapa negara lain di dunia menganut dual system
banking, sehingga perbankan syariah sulit menghindar dari berbagai
transaksi dan lalu lintas pembayaran dari dan ke bank konvensional,
terlebih lagi bank konvensional masih sangat dominan menguasai

% Bank A Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG TAhun 2013 (Jakarta: Bank A
Syariah, 2014), 50.
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pasar sedangkan pangsa pasar perbankan syariah relative masih sangat
kecil.

2. Indonesia belum memiliki bank sentral syariah, apabila lembaga ini
ada memungkinkan penempatan dana perbankan syariah diwajibkan
penyalurannya kepada lembaga ini, sehingga akan memperkecil
perolehan pendapatan dana non halal. Namun masih perlu dikaji
tuntutan adanya bank sentral syariah disamping Bank Indonesia.

3. Indonesia belum memiliki kejelasan politik hukum mengenai
perbankan syariah.

Dengan demikian tampak penggunaan dana non halal yang cukup besar

ini belum diatur secara regulasi untuk penyalurannya secara tepat oleh
Pemerintah atau pihak pemegang otoritas. Menurut-penulis sudah waktunya

Islam yang memerlukan, atau kegiatan sc ia duktif dalam upaya
pelatihan dan permodalan meningkatka eCi gan tujuan

Mengingat pendapatan dana no nominalnya,
hal ini merupakan bahan masuka 't seperti Bank
Indonesia, Otoritas Jasa K N-MUI Majelis

Ulama Indonesia, unit

mengkaji kembali
mengenai pendapatan i

kegiatan usaha pendapatan.no ‘. al 'y masih dibolehkan, hal ini perlu
embangan perbankan syariah dan

d ano haIaI dari perbankan syariah ini; agar
1 dan'b

ah da daya guna dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat kepad ang bersifat produktif sekaligus memperkecil
penyaluran yang s@

nsumtif.

D. Ahli Syariah pada Pengurus Bank Syariah

1. Direksi

Sewaktu seseorang membaca label “bank syariah” adalah wajar bila
mempunyai asumsi bahwa bank syariah ini dipimpin oleh orang-orang yang
mumpuni dan professional di bidang kesyariahan, dengan kepemimpinan
yang ahli dan tepat bidangnya sebagai jaminan kehadiran bisnis syariah
untuk berkompetisi di tengah perekonomian nasional yang basisnya bank
konvensional.

Pada peraturan corporate governance bank syariah yakni Peraturan Bank
Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia, telah ada diatur mengenai
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persyaratan untuk diangkat sebagai direksi bank syariah. Oleh PBI
11/33/PBI/2009 mengenai persyaratan direksi diakatakan tunduk kepada
ketentuan Bank Indonesia, > dan dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Remunerasi dan Nominasi.® Adapun pada Surat Edaran Bank
Indonesia mengenai Direksi dikatakan: Presiden Direktur atau Direktur
Utama yang selanjutnya disebut Presdir, wajib berasal dari pihak yang
independen terhadap pemegang saham pengendali. Independensi dari
seorang Presdir dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan
keluarga dengan pemegang saham pengendali BUS. * Jadi oleh Bank
Indonesia hanya ada penegasan persyaratan bagi jabatan Presiden Direktur
atau Direktur Utama yang independen terhadap pemegang saham
pengendali, dan pengertian independensi adala as tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilika anihdan/atau hubungan

y \‘l\ \4’;‘ bagi jabatan

direksi lainnya tidak ada pengaturan p dirdirektur lain ada
yang terkait memiliki hubungan d gendali
Dengan kata lain, direktur lain b : 3 merupakan
perpanjangan tangan dari Sseora : 1am.pengendali atau

pemegang saham lainnya.
Sebenarnya yang Untuta
seluruh direksi terhadap:semua-pe ) am, maka yang lebih penting

ariah. Aturan Bank Indonesia tidak menetapkan
" syariah tersebut.  Hal ini sudah waktunya
inbal) perkembangan bank Islam di Malaysia
menunjukkan ba%»gr k Negara Malaysia telah mewajibkan dalam
Shariah Governance Framework (SGF) bank syariah memiliki direktur yang
ahli syariah sebagai jembatan komunikasi dengan pihak Shariah Committee
(=DPS), terutama dalam membaca laporan dan berbagai aspek syariah yang
datangnya dari pihak Shariah Committee.*® Sebagai konsekuensi apabila

dikeluarkan aturan tentang keharusan bank syariah memiliki direksi yang

dipertimbangkan,—

%" Lihat PBI No0.11/33/PBI/2009 pasal 18.

% |ihat PBI No0.11/33/PBI/2009 pasal 19.

¥|_jhat SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf C 1.

“Hurriyah El Islamy, Shariah Governance Framework dalam Focus Group
Discussion “Enhancing Shariah Governance in Islamic Financial Services Industry”

(Jakarta: OJK, 12 Mei 2015).
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ahli syariah dengan komposisi yang berimbang dalam susunan direksi, maka
yang perlu sekalian diatur adalah dalam pelaksanaan fit and proper test bagi
calon direksi, sebagai pengujinya haruslah pakar syariah dari lembaga
berkompeten untuk itu misalnya dari DSN — MUI atau akademisi Islam, atau
alternative lain calon direksi yang ahli syariah diwajibkan mendapatkan
rekomendasi dari DSN — MUI selain persetujuan pihak regulator (OJK)
sebagaimana halnya diberlakukan terhadap calon Dewan Pengawas Syariah.

Dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 masing-masing bank
syariah pada umumnya melaporkan susunan anggota direksi, yakni: Bank
Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank A Syariah, Bank BNI
Syariah, BRISyariah, dan BJB Syariah. Susunan direksi dan pendidikan
masing-masing pada bank syariah tersebut penulis sampaikan dalam bentuk
tabel berikut ini.

Tabel 7. Susunan Direksi & Pendidikar&er&a

No [ Bank & Nama Direksi Jabatan. “Pendidikan
1 | Bank Syariah Mandiri
Yuslam Fauzi irektur Utama~ | FE-ULL, USA, Ul
Hanawijaya Direktur AB:IPB, Prasetya Mulya
Amran P Nasution “Direktur NFE Trisaksi
Sugiharto Dhek\\K ON Jember, UMJ,
/ UNTAG
Zainal Fanani ‘Direktur FTITS
Achmad Syamsudin. \Direktur-_) FP IPB, Int.Univ.of Japan
2_| Bank Muamalat \\dqh&a
ArViyan Arifin Direktur Utama | ITB
Andi\Buchari Direktur IPB, Atmajaya,
Adrlan\&hﬁwxn\t N - Direktur FE UI, Erasmus
‘ Universiteit Netherlands
Luluk Mahfudah Direktur UNBRAW
Hendiarto Direktur FE Ul
3 | Bank Victoria Syariah
Ani Murdiati Direktur Utama Tidak Diungkap
Sari ldayanti Direktur Tidak Diungkap
Sutrisno Yulianto Direktur Tidak Diungkap
Djoko Nugroho Direktur Tidak Diungkap
4 | Bank BNI Syariah
Dinno Indiano Direktur Utama FE UNPAD
Imam Teguh Saptono Direktur IPB (S1, S2, S3)
Acep Riana Jayaprawira Direktur ITB, Ul, IPB
Junaidi Hisom Direktur FE UNSRI, IPWI
5 | Bank BJB Syariah
A.Riawan Amin Direktur Utama | Tidak Diungkap
Ali Nurdin Direktur Tidak Diungkap
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Didi muwardi Direktur Tidak Diungkap
Hamara Adam Direktur Tidak Diungkap
Mochamad Mujib Mas’ud Direktur Tidak Diungkap
6 | BRISyariah
Moch.Hadi Santoso Direktur Utama | Tidak Diungkap
Avri Purwandono Direktur Tidak Diungkap
Eko B Suharno Direktur Tidak Diungkap
Budi Wisakseno Direktur Tidak Diungkap
Indra Praseno Direktur Tidak Diungkap

Sumber: Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 BSM, BMI, Bank Vitoria
Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BJB Syariah, dan BRISyariah.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa seluruh anggota direksi pada bank-

angkatan direksi
ariah. Syarat ahli
omunikasi dengan
ahli “syariah juga sulit
berasal dari bank

syariah tersebut diperlukan k
pihak dewan pengawas

dibawa ke bank syariah

menjadikan ~ f aminasi dalam perencanaan dan
operasionainya. Ki : seluruh direksi memiliki keahlian
syariah, t&gﬁm er| bang dari komposisi direksi ditentukan
ada yang memili i bidang syariah, hal mana juga berguna secara
sosiologis  untuk éngun image kepercayaan yang positif dari
masyarakat terhad kan syariah.

2. Komisaris dan Key Persons

Fenomena mengenai tidak adanya persyaratan sebagian komposisi direksi
memiliki keahlian di bidang syariah, juga tidak kelihatan menjadi syarat bagi
komisaris pada peraturan PBI 11/33/PBI/2009 dan SE BI 12/13/DPbS
tanggal 30 April 2010. Sehingga bila kita telusuri seluruh Laporan
Pelaksanaan GCG tahun 2013 bank-bank syariah yang telah disebutkan
diatas, kita juga tidak menemui profil komisaris yang memiliki keahlian di
bidang syariah. Padahal keahlian syariah ini pada salah satu komisaris
diperlukan ketika membaca dan mengevaluasi laporan keuangan khususnya
pada penerapan akuntansi syariah, dan juga laporan mengenai operasional
produk bank syariah yang disampaikan oleh dewan pengawas syariah, dan
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hal-hal lain yang perlu dibahas dengan direksi maupun dengan dewan
pengawas syariah.

Begitupun kiranya key person lain pada bank syariah, misalnya tenaga
akunting syariah dan auditor syariah yang belum diatur secara tegas oleh
Bank Indonesia sebagai kewajiban bagi bank syariah. Hal ini sebagaimana
diakui oleh pihak OJK yang menyatakan: auditor itu harus sudah memiliki
keahlian dibidang syariah, dan di audit internnya harus ada yang ahli syariah
ini terkait dengan struktur, aturan2 dan terkait proses.** Dengan demikian
prinsip-prinsip syariah diterapkan oleh perbankan syariah tidak hanya
sebatas mengenai produk bank saja, tapi juga termasuk menyangkut aspek
manajemen keuangan, manajemen akuntansi, manajemen risiko, manajemen
audit, dan manajemen sistem pelaporan bank syariah. Hal ini sebagaimana
diamanahkan oleh UU Perbankan Syariah: Perbanka ariah adalah segala

jah da it Usaha Syariah,
mencakup kelembagaan, kegiatan usahz ara ‘danproses dalam

E. Dewan Pengawas Syariah
1. Berawal dari Ketentuan

Pengawas Syariah, terdiri_atas .searang ahli-syariah atau lebih yang diangkat

oleh RUPS atas._r endasi-Majelis "\Ulama Indonesia, yang bertugas
memberi ( / saran~ kepada Direksi serta mengawasi kegiatan
perseroan i ' yariah.*® Oleh pasal 32 UU Perbankan

Syariah ketentuan-UUPerseroan Terbatas ini diadopsi dengan menambahkan
bahwa ketentuan-i nj\uLpembentukan Dewan Pengawas Syariah diatur
dengan Peraturan %kn nesia.** Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan
UU Perbankan Syariah_maka bagi BUS dan UUS: pertama, wajib adanya
Dewan Pengawas Syariah; kedua, DPS terdiri dari seorang ahli syariah atau
lebih; ketiga, diangkat oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama;
keempat, tugas utama DPS adalah memberi nasehat dan saran kepada direksi

1 M.Nasirwan Ilyas, Wawancara dengan Direktur Litbang Departemen Perbankan
Syariah Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta; OJK, 25 Februari 2015)

*ZLjhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 1.

*Lihat UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 109 (Jakarta:
Perum Percetakan Negara RI, 2007).

# Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 ayat (4):
ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia
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serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah;
kelima, ketentuan lebih lanjut diatur oleh Bank Indonesia.

Dalam praktik kelima hal ini telah berjalan sesuai ketentuan undang-
undang, namun masih menyisakan pertanyaan dari kacamata hukum yakni:
Pertama; bagaimana status hukum dan kedudukan hukum Dewan Pengawas
Syariah secara struktur organisasi perseroan disamping organ perseroan
lainnya dikaitkan dengan fungsi dan perannya serta kewenangan yang
dimiliki ?

Kedua, apabila jumlah DPS hanya seorang masih tepatkah disebut “dewan”,
“kegiatan rapat dewan”, “keputusan rapat dewan”, atau “pengambilan
keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat” dari DPS yang
jumlahnya hanya seorang ?

2. Karakteristik Peran dan Kewenangan DPS

Sebelum menjawab hal ini marilah Kkita ihe s
Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank-Indo - :
tanggung jawab Dewan Pengawas Syar . j
dengan pihak bank syariah. Tuggas-tugas, tang

laporan oleh Dewan Pengawa iah pe
beberapa tabel berikut ini: X
Tabel 8. Tugas & Ta DPS terhadap Produk.*

DEWAI\%%%KG\ AZ\\?EI)':E PRODUK

Pra-Operasio al\ ementhan Prinsip Syariah atas pedoman
(
(— N \

g dikeluarkan Bank
\%ldohe@la

ewan Syariah Nasional — Majelis Ulama
tuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
Operasional™ — M\eng si prases pengembangan produk baru Bank agar Sesuai
teng twa Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia
elakukan Jreview secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah
p mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta

Pasca Operasional \Memlnta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan
kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

- Wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas
Syariah secara semesteran.

Sumber: - PBI No.11/33/PBI1/2009 juncto PBI No.11/3/PBI/2009
- Surat Edaran Bl No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010

Dari Tabel 8. diatas, bahwa tugas dan tanggung jawab DPS terhadap
suatu produk bank syariah adalah meliputi sejak tahap Pra-Operasional,

% Lihat PBI No0.11/33/PBI/2009 junctis PBI No.11/3/PBI/2009, Surat Edaran Bl
No0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).
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tahap Operasional, dan hingga tahap Pasca Operasional, semuanya berada
dalam kendali kewajiban dan kewenangan DPS.

Tabel 9. Objek Pengawasan & kewenangan DPS.*

OBJEK PENGAWASAN DAN KEWENANGAN DPS
A.Terhadap Proses Pengembangan Produk Baru Bank
Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan :
F.Meminta penjelasan pejabat bank mengenai tujuan, kararkteristik, dan akad yang dipakai
dalam produk baru.
G. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat
fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

* Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas
kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama
Indonesia.

* Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas
Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengal
Nasional — Majelis Ulama Indonesia.

H. Mereview sistem dan prosedur produk baru
pemenuhan Prinsip Syariah;
I. Memberikan pendapat syariah atas produk ba

B. Pengawasan Terhadap K
Kewenangan Dewan Pengawas m E wasal

amblreksn pelaksana

dasar melakukan Aitun i tr|bu5| bagi hasil;
4.Melakukan inspeksi, atan,permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada
pegawai Bank dan/atau hasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen
sebagaimana dimaksud diatas, apabila diperlukan;
5.Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi
ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
6.Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta
pelayanan jasa Bank;
7.Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan
Komisaris.
Sumber: Surat Edaran Bl No0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010

“ Lihat  Surat Edaran Bl  No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010,
www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).
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Dalam Tabel 9 memperlihatkan apa saja yang merupakan tugas objek
pengawasan dan kewenangan DPS, secara garis besar mencakup 2 (dua) hal,
yakni: Pengawasan terhadap Proses Pengembangan Produk Baru, dan
Pengawasan terhadap Kegiatan Bank. Pengawasan terhadap proses
pengembangan produk baru, meliputi: mendapatkan kejelasan dari pejabat
bank mengenai tujuan, karakteristik dan akad produk; apakah akad sudah
ada fatwa dan kesesuaiannya, bila belum ada usul kepada direksi untuk
meminta fatwa, me-review sistem dan prosedur produk kesesuaiannya
dengan prinsip syariah, opini terhadap produk baru.

Adapun pengawasan terhadap kegiatan bank diantaranya, menganalisis
laporan dari direksi,pelaksana audit, fungsi kepatuhan tentang kualitas
pemenuhan prinsip syariah kegiatan penghimpunan_dana dan penyaluran
dana serta pelayanan jasa Bank; menetapkan jumlah ujipetik dan pemenuhan
prinsip syariah; memeriksa & inspeksi dok saksi yang diuji petik
untuk mengetahui pemenuhan prinsip s ] e-review SOP
apabila terindikasi tidak memenuhi prinsi ariah; dan melaporkan hasil
pengawasan kepada Direksi dan De isari '

S iah melapor kepada Direksi
“Komisaris.

asil. Rengawasan Dewan Pengawas

vajih disz’afmpaikan oleh Bank kepada Bank

, “semester” adalah periode 6 (enam) bulanan yang

|\\berakhir pada bulan Juni dan Desember.
enyampaian Laporan tersebut menggunakan

format surat sebagaimana Lampiran 2.

CAKUPAN LAPOW 1. Kertas kerja pengawasan terhadap  proses

— pengembangan produk baru Bank;
2. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank
Sumber: Surat Edaran Bl No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010

Dari Tabel 10, DPS setelah melakukan pengawasan wajib menyampaikan
laporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, untuk kemudian bank kepada
Pembina dan pengawas bank dalam kertas kerja terpisah yakni pengawasan
produk baru dipisah dengan pengawasan kegiatan bank.

“ Lihat  Surat Edaran Bl  No0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010
www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).
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Dari beberapa ketentuan Bank Indonesia mengenai DPS dalam bentuk
tabel-tabel yang dikemukakan diatas, tampak tugas dan tangung jawab DPS
begitu beraneka dan sangat luas yakni menyangkut produk bank syariah dan
kegiatan bank syariah. Namun dalam kesempatan wawancara dengan pihak
Otoritas Jasa Keuangan, justru terkesan sebaliknya bahwa DPS tugasnya
ringan, ini sejalan dengan pernyataan R.Eko Irianto bahwa kalau DPS di
Malaysia lebih kompleks lagi tugasnya tidak seperti di Indonesia yang
aturannya masih berbaik hati, kalau di Malaysia DPS wajib memiliki Unit
Audit Syariah ini jauh lebi berat ketimbang hanya sekedar meeting. Kita
(B1/0JK) hanya mensyaratkan bank menunjuk staf membantu DPS. Karena
DPS bukan organ jadi dia tidak cukup independen terutama dalam RUPS.
Menurut IFSB pada DPS ada yang disebut Komite Syariah.*® Sedangkan
M.Nasirwan Ilyas menyatakan: Efektifitas peran-DPS dalam praktek mnasih

sampaikan dalam bentuk tabel- tugas DPS
hanya “meeting” saja namun itup isarankan dibantu oleh staf yang
ditunjuk bank.

Padahal dalam praktik.operasi 3 erapa orang DPS menyatakan
tidak benar hanya mee ja i al. pengawasan diantaranya
melakukan uji a akad-akad dan memeriksa
kesesuaiannya dengan 5 i dan fatwa DSN-MUI, serta
menyampai asan dan evaluasi DPS ke Direksi.
Opini pihak en adalah sebagai tantangan bagi DPS

untuk membukti ualitas cine jd DPS seperti yang diharapkan oleh
peraturan pe dangan, sekaligus harus mampu “menepis” opini dan
anggapan yang mere\ aﬁNugas dan tanggung jawab DPS bank syariah.

3. Konsekuensi Kelalaian DPS

Adalah suatu hal yang sangat menarik, apabila Dewan Pengawas Syariah
lalai atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin
usaha bank syariah dicabut. Hal ini dengan tegas diatur dalam Surat Edaran
Bank Indonesia N0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 kepada Semua Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia perihal: Pelaksanaan
Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

* R.Eko Irianto, Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas
Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).

* M.Nasirwan llyas, Wawancara dengan Direktur Litbang Deoartemen Perbankan
Syariah Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).
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Syariah dibawah huuruf E.Dewan Pengawas Syariah pada angka 14
menyatakan:
Dalam hal Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dengan
baik sampai dengan izin usaha Bank dicabut, maka anggota Dewan
Pengawas Syariah dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan
menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah paling lama
10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank oleh Bank
Indonesia.>®
Yang dimaksud dengan “Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan
tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha Bank dicabut” meliputi
antara lain:
a. Tidak memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas hasil
pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawa riah;
b. Tidak menilai dan memastikan peme Rrinsip Syariah atas
pedoman operasional dan produk yang dike i

c. Tidak mengawasi proses pengemb < bart gar sesuai
dengan fatwa Dewan Syariah \ Vajelis L ndonesia;

d. Tidak melakukan review secara berkala atas:pemenuha P psip Syariah
terhadap mekanisme penghimpuna : ran dana serta

pelayanan jasa Bank; da

dan bisa/boleh ditambah, namun tidak boleh
rtinya bila kurang dari yang disebutkan maka
menurut penulis— uensinya - “ijin usaha belum boleh dicabut”.
Ketentuan ini m%@ nulis mengandung sifat kewajiban kumulatif.
Namun masih menyisakan pertanyaan, apabila DPS tidak melaksanakan
tugas karena keadaan di luar kontrol yang bersangkutan misalnya mengalami
sakit berat selama beberapa bulan berturut tidak bisa ke kantor atau
megalami suatu kecelakaan transportasi, kebakaran, banjir, gempa bumi,
tersambar petir, dan lain sebagainya yang akibatnya mengalami cacat
dan/atau perlu dirawat di rumah sakit untuk jangka panjang, apa tetap ijin

usaha dicabut ? Juga apabila DPS lebih dari satu, 5 (lima) kewajiban
kumulatif dilanggar oleh salah satu DPS dan tugas DPS tetap bisa berjalan,

*0Lihat Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huuruf E.Dewan
Pengawas Syariah pada angka 14, www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

' Lihat Surat Edaran Bl No.12/13/DPbS tanggal 30 April huruf E.Dewan
Pengawas Syariah pada angka 14, www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).
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namun apakah dengan kondisi salah satu anggota DPS mengalami kondisi di
luar dugaan dan tetap saja “ijin usaha bank dicabut” ? Analisa yang penulis
sampaikan ini sekaligus merupakan masukan bagi regulator agar semua
ketentuan janganlah dibuat bersifat kaku dan terkesan menekan, sehingga
karena hal yang bersifat administratif namun berdampak sangat berat bagi
bank yang bersangkutan, lagipula dengan ketenuan dan kemungkinan
terjadinya kendisi yang dialami oleh DPS demikian, sudah sewajarnya
apabila anggota DPS disyaratkan dan dinyatakan minimal 2 (dua) orang atau
lebih.

Dalam praktik sehubungan dengan tugas-tugas DPS, pada kesempatan
bertemu dengan beberapa anggota DPS bank syariah, pada umumnya mereka
mengeluh bahwa sebenarnya DPS ada yang tidak bisa secara optimal
melaksanakan keseluruhan tugas-tugasnya mengawasi proses
pengembangan produk baru, audit syariah, akad, uji i
kerja, review mekanisme penghimpunan dana

jasa bank, dan pelaporan; hal ini diseba mempunyai

aryawan bahkan

tidak disediakan ruang kerja da
antor bank.>® Hal

petugas front office, layaknya

bahwa Bank menyediakan it : ak. bagi DPS antara lain ruang
kerja, telepon, dan lemari arsip;>< da H.10 bahwa Bank menugaskan
i 1*(satu).ora yawaiuntyk mendukung tugas dan tanggung

4. Keduduka@
Dalam wawancara-dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah ketika
ditanyakan mengenai kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah,

dikatakan pada Bank A Syariah adalah sederajat dengan Komisaris dan

°2 Wawancara dengan beberapa DPS perbankan syariah, 11 Februari 2015 dan
Lihat: SE Bl N0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf H.9 dan H.10.

* Lihat: SE Bl No0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf H.9
www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

* Lihat: SE Bl No0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf H.10
www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

% Wawancara secara informal dengan beberapa DPS, dengan syarat identitas DPS
dan bank syariah tidak bersedia diungkapkan demi kebaikan bank dan DPS tersebut.
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bahkan diatas Direksi hal ini sebagaimana dimuat dalam Laporan Tahunan
2013 dalam bentuk bagan:

Bagan 5. Posisi DPS pada Bank A Syariah.”®

RIS RUPS
DEWAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH KOMISARIS
] DIREKSI

Selanjutnya dijelaskan bahwa pada
dan Komisaris adalah organ penga

memberi nasehat. DPS o JaWa ' 98
mengambil keputusa A p ecuali untuk produk atau
aktifitas baru berkaii S memberikan opini bahwa ini
ariah.” Tapi pada waktu pengambil
terlibat. Setelah diputuskan DPS
akukan . a ecara syariah; kalau Komisaris

ara-bankingnya>dan DPS audit secara syar’i-nya.®’
Sedangkan ﬁ\&&? erima dari Bank BSM mengenai DPS ini,
DPS jelas mengav el% naan prinsip prinsip syariah dalam kegiatan
Bank. Memberi masul epada Direksi dan Dekom atas hasil pelaksanaan
prinsip-prinsip sys}a% nelalui- uji petik (pemeriksaan) oleh DPS. Terkait
mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan DPS contohnya dalam
proses pembuatan produk baru, di mana management senantiasa meminta
opini kepada DPS. Mengenai review akad, DPS melakukan uji petik secara

sampling ke unit-unit kerja untuk memastikan pelaksanaan operasional
sesuai dengan prinsip syariah.®® Namun secara struktur organisasi, posisi

melakuka

*®Bank A Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 (Jakarta: Ban A Syariah,
2014).

*Bank A Syariah, Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah, 4
Februari 2015 (Jakarta: Bank A Syariah, 4 Februari 2015).

% Bank Syariah Mandiri, Wawancara dengan Divisi Kepatuhan Bank BSM, 5
Februari 2015 (Jakarta: Bank BSM, 5 Februari 2015).

204



Dewan Pengawas Syariah di Bank BSM ini berada dibawah Direksi sesuai
bagan:

Bagan 6. Posisi DPS pada Bank Syariah Mandiri.*®

RUPS

DIREKSI DEWAN
KOMISARIS

DPS

syariah secara keseluruhan dala :
DPS ditafsirkan sejajar Dewan - Direksi; kedua,
DPS ditafsirkan dibawah posisi 3 aris."Menurut penulis hal
ini berawal dari ketidak. jelasa a A thak regulator dalam

: ] yang dibiarkan

an: pertama,

mengambang, sehingg penafsiran secara individual
dari pelaku bi
Perbeda kan DPS di dalam suatu bank

I status hukum bagi Dewan Pengawas Syariah
sebagai Organ. PT; dua\%e'dak menegaskan kedudukan hukum Dewan
Pengawas Syariah, jat dengan Organ PT lain; Ketiga, tidak menetapkan
apa kewenangan h% g dimiliki Dewan Pengawas Syariah.®

Ketiga hal ini kiranya merupakan sebagian kelemahan UU Perseroan
Terbatas terkait corporate governance. Menurut penulis “Organ Perseroan
Terbatas™ adalah pihak yang seara hukum diberikan secara khusus tanggung
jawab dan kewenangan mengurusi suatu perseroan terbatas. Pendapat penulis
ini berdasarkan fakta bahwa secara hukum RUPS, Direksi, dan Komisaris
sebagai Organ PT mempunyai secara khusus tanggung jawab dan
kewenangan mengurusi masing-masing pada posisinya itu dalam perseroan

* Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013,
www.syariahmandiri.co.id (Akses 15 Oktober 2014).

% jhat UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 109 (Jakarta:
Perum Percetakan Negara RI, 2007).
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terbatas. Analog dengan ini adalah Dewan Pengawas Syariah, di dalam suatu
perseroan terbatas bank syariah oleh hukum sudah secara khusus diberikan
tanggung jawab dan kewenangan penuh mengurusi ke-halal-an produk
perbankan syariah agar sesuai prinsip syariah, namun sayangnya belum
diiringi dengan pemberian “status hukum” sebagai “Organ PT”, sehingga
kelemahan “kedudukan hukum” dan “kewenangan hukum” juga terdapat
pada DPS.

5. Tugas dan Konsekuensi DPS Dibanding Dewan Komisaris

Sebagai pembanding di sini disampaikan tugas-tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris menurut UU Perbankan Syariah dan menurut PBI
No0.11/33/PBI/20009.

Tabel 11. Tugas & Tanggung Jawab Komisaris Bgﬁk\a iah.®*

TUGAS & TANGGUNG JAWAB KOMISARIS BANK SYARIAH
UU No. 21 tahun 2008 | Ketentuan menge é&%ﬁm}w \tugas, kewenangan,
‘ dewan
ia
i~de

tentang Perbankan | tanggung ja ‘
%\% dalam

Syariah komisaris .d
Pasal 28 anggar
peratué%p
ggung jawab Direksi, serta

PBI No.11/3/PB1/2009
Pasal 24

an Komisaris sebagaimana
t (1) dilaksanakan dengan
) lain pada ketentuan Bank

) \f\ nesia me nai pelaksangan Good Corporate
( ' ) wnce yang berlaku bagi Bank.

Sedangka%@;g
jawab Dewan

o.h@%/P 1/2009 yang mengatur tugas dan tanggung
[R i aéiksg butkan mulai pasal 7 hingga pasal 10 sebagai
berikut: \

a. Dewan Komisa&va’i melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai
dengan prinsip-prinsip GCG.

b. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya
pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi.

c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada
Direksi.

8 jhat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 28 juncto PBI
No.11/3/PBI/2009 pasal 24.
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d. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Dewan
Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategis BUS.

e. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Dewan
Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan
operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian
pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris
tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.

f. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti
temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank
Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor

ekstern.
g. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank
Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari :
a). pelanggaran peraturan perundang- euangan dan
perbankan; dan
b). suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan.usaha BUS.%2
Adapun di dalam Surat 12/13/DPbS tanggal 30
April kepada Semua Ba Unit” Usaha Syariah di
Indonesia perihal: Pels e \Governance bagi Bank

n tangg omisaris perbankan syariah yang
* {,,Iih um dan sangat normative, baik

G maupun tugas pokok komisaris sebagai
direksi, tidak ada penjabaran secara spesifik yang
ng

h jelas, disamping tidak ada konsekuensi atas

disampaikan. di
terhadap i@k

pengawas dan penaseha

memberi beban tuga
kelalaian yang mungki akukan oleh seorang komisaris.

Dengan adanya perbandingan tugas dan tanggung jawab antara Dewan
Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris sebagaimana disajikan dalam tabel-
tabel dan kutipan peraturan perundang-undangan diatas, tampaklah
perbedaan yang nyata yakni: pertama, tugas dan tanggung jawab Dewan
Pengawas Syariah berupa pengawasan langsung mengenai produk bank
syariah sejak: tahap persiapan suatu produk — tahap pelaksanaan operasional
— tahap pasca operasional, sedangkan Dewan Komisaris tidak menyangkut
produk bank syariah tapi lebih kepada pengawasan pelaksanaan corporate
governance dan tugas pokok secara normatif; kedua, tugas dan tanggung
jawab Dewan Pengawas Syariah lebih berat karena lebih luas - lebih jelas -

82 ihat PBI no.11/33/PB1/2009 pasal 7 hingga pasal 10
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lebih rinci - dan ada sanksi, sedangkan Dewan Komisaris hanya bersifat
umum terhadap penerapan corporate governance karena tidak jelas dan tidak
ada rinciannya dan tidak ada sanksi; ketiga, Dewan Pengawas Syariah punya
kewajiban dan paling bertanggung jawab untuk terpenuhinya “Prinsip
Syariah” atas produk bank syariah, sedangkan Dewan Komisaris tidak punya
kewajiban dan tanggung jawab demikian.

Tabel 12. Perbandingan Tugas & Tanggung Jawab antara DPS
dengan Dekom.
PERBANDINGAN TUGAS & KEWAJIBAN ANTARA
DEWAN PENGAWAS SYARIAH & DEWAN KOMISARIS
NO SUBJEK DEWAN PENGAWAS DEWAN KOMISARIS
SYARIAH

1 Jumlah Personil Minimal 1 (satu) ahli syari inimal 2 (dua) anggota
(UU PT pasal 109 ayat (2) r\%\ asal 108 ayat (5)
.Lebi

2 Cakupan Tugas & | A.Pengawasan m kepada
Tanggung Jawab mengenai gawasan. pelaksanaan
syariah vernance

dan tidak
produk

ariah.

embentuk  Komite &
taf yang membantu
tugas (UU PT Pasal 121,
PBI 11/33/PBI/ 2009,
dan SE-BI 12/13/DPbS).

3 hanya  bersifat  umum
terhadap penerapan
corporate governance

apabil ‘ karena tidak jelas dan tidak
“ba & larangan | ada rinciannya dan apabila
ménjadi DPS max.10 thn lalai tidak ada sanksi

4 Target Tug?gj\\ggirhj bertanggung  jawab | tidak punya kewajiban dan
b )

Tanggung Ja uk terpenuhinya “Prinsip | tanggung jawab terhadap
| Syariah” atas produk bank | produk bank syariah.
syariah

Sumber: UU PT, UU Perbankan Syariah, Peraturan Bl & SE Bank Indonesia

6. Perbandingan Remunerasi

Perbandingan beban tugas dan tanggung jawab antara Dewan Pengawas
Syariah dengan Dewan Komisaris akan lebih menarik lagi apabila kita
melengkapinya dengan melihat juga perbandingan besaran remunerasi dan
fasilitas yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris,
sebagaimana terlihat dalam bentuk tabel-tabel dibawah ini di mana masing-
masing bank syariah telah membuat laporan pelaksanaan GCG sesuai
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petlégjuk Bank Indonesia dan kami merangkumnya seperti terlihat berikut
ini.

Tabel 13. Perbandingan Remunerasi & Fasilitas Bank Syariah.

REMUNERASI & FASILITAS BANK SYARIAH DALAM PERBANDINGAN
REMUNERASI & FASILITAS LAIN DALAM SETAHUN
RENUMERASI & FASILITAS LAIN*
NO | BANK YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN
DIREKSI DEKOM DPS
Org | Jutaan Rp. Org | Jutaan Rp. Org | Jutaan Rp.
1 | BSM 6 | 35.956.742.381 3 |10.813.082.142 | 3 | 1.201.026.500
2 [ BMI 5 | 29.850.000.000 6 | 19.402.000.000 | 3 | 1.093.000.000
3 | BRI 5 | 7.580.000.000 5 3.890.000<@ 2 683.000.000
SYARIAH
4 BJB 5 | 7.757.000.000 5 2.3%006%\%\ 4 586.000.000
SYARIAH -
5 BNI 3 | 3.837.666.667 3 675%3\3\% 442.500.000
SYARIAH
6 Bank A | 4 | 3.472.500.000 3 W.O{)o 2\ &9.600.000
Syariah )

*)dinilai dalam equivalen rupiah
Sumber: Laporan GCG Tahun 2013 BSN

fasilitas dalam setahun bagi
ana disusun dalam tebel berikut

Remunerasi &  Fasilitas

K Bank Syariah
ata Setahun Per-jabatan

N SECARA PRORATA PER-JABATAN

\ RENUMERASI & FASILITAS LAIN*
NO | BANK ~ YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN
DIREKSI DEKOM DPS
() 2 @) @:@) | B3):(2)
Jutaan Rp. Jutaan Rp. | Jutaan Rp. % %
1 BSM 5.992.790.396 | 3.604.360.714 | 400.342.166 6,68 11,10
2 BMI 5.970.000.000 | 3.233.666.667 | 364.333.333 6,10 11,27
3 BRI SYARIAH | 1.516.000.000 778.000.000 | 341.500.000 | 22,53 43,90
4 BJB 1.551.400.000 460.200.000 | 146.500.000 9,44 31,83

% Bank Indonesia, Surat Edaran No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 kepada
Semua Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia, perihal: Pelaksanaan
Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Jakarta:
Bank Indonesia, 2010), 27-28 & 34.
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SYARIAH
5 BNI SYARIAH | 1.279.222.222 225.111.111 | 221.250.000 | 17,30 98,28
6 Bank A 868.125.000 246.633.333 | 99.800.000 | 11,50 40,46
Syariah
*)dinilai dalam equivalen rupiah

Sebagaimana disajikan pada tabel 14 diatas, kita mengetahui secara pro-
rata besaran renumerasi bagi setiap anggota DPS dalam setahun sebagaimana
dimuat dalam Laporan Pelaksanaan GCG masing-masing Bank Syariah
tersebut, dan apabila dibandingkan dengan besaran renumerasi bagi Direksi
dan Komisaris maka secara umum terlihat DPS sangat kecil prosentase
penerimaannya, kecuali Bank BNI Syariah antara Komisaris dengan DPS
(98,28 %) tidak terlalu jauh terpaut perbedaannya.

Tabel 15. Perbandingan Remunerasi Direksi, Dekorfi dan tahun.
REMUNERASI DIREKSI, DEKOM & DP A TAHUN

Jumlah BSM BMI BRI ﬂa\\m BANK

Remunerasi*) SYARI %\

Per-orang % \ SYARI

dim 1 tahun < &\‘;\ Db\H

(Rupiah) D]/ K [D| D D|.D DN\D D| K| D
IOPI§§\\\I§\\\QI¥)\P\S§PIOP
RIM|S M m\s R\M R S|R|[M|S

>2 M 6 5|

>IM-2M 5 1 3 1

>500 jt—1 M 5. 50 4] 1 2

<500 jt N3 N3 2 5 |4 2 |2]1]3]2

*) yang diterima dalam bent \kg\g% \% )
Sumber: Laporah GCG Tahun “BMI; BRI SYARIAH, BJB SYARIAH, BNI
SYARIAH, DAN BAN

Dari pek\i an '\ t\s\m pakan suatu fakta empirik dan fenomena
bahwa mengenai ne%iﬁgan Fasilitas lain (keuangan dan yang dapat
dinilai dengan uan iterima dalam 1 tahun oleh Dewan Pengawas
secara keseluruha% 1 bank-bank syariah, sangatlah timpang dan jauh
sekali di bawah yang diterima oleh Dewan Komisaris. Dewan Pengawas
Syariah pada umumnya tidak menerima fasilitas selain remunerasi. Begitu
juga dalam hal Remunerasi dalam bentuk keuangan yang diterima dalam
setahun oleh semua Dewan Pengawas Syariah adalah di bawah 500 juta
rupiah, sangatlah kecil dibanding yang diterima Dewan Komisaris dalam
masa yang sama yakni secara umum diatas 500 juta hingga 1 Miliar, bahkan
ada 1 (satu) bank syariah memberikan Dewan Komisaris diatas 2 Miliar
pertahun perorang. Mengapa dikatakan yang diterima DPS sangat kecil,
dikarenakan ketentuan angka di bawah 500 juta rupiah menurut SE-BI
12/13/DPbS tersebut, dalam praktik dari kalangan DPS justru nilainya ada
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beberapa yang berada di bawah 100 juta per-tahun.®* Hal ini secara empirik
jelas menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap Dewan Pengawas
Syariah dengan beban kerja dan tanggung jawab lebih berat serta adanya
sanksi berat, bila dibanding Dewan Komisaris beban kerja dan tanggung
jawab lebih ringan serta tidak adanya sanksi.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan sudah melihat ketimpangan atau tidak
adanya keadilan dalam distribusi remunerasi, dikatakan bank syariah tidak
fairness dalam praktek remunerasi karena belum melaksanakan prinsip
“tawazun” atau keseimbangan mengenai remunerasi diantara hak bagi
pemegang saham, direksi, komisaris, dewan pengawas syariah dan
karyawan; sudah diketahui bahwa gaji direksi jauh lebih tinggi dibanding
karyawan padahal yang kerja keras adalah karyawan termasuk pembagian
bonus dan tantiem tidak seimbang dan ini berpoténsimenimbulkan masalah,

Dengan penjelasan dari pihak Otoritas Jasa e gan
menghimbau tapi tidak digubris oleh A %sa A enurut penulis
untuk mengatasinya harus melalui mekanisme. dibuatnya  suatu peraturan

' emenuhi prinsip

Disamping hal cara kum_ perse oan Dewan Komisaris
mempunyai - suatu i an secara hukum atas
perbuatannya yang al_atau bersalah mengakibatkan
“kerugian perseroan” berupa kesempatan
melakukal
“Business\J
melindungi

ules”. ‘Business Judgment Rules adalah hak hukum
ung jawab pribadi atas tindakan yang dianggap ultra
vires (melampaui- aﬁga,h) namun apabila dapat membuktikan telah
melakukan: itikad%\‘ in, good faith), memperoleh informasi cukup (well
informed), melakukan-tindakan terbaik untuk perseroan (the best interest of
the corporation) oleh hukum dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi.
% Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas pada pasal
114 ayat (5) dan pasal 115 ayat (3) yang keduanya berbunyi:
Pasal 114 (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan
atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat
membuktikan:

#Wawancara secara informal dengan beberapa DPS, dengan syarat identitas DPS
dan bank syariah tidak bersedia diungkapkan demi kebaikan bank dan DPS tersebut.

% R. Eko Irianto, Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah OJK
(Jakarta: OJK, 25 Februari 2015)

% Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Jakarta: Megapoin, 2000), 225.
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a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan
kerugian; dan

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut.

Seterusnya

Pasal 115 (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggung-

jawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

apabila dapat membuktikan:

a. kepailitan tersebut bukm karena kesalahan + atau

b. telah melakukan tugas pengawasan dengan ika

kepailitan; dm
d. telah memberikan nasihat
kepailitan.

erbatas selain kepada organ
: . kepada organ perseroan
Direksi.®” Namun hal ini-tidak erlak _bagi Dewan Pengawas Syariah
oleh pemb at ang-undang;.-penulis memahami  hal ini dikarenakan
\ Awas Syariah bukan sebagai ‘organ”

Pengawas Syariah hanya bisa memberlkan
nasehat dan saran punya kewenangan untuk “menegur” apalagi
memberikan “pu% ’ kepada pihak yang diawasi. Menurut penulis
keadaan ini masih bisa di koreksi, yakni dengan melakukan perubahan pada
UU Perbankan Syariah dengan menetapkan bahwa dalam perseroan
perbankan syariah terdapat 4 (empat) organ perseroan yakni: RUPS, Direksi,
Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Apabila terdapat perubahan
seperti ini dalam UU Perbankan Syariah yang akan datang, maka ia akan
merupakan Lex Sspecialis terhadap UU Perseroan Terbatas karena
diberlakukan secara khusus hanya bagi perseroan bank-bank syariah.

konsultan m ng

¢ Republik Indonesia, Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007) pasal 97 ayat (5) dan pasal 104 ayat

(3).
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8. Larangan bagi Dewan Pengawas Syariah

Selanjutnya, dalam UU Perseroan Terbatas mengenai Dewan Pengawas
Syariah pasal 109 dengan 3 ayatnya belum memberikan suatu batasan berupa
larangan ataupun mengenai benturan kepentingan. Begitupun dalam UU
Perbankan Syariah tentang Dewan Pengawas Syariah pasal 32 dengan 4
ayatnya juga belum menetapkan adanya suatu larangan terhadap Dewan
Pengawas Syariah. Larangan bagi Dewan Pengawas Syariah baru ditetapkan
oleh Peraturan Bank Indonesia No0.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan
Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah dan juga dalam Surat Edaran Bank Indonesia No0.12/13/DPbS
tanggal 30 April 2010 kepada Semua Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah di Indonesia perihal: Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pertama-tama Kkita lihat dulu pada PBl-No
menyebutkan:

Syariah dilarang mengamb| o- 3
BUS selain remuneras

Sedangkan pada daran) Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30
April 2010 pada h%g ka 13 menyebutkan:
Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai
konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.
Yang dimaksud dengan “konsultan” adalah meliputi konsultan, penasihat
atau yang dapat dipersamakan dengan itu, baik individu maupun perusahaan,
termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi bagi
BUS dan/atau UUS. Dalam hal konsultan berbentuk perusahaan maka
pegawai/perorangan yang bekerja pada perusahaan tersebut, namun tidak
bertugas sebagai konsultan bagi BUS dan/atau UUS, tidak dikategorikan
sebagai konsultan.

Yang dimaksud dengan “jasa konsultasi” adalah terbatas pada jasa
konsultasi terkait kegiatan usaha perbankan syariah.
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Memperhatikan hal diatas, Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap
jabatan sebagai konsultan pada semua BUS dan UUS.
Namun bagi Dewan Komisaris kami belum menemukan larangan merangkap
jabatan sebagai konsultan pada semua BUS dan UUS. Secara logika apabila
aturan larangan tersebut merupakan bentuk menghindar dari timbulnya
benturan kepentingan antara Dewan Pengawas Syariah dengan semua BUS
dan UUS, perlu kejelasan mengapa bagi Dewan Komisaris tidak diatur hal
yang sama juga. Ini menunjukkan perlakuan yang diskriminatif terhadap 2
(dua) posisi yang sama-sama berfungsi sebagai “pengawas” dan “pemberi
nasehat” terhadap direksi tapi berbeda aturan larangannya tanpa kejelasan
alasan.

Hasil analisa penulis dengan membandingkan- tugas-tugas, tanggung
jawab, remunerasi, sanksi, hak membela d|r| 1 larangan antara Dewan
Pengawas Syarlah dengan Dewan Komisari I i i

anggung jawab

Dewan Pengawas Syariah adalah lebih banya serta lebih
berat disebabkan: langsung menya | yat jantung
atau dapur usaha bank syariah enuhi prinsip
syariah, mulai dari teknis pra- ional dan pasca
operasional bank syariah, S apor pengawasan secara
berkala; namun dalam hal penéri ~ unerasi-Dewan Pengawas Syariah
terlihat faktanya menherima. peng [ebih kecil dibandingkan
penerimaan Dewan Komisa ahkan disertairatau diiringi dengan ancaman

sanksi regulasi blla an. Pengawa iah tidak melaksanakan tugasnya
dengan bai ( 7 aha  bank, dicabut dan yang bersangkutan
dilarang (menjadi- an Pengawas Syariah paling lama 10
(sepuluh) taf ini. ti h terdapat pada tugas-tugas dan tanggung

jawab Dewan. S\I‘IS ya S|fatnya umum, lagipula kelalaian Dewan
Komisaris terhada s dan tanggung jawabnya tidak memungkinkan
menjadi penyebab%g k dicabut, dikarenakan Dewan Komisaris hanya
sebagai pengawas dan._tidak sebagai pihak penentu atau pemutus terhadap
kesesuaian produk dan jasa bank dengan prinsip syariah. Namun mungkin
saja Dewan Komisaris menjadi penyebab timbulnya kerugian perseroan atau
timbulnya kepailitan perseroan, namun itupun secara hukum Dewan
Komisaris mempunyai kesempatan untuk melaksanakan hak membela diri
agar bebas dari tanggung jawab pribadi sesuai “doktrin business judgment
rules”, sedangkan bagi Dewan Pengawas Syariah tidak diatur tentang hak
membela diri agar bebas dari tanggung jawab pribadi seperti Dewan
Komisaris.

Memperhatikan hal-hal demikian ini, bagi penulis keadaan ini merupakan
suatu “ketidak-adilan hukum” atau “tidak memenuhi cita rasa keadilan”
dengan terdapatnya tidak adil, tidak seimbang dan perlakuan yang tidak
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wajar diantara Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris disebabkan 7
(tujuh) hal:

pertama, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah mengenai
produk harus sesuai prinsip syariah jauh lebih berat dan lebih luas daripada
tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai pengawas terhadap
corporate governance;

kedua, kelalaian tugas Dewan Pengawas Syariah bisa berakibat izin bank
syariah dicabut dan sanksi larangan menjadi DPS dalam waktu lama,
sedangkan kelalaian tugas Dewan Komisaris tidak mengakibatkan izin bank
syariah dicabut dan juga tidak dikenakan sanksi;

ketiga, kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah karena bukan “organ
perseroan” dalam struktur perseroan sangat lemah-sekalipun diangkat oleh
RUPS, ada yang menafsirkan sejajar dengan De <omisaris tapi pihak

lain umumnya menafsirkan justru berada h\ Direksi, sedangkan
Dewan Komisaris sebagai organ perseroa diatas Direksi atas
dasar fungsi yang mengawasi dan m enang untuk
memecat direksi;

engawas  Syariah

daripada Dewan Komisaris
* banding Dewan

memperoleh penghargaan

kelima, Dewan Pengaw dibantu suatu komite yang
ahli syariah dan a auditor syariah; sedangkan
Dewan komisaris diba dan staf yang ahli keuangan
dan akuntansi serta a

hak hukum ““busi judgme )I6s” namun Dewan Komisaris sebagali
organ perseroan iliki~ mekanisme perlindungan hak hukum “business
judgment rules” m UU Perseroan Terbatas;

ketujuh, Dewan %a Syariah dilarang menjadi konsultan pada seluruh
BUS dan UUS, sedangkan bagi Dewan Komisaris tidak terdapat larangan
semacam itu.

Menurut penulis ketujuh hal tersebut merupakan sebagian dari pekerjaan
rumah bagi regulator dan pihak terkait, ke masa yang akan datang untuk
dapat segera dibenahi, dan apabila dibiarkan berlarut maka cepat atau lambat
hal ini akan menjadi salah satu isu substantif yang akan bergulir di
lingkungan perbankan syariah dan di masyarakat. Dalam kesempatan ini
penulis mengusulkan agar kedudukan dan status hukum Dewan Pengawas
Syariah dalam regulasi disempurnakan paling tidak sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas Syariah ditingkatkan status hukumnya menjadi “Organ”

Perusahaan sejalan dengan telah diberikannya tugas & tanggung jawab
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dan kewenangan secara khusus oleh undang-undang, agar produk & jasa
bank syariah sesuai prinsip syariah;

. Business Judgment Rules juga diberlakukan bagi Dewan Pengawas
Syariah;

. Sewajarnya seimbang dengan beban tugas dan tanggung jawab Dewan
Pengawas Syariah memiliki komite dan staf dibawahnya yang
mempunyai keahlian bidang syariah, akuntansi syariah, dan auditor
syariah;

. Sanksi Kelalaian Pelaporan DPS yang berat dampaknya atas pelanggaran
yang sifatnya administratif, dibanding Dewan Komisaris yang tidak
dikenakan sanksi agar ditinjau kembali;

. DPS dilarang menjadi Konsultan di seluru
Komisaris tidak dilarang, perlu dijelaskan a

BUS/UUS tapi Dewan
atau agar ditinjau

kembali karena sangat diskriminatif enuhi  prinsip
“tawazun”;

. Remunerasi & fasilitas DPS wajib mem mengingat
tugas dan fungsi yang sama den sebagai

peraturan perundang
tabel berikut ini.

SUBJEK

)
EWAN

NO PENGAWAS | DEWAN KOMISARIS
YARIAH
1 Status Hukum —| Tidak Jelas (UU PT & UU | Organ Perseroan (UU PT
PbSy) = Status Lemah pasal 1 ayat (2) = Status
Kuat
2 Kedudukan & | Kedudukan Hukum Tidak | Kedudukan Sejajar Direksi
Kewenangan Jelas & Tidak Ada | sebagai Organ & Ada
Hukum Kewenangan Menghukum | Kewenangan Menghukum
(UUPT) Memberhentikan  direksi
(UU PT pasal 106)
3 Jumlah Personil Minimal 1 (satu) ahli | Minimal 2 (dua) anggota
syariah (UU PT pasal 109 | (UU PT pasal 108 ayat (5)
ayat (2)
4 Rangkap Jabatan Boleh tapi wajib lapor (PBI | Boleh tapi wajib lapor (PBI
Yang Sama 11/33/PBI1/2009 dan SE BI | 11/33/PBI/2009 dan SE BI
12/13/DPbS 30 April 2010) | 12/13/DPbS 30  April
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2010)
5 Rangkap Jabatan | Tidak Boleh pada semua | Tidak Dilarang pada semua
Sebagai Konsultan | BUS & UUS (SE BI | BUS & UUS (SE BI
12/13/DPbS 30 April 2010) | 12/13/DPbS 30  April
2010)
6 Cakupan Tugas & | A.Pengawasan  langsung | A.Lebih utama kepada
Tanggung Jawab mengenai produk bank pengawasan
syariah sejak persiapan pelaksanaan corporate
suatu produk — tahap governance, dan tidak
pelaksanaan operasional menyangkut produk
- tahap pasca bank syariah.
operasional. B.Membentuk Komite &
B.Tidak ada Komite yang Staf yang membantu
membantu tugas (UU tugas (UU PT Pasal
PT, UU PbSy, PB 1, PBI 11/33/PBI/
11/33/PBI/2009, n dan  SE-BI
SE-BI 12/13/DPbS)”~
7 Sifat Tugas & | Bersifat khusus m terhadap
Tanggung Jawab tanggung ja corporate
karena lebi - tidak
jelas - lebih.ri ada
produ a (PBI
gover 009 dan SE BI
/PBI \% 30  April
\“124 PbS
8 Target Tugas 3 §I'|dak punya kewajiban
Tanggung Ja dan - tanggung  jawab
% terhadap  produk  bank
syariah.(PBI  11/33/PBI/
¢ \ 2009  dan SE BI
NA 12/13/DPbS 30  April
‘ 2010)
9 \'Sanksﬁ\i?;’L id sanksi:’ Ttidak ada sanksi
Melakukan Tu bank dicabut (SE Bl 12/13/DPbS 30
\ BLar)angan menjadi DPS | April 2010)
x max. 10 Tahun. (SE BI
_| 12/13/DPbS 30 April 2010)
10 | Hak Hukum | Tidak ada. (UU PT) Ada memiliki.
“Business (UU PT Pasal 114 dan
Judgment Rules” Pasal 115)
Sumber: UU PT, UU Perbankan Syariah, Peraturan & SE Bank Indonesia dan Laporan

Pelaksanaan GCG beberapa Bank Syariah.

Dari pengamatan dan penelitian penulis terhadap praktik operasional
perbankan syariah, bahwa apa yang terjadi pada Dewan Pengawas Syariah
mengenai status dan kedudukan, tugas-tugas, dan perlakuan yang tidak adil
dan tidak seimbang telah berlangsung sejak lama yaitu sejak berdirinya Bank
Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1991. Pada waktu itu yang
dipakai sebagai acuan hukum adalah Kitab Undang Undang Hukum Dagang
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eks colonial yang masih berlaku, yang hanya mengenal dan mengatur
tentang direksi dan komisaris. Adapun undang-undang perseroan terbatas
baru hadir tahun 1995 yakni dengan adanya Undang-Undang No.1 tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas, namun undang-undang ini juga belum
mengakomodir adanya dewan pengawas syariah bagi perseroan yang
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, barulah kemudian dengan
perubahan UU Perseroan Terbatas No.1 tahun 1995 lahirlah Undang-Undang
No0.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kita ketahui telah
mengakomodir adanya kewajiban dewan pengawas syariah bagi perseroan
yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, namun undang-undang
ini juga belum menetapkan tentang status hukum, kedudukan hukum,
kewenangan hukum, dan hak hukum lainnya bagi~dewan pengawas. Pada
kenyataannya, lewat ijtihad dan pendapat yang berdasarkan syariah dari para

24 tahun.

F. Komite-Komite.
1. Wajib Adanya
Dalam rang

jawabnyal

Pemantau

emunerasi dan Nominasi; dan c. Komite
komite ini ditetapkan Direksi berdasarkan
misaris. Selain itu Dewan Komisaris wajib
tertib kerja setiap komite.%®
bankan Syariah, PBI 11/33/PBI/2009 ini selanjutnya

membuat pedomaB%%;r
U

Sesuai amanah U
mengatur mengenai struktur dan keanggotaan Komite diantaranya: pertama,
anggota komite adalah Komisaris Independen dan ada juga yang disebut
“Pihak Independen”; kedua, setiap komite diketuai oleh Komisaris
Independen; ketiga, anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite.®®
Larangan bagi direksi ini jelas merupakan pencegahan terdapatnya benturan
kepentingan (conflict of interest) dalam kedudukannya sekaligus menjaga
independensi komite.

%8| ihat Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Pasal 11 ayat (1) & (2)
www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

® Lihat Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Pasal 34 — 36
www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).
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Sebenarnya ketentuan mengenai Komisaris Independen dalam susunan
Dewan Komisaris dan pembentukan komite oleh Dewan Komisaris adalah
sebagaimana telah di isyaratkan oleh pasal 120 UU Perseroan Terbatas untuk
Komisaris Independen dan pasal 121 UU Perseroan Terbatas bagi
pembentukan komite.”® Adapun Undang-Undang Perbankan "* belum ada
mengatur hal ini. Juga dalam UU Perbankan Syariah belum ada disinggung
dan diatur tentang keberadaan Komisaris Independen dan pembentukan
komite, karena UU Perbankan Syariah melalui pasal 28 menyerahkan
diantaranya pengaturan hal itu oleh anggaran dasar bank syariah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. " Berdasarkan hal ini selain
anggaran dasar bank syariah masing-masing memuat ketentuan adanya
Komisaris Independen dan komite, maka Bank Ind e5|a juga memandang

| i dalam berbagai

peraturan Bank Indonesia.

2. Komite menurut Bank Indonesia
Bank Indonesia telah menetapkan

adalah diantaranya terdapat tugas pada. Komite \Remunera dan Nominasi
yakni yang terkait dengan kebijakan inasi.set ma
No. 11/33/PBI1/2009 yakni: : emberikan., rekomendasi kepada

Dewan Komisaris genai s s orosedur pemilihan  dan/atau
penggantian anggota isari reksi dan Dewan Pengawas
Syariah; kedua, memberiks 3l s)  kepada Dewan Komisaris
mengenai nisaris, Direksi dan/atau Dewan
Pengawa rekomendasi kepada Dewan

Komisaris \mengenai N pih k 'nependen yang akan menjadl anggota

akuntansi keuanga

Dikatakan hal % menarik, karena adanya ketentuan memberikan
rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai 2 (dua) hal yakni: pertama,
rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian

Lihat Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Jakarta:
Perum Percetakan Negara RI, 2007), 89 — 90.

"Lihat Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-
Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No.7 tahun 1992 tentang
Perbankan (Bandung: Citra Umbara, 2013),

2 Lihat UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 28: Ketentuan
mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang
menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank
Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Lihat Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Pasal 40 juncto 34 & 36
www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).
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anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah; kedua,
rekomendasi tentang calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau
Dewan Pengawas Syariah. Rekomendasi disampaikan kepada Dewan
Komisaris untuk kemudian mekanismenya apakah diteruskan kepada Direksi
atau kepada RUPS atau pihak Bank Indonesia atau Otoritas belum ada
kejelasan dalam regulasi yang ada, kecuali bagi Dewan Pengawas Syariah
ada diatur detilnya.

Terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah berdasar rekomendasi
Komite Remunerasi dan Nominasi maka Dewan Komisaris mengusulkan
calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan kemudian
setelah rapat Direksi mempertimbangkan selanjutnya Direksi meminta
rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesi juga memohon

persetujuan kepada Bank Indonesia, terakhir ah~ RUPS mengangkat
anggota Dewan Pengawas Syariah setelah ada omendasi dari Majelis
Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesi \

Sedangkan mengenai rekomendasi 't% S 1. Nominasi
mengenai sistem serta prosedur pemilihan da \

isaris;. Direksi dan/atau
Dewan Pengawas Syariah, walau a-tidak secara eksplisit
disebutkan namun - denga yerhatika yan dalam  PBI
N0.11/33/PBI 2009 secara logika alurnya adalah: Rekomendasi Komite

' sari kan kepada Direksi dan
keputusan rapat diajukan

Peraturan Bank In dan_UU Perseroan Terbatas kan kata sambungnya
adalah “dan”, pera%g G dan ada aturan Bank Indonesia. Jadi keduanya
dijalankan. Usulan calon)direksi dan komisaris, boleh dari direksi, komisaris
atau pemegang saham, tapi komite melakukan analisa terhadap calon-calon
dan tidak berhak menolak atau menerima tapi memberikan rekomendasi.
Analisa hanya secara administrasi saja bukan fit & proper test, contohnya
calon direksi adalah punya pengalaman minimal 5 tahun sebagai pejabat
eksekutif, atau 1 level dibawah direksi dimanapun dia bekerja, dan ini

kemudian dikembalikan kepada yang mencalonkan dengan pesan contohnya

™ Lihat Surat Edaran No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, 14,
www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

" Lihat Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PB1/2009 pasal 4 & pasal 6, dan pasal
18 -19, www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).
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bahwa calon ini tidak fit. Jadi komite sebagai filter bagi syarat administratif
yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia yang sudah jelas checklistnya.”
Selain hal-hal diatas ketentuan terhadap anggota komite ini oleh Bank
Indonesia bahkan mengatur pula beberapa larangan bagi anggota komite
dalam rangka menjaga kemandirian dan independensi kinerja anggota
komite. Dalam Surat Edaran Bl itu bagi anggota komite yang berasal dari
pihak independen diharuskan juga tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan
pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi,
atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan
Bank, kemudian masing-masing terminologi ‘“hubungan” itu dijabarkan
secara detail.”’
Menurut penulis, mengenai kewenangan Remunerasi dan
Nominasi khusus dalam hal-hal yang menyang da3| dalam hal
rekrutmen direksi, komisaris maupun d gawas ‘syariah, dari aspek
yuridis hal ini kurang tepat. Hal ini_jelas-jelas. berte gan “dengan hak
prerogative yang semula diberikan ada Rapa W meégang Saham
ik a eroga elah dikebiri
olen Peraturan Bank Indonesi : bertentangan
dengan jiwa dan spirit U erbatas. yang kedudukan hukumnya

1. Kejelasa

Dalam( i3 telah
disebutkan\ ‘dan e en| tujuan corporate governance yang
terpecah kepada: pertama; berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan

pemegang Ssaham- led of shareholder); dan kedua, berorientasi
kepada peningkat j hteraan pemegang saham dan para pemangku
kepentingan (value added of shareholders and stakeholders). Kemudian
dalam uraian-urain diatas juga diperkenalkan yang disebut dengan pihak
“terafiliasi” yang oleh pihak OJK disebut sebagai pihak yang “entry dalam
operasional” perbankan syariah, misalnya dewan pengawas syariah, auditor
atau akuntan publik, konsultan, dan notaris.”® Pihak yang “entry dalam

® Bank A Syariah, wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah
(Jakarta: Bank A Syariah, 4 Februari 2015).

" Lihat Surat Edaran No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, hal. 9 — 13,
www.bankindonesia.go.id. (Akses 27 Mei 2014).

® M.Nasirwan llyas, Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas
Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).
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operasional” ini tidak begitu dimunculkan ke permukaan dalam corporate
governance, padahal perannya dalam operasional perbankan syariah cukup
besar.

Mengingat peranan yang cukup besar tersebut dalam keterlibatannya
pada operasional perusahaan, sudah sewajarnya bila corporate governance
juga memperhatikan dan menampilkannya, yakni dengan menghargai dan
mengapresiasi kinerja mereka sebagai bagian daripada kegiatan perbankan
syariah. Oleh sebab itu, penulis menilai mereka adalah termasuk pihak yang
mempunyai kepentingan secara khusus, disamping pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya, sehingga adalah suatu kewajaran apabila
perbankan syariah juga memperhatikan kedudukan dan peran mereka. Dalam
konteks ini, penulis melihat secara corporate~governance di dalam
perbankan syariah terdapat 3 (tiga) kepentinga penlngkatan

Pemegang Saham, Pihak Te
(Shareholders, Afiliates, Stake
akan mempunyai dampak i

Banyak cara mencapai. tuj ahaan sebagaimana dipahamkan

pelaku  bisnis ( at’ umumnya, namun tidak demikian bagi
corporate, g syari n ini telah dibahas dan di analisa
bahwa cara ‘ ] g| \corporate governance syarlah haruslah

tetap dalam
ajaran Islam yan ) dan rahmatan lil alamin, yang mencari
keberkahan dan r%{ h swt. Karena dalam menempuh cara mencapai
tujuan corporate governance syariah tetaplah mempunyai 2 (dua) wilayah
dimensi untuk dipegang dan diamalkan, yakni dimensi spiritual dan dimensi
operasional. Dimensi spiritual sebagai metafisik dalam bentuk pengamalan
keyakinan berupa iman dan takwa kepada Allah swt dan bahwa segala
sesuatunya dikembalikan ke dalam kekuasaan dan ketentuan Allah swt
mengiringi berbagai ikhtiar kegiatan dan doa yang dilakukan. Dimensi
Spiritual ini mempunyai tuntunan bagi setiap insan dalam garis vertical
kepada Allah swt lazim disebut hablum min Allah, dan ini membutuhkan
komitmen yang kuat dalam kegiatan bisnis syariah, dalam upaya tetap
menegakkan ketaatan dan kepatuhan (tagwa) kepada Allah swt melalui niat,
pemahaman yang benar, kesungguhan dan konsisten (istigamah) dalam
pelaksanannya.
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Adapun dimensi operasional, haruslah berpijak kepada dimensi spiritual
namun dalam konteks berbagai kegiatan sesama pelaku bisnis dan dengan
masyarakat, atau disebut hablum min an-nas. Sebelum ini telah disampaikan,
secara operasional corporate governance syariah wajib melaksanakan bisnis
sesuai teladan yang diberikan Nabi Muhammad Saw yang disandarkan
kepada perilaku beliau, yakni sifat-sifat: shiddiq (benar), fathonah (cerdas),
amanah (dapat dipercaya), dan tabligh (menyampaikan). Keempat sifat ini
merupakan satu kesatuan yang tak terpisah sebagai perwujudan iman dan
takwa. Kemudian ke-empat sifat ini menjadi lebih lengkap dalam corporate
governance syariah, dengan ditambahkannya prinsip-prinsip yang telah
umum berlaku di dunia bisnis yaitu: transparansi, akuntabiulitas,
responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Sifat dan prinsip
bisnis ini kemudian dalam kesehariannya mu kepermukaan dengan
konsisten dalam akhlaq al karimah etika p
melaksanakan pemenuhan nilai-nilai dasar. (c alues) \dalam wujud sikap

pihak dalam rangka menggapai ridha
Sehubungan dengan dimensi spiri
governance syariah, maka ca

perasional corporate
\ :
ahaan haruslah sesuai

hil atau yang dilarang dalam Islam

antara lain: ara riba), Maysir (judi, undian),
Gharar (cu fithah dan zhalim), Tabdzir (boros),
Risywah (suap),

Prinsip dasar

halal dalam upaya\h

keamanan dan kes@% n bagi masyarakat luas (maslahah). Thayyib ini
mengandung 2 (dua)-aspek yaitu lhsan atau melakukan yang terbaik dan
menghindari perilaku merusak; dan Tawazun atau keseimbangan seperti
keseimbangan antara spiritual dan material, hasil dan risiko , status
kedudukan dan tanggung jawab tugas, beban tugas dan remunerasi.

Secara operasional bisnis syariah bersandar kepada 2 (dua) asas, asas
pertama yakni sifat dan perilaku Nabi Muhammad saw berupa shidiq,
fathonah, amanah, dan tabligh; asas kedua yakni yang berlaku umum dalam
dunia bisnis yakni: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Menjadi sempurna bila

ksiyat (kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan).
b (y baik-baik), meliputi nilai tambah dari yang

apai_tujuan syariah (maqashidusy syariah) yakni
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dileng7léapi lagi dengan etika bisnis syariah berupa: jujur, adil, amanah, dan
ihsan.

Bersandar kepada konsep corporate governance syariah yang
mempunyai dua dimensi tersebut, adalah sekaligus harus menghindar,
melawan dan menolak sebisa dan sekuat mungkin terhadap seluruh kegiatan
dan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt, misalnya perbuatan fraud maka
harusnya tidak ada lagi toleransi terhadap fraud tanpa melihat besar kecilnya
nominal; tidak ada lagi hendaknya istilah-istilah: tidak signifikan, tidak
material, tidak berpengaruh, tidak penting terhadap kegiatan perusahaan
dalam corporate governance syariah. Bahkan selain tidak melanggar prinsip
syariah hendaknya jangan pula melanggar ketentuan-ketentuan hukum
nasional. Mengingat toleransi demikian, akan menyuburkan “mens-rea”
seseorang berupa niat buruk, maksud keburukan; pikiran jahat, perbuatan

ari an yang terkait.
Alangkah indahnya bila insan-insan perbankan syatis saat dengan
| dan Batbhil.

Disamping itu sekaligus berbuat adikda azun. dalam mene an status
dan kedudukan hukum dibanding ¢ ' jgung orang, atau
dalam pemberian renumerasi dengan .n in an-beban tugas dan

diwujudkan bagi
berlandaskan 2 (

.=
c

D
o
)
5
w
c
2
c
=~
@
=3
wn
O
©

<
B
D
5

finisiy

Telah dikemuke ek}elumnya, dalam berbagai peraturan perundang-
undangan tentang %{3 governance perbankan syariah belum ditemukan
adanya suatu definisi yang konkret dan jelas mengenai corporate governance
apalagi corporate governance syariah, sehingga belum tergambarkan suatu
definisi dan belum ditemukan juga apa yang menjadi tujuan corporate
governance suatu perbankan syariah.

Dengan fenomena ini, seyogyanya corporate governance syariah
memiliki suatu definisi yang singkat tapi merangkum nilai-nilai Islam dan
berisi tujuan secara jelas. Penulis memberi contoh definisi corporate
governance syariah seperti telah disampaikan sebelumnya yakni: corporate
governance syariah adalah peraturan yang di bangun atas dasar iman dan

™ Uraian paragraph ini bersandar kepada materi Pedoman Umum Good
Governance Bisnis Syariah, KNKG tahun 2011.
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takwa dalam konsep hablu min Allah, terhadap suatu mekanisme diantara
pemegang saham - direksi — dewan komisaris — dewan pengawas syariah —
manajemen — dan karyawan dengan landasan al-Quran dan Hadis
berasaskan nilai-nilai Islam dalam melaksanakan sistem dan prosedur yang
mematuhi prinsip syariah dalam konsepsi hablu min annas yang adil, ihsan,
tawazun, dan berperilaku akhlag al karimah; guna mencapai tujuan
perusahaan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, pihak terafiliasi,
dan pemangku kepentingan.

Dalam contoh definisi diatas terdapat beberapa hal yang segera dapat
diketahui oleh yang membacanya, yakni:
Pertama, iman dan takwa sebagai landasan peraturan corporate governance
syariah;
Kedua, berasas nilai-nilai Islam dan mematuhi prins

Kelima, tujuan perusahaan yang jelas.
Dengan definisi demikian pembaca udah hisa
Q:s har

/ernance bagi perbankan
tidak terdapat ketentuan
dalam_corporate governance syariah
nternal perusahaan yang compliance
terhadap (p ﬁ%‘ perundangsundangan dan prinsip syariah, idealnya
terdapat elernen penting yang menjiwai kegiatan dan penampilan operasional
perusahaan, Yakni-‘code of conduct” atau dengan sebutan lain: pedoman
prilaku, pedoman-—gti “etika perusahaan, dan lain sebagainya. Pada
dasarnya code of @m da corporate governance syariah ini, merupakan
aturan-aturan pokok “berprilaku yang pantas atau tidak pantas, boleh atau
yang dilarang, dan semacamnya yang bersumber dan mengacu kepada
ajaran-ajaran Islam baik dari al-Quran maupun Hadis. Pada gilirannya
apabila code of conduct ini sudah diserap oleh insan-insan perusahaan dalam
prilaku dan menjadi kepribadian keseharian, yang di inginkan oleh code of
conduct mulai dari pimpinan hingga ke karyawan level paling bawah,
memunculkan suatu budaya dalam lingkungan perusahaan berupa nilai-nilai
perusahaan yang disebut “corporate values” yang diterapkan secara integral
dan berkesinambungan dengan out-put yang kemudian pantas disebut
sebagai “corporate culture”.

Dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri menyatakan:
Management telah membuat pedoman GCG dan Code of Conduct untuk

syariah yang diterb
mengenai budaya perila
selain struktar
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seluruh pegawai dalam hal ini termasuk juga Direksi dan Komisaris. Selain
itu terdapat juga Piagam GCG. Dokumen tersebut disosialisaikan melalui
berbagai media yg dapat diakses oleh seluruh pegawai dengan mudah.
misalnya melalui publik folder, selain itu juga disosialisasikan pada tiap
kelas pelatihan pegawai baru.?’ Bank Mandiri Syariah menempatkan Nilai-
Nilai Perusahaan terdiri dari Nilai-Nilai Utama atau Share Values dengan 10
(sepuluh) Perilaku Utama atau Core Behaviour, dan Pedoman Etika atau
Code of Conduct. Dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 Bank
Syariah Mandiri menyebutkan antara lain: Penerapan budaya perusahaan
tujuh belas perilaku utama (core behaviour) shared values BSM ETHIC
(Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, Customer Focus) pada setiap
pelaksanaan doa pagi oleh jajaran Bank. Hal~ini, diperlukan untuk

ink ‘agar senantiasa bekerja
dengan lurus dan penuh tanggung jawab serta jasecara profesional.®*
Dalam Laporan Tahunan 2013 Bank Syaria ‘Mandiri
ETHICS dan 10 (sepuluh) Core Behavi

eKati.sempurna

ETHICS terdiri dari: Excellence, Me \o
(perfect result oriented); Teamword eng i kerja yang
saling bersinergi; Humanity, ge terhadap

kemanusiaan dan Lingkunga

(internal dan ekster
Sedangkan Core Beh
* Prudenc nj

menerus (x
«Competence:/
tuntutan profesi b N
* Trusted &Trust:- ﬁbadgkan perilaku dapat dipercaya dan percaya

« Contribution: M ikan kontribusi positif dan optimal

» Social & Environment care: Memiliki kepedulian yang tulus terhadap
lingkungan dan sosial

* Inclusivity: Mengembangkan perilaku mengayomi

* Honesty: Jujur

» Good Governance: Melaksanakan tata kelola yang baik

* Innovation: Mengembangkan proses, layanan, dan produk untuk
melampaui harapan nasabah

eah
~~

N

®Rina Maylina, Wawancara dengan Divisi Kepatuhan Bank Syariah Mandiri
(Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 5 Februari 2015).

8 Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 (Jakarta: Bank
Syariah Mandiri, 2014), 58.
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» Service Excellence: Memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan
nasabah.®

Adapun mengenai Code of Conduct oleh Bank Syariah Mandiri dikatakan:
Code of Conduct (CoC) adalah bagian dari Good Corporate Governance
(GCG) atau merupakan penjabaran GCG dalam praktek berupa etika
perilaku seluruh jajaran BSM kepada Stakeholderrs. CoC adalah aktivitas
sehari-hari dan per kasus seseorang berperilaku kerja. Tegaknya CoC akan
menunjang berjalannya perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG. Prinsip-
prinsip corporate governance tidak akan berarti tanpa didukung oleh
konsistensi penerapan CoC yang optimal. Penerapan etika perilaku dalam
Code of Conduct terdiri dari 9 (sembilan) aspek: a) Benturan Kepentingan
(Confllct of Interest); Jajaran Bank wajib menahm dan menghindari

langsung terkait kegiatan bisnis Bank
dan plhak Iamnya C) Keraha3|aan jajara

epada plhak lain. d)
rahasia dllarang

Jan wajib menyampaikan data
Perbankan; jajaran Bank wajib

|n legritas sistem perbankan.

egawai; rekening pegawai wajib dikelola
nWahgunaan rekening untuk transaksi yang tidak
wajar. h) Pernyat% nan (Annual Disclosure); jajaran Bank terutama
minimal setingkat icer wajib mengisi pernyataan tahunan mengenai
pelaksanaan Code of Conduct periode tahunan. i) Pernyataan La Risywah;
jajaran Bank dan pihak terafiliasi/terkait BSM dilarang menerima
hadiah/imbalan dan bingkisan dalam bentuk apa pun dari pihak nasabah/
rekanan/pihak ketiga lainnya. Ketentuan larangan dalam bentuk surat
pernyataan pada proses pembiayaan nasabah maupun poster Code of
Conduct yang harus ditempatkan pada lokasi strategis

dengan baik tanpane\

8 Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2013 PT Bank Syariah Mandiri
(Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2014), 35.

8 Bank Syariah MAndiri, Laporan Tahunan 2013 PT Bank Syariah Mandiri
(Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2014), 260.

227



Sebagai suatu fenomena, nilai-nilai berikut uraiannya diatas mengenai
BSM ETHICS, Core Behaviour, dan Code of Conduct ternyata jauh dari
nilai-nilai Islam, teladan perilaku Nabi Muhammad Saw ataupun prinsip
syariah yang dapat menampilkan suatu kepribadian Islam pada bank syariah.

Sebagai suatu perbandingan penulis menelusuri dokumen Annual Report
2013 Bank Mandiri. Untuk memudahkan pengamatan, maka perbandingan
ini penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 17. PERBANDINGAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN
BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN BANK MANDIRI

S

-Inclu r\7|ty Mengembangkan
perilaku mengayomi;
-Honesty, Jujur;

-Good Governance,
Melaksanakan tata kelola yang
baik;

-Innovation, Mengembangkan
proses, layanan, dan produk
untuk melampaui harapan
nasabah;

-Service Excellence,
Memberikan layanan terbaik
yang melampaui harapan
nasabah

| ‘-Berpikir, berkata dan bertindak

No | Subjek Bank Syariah Mandiri *) Banl&l\ll\andiri **)
1 Share BSM ETHICS
Values Excellence,
Teamwork,
Humanity,
Integrity,
Customer Focus
2 Core
Behaviour
(11
Perilaku
Utama)

terpuji;

-Handal, tangguh, bertanggung
jawab, pembelajar dan percaya diri;
-Berjiwa intrapreneurship dan
berani mengambil keputusan dengan
risiko yang terukur;

-Menggali kebutuhan dan keinginan
pelanggan secara proaktif dan
memberikan total solusi;
-Memberikan layanan terbaik
dengan cepat, tepat, mudah, akurat
dan mengutamakan kepuasan
pelanggan;

-Patriotis, memiliki mental juara
dan berani melakukan terobosan;
-Inovatif dalam menciptakan
peluang untuk mencapai kinerja
yang melampaui ekspektasi; dan
-Fokus dan disiplin mengeksekusi
prioritas
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3 Code of 9 (Sembilan) aspek: 10 (sepuluh) aspek:
Conduct -Benturan Kepentingan, -Benturan kepentingan (conflict of
-Penyalahgunaan Jabatan, interest),
-Kerahasiaan, -Kerahasiaan,
-Perilaku Insider; -Penyalahgunaan Jabatan,
-Integritas dan Akurasi Data, -Perilaku insiders,
-Integritas Sistem Perbankan, -Integritas dan Akurasi Data Bank,
-Pengelolaan Rekening -Integritas Sistem Perbankan,
Pegawai, -Pengelolaan Rekening Karyawan,
-Pernyataan Tahunan (Annual -Pernyataan Tahunan (Annual
Disclosure), Disclosure),
-Pernyataan La Risywah. -Sanksi pelanggaran /
ketidakpatuhan,
-Pengawasan Pelaksanaan dan

Sumber: *) Laporan Tahunan 2013 PT Bank Syariah
**) Annual Report Bank Mandiri 2013

perubahan susunan k at;kedua,. k _sepenuhnya berisikan muatan
Jadi apa yang disampaikan Bank
Al Wa a bahwa nilai-nilai Islam telah
aik dari_nilai-nilai yang dibuat oleh manusia, fakta

—\

Syariah

dipraktekkan da ail
menunjukkan-ha idakot mpal? dalam fenomena dokumen pendukung
kelengkapan pelaks% GCG Bank Syariah Mandiri.

Sedangkan Ba% yariah senada dengan Bank Syariah Mandiri
menyebutkan: Dalam-_implementasinya kita mempunyai yang namanya
Pedoman Implementasi GCG atau disebut juga Kebijakan Umum dan
Prosedur Good Corporate Governance (GCG), yang mengatur lebih
daripada tuntutan minimal yang diatur otoritas, yakni mengadopsi apa yang
diatur dalam PBI. Termasuk Code of Conduct. Program sosialisasinya juga
ada lengkap, termasuk program pengenalan kepada direksi dan komisaris
yang baru diangkat. ®* Dokumen Kebijakan Umum dan Prosedur Good
Corporate Governance (GCG) yang disebutkan Bank A Syariah tersebut
diberikan kepada penulis, dan setelah membaca dokumen ini penulis belum

8 Bank A Syariah, Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah, 4
Februari 2015 (Jakarta: Bank A Syariah, 2015).
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menemukan rumusan “code of conduct” secara spesifik, namun bank ini
mengungkapkan “corporate values” sebagai berikut: Kepercayaan,
keyakinan seluruh stakeholder yang perlu dibangun dan dijaga bahwa Kita
sebagai pribadi atau institusi dalam melakukan sesuatu selalu dilandasi itikad
baik, jujur dan handal; Integritas, senantiasa memiliki keselarasan niat,
pikiran, perkataan dan perbuatan baik dan benar yang sedsuai dengan nilai-
nilai perusahaan, masyarakat dan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance; Pelayanan, senantiasa memberikan layanan yang melebihi
ekspektasi kepuasan stakeholder dan memberikan pengalaman interaksi yang
terbaik, serta memiliki kualitas prima dengan menekankan pada aspek
kecepatan, ketepatan dan keramahan; Kesempurnaan, senantiasa berupaya
secara maksimal dan selalu bercermin pada sta rstandar unggul untuk
secara berkesinambungan mencapai hasil yang ; Profesionalisme,
rkan kompetensi

yang handal, terus-menerus meningkatkan ke bertanggung
jawab.

Selain itu, Bank A Syariah ini dala ebutkan
adanya nilai-nilai perusahaan yang. di t, Energic,
Brilliant, Acountable, Trust. Namt : iap kata dari
nilai-nilai perusahaan terset unt epe an-operasional, belum penulis

porate values” maupun nilai-
yariah dengan label bank
da ajaran-ajaran Islam ataupun
@ cara dengan Direktur Kepatuhan
% “keberatan blla nilai- nIIaI ISIam

nilai perusahaan yang
syariah, sama sekali tida

alambidang “ekonomi adalah bagian dari Fikih, karena
dalam konteks mu kita tidak bicara mengenai iman dan moral iman
dan moral hanya ort tetapi bukan persyaratan utama.® Menurut
penulis pemahaman™.demikian sangat keliru, dan menunjukkan yang
bersangkutan belum memahami konsep muamalah yang sebenarnya menurut
ajaran Islam.

Dengan fenomena corporate culture yang dicontohkan oleh Bank
Syariah Mandiri dan Bank A Syariah menunjukkan belum adanya sentuhan
pola pikir suatu “corporate culture syariah”. Pihak Otoritas Jasa Keuangan
sendiri dalam wawancara mengakui keadaan ini dengan mengatakan: in
some level syariah governance IFSB (Islamic Financial Service Board)
secara standar sudah masuk dalam corporate governance seperti tentang

% Bank A Syariah, Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah
(Jakarta: 4 Februari 2015).

230



DPS, tentang perizinan pembuatan produk baru.?® Ditambahkan pula: IFSB
baru pada pemenuhan sisi produk dengan aspek syariah, tapi belum pada sisi
lain yang bersifat operasional.®” Namun pada prinsipnya pihak OJK setuju
kehadiran nilai-nilai Islam bagi bank syariah tapi bukan secara khusus
membuat suatu corporate governance syariah, hal ini sebagaimana
dinyatakan dalam wawancara: corporate governance syariah merupakan
aturan good corporate governance konvensional + prinsip-prinsip khusus
terkait aspek ke-syariah-an jadilah itu corporate governance syariah,
dipandu dengan standar yang disusun oleh IFSB yang terkait corporate
governance bank syariah. Jadi bank syariah harus comply dengan syariah
maka hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan nasabah dan memastikan
prinsip syariah itu baik wajib ada dalam struktur dan juga dalam prosesnya.
Dalam prosesnya misalnya dalam penunjukan i

bank sembarangan menunjuk dia harus audi 'tered di Bl yang
sudah di sertfikasi bahwa auditor itu sud i g hlian dibidang
syariah, dan di internal audit harus ad ait dengan
struktur; aturan-aturan terkait pros menjadi
lebih panjang prosesnya dalam meng melibatkan DPS
di internal bank syariah, bila produ mintakan dulu ke

ance Bisnis Syariah tahun 2011,
Good Governance Bisnis Syariah”

yang diseb da m(el%k

sebagaim % ikemu ada, aragraph sebelum ini, Secara umum
Prinsip Dasar.Go vernance Bisnis Syariah didasarkan atas pijakan dasar
spiritual (:}%i\igk saKasmnal Secara Spiritual, bisnis syariah harus
berasaskan pada i \akwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen
pada dua prinsip dgg;da halal dan tayib (baik); melakukan yang halal dan
melarang yang bathil~dalam kegiatan bisnis. Bisnis yang dilarang antara
lain: Riba, Maysir, Gharar, Zhulm, Tabdzir, Risywah, dan Maksiyat; dalam
rangka pencapaian tujuan syariah (magashidusy syariah) yaitu keamanan dan
kesejahteraan bagi masyarakat luas (mashlahah al-‘ammah). Tayib meliputi

dua aspek vyaitu ihsan dan tawazun. Secara Operasional, bisnis syariah
mengacu pada dua asas. Asas pertama adalah ShiFAT dan perilaku nabi dan

% M.Nasirwan llyas, Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas
Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 25 Februari2015).

¥ R.Eko Arianto, Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 25
Februari2015).

8 M.Nasirwan Ilyas, Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: OJK,
25 Februari2015).
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rasul dalam beraktifitas termasuk dalam berbisnis yaitu shidig, fathonah,
amanabh, dan tabligh.

Asas kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya
yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta
kewajaran dan kesetaraan.

Kemudian hal diatas ditambah dengan “Etika dan Pedoman Perilaku Bisnis
Syariah”, yang menyatakan: Etika bisnis syariah merupakan acuan moral
sebagai bagian dari wujud akhlaq al karimah dalam bisnis berbasis syariah.
Etika bisnis syariah didasarkan pada itikad baik dan sikap saling rida (‘an
taradhin) antarpihak dengan tetap mentaati aspek halal dan tayib.
Implementasi prinsip dasar tersebut dalam bisnis syariah juga harus
ggemenuhi nilai-nilai dasar (core values) yaitu jujut,-adil, amanah dan ihsan.

Rumusan KNKG diatas mengenai prinsip ¢ overnance bisnis
syariah yang berisikan pula etika bisnis syariah, pe al merupakan
suatu advantage atau one step ahead ata embangan
bisnis syariah khususnya perbankan keadaan
di luar Indonesia etika bisnis d Junia ebagian besar
masih sebagai wacana. Keadaan.ini 3 a-berbagai penelitian

oleh para peneliti barat i etikay. bisnis. nn T. Drennan

Cermin Grup Koran
budaya perusahaan
mendorong Haky- tida

dan sistem manajemen Yyang
dividu kunci. Sanksi yang tepat
tersebut mengakibatkan kegagalan
%% Andrew J. Felo dalam tulisannya
empiris meneliti hubungan antara
program etika dan- i kenflik kepentingan dan hubungan antara direksi,
bukti menunjukk perusahaan dengan program etika memiliki
persentase kompensasi ) yang lebih rendah daripada perusahaan tanpa
program etika.” Daniel J. McCarthy and Sheila M. Puffe menegaskan: Kami
berpendapat bahwa norma-norma dasar teori keagenan cukup tepat untuk

8 Lihat: Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good
Governance Bisnis Syariah (Jakarta: KNKG, 2012).13 — 19.

% T ynn T. Drennan, “Ethics, Governance and Risk Management: Lessons from
Mirror Group Newspapers and Barings Bank” Springer: Journal of Business Ethics, Vol.
52,N0.3 (Jul, 2004), pp.257-266. http://www.jstor.org/stable/25123254 -

(Accessed: 04/09/2012).

! Andrew J. Felo, “Ethics Programs, Board Involvement, and Potential Conflicts
of Interest in Corporate Governance” Springer: Journal of Business Ethics, Vol. 32, No. 3
(Aug., 2001), pp. 205-218- http://www.jstor.org/stable/25074569 (Accessed: 04/09/2012).
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menafsirkan etika suatu keputusan tata kelola perusahaan dan perilaku
orang. . Mark S. Schwartz menyatakan: Bagaimana seseorang bisa
menentukan apakah kode etik perusahaan adalah etis dalam hal isinya?
Salah satu langkah penting pertama mungkin pembentukan nilai-nilai moral
utama yang universal di mana kode etik perusahaan dapat secara etis
dibangun dan dievaluasi. Nilai-nilai moral yang universal dihasilkan dengan
mempertimbangkan tiga sumber: (1) kode etik perusahaan; (2) kode etik
global; dan (3) literatur etika bisnis. Berdasar tiga sumber ini, diusulkan
enam nilai-nilai moral universal untuk kode etik perusahaan meliputi: (1)
kepercayaan- trustworthiness; (2) hormat-respect; (3) tanggung jawab-
responsibility; (4) keadilan-fairness; (5) peduli-caring; dan (6)
kewarganegaraan- citizenship.®® William I. Sauser, J 'Apa yang akan terjadi
jika para pemimpin bisnis di seluruh dunia dilibat peke aan mereka sebagai
i i inia menjadi tempat
a_dalam bisnis,

yang jauh lebih baik? Konsep yang dlbah
(b) standar etika dalam pengaturan bi

engan hadirnya Muhammad sejak
hingga setelah menjadi Rasulullah,

@bl Muﬁammad Saw dldukung ayat ayat Quran
ut diformulasikan dalam rumusan corporate
h tim khusus KNKG. Dari uraian-uraian diatas,

% Daniel J. McCarthy and Sheila M. Puffe, “Interpreting the Ethicality of
Corporate Governance Decisions in Russia: Utilizing IntegrativeSocial Contracts Theory to
Evaluate the Relevance of Agency Theory NormsAuthor” Academy of Management: The
Academy of Management Review, Vol. 33, No. 1 (Jan., 2008), pp. 11-31 -
http://www.jstor.org/stable/20159374 (Accessed: 22/01/2014).

% Mark S. Schwartz, “Universal Moral Values for Corporate Codes of Ethics”
Springer: Journal of Business Ethics, Vol. 59, No. 1/2, Voluntary Codes of Conduct
forMultinational Corporations (Jun., 2005), pp. 27-44Published -

http://www.jstor.org/stable/25123538 - (Accessed: 10/09/2012).

% William 1. Sauser, Jr, “Ethics in Business: Answering the Call” Springer:
Journal of Business Ethics Vol. 58, No. 4 (Jun., 2005),pp. 345-357

http://www.jstor.org/stable/25123527 (Accessed: 04/09/2012).
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guna pembentukan corporate culture syariah menurut KNKG dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

Tabel 18. Prinsip Dasar Good Governance Bisnis Syariah

No. Subjek Uraian / Keterangan
1. Pijakan Dasar | - Bisnis syariah harus berasaskan iman dan takwa dalam
Spiritual wujud komitmen Halal dan Tayib, melakukan yang halal

dan meninggalkan yang bathil.

- Bisnis yang dilarang antara lain: Riba, Maysir, Gharar,
Zhulm, Tabdzir, Risywah, dan Maksiyat; dalam rangka
pencapaian tujuan syariah (magqashidusy syariah) yaitu
keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas

(mashlahah al- ‘ammah).
- Tayib meliputi dua aspek yaitt.ihsan dan tawazun.

2. | Pijakan Dasar | Asas Pertama: ShiFAT —
Operasional - shidig, fathonah, ama ah,

Asas Kedua: TA
- transparansi, k n
serta kewaia?%ﬁ\ a

3. Etika Bisnis
Syariah

entaati aspek halal dan

4. | Core Values \M\ul\m\eman{m\dgm@ﬁ

Sumber: KNKG, Pe Oa@mbeﬂslsms Syariah 2011
Memperhatikan_Uraian

seperti dipa
memangla
kepada al-Quran

b sebelumnya dan pada bab ini
tas, enulis suatu etika bisnis syariah
N t penulis Etika bisnis syariah bersumber
adis ebagal buah dari keimanan, keislaman, dan
ketakwaan yang di bada keyakinan yang kuat pada kebenaran
datang dari Allah : dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad
Saw. yang merupakan-bagian dari pandangan hidup (worldview) Islami
sehingga bersifat lengkap (shamil) dan sempurna (kamil), yang perlu
dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa hak dan kepentingan manusia
dapat dilindungi, dan hak masing-masing individu dapat diterima dengan
cara sebaik-baiknya, yakni dengan cara berbuat baik pada dirinya sendiri, di
samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Allah swt.
selaku Pencipta-Nya, dalam suatu kebebasan berbuat dengan tetap
memperhatikan keesaan Allah swt. (tauhid), prinsip keseimbangan (tawazun
— balance) dan keadilan (qist), di samping tanggung jawab (responsibility)
yang akan diberikan di hadapan Allah swt.kelak.

Dengan berdasarkan prinsip Good Governance bisnis syariah yang
dirumuskan KNKG terdiri dari: pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar
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operasional, ditambah etika bisnis syariah dan core values; kiranya regulator
dan pelaku bisnis syariah termasuk bank syariah seyogyanya telah dapat
menafsirkan, merumuskan lebih lanjut bahkan melakukan pengayaan materi
berasal dari sumber-sumber terpercaya lainnya dalam membuat dan
membentuk suatu ‘“corporate culture syariah”, yang sesuai dengan
kebutuhan bisnis syariah atau bank syariah masing-masing. Apabila hal ini
dapat terwujud maka secara korporasi bank syariah yang khas Islam itu akan
ditunjang oleh kepribadian dan budaya perusahaan yang menonjolkan
identitas Islam.

I. Fraud pada Perbankan Syariah
1. Fraud Dalam Hukum Nasional

ana khusus. Tindak
agai.“fraud pada
ah “fraud > atau

jamengakibatkan Bank, nasabah, atau

kerugian dan/atau pelaku Fraud  memperoleh
)baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-
erb&l,dng Fraud adalah kecurangan, penipuan,
penggelapan ase§<é“-l coran informasi, tindak pidana perbankan
(tipigt%ank), dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan
itu.

Sebenarnya hukum pidana nasional kita belum mengenal apa yang
disebut dengan tindak pidana fraud , dan ternyata istilah fraud yang kita
kenal dari barat mempunyai bermacam makna dalam dunia hukum di sana,
istilah fraud menurut Black Laws Dictionary “fraud ” diterjemahkan sangat
luas sekali, mulai dari pengertiannya, macam-macam perbuatan fraud dan
klasifikasi fraud ; diantara pengertiannya disebutkan: Sebuah representasi

jenis perbuatan

% Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9
Desember 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum (Jakarta: Bank
Indonesia, 2011), angka I.Umum butir 2 dan Lampiran 1.
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palsu soal fakta, apakah dengan kata-kata atau tindakan, dengan tuduhan
palsu atau menyesatkan, atau dengan penyembunyian yang seharusnya
diungkapkan, yang menipu dan dimaksudkan untuk menipu pihak lain
sehingga ia harus bertindak mencederai hukum. Apa pun yang dihitung
untuk menipu, apakah dengan tindakan tunggal atau kombinasi, atau dengan
menekan kebenaran, atau saran tentang apa yang salah, apakah itu dengan
kepalsuan langsung atau sindiran, dengan pembicaraan atau diam, kata atau
mulut, atau melihat atau isyarat. "Itikad buruk™” dan "fraud /penipuan adalah
identik, dan juga sinonim lainnya adalah ketidakjujuran, perselingkuhan,
ketidaksetiaan, pengkhianatan, ketidakadilan, dan lain-lain.*® Fraud banyak
dipopulerkan oleh kalangan perusahaan terutama perusahaan BUMN dan

perusahaan perbankan di Indonesia yang akh|rn menjadi dikenal dan
n tetap saja kalau
vang bisa menjawab

popular di dunia blsnls pada umumnya Negara i

mengenal yang dikatakan suatu perbuata
keberadaan Undang-Undang Anti Ko
lahirnya lembaga Komisi Pemberanta

rkonotasi “terdapatnya kerugian
final di kalangan akademisi dan

BU adaféh perusahaan swasta yang tunduk pada
|, ahli hukum kekayaan BUMN berasal dari

menurut hukur
UU Perseroan

% Lijhat West Publishing, Black Laws Dictionary Abridged Sixth Edition
(ST.Paul,Minn: West Publishing Co0,1991), 455; “fraud ” diterjemahkan sangat luas sekali
diantaranya: A false representation of a matter of fact, whether by words or by conduct, by
false or misleading allegations, or by concealment of that which should have been disclosed,
which deceives and is intended to deceive another so that he shall act upon it to his legal
injury. Anything calculated to deceive, whether by a single act or combination, or by
suppression of truth, or suggestion of what is false, whether it be by direct falsehood or
innuendo, by speech or silence, word or mouth, or look or gesture. “bad faith” and “fraud
are synonymous, and also synonyms of dishonesty, infidelity, faithlessness, perfidy,
unfairness,etc.

" Republik Indonesia, Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), Pasal 2 ayat (1).

236



kekayaan Negara yang telah dipisahkan, karena telah dipisahkan dari asalnya
maka saham Negara menjadi asset suatu perseroan terbatas BUMN, bukan
lagi asset Negara (hal ini sudah kami sampaikan pada pragraf 2.Badan Usaha
Milik Negara di bawah sub-judul C.Teori-Teori Korporasi pada BAB II)
Walaupun dalam kondisi tertentu dari aspek pelaku perusahaan BUMN
(samalah halnya dengan perusahaan swasta) bisa saja terlibat dalam suatu
perbuatan korupsi, misalnya ketika peruasahaan BUMN berurusan dengan
lembaga-lembaga terkait pelayanan publik; misalnya urusan Bea & Cukali,
urusan  Perpajakan, urusan Perijinan, dan lain sebagainya, di mana
perusahaan BUMN diposisikan menjadi tersangka dalam kasus penyuapan
atau pemberian gratifikasi terhadap pejabat lembaga pelayanan publik. Hal
ini sejalan dengan penjelasan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi yang

sebatas dalam salah satu pasal hanya dala engadaan-barang dan jasa.
Sebenarnya kalau melihat pasal demi pasa juga n

9% €¢

kata “setiap orang”, “korporasi”, d me rguntungkan
erugikan keuangan
Negara”; itulah inti dari ketentua upsi. yang ada-di-Negara kita. Ada

yang meluas dengan im iag ng tagr “korporasi”, misal

juas, dan lebih familiar di kalangan

rupsi ‘termastk fraud menurut KPK *° | maka
i, penulis Iebih memilih istilah “perbuatan fraud ”
i at\perbuatannya yang menurut penulis lebih tepat
untuk “mewakili’%:ﬁ an perbuatan “fraud ” meliputi berbagai tindak
pidana dalam perusahaan misalnya: penipuan, penggelapan, kecurangan,
pemalsuan, kebohongan, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan
kewenangan, kejahatan korporasi, kejahatan perbankan, tindak pidana
pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme, dan lain sebagainya;
termasuk pula tindak pidana korupsi. Dengan demikian, “perbuatan fraud ”
meliputi istilah “fraud ” dalam arti luas pada hukum pidana materil dan
hukum pidana khusus seperti korupsi. Hal ini cukup relevan bagi perbankan
syariah dengan berbagai tindak pidana yang mungkin terjadi baik tindak

perbankan,\ '
berdasarkan
yang merujuk kep:i

% Nadia Sarah, Wawancara dengan Divisi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi
(Jakarta: KPK, 23 Januari 2015).

% Nadia Sarah, Wawancara dengan Divisi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi
(Jakarta: KPK, 23 Januari 2015).

237



pidana biasa (“crime”) maupun tindak pidana luar biasa (“extra ordinary
crime”).

2. Perbuatan Fraud pada Perbankan Syariah
Dari data yang penulis temui pada pemberitaan media sudah banyak
perbuatan fraud terjadi pada kalangan perbankan syariah, sebagai ilustrasi
sebagian diantaranya adalah:
a. Para tersangka menggelapkan dana nasabah BNI Syariah Lubuk Linggau
senilai Rp 8,1 M, para tersangka ditahan sejak 13 oktober 2012.1%
b. Bank Danamon telah menjual produk derivatifnya kepada Nasabah Bank
Danamon Syariah (UUS)."*
c. Nasabah Bank Danamon Syariah Merasa Ditipu,
d. Pejabat Bank Dlduga Bawa Kabur Emas Mili
Rp 4,6 Miliar.*° ~

investasi emas. %
abah Nilainya Ditaksi

f. Kasus Salah Ketik Bank ) oy-Paste - Tanpa
Perhatikan Nama Asli, “akibatoya Al terkatung-katung
: ; : aminkan uk mendapatkan

at.Disuap Rp9,3 Miliar, dalam
it fiktif senilai Rp102 miliar
BSM  Terendus sejak 2012, 3

untuk beli rumah dan mobil mewah. Bank
% bang Jalan Gatot Subroto, Jakarta, kebobolan
5 miliar. Polisi sudah menahan empat tersangka

dana mencapai-

pembobolan.m&

190 http://palembang-pos.com/ Sunday, 14 October 2012 16:52 /akses Rabu 12-2-

2014

101 hitp://komnaslkpipusat.blogspot.com/2013/06/ akses Rabu 12-2-2014

102 hitp://www.suarapembaca.net/ akses Rabu 12-2-2014

103 http://www.poskotanews.com/ 2013/05/30/Kamis, 30 Mei 2013 akses Rabu 12-
2-2014

104 http://www.kabarjakarta.com/ Minggu, 20 November 2011 - 00:09:14
WIB/akses Rabu 12-2-2014.

105 hitp://www.dnaberita.com/ akses Rabu 12-2-2014

108 hitp://m.bisnis.com/ Senin, 04 November 2013, 18:29 WIB/akses 12-2-2014

197 http://megapolitan.kompas.com/ Kamis, 24 Oktober 2013 | 23:49 WIB /akses
Rabu 12-2-2014

108 hitp://www.jawapos.com. 3/02/15, 05:03 WIB. Akses 2 Maret 2015.
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i. Bukopin Syariah Rugi Rp 1,3 M, Maradona Hutasoit & Fahri Diadili PN
Medan. Terhitung sejak November 2012 hingga April 2014, Bank
Bukopin Syariah Cabang Medan dirugikan sebesar Rp 1,3 miliar oleh 2
orang mantan pegawainya yang memanipulasi transaksi debet.'%°

J. Mantan Kepala Cabang BSM Ditahan Polda Jateng, Tersangka berinisial
ABS (43) mantan kepala cabang pembantu setempat periode 2011- 2012
Polda Jawa Tengah membongkar praktik kejahatan pembobolan Bank
Syariah Mandiri (BSM) di Brebes. ABS diduga mengajukan rekayasa
pembiayaan dari 260 debitur, Itu dilakukan dengan bantuan tersangka
YAN mantan pelaksana marketing support PT BSM Brebes. PT BSM
dirugikan sekitar Rp50 miliar.™*

Dari berbagai fenomena kasus periode tahun 2012 hingga awal tahun
menempati urutan terbanyak pertama, di Bank Danamon Syariah
kemudian bank syariah lainnya. Na 3 ) yariah yang
tidak dipublikasikan media tidak m sus.-Kiranya ‘dengan data
diatas saja sudah cukup bagi Kita ‘ \cara_yang yang tepat
ariah. Akan tetapi
sebelum sampai ke tujuan L jadi. pertanyaan kenapa
perbuatan fraud bisa terjadi-dala k syariah, apa ada sesuatu yang salah?
: fraud  dilakukan secara

awah yang kecil-kecilan terus

keatas hingga manajemen puncak yang besar-besaran; paling kecil adalah
I persama  dengan nasabah, yang
terkai 0a pberian kredit, tapi yang manajemen
e arena menyangkut kebijakan. Lalu mengapa
rjadi’? Kita harus bedakan fraud by need ataukah
fraud by system,- y\lqeéd biasanya karena kebutuhan personal, kalau
by system maka S%ﬁg sudah fraud bersama-sama di mana aturannya
dibuat sudah fraud , niatnya sudah fraud . Misalkan saya mau mengeluarkan
ijin untuk memeriksa bank Century masalah CAR kepada bank lain, maka ini
secara system sudah dibuat sehingga sewaktu diperiksa semua sudah sesuai
proses dan prosedur, apabila ada main mata dibelakang ini susah dibuktikan
apalagi aturan dibuat kaitannya dengan kebijakan dan ada apa dibalik
kebijakan-kebijakan, mens rea-nya itu yang susah dibuktikan, misalkan di
perbankan apa kredit itu diberikan sesuai keadaan nasabah, sebenarnya dulu
karena yang bersangkutan pernah menolong saya waktu masuk kerja
misalnya, apabila agunan tidak cukup tetapi kredit tetap diberikan karena ada

109 hitp://karakternews.com/ekonomi-perbankan/ akses 15 Januari 2015
10 hitp://daerah.sindonews.com- Rabu, 11 Februari 2015 akses 15 Maret 2015.
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hubungan tadi, jadi secara prosedur tertulis dan sistem dianggap sesuai,
inilah yang susah dibuktikan.'! Pihak Bank A Syariah mengenai hal ini
berpendapat: Fraud terjadi karena 2 hal: adanya kesempatan dan adanya
niat. Niat berarti pembinaan sumber daya insani-nya yang harus, seperti doa
pagi dan sholat berjamaah sebagai kontribusi untuk mengatasi risiko -risiko
seperti fraud , tidak terlalu efektif, tapi bila hal demikian sudah berjalan maka
konsentrasi tingal kepada “kesempatan”, kesempatan itu bagaimana
dimitigasi sehingga tidak terjadi, diantaranya dengan membentuk suatu
kebijakan dan suatu prosedur operasional dengan tetap memperhatikan
celah-celah mana yang ada potensi fraud , jadi sebagai sistem dalam core
banking, ini yang dilakukan disamping menutup “niat” tadi dengan
pembinaan sumber daya insani. Begitu juga penguasaan IT, misalnya tentang
password yang harus diganti secara berkala yakni inggu paling lama

perubahan password yang ke-15 atau pada ‘perubahan. | Di antara

mitigasi fraud ini dalam hal sumber daya insani, ‘ada-prinsip-mengenal

karyawan dan ini tugasnya kepala : 1en ' wahannya,

walau ada juga satu dua kebob 4 yan kan fraud

terhadap sistem adalah or eknalogi istemnya, bukan
N

usernya, seperti siste

I \
berpijak pada dasar \.\ﬁt sebagai pihak penegak

nk A Syariah berpijak sebagai
at dari “sisi dalam” sebagai adanya

\}ﬁqan berguna bagi penegakan hukum dalam

memberantas per fra pada)perbankan syariah.

J

4. Laporan Per%{g anI dan Permasalahan Hukum
a. Laporan Perbuatan/Fraud

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengatur kewajiban laporan
pelaksanaan corpoprate governance bank syariah, diantaranya kewajiban
pengungkapan mengenai internal fraud paling kurang mencakup: 1) jumlah
internal fraud yang telah diselesaikan; 2) jumlah internal fraud yang sedang
dalam proses penyelesaian di internal Bank; 3) jumlah internal fraud yang
belum diupayakan penyelesaiannya; dan 4) jumlah internal fraud yang telah

1 Nadia Sarah, Wawancara dengan Divisi Litbang Komisi Pemberantasan
Korupsi (Jakarta: KPK, 23 Januari 2015).

112 Bank A Syariah, Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah
(Jakarta, Bank A Syariah, 4 Februari 2015).
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ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana tabel dibawah ini.'*®
Surat Edaran ini memberi contoh tabel untuk digunakan dalam pelaporan.
Pada praktik pelaporan pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh bank-bank
syariah terlihat diantaranya dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013
sebagaimana disajikan berikut ini.
1) Bank Syariah Mandiri

Tabel 19. Internal Fraud BSM
Jumlah penyimpangan (internal fraud) yaitu:

Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh Pegawai

Kasus Direksi dan Pegawai Pegawai
Dewan Tetap Tidak Tetap
Komisaris
2012 | 2013 | 2012 . }.2043 | 2012 | 2013
Total fraud 0 0 19 3¢\ |16 |8
Telah selesai 0 0 16 12 %5 4
Dalam proses penyelesaian | 0 0 4
di intern bank N\% \Z%
Belum diupayakan 0 \@\ \8\\ : \9\
penyelesaiannya %
Telah ditindaklanjuti 0\ b\ \ \1\ L0 0
melalui proses hukum

2 hi We tahun 2013 terdapat

i ng masih dalam proses
?L?NQ) capai 22 kasus bagi pegawai
egawai tidak tetap. Dalam Laporan
BSM, penulis tidak menemukan

ai-gambaran kasus termasuk apa yang
kasus diproses secara internal bank.***

3| ihat Surat Edaran Bl No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf G.p.
Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan GCG 2013 (Jakarta: BSM, 2014)
62.
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2) Bank Muamalat Indonesia
Tabel 20. Internal Fraud BMI

Internal Fraud Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh
dalam 1 (satu) tahun | Pengurus Pegawai Tetap | Pegawai Tidak
Tetap
Thn Tahun Thn Tahun Thn Tahun
sebelum | berjalan sebelum | berjalan sebelum | berjalan
nya nya nya
Total fraud 0 0 0 0 1 1
Telah selesai 0 0 0 0 1 1
Dalam proses 0 0 0 0 0 0
penyelesaian di intern
bank
Belum diupayakan 0 0 0 0 0 0
penyelesaiannya
Telah ditindaklanjuti 0 0 0 0
melalui proses hukum

Dalam Laporan Pelaksanaan GCG 20 N | ia hal ini

Fraud) bekerja sama dengan innya. Para pelaku juga telah
diberi sanksi tegas sesuai i ‘
Bersama/lttifaq Bank :
telah mengganti kerugia
dan keluarga pelaku
Muamalat Indonesia.

‘ écara lunas oleh pelaku
erugian finansial bagi Bank

)

\ ~ Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh
Internal Fraud \ ‘Pengurus Pegawai Tetap | Pegawai Tidak
& Tetap
) Thn Tahun Thn Tahun Thn Tahun
sebelum | berjalan sebelum | berjalan sebelum | berjalan
nya nya nya
Total fraud 0 0 1 1 0 0
Telah selesai 0 0 0 1 0 0
Dalam proses penyelesaian | 0 0 0 0 0 0
di intern bank
Belum diupayakan 0 0 0 0 0 0
penyelesaiannya
Telah ditindaklanjuti 0 0 1 0 0 0
melalui proses hukum

5Bank Muamalat Indonesia, Laporan Pelaksanaan GCG 2013 (Jakarta: BMI,
2014) 68.
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Dalam Laporan Pelaksanaan GCG 2013 Bank Victoria Syariah dijelaskan:
Tidakl'{grdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank selama tahun
2013.

4) Bank BRISyariah

Tabel 22. Internal Fraud BRIS.

Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh Pegawai

Internal Fraud Dewan Pegawai Pegawai
Dalam 1 (satu) tahun | Komisaris/ Tetap Tidak Tetap
Direksi
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013
Total fraud - - 15 21 = -
Telah selesai - - 7 10 - -

Dalam proses - - 8 1 - -
penyelesaian di intern B
bank

Belum diupayakan - - S - - -
penyelesaiannya
Telah ditindaklanjuti - - < - - 3
melalui proses hukum

13/28/DPNP tentang pen
periode ini, bak telah

118 Bank Victoria Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG 2013 Bank Victoria Syariah
(Jakarta: BVS, 2014) 48.

W BRISyariah, Laporan Pelaksanaan GCG 2013 BRISyariah (Jakarta: BRIS,
2014) 19.

243



5) Bank BNI Syariah
Tabel 23. Internal Fraud BNI Sy.

Jumlah Kasus

Internal Fraud Dewan Pegawai Tetap | Pegawai Tidak

Dalam 1 (satu) | Komisaris/ Tetap

tahun Direksi
Thn Tahun Thn Tahun Thn Tahun
sebelum | berjalan sebelum | berjalan sebelum | berjalan
nya nya nya

Total fraud - - 2 3 - 1

Telah selesai - - 2 3 - 1
Dalam proses - - - - - -
penyelesaian di
intern bank
Belum diupayakan | - - -
penyelesaiannya g <
Telah - - 1

ditindaklanjuti %
ik

melalui proses
hukum

Dalam Laporan Pelaksanaa

Dari fenomena pélapora : u disebutkan sebagai
internal fraud diata N ‘
ukur nilai rupiah kiranya tetap
oleh Bank Indonesia, yakni nilai

b. Laporan Permasalahan Hukum

Selain itu Surat Edaran Bank Indonesia ini juga mengatur tentang
kewajiban melaporkan jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian
oleh BUS; Yang dimaksud dengan ‘“permasalahan hukum” adalah
permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi BUS selama periode
tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Pengungkapan
mengenai permasalahan hukum paling kurang mencakup: 1) jumlah
permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai

“8BNI Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG 2013 BNI Syariah (Jakarta: BNI
Syariah, 2014) 72.
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(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan 2) jumlah permasalahan
hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses
penyelesaian.'™® Ketentuan ini juga mencontohkan tabel untuk digunakan
dalam pelaporan.

Masing-masing bank syariah telah menyampaikan laporan tentang
permasalahan hukum dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013
sebagaimana disajikan berikut ini.

1) Bank Syariah Mandiri
Tabel 24. Permasalahan Hukum BSM
Permasalahan Hukum

Jumlah

Perdata | Pidana
Telah Selesai
(telah mempunyai kekuatan hukum tetap)
Dalam Proses Penyelesaian

NG
Total

42 N
460 2
Catatan: BSM menyampaikan kronolo E\Q&e esai % rkara hukum
yang dihadapi Bank yaitu sebanyak 13 kasus perdata dari S'pe /sisanya
tidak ada penjelasan.’?®
2) Bank Muamalat 1| \

Jumlah

ndonesia
Tabel 25.@%&&&

Permasa%

N

\Perdata

Pidana

Telah Selesai

e vt ko)

Dalam(Proses Penyelesaian. 9

Total 7 \ 12
Catatan: BMI memberi_u hian@lasaﬁ secara garis besar: pokok perkara yang sudah
rk

selesai, k ra yang masih dalam proses. Untuk kasus-kasus
perdata ya apat diselesaikan telah diambil langkah-langkah sebagai
berikut :

- Mengajukan kasasi/kontra kasasi kepada Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

- Mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi;

- Mengajukan perkara kepada kantor Pengadilan Negeri setempat;

- Menunjuk Lawyer untuk membantu menyelesaikan perkara;

- Melaporkan kepada Polres/Polda setempat dan menunggu hasil
penyidikan;'%

119 jhat Surat Edaran Bl No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf G.q.

20Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan GCG 2013 Bank Syariah Mandiri
(Jakarta: BSM, 2014) 63 — 67.

21Bank Muamalat Indonesia, Laporan Pelaksanaan GCG 2013 Bank Muamalat
Indonesia (Jakarta: BMI, 2014) 93 — 94.
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3) Bank Victoria Syariah
Tabel 26. Permasalahan Hukum BVS

Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
Telah Selesai - 1
Dalam Proses Penyelesaian - 2
Total - 3

Catatan: BVS memberi uraian 2 (dua) kasus masalah hukum yang
sedang ditindaklanjuti yaitu kasus Tebet dan kasus
Bandung 122
4) Bank BRISyariah
Tabel 27. Permasalahan Hukum BRIS
Permasalahan Hukum “Jumlah

“Perdata \ |.Pidana

Telah Selesai
(telah mempunyai kekuatan hukum ;e(&% ‘

Dalam Proses Penyelesaian - 13
Total
Catatan: BRISyariah menegaska
pidana yang diseb n ke
5) Bank BNI Sy /
Tabe n Hi | Sy.
Permasalahan Jumlah
Hukum
NS T S pidana
/ x@zmk 2012 | 2013 |s/d2011 | 2012 | 2013
Telah Selesai Q 16 5 1 3 -
(telah mempunya\ -
kekuatan huku
tetap) D
Dalam Proses 5 10 16 - - 1
Penyelesaian
Total 7 26 21 1 3 1
Catatan: Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan
hukum ini.*?*

'2Bank Victoria Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG 2013 Bank Victoria Syariah
(Jakarta: BVS, 2014) 48 — 49.

ZBRISyariah, Laporan Pelaksanaan GCG 2013 BRISyariah (Jakarta: BRIS, 2014)
18.

124BNI Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG 2013 BNI Syariah (Jakarta: BNI
Syariah, 2014) 68 — 69.
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Dari data pada tabel-tabel pelaporan bank-bank syariah mengenai
permasalahan hukum diatas, kiranya bank-bank syariah telah mematuhi
sistem pelaporan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Hanya saja tidak
terdapat info lebih lanjut baik dari regulator maupun dari pihak bank syariah,
mengenai apa saja yang menjadi alasan standar apabila suatu kasus itu wajib
dilimpahkan bank syariah ke pengadilan, dalam kasus perdata maupun
pidana, selain pihak bank pada posisi sebagai tergugat atau pada pihak yang
dilaporkan melakukan tindak pidana. Memperhatikan ketentuan SE-BI
No0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, juga belum ada ketegasan dari
regulator apakah bank cukup sekedar menyampaikan tabel permasalahan
hukum tanpa penjelasan atau dengan penjelasan.

4. Laporan Whistle Blowing System

lazim disebut Whistle Blowing System.
strategi anti fraud yang disaranka penerapan
i ini j 3 enyampaikan

laporannya secara berkala,'® Surat Edaran

Ban Indonesia No. 13/28 P \tanggal. 9 sember 2011 Perihal:
Penerapan Strategi Anti-kra i L lasil penelitian terhadap
pelaporan Strategi nerapan Whistle Blowing
System dalam Lap : ahun 2013 oleh bank-bank
syariah, semua bank t ematuhi.dan menyampaikan laporannya, bahkan
bank berinisiati Satuan Tugas Anti Fraud untuk penanganan
perbuatari fr ini: ari pengamatan penulis, apakah system ini
efektif untuk se I ankan syariah mulai dari karyawan tingkat

rendahan hi
System ini memerl

anjemen uncak kiranya efektifitas Whistle Blowing
en\ehtLan secara khusus pada kesempatan lain.

5. Pelaku Fraud dalam Perbankan Syariah

Dibagian awal-awal tulisan ini ada dikemukakan beberapa kasus fraud
besar dan telah menyebabkan krisis moneter di mana-mana. Dari 10
(sepuluh) perusahaan besar yang melakukan fraud penyebab krisis moneter
dan mengindikasikan bahwa modus popular yang terbanyak menempati
rangking teratas adalah: pertama, individual/ CEO fraud ; kedua, akunting
fraud ; ketiga, akuntan public fraud ; keempat, laporan keuangan fraud .'*°

% Lihat SE Bl No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal: Penerapan
Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

1% Lihat: Forbes, “The 10 Biggest Fraud s in Recent US History.” Forbes
Magazine. http://www.forbes.com. (Akses Senin 27 Jan 2014); lihat juga Syed Balkhi, “25
Biggest Corporate Scandals Ever” (April 8, 2013) . http:/list25.com . (Akses 27 Januari
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Hasil penelitian COSO atau the Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission di Amerika Serikat terhadap tuduhan SEC atau
Securities and Exchange Commission dalam kurun waktu sepuluh tahun
antara tahun 1998 — 2007; penelitian COSO ini menelaah hampir 350 kasus
dugaan kecurangan pelaporan keuangan yang diselidiki oleh SEC
diantaranya menunjukkan: SEC menyebutkan CEO dan/atau CFO terindikasi
terlibat pada 89% dari kasus kecurangan. Dalam waktu dua tahun
penyelesaian penyelidikan SEC, sekitar 20% dari para CEO / CFO berlanjut
pada dakwaan serta lebih dari 60% di antaranya divonis bersalah.'?” Terakhir
kasus-kasus fraud pada perbankan syariah di Indonesia juga mencerminkan
sebagian besar pelaku fraud yang sama sebagaimana diungkap diatas.
Melihat kepada fenomena kasus-kasus fraud yang terjadi di lingkungan

Notaris pada kasus BSM Cabang Bogor.
Mengenai keterlibatan Notaris ini, piha

sertikasi juga registered di Ban mengenai
auditor dan notaris dikemukakan: da : or eksternal tidak
boleh bank sembarangan‘menunjuk dia harus.a K yang registered di Bl

ada. yang ahli syariah ini terkait
dengan struktur, aturan-aturan terkait es. Memang sebenarnya dalam
i ak-pihak terkait yang entry ke dalam

area penting.a
yang dihasil
bank bagaimana

sternal ka “a ketika melakukan audit dan report
jadiydasar bagi banyak pihak untuk menilai kinerja

be obera‘si dalam laporan keuangannya, sehingga tidak
boleh Auditor as%f yang mengaudit bank tapi harus auditor yang
memiliki kualifikasi~tertentu oleh otoritas sehingga kita memiliki yang
namanya auditor yang registered dan certified accountant. Nah yang lain
juga diatur oleh otoritas adalah untuk penyedia jasa layanan IT dan
konsultasi IT ini diatur juga yakni ketika bank akan mengembangkan sistem

2014); lihat juga Accounting Degree, “The 10 Worst Corporate Accounting Scandals of
All Time.” http://www.accounting-degree.org/scandals. (Akses Senin 27 Januari 2014).

127 auditor Internal, “ Penelitian COSO: Kasus-Kasus Kecurangan Dekade 1998 —
20077 Jakarta: Berita Audit Internal, 18-6-2010, http://auditorinternal.com (Akses 19
Oktober 2014). Lihat juga: “9 CEO Terkotup Dunia, January 24, 2013~,
http://mensobsession.com/; (akses Rabu 13 Maret 2013).
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informasi yang akan digunakan mulai dari front office sampai back officenya,
seandainya tidak menggunakan dokumentasi yang baik terkait alur proses,
program dll, kalau tiba-tiba dia membangun suatu jaringan IT dan kontrak
tapi tidak diikat kuat kemudian tiba-tiba penyedia jasa IT bubar dan ketika
terjadi gangguan pada IT yang dibangun menimbulkan crash dalam system,
itu perlu pihak IT tersebut tetap bertanggung jawab. Juga terkait dengan
masalah-masalah kemungkinan kecurangan yang terjadi, misal ada uang
yang sifatnya selisih kecil dalam jumlah sen atau 1-2 rupiah itu kemudian
dikumpulkan masuk ke dalam rekening tertentu maka ada audit IT yang
dilakukan oleh otoritas. Terkait dengan Notaris sebenarnya ini adalah pihak
yang memiliki peran penting terutama untuk menghindari terjadinya risiko
hukum, notaris dimandatkan oleh Negara yang memiliki kewenangan untuk

mengesahkan perikatan dan keaslian dokumen; jjadi masalah selama ini
di perbankan syariah kadang notaris dalam A k terminologi
yang digunakan dalam kontrak itu atau. be a Ka tidak paham
antara kontrak istishna’ dengan Kkontra s al itu dia
gunakan logika berfikirnya ngawur di dalamnya sehingg a\itu bermasalah

atau jaminannya mau diambil a

3 \\ nasabah yang
keberatan kemudian jadila jipa i

\_dipakai sebagai dasar
patal demi hukum. Ini
rena itu sebenarnya yang
: an Hukum dan HAM yang
membawahi dan me an.\p _terkait dengan notaries dan
mengukur kualifikasi N0t3 uk melayani. Kami dari OJK dulu

atkan Kkompetensi notaris yang melayani bank
syariah, kita belu péi\phda membuat daftar seperti yang ada pada
kantor akuntan pu%@i{s ~walaupun kedepan kita butuh untuk melakukan itu
jadi ada level kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang notaris kalau dia
diangap eligible melayani perbankan syariah, sebenarnya mengenai fatwa
mernjadi kewajiban para notaris yang menyediakan jasa untuk bank syariah
untuk mencari tahu tentang suatu fatwa sebagai ladang usaha mereka pada
bank syariah semestinya mereka yang pro-aktif, dan mestinya difasilitasi
oleh INI, dan OJK yang memiliki tanggung jawab untuk perbaikan kearah
yang lebih baik namun ada keterbatasan jadi hanya bisa mendorong dengan
INI dan keterlibatan hubungan dengan mereka seperti training dan lain
sebagainya.'®

INI dalam\ Kai ganinsustri ‘rbankan syariah concern melakukan
k&a

2 M.Nasirwan llyas, Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).
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Dengan penjelasan ini, bagi OJK memang ada pihak-pihak terkait yang
entry jasa kedalam perbankan syariah yang perlu diatur oleh OJK, selain
akuntan public juga akuntan internal, kemudian penyedia jasa IT, Konsultan
dan Notaris. Setelah penulis memeriksa dokumen bagi pelaksanaan
corporate governance baik PBI No0.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bl
N0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 mengenai “daftar konsultan” berisi
“pengungkapan” siapa konsultan tersebut telah ada diatur, namun suatu
“daftar notaris” berisi “pengungkapan” siapa notaris tersebut belumlah ada
dalam kedua peraturan tersebut. Ini juga merupakan fenomena di mana jasa
Notaris terlibat dalam berbagai akad setiap hari pada perbankan syariah,
yang menunjukkan kedudukan penting seorang Notaris, namun belum diatur
secara hukum tentang syarat-syarat pemberian jasanya kepada bank syariah,
padahal “kelalaian” seorang Notaris bisa menyeb ansaksi batal demi

DEerpe

e

bahkan seorang Notaris bisa menjadi piha

fraud yang dilakukan nasabah atau oknu an syariah

Dengan penyampaian hal-hal diats kan adanya
beberapa pelaku utama fraud yaitu: Q. PE sahaan atau
pemegang saham terbesar; kedt reks aris, atau Kepala
Cabang; ketiga, manajer keua i em an public bekerja
sama dengan CEO/Mandjeme ia jasa seperti Notaris,
atau Konsultan  bekerj nk syariah atau nasabah;
keenam, perusahaa

Hal ini merupakan asi_ada‘s ang perlu disempurnakan pada
aturan  corporate ce. bagi . perbankan syariah, terlebih lagi
penyemparn \ governance syariah. Diantara
penyempurnaar ksud, \yakni ‘upaya mitigasi fraud dengan

) sistem “deteksi fraud  yang bekerja mendeteksi
tu studi yang dilakukan oleh Hugh Grove dan
Elisabetta Bas.ili@rgl nai deteksi kecurangan pelaporan keuangan
menyimpulkan dari “pengalaman menghadapi kecurangan atau penipuan
pelaporan keuangan, perlu dikembangkan “early warning system” atau “red
flags” terhadap kecurangan atau penipuan pelaporan keuangan yang
menggunakan factor non-keuangan dan factor keuangan pada corporate
governance. Red Flags secara kualitatif mencakup factor corporate
governance dan bekerja baik bagi kecurangan atau penipuan perusahaan,
yaitu: Kekuasaan penuh CEO, kelemahan sistem kontrol manjemen, turnover
senior manajer, insider trading, pengungkapan samar-samar strategi bisnis.
129 Dengan demikian perlu dikembangkan suatu “kebijakan dan prosedur anti

mengembangkan
fraud secara dini

2 Hugh Grove and Elisabetta Basilico, “Fraud ulent Financial Reporting
Detection: Key Ratios Plus Corporate Governance Factors.” M.E. Sharpe, Inc,
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fraud ” pada suatu perusahaan, guna menangkal dan mitigasi berbagai fraud
pada perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang disampaikan
oleh Zabihollah (Zabi) Rezaee dalam presentasinya berdasarkan penelitian
terhadap banyak responden yang merupakan eksekutif MBA students
(EMBA), mengemukakan setidaknya ada beberapa aturan anti fraud yang
diperlukan yakni: pertama, the antifraud role of the board of directors;
kedua, the antifraud role of management; ketiga, the antifraud role of
internal auditors; dan keempat, the antifraud role of external auditors.*®
Kebijakan anti fraud oleh Bank Indonesia telah dituangkan antara lain
dalam: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember
2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum; Peraturan
Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI1/2011 tentang~Penerapan Manajemen
Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Peraturan Bank
Indonesia Nomor 14/27/PBI1/2012 Tentang a[ Program Anti
Pencucian Uang Dan Pencegahan Penda Ji. Bank Umum;
kata-kata “Bank Umum” pada perat i\ pengertian
meliputi Bank Umum konvensional da
Dalam SE Bank Indonesia N6.1

e ember 2011

Perihal : Penerapan Strategi A disebutkan
tentang 4 (empat) pilar str i, Investigasi-
Pelaporan-dan Sanksi, -Pen njut. Hal ini
dijelaskan oleh B yang dalam

penerapannya berup \ ; ian Frau , memiliki 4 (empat) pilar
sebagai berikut: )

1. Pencegah 7
Pilar penc upakan-bagian dari sistem pengendalian Fraud yang
memuat -langkah\ dalam rangka mengurangi potensi risiko

terjadinya Frau ling kurang mencakup anti Fraud awareness,
identifikasi ker
2. Deteksi )

an know your employee.
Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang
memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan
Fraud dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang
kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan
surveillance system.

(]

International Studies of Management & Organization, Vol. 38, No. 3, Corporate
Governance Development Levels of Boards (Fall, 2008): 10-42)
http://www.jstor.org/stable/40397733 (Akses 22 Jan 2014)

130 Zabihollah (Zabi) Rezaee, Antifraud Role of Corporate Gatekeepers (Kuala
Lumpur Malaysia: International Conference on Financial Cirimology, UiTM, June 9, 2011).
36-43.

251


http://www.jstor.org/stable/40397733

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem
pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam
rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan
sanksi atas Fraud dalam kegiatan usaha Bank.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak Lanjut merupakan bagian dari
sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah
dalam rangka memantau dan mengevaluasi Fraud , serta mekanisme
tindak lanjut.">! Penjabaran lebih lanjut dari ke-empat pilar ada diuraikan
dalam Lampiran 1 Surat Edaran Bl No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember
2011 tersebut.

Menurut Surat Edaran Bl ini, Bank Umup
melaporkan strategi anti fraud , dan juga
dalam rangka mengendalikan risiko terjad
(tiga) aspek: Pengawasan Aktif | j

kegiatan: Kebijakan
Surveillance System,

risiko ;.dan penerapan program anti pencucian uang
ndanaan \terorisme kiranya patut diapresiasi. Namun
i)\Rézaee perlu juga diberlakukan oleh regulator,
untuk menyusun %b buat internal peraturan antifraud bagi direksi,
peraturan antifraud “bagi manajemen, peraturan antifraud bagi internal
auditor, dan peraturan antifraud bagi eksternal auditor.**?> Bahkan menurut
hemat penulis perlu juga ditambahkan lagi dengan peraturan antifraud bagi
pemegang saham, peraturan antifraud bagi komisaris, peraturan antifraud
bagi dewan pengawas syariah, dan peraturan antifraud bagi pihak terafiliasi

dan pencegahan
pendapat ZabihoHe

31 Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No0.13/28/DPNP tanggal 9
Desember 2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum (Jakarta: Bank
Indonesia, 2011), angka I1I.

132 7abihollah (Zabi) Rezaee, Antifraud Role of Corporate Gatekeepers (Kuala
Lumpur Malaysia: International Conference on Financial Cirimology, UiTM, June 9, 2011).
36-43.
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lainnya. Selain itu pihak otoritas (BI/OJK) perlu juga membuat aturan agar
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pimpinan Cabang,
dan Key persons lainnya pada Perbankan Syariah, untuk mewajibkan
menyampaikan nomor-nomor rekening mereka masing-masing dan
keluarganya kepada pihak PPATK (Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi
Keuangan) guna melengkapi penerapan strategi antifraud dan merupakan
bagian dari kerjasama pihak perbankan syariah dengan PPATK.

6. Sistim yang Fraud

Untuk mengetahui apa yang menyebabkan “internal fraud » atau
perbuatan fraud pada bank syariah bisa subur dan berkembang, perlu
diperiksa lebih dahulu terhadap sistemnya. ~ Sewajarnya kita memeriksa

kepada materi peraturan sehubungan denga dalam
kaitannya dengan sistem pelaporan keuangan yariah. Menurut
UU Perbankan Syariah Pasal 35 ayat (2 UUS  wajib
menyampaikan kepada Bank Indonesialapo uangan dalam.waktu dan
bentuk yang diatur dengan Peratur ial peraturan
Bank Indonesia tersebut adalah Pi Bl 09.dan Surat Edaran
Bl No. 12/13/DPbS tanggal 30°April 20: eratura ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan Good : OVE Bank Syariah dan
Unit Usaha Syariah, khu e wajiban. penyusunan dan pelaporan
pelaksanaan GCG olé 09-bagi Bank Umum Syariah

al 76 hingga pasal 80.
ajib, dilaporkan oleh BUS dan UUS

irlbutir kewajiban pelaporan oleh BUS dan UUS ini,

nb\rﬂenyangkut laporan terkait kasus hukum dan
masalah hukum, % rtama, jumlah penyimpangan (internal fraud )
yang terjadi dan lya penyelesaian oleh BUS/UUS; kedua, jumlah
permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian
oleh BUS/UUS.

Kemudian ketentuan mengenai kedua hal ini dijabarkan lebih lanjut oleh
Surat Edaran Bl N0.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 menyebutkan: jumlah
penyimpangan (internal fraud ) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS atau
UUS; Yang dimaksud dengan “internal fraud ~ adalah penyimpangan/
kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap,
dan/atau pegawai tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan
proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank /UUS yang mempengaruhi
kondisi keuangan Bank/UUS secara signifikan. Yang dimaksud dengan
“"mempengaruhi kondisi keuangan Bank/UUS secara signifikan” adalah

L ada isebutkan dalam pasal 76 ayat (3) dan
ti
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apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).**® Dengan adanya ketentuan seperti ini menjadi logis apabila timbul
kenyataan: pertama, penyimpangan/kecurangan dengan nilai dibawah
100juta rupiah banyak terjadi pada perbankan syariah; kedua, walaupun
secara kumulatif nilai akhir total seluruh internal fraud di kantor pusat
hingga ke cabang-cabang bisa mencapai milyaran rupiah, namun nilai per-
orangnya dibawah 100juta rupiah maka dianggap tidak termasuk
mempengaruhi kondisi keuangan BUS/UUS secara signifikan sehingga tidak
perlu dilaporkan. Ketentuan ini penulis sebut sebagai toleransi terhadap
fraud dan merupakan kejahatan pidana.

Dengan fenomena ini bisa dilihat bahwa ketentuan SE Bl 12/13/DPbS
tanggal 30 April 2010 mengenai fraud ini sudah melanggar Prinsip Syariah
dan Ketentuan Hukum Pidana Nasional -karena. membiarkan dan
menyembunyikan adanya fraud ,*** selain i { g pula dengan

Perihal : Penerapan Strategi Anti Fra

sejalan dengan Peraturan Bank Indgne 1 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi aria nit Usaha
Syariah; Peraturan Bank i }2012 -~ Tentang
Penerapan Program Anti < ia ang. [ egahan Pendanaan
Terorisme Bagi Bank U L ti>yang dikatakan oleh

pihak KPK sebagai ‘“perbuatan:fra Sehingga perbuatan fraud
dianggap tidak ada, A e it di
aan  ini terjadi secara  sadar
Indonesia terhadap perbankan

iyang haram , yang melanggar prinsip syariah
cetentlian hukum nasional yakni membiarkan atau
menyembunyikar ki tindak pidana yang terjadi. *** Namun
fenomena menunj% apa aturan yang dibuat merupakan suatu system
yang sejak awal dibuat sudah fraud dan menciptakan toleransi

menghalalkan perbuatan fraud. Padahal jelas-jelas melanggar prinsip syariah
dan melanggar hukum nasional.

dan juga melang

133 Bank Indonesia, Surat Edaran Bl No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 huruf
G. angka 2 huruf p. untuk BUS dan huruf H.angka 2 huruf f. untuk UUS.

134 ihat UU No.73 tahun 1958 tentang UU Hukum Pidana Pasal 221 (1), dipenjara
maksimum sembilan bulan barangsiapa a.l. menyembunyikan orang melakukan sesuatu
kejahatan.

135 |ihat UU No.73 tahun 1958 tentang UU Hukum Pidana Pasal 221 (1), dipenjara
maksimum sembilan bulan barangsiapa a.l. menyembunyikan orang melakukan sesuatu
kejahatan.
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Fenomena ini menunjukkan kepada kita, pada bagian depan dan awal-
awal praktek Good Corporate Governance perbankan syariah kelihatan
garang dalam aturannya, namun dalam uraian di belakang menyangkut
pelaporan terjadi pelunakan berupa toleransi dengan stempel “tidak
signifikan”. Padahal seharusnya bank syariah zero toleransi terhadap
perbuatan fraud , perbuatan yang haram , baik perbuatan yang tidak sesuai
prinsip syariah dan maupun ketentuan hukum nasional sekalipun nilainya
hanya 1 rupiah. Tidak heran apabila perbuatan fraud mulai banyak terjadi di
lingkungan perbankan syariah, dikarenakan didukung oleh system dan
bersikap zero toleransi terhadap perbuatan fraud !!!

Kondisi ini dibenarkan oleh Bank A Syariah yang menyatakan: Fraud itu
menurut PBI kita wajib melaporkan kepada pengawas atau OJK, pertama

baru di declare, agar lebih fair.~\Ini. a pengakuan._yang jujur dari
seorang Direktur Kepatuhan Nk ‘syariah. i

{ tem yang fraud atau
an~ prinsip syariah yang
dicanangkan dan di Perbankan Syariah bagi

perbankan syariah.

syariah, iﬁi% jadi/di akan. pihak regulator dalam membuat aturan
bagi bank syaria ‘

yang diberlakuka gi bank konvensional. Dari penelitian penulis, telah
menemukan atura an-internal fraud bagi bank konvensional diatur
dalam Surat Edar% Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007
menyatakan: Yang-._dimaksud dengan internal fraud adalah
penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan
tidak tetap (honorer dan outsorcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan
operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara
signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank
secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*’ Dengan fenomena ini, dapat

% Bank A Syariah, Wawancara dengan Direktur Kepatuhan Bank A Syariah
(Jakarta: Bank A Syariah, 4 Februari 2015).

37 Bank Indonesia, Surat Edaran Bl No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal:
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum (Jakarta: Bank Indonesia,
2007).

255



dilihat bahwa aturan pelaporan mengenai internal fraud bagi bank syariah
dalam Surat Edarab Bl No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 adalah
merupakan copy-paste dari aturan pelaporan mengenai internal fraud bagi
bank umum konvensional dalam Surat Edaran Bl No. 9/12/DPNP tanggal 30
Mei 2007, substansinya sama namun dengan sedikit modifikasi pada kata
“pengurus” diganti dengan “Dewan Komisaris, Direksi”.

Seharusnya tindakan regulator melakukan copy-paste ini tidak perlu
terjadi, apabila pihak regulator konsisten dan mengembalikannya kerpada
ketentuan UU Perbankan Syariah, dengan menyadari undang-undang ini
hadir dengan membawa perbedaan yang signifikan terhadap perbankan
konvensional. Sebagaimana penulis telah menyampaikan pada Bab sebelum
ini, dalam BAB IV sub-Bab A. paragraph 5.Perbedaan Mekanisme Kerja
Secara Hukum, yang penulis sampaikan da abel.4. Perbandingan

dalam tabel tersebut tampak adanya 10 ( aan mendasar yang
spesifik dan dan sangat signifikan secara. h
Syariah dibandingkan Perbankan konve

Dengan melihat perbedaan
seyogyanyalah Bank Indonesia atau “‘surat
edaran” harus melihat kekh erbankan syariah mping mematuhi
prinsip syariah dan pematuhi amana Rerbankan  Syariah serta
memperhatikan peratdran perunda idan ang lain, contohnya seperti

demikian,

terhadap amanah UU Perbanka tah) 'ini, maka perbuatan yang

K disadari sebagai perbuatan yang
masuk k te%ﬁh\b\

haram yang“menjadi/d
“diharam kan”, \jag&

nilai ia\a tapi substansi perbuatan fraud atau
asar pertimbangan. Bahkan internal fraud wajib
ulator atau siapapun seharusnya bersikap “zero
toleransi” terhada%gg yang fraud atau haram dalam pelaksanaan
operasi dan aktifitas kegiatan bank syariah secara keseluruhan.

Apa yang dikemukakan penulis ini sejalan dengan dengan pendapat pihak
OJK yang menyatakan: Nilai material atau tidak material sebagai kebijakan
bank, OJK tidak perduli berapapun nilainya harus diproses secara hukum.
Kami tidak tahu persisnya bagaimana tapi ketika OJK masuk ke bank, yang
dipakai adalah prinsip auditor terhadap yang material sehingga kalau bank
nya saja tidak men-disclose kemumgkinan Pengawas pun tidak tahu ada
kasusnya walaupun hanya 10 juta. Jadi ketika auditor eksternal masuk
keseluruh bank dan perusahaan, maka yang dilihat terlebih dahulu kan
internal auditnya, apakah di disclose atau tidak kalau auditor internal tidak
mendisclose ya tentu saja auditor eksternal tidak tahu, tapi kalau ketahuan
oleh pengawas pasti masuk kedalam track record, misalkan karyawan yang
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bersangkutan keluar dari bank tersebut dan kemudian di luar yang
bersangkutan bercerita perbuatannya yang kemudian terdengar oleh
Pengawas maka Direksi pada periode karyawan yang bersangkutan akan
dicatat dan dicentang. Pengawas sebenarnya tidak peduli itu adalah
kebijakan kalau suatu kasus sampai terbuka bahwa ada kemungkinan
penggelapan atau semacamnya walaupun tidak material maka orang itu akan
susah naik jabatan. Jadi sekalipun tidak tertangkap tangan tapi Pengawas
mengetahui adanya informasi tentang perbuatan fraud saya yakin pengawas
akan memasukkannya dalam catatannya. Sehingga sewaktu fit & proper test
catatan itu akan dibuka dan yang bersangkutan akan ditanya.**®
Sebagai catatan penulis, apabila kelak ke masa depan akan ada perubahan
dari corporate governance sekarang menjadi corporate governance syariah
sudah sepatutnya toleransi terhadap internal fraud \ini.dihilangkan, karena
n i~khas bagi suatu
sional. Kiranya

0

syariah bersih daripada segala s \g sifa ataknya mengandung
unsur haram .

Berdasarkan ura -paragraph diatas penulis
menilai perlunya pen an dilakukan secara terstruktur
dan konsisten terhade atan pada perbankan syariah, dikarenakan
fenomenal % \yang lemah dan fenomena telah terjadinya perbuatan
fraud pad b\&%)ygqn syariah\di seluruh Indonesia, merupakan dasar

utama bagi “percepatan p egah/én fraud pada lingkungan perbankan

)
J

syariah. b .

Penulis sangm%sea ung hadirnya Surat Edaran Bank Indonesia
No0.13/28/DPNP tanggal)9 Desember 2011 perihal: Penerapan Strategi Anti
Fraud bagi Bank Umum, dan oleh perbankan syariah pada umumnya telah
menyikapi diantaranya dengan membuat satuan tugas anti fraud. Disamping
itu perlu melihat ke arah penegak hukum sendiri, sebagai contoh Komisi
Pemberantasan Korupsi telah mengganbarkan tekadnya memberantas Fraud
dengan menegaskan formula kebijakan sebagai berikut: Fraud control
sendiri akan dibangun secara nasional yang mencakup tiga aspek, yaitu
preventif, deteksi, dan represif. Di aspek preventif, berbentuk dorongan
kepada organisasi/lembaga menerapkan system pengendalian yang baik,

138 R.Eko Irianto, Wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah Otoritas
Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 25 Februari 2015).
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berupa Sistem Pengawasan Internal (SPI) atau Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP), melakukan Fraud Risk Asessment serta implementasi
Fraud Control Plan/Fraud Control System.
Adapun di aspek deteksi, deteksi dini (early warning system) secara
menyeluruh akan dibuat, dengan lebih mengintegrasikan LHKPN/LHK dan
laporan gratifikasi/hadiah yang menjangkau seluruh PNS, Whistle Blower
System, serta unsur sistem integritas lainnya.
Dengan demikian, aspek penindakan terhadap kecurangan dapat dilakukan
secara lebih efektif karena telah terintegrasi dan terciptanya tatanan hukum
yang baik. Di lain pihak, KPK akan lebih berperan melakukan pemantauan
atas efektivitas penegakan integritas agar tatanan hukum yang baik tetap
terpelihara.'*

Apa yang telah digariskan oleh Surat
No0.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 pe
Fraud bagi Bank Umum dan juga keblja a

Bank Indonesia

sekalipun sifatnya umum tapi perlu d perbankan
syariah berdasarkan hasil penelitian i : uk.mengatasi
atau mencegah perbuatan fraud pel S an. tinggi. baik ‘dari regulator
maupun pelaku industri perban ial a secara sistimatis melakukan

tindakan-tindakan sebagai<berikut: 2. Tindaka egahan; 2. Langkah

Plhak Regulator seb peraturan-peraturan yang telah
dibuat  untul governance dan/atau kepentingan
operasio /syariah \aga aturan bersih dan tidak bermuatan
hal-hal ya C ai prinsip syariah, terutama tidak mengandung unsur-
unsur: riba, maisir, gharar, am dén zalim, sepertl telah diamanahkan oleh

UU Perbankan Syaria

bersedia: y%ﬁ

a. Penguatan Yuridis,) yakni perbaikan dan penyempurnaan beberapa

ketentuan peraturan yang lemah, serta membuat aturan baru yang

diperlukan dalam arti:

1) Mencabut seluruh ketentuan yang menciptakan fraud by system
seperti ketentuan yang menghalalkan fraud dibawah 100jt rupiah
yang dianggap tidak signifikan;

2) Menyempurnakan ketentuan yang berpotensi conflict of interest,
yakni mempertegas ketentuan bahwa seluruh pemegang saham

139 Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan 2012 (Jakarta: KPK,
Desember 2012), 15.
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dilarang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris, untuk
mencegah timbulnya conflict of interest;

3) Menyempurnakan seluruh ketentuan yang berpotensi fraud by system
dan berpotensi conflict of interest, yakni mempertegas ketentuan
bahwa seluruh direksi dan komisaris haruslah merupakan pihak yang
independen terhadap pemegang saham, untuk mencegah adanya
intervensi pemegang saham dan perbuatan fraud baik yang dilakukan
oleh direksi sendiri maupun berkolaborasi dengan pemegang saham;

4) Menyempurnakan seluruh ketentuan yang berpotensi conflict of
interest dan berpotensi merugikan perusahaan baik secara materil
maupun immaterial, yakni mempertegas larangan rangkap jabatan
bagi direksi, komisaris, dan dewan pengawas syariah, terutama
jabatan rangkap yang bisa menimbulka ict of interest dan
merugikan perusahaan dalam hal-ha erahasiaan  internal,
kerahasiaan produk, strategi internal; si R edur keuangan,
sistem & prosedur akuntansi t i, dan hal-hal
strategis perusahaan lainnya;

5) Dengan Kkesadaran bahwa
menimbulkan kerugian besar. pe

level menengah keatas dan

ang berpotensi
alah. dilakukan pejabat
g terkait, perlu
an anti fraud bagi
aham, peratura ! agi direksi, peraturan anti

fraud bagi komisa eraturan. a d bagi dewan pengawas
\ nternal auditor, peraturan anti

ran anti fraud bagi penyedia jasa
untuk perusahaan, dan peraturan

gi\key persons /\manajer lainnya.
Ji Perbankan Syariah menyelenggarakan program

pendidikan an& u%\,dan menciptakan budaya anti fraud, yang
peraturan program anti fraud yang diterbitkan

harusnya mas%&a
pihak Otoritas Jasa Keuangan.

2. Langkah Deteksi Berkelanjutan
Pihak regulator perlu menetapkan langkah-langkah deteksi berkelanjutan
sebagai berikut:

a. Mewajibkan perbankan syariah melanjutkan menerapkan program
Whistle Blowing System, dengan penekanan langkah manajemen
puncak perusahaan: pertama, membuat tim khusus terbatas yang dikenal
jujur, bersih, dan tegas; kedua, memberi jaminan terhadap pelapor:
bahwa identitas pelapor dirahasiakan, materi laporan dirahasiakan, serta
memberi perlindungan terhadap pelapor dari tindakan balas dendam
dalam berbagai bentuk dan modus oleh pihak terlapor terhadap pelapor
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dan bila perlu perlindungan terhadap keluarganya, dan memberi
penghargaan yang sepadan kepada pelapor apabila laporan terbukti
kebenarannya sebagai reward system.

b. Mewajibkan perbankan syariah membuat pengamanan tinggi terhadap
penggunaan teknologi informasi untuk mencegah berbagai perbuatan
fraud bersumber dari system teknologi informasi, mulai dari penetapan
syarat-syarat penyedia jasa teknologi informasi, seleksi pemilihan
penyedia jasa, design dan pelaksanaan install hardware dan software,
kontrak jaminan kerahasiaan selama dan sesudah pemberian jasa,
tanggung jawab penuh penyedia jasa atas kerusakan dan perbaikan
setelah selesai pemberian jasa.

c. Mewajibkan perbankan syariah membuat pengamanan optimal dalam
penggunaan teknologi informasi, seperti
mempunyai akses langsung maupun tida
kerja tertentu/pengendali operasional
akses wajib terbatas; bagi pengg
haruslah secara berkala diwajibka

ewajlbkan perbankan syariah
aga Pusat Pelaporan dan Analisis
dan mewajibkan pemegang saham,
Va3 yr|ah serta manajemen kunci lainnya
or-nomor rekening yang bersangkutan dan
) dan meminta PPATK melaporkan secara
or dan bank yang bersangkutan mengenai hasil

keluarga kep

berkala kepao@k\

kerjannya. )

3. Langkah Penindakan atau Represif.

Langkah ini secara umum terdiri dari dua macam, yakni:

a. Penanganan secara internal atas dasar hubungan karyawan dan bank
yang bersangkutan; atau

b. Penanganan diserahkan kepada pihak yang berwajib disamping tidak
mengurangi kewajiban penanganan secara internal bank yang
bersangkutan.

Dalam dua model penanganan langkah represif ini, regulator tetap di

tuntut perannya secara tegas yakni dalam menentukan batasan
“kewenanangan internal” dan batasan bahwa suatu kasus wajib diserahkan
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kepada pihak yang berwajib tanpa mengurangi kewajiban bank bertindak
secara internal. Kenapa regulator tetap diperlukan ? Hal ini adalah untuk
keseragaman pengaturan tindakan atau langkah represif pihak bank yang
jelas rambu-rambunya bagi pihak perbankan ditentukan oleh regulator, di
khawatirkan apabila di atur sendiri oleh pihak bank akan menimbulkan
ketidak samaan persepsi, langkah dan bisa berbeda kepastian hukumnya;
atau dalam bahasa yang dinyatakan oleh KPK sebelumnya yakni “efektif dan
terintegrasi”.

K. Tantangan ke Masa Depan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian dokumen-dokumen
perbankan syariah, peraturan corporate governance dan analisa yang
dikemukakan dalam tulisan ini sebelumnya, te

dalam rangka upaya menuju terbentuknya - epan_suatu corporate
governance syariah yang betul-betul sesuai d | n nafas ajaran
Islam dalam berbagai aspeknya. Hal inipa A dari kajian
yuridis ini telah banyak aspek hi \ aspek.ke-syafiah-an yang

diperoleh sebagai bahan masukan ba )C \ e 'syariah, dan
penulis menilai diantaranya yang ' tuk disar palkan yaitu:
1. Peraturan Bank Indenesia niSurat Edaran Bank

Indonesia No0.12/13/DPBS- ta 2010 keduanya tentang
Pelaksanaan Good 1Ce Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah aturan yang bila disandarkan
kepada UU No.12 tah Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan ‘ ala M bahwa suatu peraturan haruslah
memiliki (da emuhi ia 3 \(tiga) landasan dasar yakni: filosofis,

yuridis dan. sosi bagal
Bank Indonesia tersebut secara fenomena menunjukkan sebagal peraturan
yang tidak memiti asan filosofis, terdapat beberapa kelemahan secara
yuridis, dan kelen‘%& berlakuan secara sosiologis. Terlebih lagi kedua
peraturan ini merupakan copy paste dari peraturan corporate governance
bank konvensional yang ada sebelumnya, dengan sedikit revisi sepanjang
mengenai atau terkait dengan dewan pengawas syariah yang tidak dikenal
dalam korporasi bank konvensional.

2. Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai corporate
governance perbankan syariah dikatakan tidak mempunyai aspek dasar atau
landasan filosofis, dikarenakan tidak memuat landasan filosofis yang telah
ditetapkan dan dijelaskan dalam Penjelasan UU Perbankan Syariah yakni:
berdasarkan nilai-nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-
prinsipnya kedalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan
pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan
(rahmatan lil ‘alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan
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perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan
Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang
berkaitan dengan ekonomi.

3. Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai corporate
governance perbankan syariah dikatakan memiliki beberapa kelemahan
secara yuridis, yakni kelemahan dari aspek syariah dan kelemahan dari aspek
hukum nasional. Kedua kelemahan yuridis adalah sebagaimana diuraikan
berikut ini.

4. Corporate Governance bagi perbankan syariah yang dibuat Bank
Indonesia berisikan hal-hal yang tidak sesuai prinsip syariah diantaranya:

a. Jiwa dan semangat UU Perbankan Syariah berlandaskan al-Quran
dan Hadis dan nilai-nilai Islam, dalam Penjelasa U Perbankan Syariah
diantaranya ditegaskan bahwa pengembangan nomi berdasarkan
nilai Islam (Syariah) dan prinsip Perbankan Sya €l akan bagian dari

ah Wajlb dipatuhi

2p. dan huruf H angka 2f, pada
A Riba, Gharar, dan

diantaranya tidak melakuka

dan SE (B )

Perbankan'Syari .

d. Terdapat juga’ perlakuan- perlakuan yang tidak bersandar kepada
prinsip KEADILCA bersﬁat diskriminatif terhadap Dewan Pengawas
Syariah dibanding%ha omisaris terutama dalam hal-hal: status hukum,
kedudukan hukum, “hak hukum, kewenangan punishment, dan rangkap
jabatan, dalam aturan yang dibuat Bank Indonesia. Dari praktik perbankan
syariah, bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada Dewan Pengawas Syariah
yakni mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang, telah
berlangsung sejak lama yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia
pada tanggal 1 Nopember 1991, atau telah berjalan selama lebih kurang 24
tahun. Dari praktik perbankan syariah, dewan komisaris adalah pihak yang
lebih terhormat, lebih super, dan mendapat perlakuan istimewa dalam hal
fasilitas dan renumerasi dibanding dewan pengawas syariah; walaupun
sebenarnya peran dewan pengawas syariah dalam tugas dan tanggngung
jawab langsung terhadap produk dan jasa perbankan syariah, tanpa kehadiran
dewan pengawas syariah maka produk dan jasa tidak bisa diklaim telah
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sesuai prinsip syariah, peran dan peranan dewan pengawas syariah sangat
substantive dan melekat dengan kegiatan usaha perbankan syariah yang
mendapat pengakuan dan kepercayaan masyarakat.

5. Corporate Governance bagi perbankan syariah yang dibuat Bank
Indonesia berisikan hal-hal yang tidak sesuai hukum positif atau hukum
nasional diantaranya:

a. Membiarkan dan atau menperbolehkan perbuatan fraud yang
merupakan salah satu tindak pidana, apakah dalam bentuk atau modus
penggelapan, penipuan, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan
jabatan dalam perbankan syariah dan lain sebagainya. Contoh nyata yakni
pada saat Bank Indonesia membuat aturan apa yang dimaksud dengan
“internal fraud” sebagaimana diatur oleh SE-BI ng.12/13/DPbS tanggal 30
April 2010 pada huruf G angka 2p. dan huruf~H angka 2f yang
mengisyaratkan hanya nilai lebih dari Rp.l ratus juta) yang
dilaporkan atau dianggap sebagai suatu fraud, Sel

\.o.‘ diang suatu fraud
SCOU : 9 Y

aud dalam kedua

yang nilai rupiahnya dibawah itu diaba
atau tindak pidana. Inilah salah satu
KPK.

b. Contoh lain peraturan-peratura

peraturan Bank Indonesia te A ara o\ dakan intervensi
oleh Pemegang Saham ' [ omigaris, tidak melarang
direksi merangkap jabai tidak melarang komisaris
merangkap jabatan dan k adanya ketegasan larangan
conflict of interest bag m,-direksi dan komisaris, serta apa

tau\Direktur Utama yang diwajibkan berasal

,,_,,e ;
‘terhac

pemegang saham pengendali (independen =
tidak mempunyai- eﬁxk*euangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubunga%lg a), artinya terhadap pemegang saham lain tidak
wajib independen. Lagipula Direksi lainnya juga tidak wajib independen
terhadap seluruh pemegang saham. Celah intervensi ini berpotensi terjadinya
perbuatan fraud. Dengan kata lain aturan ini belum sepenuhnya mendukung
program strategi anti fraud.

C. Peraturan Bank Indonesia N0.11/33/PB1/2009 dan Surat Edaran Bank
Indonesia N0.12/13/DPbS telah melanggar Prinsip Dasar GCG Kewajaran
(fairness) yaitu Keadilan dan Kesetaraan, serta nilai Kemanfaatan, dan nilai
Keseimbangan (tawazun) yang telah digariskan UU Perbankan Syariah.
Pertama, anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak melaksanakan
tugasnya dikenakan 2 (dua) macam sanksi, yakni: izin usaha Bank dicabut,
dan anggota DPS dimaksud dilarang menjadi anggota DPS di perbankan
syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun. Lain halnya dengan anggota Dewan

dari pihak indepe
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Komisaris bila tidak melaksanakan tugasnya maka tidak dikenakan sanksi,
padahal kapasitas keduanya sama tugasnya sebagai “memberi saran, nasehat
dan pengawasan kepada direksi”. Kedua, ada larangan menjadi konsultan
bagi DPS namun Dewan Komisaris tidak dilarang.

d. Rangkap jabatan anggota komisaris dan anggota dewan pengawas
syariah bahkan direksi diperbolehkan oleh Bank Indonesia; sekalipun ini
bertentangan dengan prinsip menghindari benturan kepentingan (conflict of
interest) serta perlindungan kepentingan stakeholders. Bank Indonesia tidak
melihat bahwa suatu produk bank syariah harus dilindungi kerahasiaannya.,
misalnya mengenai kekhususan prroduk, strategi marketing, strategi
pembiayaan, penanganan nasabah, dan lain sebagainya.

e. Penegakan hukum tidak berjalan semestinya:Beberapa Bank Syariah
dari Laporan Tahunan 2012 dan 2013 telah an pelanggaran yang
dilakukan selama 2 (dua) tahun laporan ata de laporan secara
berturut-turut yakni: tidak transparans meng :

Dewan Komisaris yang diwajibkan Pasa atura k. Indonesia
11/33/PBI/2009, namun otoritas tidak melaksanakan p alk kum Pasal
81 Peraturan Bank Indonesia 11/33 ‘N tun enjatuhkan
sanksi administratif terhadap yang\melanggar “atura al> ini _dibuktikan

dengan adanya laporan sema erulang agi dalam-Laporan Tahunan

berikutnya.

6. Corporate G bagi perbankan-syariah yang dibuat Bank
Indonesia secara sosiolog ngandung be ga| kelemahan yang tidak
rasional dan :

a. Sglu h ; ariah berla
berasal dari N&N iona dikasi mindset — perilaku - dan
kulturnya masih | ional. Hal ini disebabkan sistem perekrutan
direksi tidak Ke baglan direksi adalah ahli syariah, padahal
label “bank syaria ¢lekat-pada merk dan logo suatu perbankan syariah,
sehingga masyaratgl:ve berasumsi suatu bank syariah telah dipimpin
oleh yang ahli ataumengerti syariah, namun tidak demikian faktanya.
Dengan tidak adanya direksi yang ahli di bidang syariah maka ini akan
menjadi kendala perencanaan, operasional dan pengembangan bank syariah
ke masa depan. Bahkan dalam praktik perbankan syariah sekarang ini nuansa
konvensional dikhawatirkan merusak budaya islami perusahaan yang sejak
awal dibangun, ditangan-tangan kepemimpinan yang masih berpijak pada
kultur konvensional. Secara sosiologis ini dapat menyebabkan nasabah
investor perbankan syariah lari dengan menarik dananya dari perbankan
syariah. Perbankan Syariah masih dalam usia pertumbuhan namun secara

dini racun-racun kepemimpinan konvensional telah mulai menggerogoti
sejak awal sesuai peraturan yang dibuat demikian oleh regulator, apa niat
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dan politik hukum serta political will apa yang sedang dimainkan oleh pihak
regulator patut dipertanyakan.

b. DPS tidak bisa secara optimal melaksanakan tugas-tugasnya seperti
mengawasi proses pengembangan produk baru, audit syariah, review akad,
uji petik ke unit kerja, review mekanisme penghimpunan dana & penyaluran
dana serta pelayanan jasa bank; hal ini disebabkan DPS hanya diberikan staf
dan DPS tidak mempunyai perangkat sumber daya manusia yang ahli
dibidang syariah yang seharusnya membantu tugas-tugas yang begitu
beraneka dan luas.

c. Ketentuan UU Perseroan Terbatas bahwa jumlah Dewan Pengawas
Syariah  minimal 1 (satu) orang tidak sesuai dengan ketentuan sebutan
kegiatan yang disebut: “dewan”, “kegiatan rapat dewan”, “keputusan rapat
dewan”, atau ‘“pengambilan keputusan rapat” berdasarkan musyawarah
mufakat”, “risalah rapat merupakan keputusa ar
Dewan Pengawas Syariah” yang dinyataka am:Peratura nk Indonesia
No0.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Ba onesia No DPbS, yang
semuanya mengindikasikan DPS tida i

d.  Etika bisnis syaria a ada dala atu pe
governance perbankan syariah n.ketentuan itu belum dimuat oleh Bank
Indonesia dalam :‘.\‘ nesia N0:11/33/PBI/2009 dan Surat
Edaran Bank Indo 2/13/DPDHS: cha
merupakan landasan sosiolog rate._governance bersumber kepada
teladan Nabi am@a AW agai-buah dari keimanan, keislaman, dan

asarkan pada- keyakinan yang kuat pada kebenaran
dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad
" bagian dari pandangan hidup (worldview) Islami
sehingga bersifat- ap\(shamil) dan sempurna (kamil), yang perlu
dilaksanakan dengan> imbangan bahwa hak dan kepentingan manusia
dapat dilindungi, dan-hak masing-masing individu dapat diterima dengan
cara sebaik-baiknya, yakni dengan cara berbuat baik pada dirinya sendiri, di
samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Allah swit.
selaku Pencipta-Nya, dalam suatu kebebasan berbuat dengan tetap
memperhatikan keesaan Allah swt. (tauhid), prinsip keseimbangan (tawazun
— balance) dan keadilan (qgist), di samping tanggung jawab (responsibility)
yang akan diberikan di hadapan Allah swt.kelak. Hal-hal demikian ini
seharusnya menjadi panutan tidak saja bagi kepemimpinan perbankan
syariah tapi juga seluruh karyawan bahkan bagi para pemangku kepentingan
yang terlibat dan seyogyanya etika bisnis syariah dipraktekkan secara
konsisten pada perbankan syariah.
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e. Pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI1/2009 dan Surat Edaran
Bank Indonesia No0.12/13/DPbS hasil penelitian menunjukkan belum
ditemukan kewajiban laporan terkait penggunaan jasa notaris dalam bentuk
suatu “daftar notaris” berisi “pengungkapan” siapa notaris tersebut, karena
memang belum diatur bahwa setiap Notaris wajib certified dan registered di
Otoritas Jasa Keuangan dalam melayani perbankan syariah, padahal dari
aspek hukum peran Notaris dan Akta Notaris sangat signifikan terutama bila
terjadi sengketa dan hasil wawancara menunjukkan hal ini telah disadari
keperluannya oleh pihak OJK.

7. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian bagi pengembangan
ataupun penyempurnaan peraturan perbankan syariah dan corporate
governance bagi perbankan syariah diantaranya

a. Perbedaan penafsiran terhadap kedudu
syariah (sejajar komisaris, diatas direksi, ata
UU Perseroan Terbatas dan/atau UU Perba engatur 3
(tiga) hal yakni: Pertama, tidak <me agi Dewan

Pengawas Syariah sebagai Organ “PT, p: 2 X‘t. adalah pihak
o \/E

, disebabkan

g>secara khusus
ggaskan kedudukan

3 m|I|k| Dewan Pengawas
Kiranya. me aglan kelemahan undang-
anai.a . ? ko ngan hukum.

‘ n syariah adalah kewenangan
3 um, hal ini sesuai UU No. 3 Tahun
gaa -. diperkuat keputusan Mahkamah
: 2012 tanggal 28 Maret 2013.

: a\lxsengketa perbankan syariah berdasarkan pasal

26 UU Perbank iah adalah peraturan perbankan syariah yang
dikeluarkan Bank Indonesia, yang disusun oleh Komite Perbankan Syariah
dengan bersumber kepada Fatwa DSN MUI. Secara juiridis, para hakim
peradilan agama harus menjadikan Peraturan Bank Indonesia yang
bersumber Fatwa sebagai Hukum Materil dan sebagai pedoman utama dalam
menyelesaikan sengketa perbankan syariah, tanpa mengurangi kewajiban
para hakim menggali dan menemukan hukum dari berbagai sumber (a.l.:
bacaan, jurispudensi, pendapat ahli) untuk menjamin putusan yang adil dan
benar.

d. Perlu dibedakan fraud by need dan fraud by system, kalau by need
biasanya karena kebutuhan personal, kalau by system maka seluruhnya sudah
fraud bersama-sama, di mana aturannya dibuat sudah fraud, dan niatnya
juga sudah fraud. Bila secara system sudah dibuat fraud, sehingga kasus

C.
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sewaktu diperiksa terlihat semua sudah sesuai proses dan prosedur, apabila
ada yang disembunyikan maka ini susah dibuktikan apalagi aturan dibuat
kaitannya dengan kebijakan dan ada apa dibalik kebijakan-kebijakan, mens
rea-nya (criminal mind) itu susah untuk dibuktikan. Contoh fraud by system
diantaranya memberi celah intervensi pemegang saham terhadap direksi
karena direksi tidak dalam posisi independen terhadap pemegang saham, dan
adanya SE-BI yang menghalalkan fraud dalam batas nilai dibawah 100juta
rupiah.

e. Terdapat beberapa pelaku utama fraud dalam perbankan yaitu:
pertama, pemilik perusahaan atau pemegang saham terbesar; kedua, CEO
Direksi, Komisaris, atau Kepala Cabang; ketiga, manajer keuangan/akunting;
keempat akuntan public bekerja sama dengan CEO/Manajemen; kelima
pihak penyedia jasa seperti Notaris, atau Kons bekerjasama dengan

f.  Perlu dikembangkan pencegahan frat ara aktif dan optimal
seperti “early warning system” atau “red flags* ada puatan fraud

mitigasi berbagai fraud pada pe
pihak PPATK dengan kewajiban pe
key persons dan keluarga‘pada seti

Jasama dengan
kening pengurus dan

i tantangan sebelumnya
asa” depan suatu corporate
idengan karakter dan nafas ajaran
ut pendapat penulis adalah prinsip-
yang diperkenalkan oleh Komite

an
\ ':h%%'\ranyé dapat menjadi rujukan dan dilengkapi
in\ya,hg otoritatif, atas dasar argumentasi:
Pertama, secara ika, materi pemikiran dan detil uraiannya yang
bersumber al-Quran dan Hadis sudah tepat dalam menampilkan kandungan
nilai-nilai ajaran Islam untuk dijadikan dasar dan penerapan corporate
governance syariah bagi bisnis syariah.
Kedua, konsep yang diperkenalkan cukup “applicable” untuk diserap dan
diterapkan dalam kegiatan bisnis syariah. Lagipula konsep ini tidak akan
merusak struktur, sistem, mekanisme, prosedur dan proses corporate
governance seperti yang dikhawatirkan sebagian pihak, bahkan konsep
melengkapi, menyempurnakan, serta memperkokoh struktur, sistem,
mekanisme, prosedur dan proses tersebut.

dengan sumber-sur
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil-hasil penelitian dan analisa data, bisa disimpulkan bahwa:
pertama, dari sudut pandang hukum positif peraturan corporate governance
bagi perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, belum
memenuhi standar yuridis teknis penyusunan peraturan perundang-
undangan, dikarenakan tidak memiliki landasan filosofis — landasan yuridis
terdapat kelemahan — landasan sosiologis yang kurang tepat bagi praktik
operasional di masyarakat; kedua, dari sudut pandang ajaran dan nilai-nilai
Islam peraturan corporate governance bagi perbankan syariah tersebut,
belum menunjukkan kesesuaian dengan ajaran_dan nilai-nilai Islam secara

fraud.
Dengan kata lain, dari pendekata

bahwa peraturan corporate governa ang dibuat
Bank Indonesia secara filosofis be ridis dan ajaran
Islam; secara yuridis terda ukum positif dan
hukum Islam, disamping aud dan potensi fraud
secara sosiologis terdap asional dan kurang tepat
dalam praktik opera Peraturan tersebut dalam

pendekatan filsafat huk das sollen’ lu disempurnakan untuk beralih

AN ariah yang sesuai hukum positif,
al- Quran’dﬁ% /o 1emang dibutuhkan perbankan syariah.
Dengan kata lai \ orporate governance bagi perbankan syariah

existing sec ara ““das sein” belum sesuai dengan “das
sollen”. -
Hal-hal yang ti ai hukum positif atau hukum nasional dan ajaran

dan nilai-nilai Islam, dari hasil penelitian diantaranya adalah:

1. Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia mengenai corporate
governance perbankan syariah adalah copy-paste dari peraturan
corporate governance bagi bank konvensional yang mengacu kepada
UU Perbankan (konvensional). Selain itu peraturan Bank Indonesia ini
juga tidak sesuai dengan jiwa dan spirit Undang-Undang No.21 tahun
2008 tentang Perbankan Syariah yang berlandaskan hukum nasional,
ajaran dan nilai Islam serta prinsip syariah.

2. Prinsip-prinsip corporate governance yang umumnya dikenal dunia
bisnis yakni: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional,
dan fairness disampaikan secara umum apa adanya, tanpa melihat
perbankan syariah memerlukan tafsiran prinsip-prinsip tersebut sesuai
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nilai-nilai dan ajaran Islam serta kebutuhan yang menunjang kegiatan
perbankan syariah. Lagipula prinsip-prinsip yang berlaku umum itu,
masih perlu dilengkapi lagi dengan prinsip-prinsip yang berasal dari
teladan Rasulullah saw. seperti: Shiddig, Fathanah, Amanah, Tabligh,
Adil, Ihsan, Tawazun, serta asas/prisnip lain yang dikenal dalam ajaran
Islam, sebagai prinsip khusus dalam perbankan syariah dan bisnis
syariah pada umumnya.

3. Dalam peraturan corporate governance yang dibuat oleh Bank
Indonesia, terdapat aturan yang melanggar syariah yaitu toleransi
terhadap fraud, atau menghalalkan fraud, sebagai suatu perbuatan yang
diharam kan dalam syariat Islam. Bahkan menghalalkan fraud itu juga
telah melanggar ketentuan hukum pidana nasional.

4. Pada peraturan corporate governance yang dite

itkan Bank Indonesia

SE ti Adil dan
\~ seper
D\

Tawazun, ini terlihat pada keten ngenai - dewan

pengawas syariah dibanding dewa

alam’kategori fraud by
system, sehingga u perlukan direksi yang

independen terhada

sistem perekrutan direksi bank

syariah <0leh. Bank Indonesia tidak.mensyaratkan adanya direksi yang
ahli (syari sehingga.ini\merupakan kendala bagi perencanaan,
pengelolaar bangan bank syariah ke masa depan, terutama
kendala ‘bagi rcay masyarakat kepada perbankan syariah dan
image negat'rf'fte\ p perbankan syariah.

Langkah perbaikan_dan penyempurnaan aturan Bank Indonesia untuk
menjadi corporate governance Syariah akan menunjukkan: semakin baik dan
Islami peraturan corporate governance semakin mempersempit peluang
perbuatan haram dan perbuatan fraud di perbankan syariah.

B. Saran - Saran

Dengan adanya berbagai kelemahan mengenai peraturan corporate
governance bagi perbankan syariah dalam berbagai peraturan perundang-
undangan seperti diungkap dalam penelitian, seyogyanya dalam rencana
penyempurnaan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan
penyempurnaan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, penulis
memberi saran kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah
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Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan institusi terkait lainnya, serta
kepada pihak Pemerintah dan Legislatif hendaknya melakukan
penyempurnaan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Menegaskan corporate governance bagi perbankan syariah wajib
bagi perbankan syariah berdasarkan ajaran Islam dan prinsip syariah serta
hukum nasional, agar perbankan syariah yang telah berjalan lebih
memperkokoh kehadiran dirinya sebagai entitas bisnis berkepribadian
syariah seutuhnya bersifat lengkap (shamil) dan sempurna (kamil).

Hendaknya mempertimbangkan usulan membuat definisi corporate
governance syariah yaitu: corporate governance syariah adalah peraturan
yang di bangun atas dasar iman dan takwa dalam konsep hablu min Allah,
terhadap suatu mekanisme diantara pemegang sah

landasan al-Quran dan Hadis berasa
melaksanakan sistem dan prosedur yang

2. Menetapkan perbankan ‘syaria
Perseroan yaitu: RUPS, Direksi,
Syariah; mengingat ke a
bertanggung jawab dan't

empat) Organ
anDewan Pengawas

asional perbankan syariah.
ambahkan syarat yakni adanya

sebagai bagian pro

6. Dewan Per{% ariah sebaiknya diatur:

a. Jumlah minimal 2)(dua) orang;

b. Mempunyai kewenangan hukum menegur dan menghukum direksi

yang sama seperti kewenangan yang dimiliki komisaris;

c. Mempunyai komite-komite dibawahnya yang ahli syariah

d. Mempunyai hak hukum membela diri yang disebut “business

judgment rules” sama seperti yang dimiliki direksi dan komisaris.

7. Menegaskan kewajiban terpeliharanya perlakuan yang memenuhi
prinsip adil dan tawazun terhadap Organ Perseroan — Manajemen -
Karyawan dan termasuk Dewan Pengawas Syariah.

8. Mencabut dan menghapus seluruh ketentuan haram atau berpotensi
menimbulkan fraud by system, guna mencegah dan menangkal semua
perbuatan haram pada perbankan syariah.
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9. Membuat regulasi khusus mengenai pendapatan non halal dan
penggunaannya, mitigasi sumber dan membuat kebijakan yang produktif
terhadap penggunaan dana non halal tersebut.

10. Penetapan secara tegas bahwa sebagai regulator, pembina, dan
pengawas perbankan syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan (bukan lagi
Bank Indonesia), dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat
Bank Indonesia sebelumnya tetap berlaku.

Saran-saran diatas ini dengan pertimbangan bahwa usulan-usulan diatas
dapat diakomodir dalam perubahan UU Perbankan Syariah mengingat
statusnya sebagai Lex Specialis terhadap undang-undang lain yang sederajat,
baik itu UU Perseroan Terbatas maupun UU Perbankan. Juga peraturan dan
surat edaran Bank Indonesia seyogyanya meng| i :amanah undang-undang
perbankan syariah.

Diharapkan kepada regulator yang Jua el dan pengawas
yakni Otoritas Jasa Keuangan, dan p tinDewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia da a mengambil
langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan corporate ernance baik

secara sendiri-sendiri maupun s
corporate governandce sy

spirit menciptakan
prinsip syariah serta
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- Akad

- Akuntabilitas

- Amanah

- Amanah Undang-

Undang
C

Bank

Bank Indonesia

~Re
\Qgéngan orang sebagai pendukung hak dan

GLOSSARIUM

Sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk
melaksanakan, baik yang muncul dari satu
pihak, seperti wakaf, hibah, talak, dan
sumpah; maupun yang muncul dari dua
pihak, seperti jual-beli, sewa, wakalah, dan
gadai, atau kerelaan antara dua pihak untuk
melakukan, atau menyerahkan sesuatu.
Penyerahan  sesua dalam  akad ini
diwujudkan dalary pernyataan ijab
(menyerahkan).” nyataan  Kabul
(menerima).

rusahaan atau badan usaha yang disamakan

kewajiban sebagai subjek hukum

Sistim yang digunakan oleh bank syariah.
Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara
pihak investor dan pihak penerima dana akan
menikmati keuntungan dan menerima risiko
kerugian dengan pembagian yang adil.

Badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak

Bank Sentral Republik Indonesia
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- Bank Konvensional

- Bank Syariah

- Bank Umum
Syariah

- Bunga

- Business Judgment
Rules

Responsibility

- Derivative Action

- Dewan Komisaris

N

- Corporate Social —

sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Bank yang beroperasi dengan sistem bunga
secara konvensional dan berdasarkan jenisnya
terdiri atas Bank Umum Konvensional dan
Bank Perkreditan Rakyat.

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Syariah yang~ dalam kegiatannya
memberikan  jas : lalu lintas
pembayaran.
Tambahan terha

atas suatu tindakan
kelola perusahaan tentang hubungan dan

~\Ja
%ekanisme diantara shareholders, pengurus

rusahaan, dan stakeholders dalam suatu
struktur organisasi,
Tanggung jawab social perusahaan terhadap
lingkungan sekitarnya

Hak pemegang saham atas nama korporasi
untuk melakukan gugatan terhadap direksi
dan/atau komisaris yang dianggap telah
berbuat ultra vires dan merugikan pemegang
saham

Organ perusahaan yang mengawasi dan
memberi nasehat direksi
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- DPS

- DSN — MUI

E
- Etika Bisnis

- Etika Dalam Islam

Fatwa

- Fraud

1 1
T T
= =
Q Q@
cC C
oo

O)

- Gharar

- Good Corporate
Governance

- Haram

Dewan Pengawas Syariah yang wajib ada
pada perbankan syariah

Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama
Indonesia

Standar perilaku bisnis perusahaan yang
terdiri dari etika usaha dan etika kerja

Perilaku moral sebagai buah dari keimanan,
keislaman dan ketakwaan yang didasarkan
pada keyakinan yang kuat pada kebenaran
Allah swt

dengan berbagai
untuk  memperoleh
secara langsung

an’ fraud yang didukung oleh system
diciptakan sebelumnya

Ketidak  jelasan ~ yang  menimbulkan
perselisihan

Tata kelola perusahaan yang menerapkan
prinsip-prinsip keterbukaan (transparency),
akuntabilitas (accountability), pertanggung
jawaban (responsibility), professional
(professional), dan kewajaran (fairness)

Perbuatan atau benda yang dilarang dalam
syariat Islam
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- Hukum Materil : Undang-undang atau  peraturan  yang
mengatur perbuatan, hak & kewajiban, atau
transaksi antara orang-orang, antara orang
dengan badan hukum Negara, antara orang
dengan badan hukum privat, dan sanksi-
sanksi atas penyimpangan atau pelanggaran
ketentuan tersebut.

- Hukum Formil : Undang-undang atau  peraturan  yang
mengatur tata-cara mempertahankan hukum
materil.

I

- ljarah ad (sewa,upah)

- Ihtikar dengan

jadi mahal

J

- Jahalah

enerapan manajemen risiko
mite dibawah Komisaris yang memberi
omendasi renumerasi dan nominasi direksi
dan komisaris

dan Nominasi

§ :

L
- Lex Generalis : Hukum atau peraturan yang bersifat atau
mengatur hal-hal yang mendasar dan umum
- Lex Specialis/ Lex : Hukum atau peraturan yang bersifat khusus
Specialis Derogate atau menyimpang dari aturan dasar dan
Legi Generalis umum vyang telah diletakkan oleh suatu
peraturan / undang-undang.
M
- Maisir : Judi
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Magashid Syariah : Tujuan Allah dan Rasulnya dalam
merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini
dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan
Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi
rumusan suatu hukum yang berorientasi
kepada kemaslahatan umat manusia.

Mudharabah : Suatu akad antara dua pihak, salah satu pihak
menyerahkan uangnya kepada pihak yang
lain untuk diperdagangkan, di mana
keuntungannya dibagi antara kedua pihak
sesuai dengan kesepakatan ketika akad.

Mudharib : Pihak yang menerima~amanah / pengelola
dana

Murabahah : Suatu bentuk jual be ang penjual

menyebutkan biaya
perolehan yang
diinginkan harga
dengan
penampana &.Se a L
- Musharakah ; kerjasama- antara. dua. pihak, atau lebih

uan, bahwa keuntungan
erugian) akan ditanggung
ai dengan kesepakatan

)
ofit Lost Sharing = keuntungan dan
efugian ditanggung bersama

- Qardh . Pinjaman uang dari yang meminjamkan
kepada peminjam, yang dia akan kembalikan
seperti jumlah pinjamannya kapan ia mampu

- Riba :  Tambahan dalam hutang-piutang / pinjam-
meminjam uang dari yang berhutang kepada
yang punya piutang yang telah
disyaratkannya
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T

- Tadlis : Tipuan (fraud)

- Teori Agency : Hubungan kontrak antara pemegang saham
dengan direktur sebagai agen untuk
melaksanakan  jasa bagi  kepentingan
pemegang saham

- Teori Stewardship  : Manajer adalah pengurus perusahaan yang
baik, rajin bekerja untuk mencapai
keuntungan optimal bagi perusahaan dan
pemegang saham

W
- Wadi’ah : Titipan yang dibe satu  pihak
kepada pihk an dijaga  dan
- Wakalah pihak
g boleh

Z
- Zalim, zulm s \Suaty | atan yang merugikan, mengambil,

salah satu  bentu
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